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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji bagi Allah yang telah 
menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga buku ini 
dapat diselesaikan.  
Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani 
persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade 
Organization/WTO) dan perjanjian mengenai aspek-aspek perdagangan yang 
terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) sebagai salah satu lampirannya. 
Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 
tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pasca ratifikasi 
WTO/TRIPs Agreement, bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam undang-
undang pasca TRIPs Agreement, adalah: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 
Paten,  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Indikasi 
geografis dan indikasi asal termasuk juga diatur dalam undang-undang ini, 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
Hasil dari penyesuaian dengan TRIPs Agreement ternyata belum sesuai 
dengan kebutuhan Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang bertentangan 
dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945, dan belum mampu melindungi kepentingan nasional Indonesia. Salah 
satu penyebabnya karena Indonesia belum memiliki politik hukum HKI yang 
jelas dan metode penyesuaian (harmonisasi hukum) yang lebih memihak 
kepada kepentingan nasional. 
Buku ini mengupas tentang prinsip-prinsip hukum HKI bersumber 
pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan realitas sosial bangsa 
Indonesia yang dapat menjadi landasan hukum pengaturan Hak Kekayaan 
Intelektual Indonesia, konsep politik hukum HKI di masa depan (ius 
constituendum), dan konsep harmonisasi hukum ketentuan TRIPs Agreement 
vi 
ke dalam Undang-Undang HKI dalam rangka melindungi kepentingan 
nasional.  
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan 
penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Eddy Damian, S.H; 
Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H, M.H, FCBArb dan Prof. Huala Adolf, S.H, 
LL.M, Ph.D, FCBArb yang telah membimbing penulis dengan segala 
keikhlasannya, ketekunan, dan dengan kedalaman ilmunya mengarahkan, 
mengkoreksi, menasihati dan memberi motivasi kepada penulis. Penulis tidak 
dapat membalas semua kebaikan tersebut, dengan ketulusan hati penulis 
memanjatkan do’a kepada  Allah SWT agar senantiasa memberikan rahmat 
dan karunia-Nya serta semoga selalu diberkahi kehidupannya, amin. Terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan juga kepada: 
Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., LL.M; Prof. Dr. H. Yudha Bakti, S.H; Prof. Dr. 
Djuhaendah Hasan, S.H; Prof. A. Zen Umar Purba, S.H, LL.M; Dr. Supraba 
Sekarwati, S.H, C.N; Dr. Indra Perwira, S.H., M.H, yang telah memberikan 
saran-saran agar buku ini menjadi lebih baik.  
Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu hukum dan berguna bagi Indonesia dalam membangun hukum HKI 
dalam rangka mengejar ketertinggalan IPTEK untuk kesejahteraan rakyat.  
 












Dalam rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT, buku ini 
penulis persembahkan kepada: 
 
 Orang tuaku, Ayahanda Ibnur A. Majid Usul dan Ibunda 
Subaiyana Aji Sali, Ayahanda Sugito, S.H, dan Ibunda Sri 
Rahayu, S.Pd, do’a-do’a yang kalian panjatkan kepada Allah 
SWT merupakan kekuatan maha dahsyat yang mendorong 
ananda untuk hidup menjadi lebih baik di masa depan.  
 Istriku, Rini Tri Wahyuni, S.H, terima kasih cinta, kekuatan 
cinta kasihmu dan perhatianmu adalah kekuatan maha 
dahsyat yang selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan 
tulisan ini. 
 Adik-adikku, Evi Yusridawati, S.Ag; Priyanto, S.Pd;  
M. Hendersyah, S.Pd; Patmawati, S.Pd dan Edios Miharja, 
terima kasih atas doa dan motivasi kepada kakakmu ini, 
semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua. 
 Abang Ibrahim, SE dan Mbak Nining, SE; Mas Imam, S.P dan 
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A. Kelemahan Implementasi WTO/TRIPs Agreement 
Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta 
menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan 
dunia (WTO) dan termasuk didalamnya perjanjian mengenai aspek-
aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual 
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). 
Perjanjian internasional tersebut diratifikasi oleh Indonesia dengan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia. Tujuan WTO, adalah: (1). Akses pasar 
bagi produk-produk ekspor melalui penurunan dan penghapusan tarif 
bea masuk, pembatasan kuantitatif, hambatan perdagangan non-tarif 
lainnya, (2). Memperluas cakupan produk perdagangan internasional, 
termasuk perdagangan di bidang jasa, pengaturan mengenai aspek-
aspek dagang dari HKI dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan 
perdagangan, (3). Peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pe-
laksanaan komitmen yang telah dicapai, dan memperbaiki sistem 
perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-
ketentuan GATT, (4). Peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap 
terhadap perkembangan situasi perekonomian, serta mempererat 
hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional terkait 
khususnya dengan prospek perdagangan produk-produk berteknologi 
tinggi, dan (5). Pengembangan kerjasama pada tingkat nasional maupun 
internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan dan 
kebijakan ekonomi lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian, melalui usaha memperbaiki sistem 
moneter internasional (Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1994). 
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Perkembangan internasional tersebut mempengaruhi per-
kembangan hukum nasional, antara lain terjadinya kesalingterkaitan 
antara perkembangan hukum internasional dengan hukum nasional 
masing-masing negara, terciptanya arena transnasional dalam praktek 
hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang 
bekerja dalam bidang ekonomi.1 Globalisasi ekonomi ternyata memberi 
pengaruh sangat besar pada aspek hukum. Implikasi globalisasi 
ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindarkan, sebab globalisasi 
hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, berbagai substansi 
undang-undang dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian internasional 
yang menyebar melewati batas-batas negara (cross-border). Negara-
negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan per-
dagangan bebas itu, baik negara maju maupun berkembang bahkan 
negara terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan 
ekonominya.2  
Salah satu bentuk standarisasi hukum tersebut adalah 
pengaturan mengenai HKI sebagaimana yang disepakati dalam TRIPs 
Agreement. Beberapa perjanjian internasional terkait HKI yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia, antara lain adalah: Convention for the 
Protection of Industrial Property (Paris Convention) tahun 1883 yang 
direvisi tahun 1967 dan Convention Establishing the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) tahun 1967 diratifikasi dengan Keputusan 
Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997, Patent Cooperation Treaty (PCT) 
and Regulation Under the Patent Cooperation Treaty tahun 1970 yang 
direvisi tahun 1984 diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 
16 Tahun 1997, Trade Mark Law Treaty tahun 1995 melalui 
Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997, Berne Convention for 
the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) tahun 
1886 dan direvisi terakhir tahun 1971 melalui Keputusan Presiden RI 
Nomor 18 Tahun 1997, World Intellectual Property Organization 
                                                 
1. Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum Di Indonesia  Dalam Konteks Global, Makalah 
Pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 
5-6 Agustus 1996.  
2. Bismar Nasution, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia, Majalah Hukum 
Fakultas Hukum USU, Volume 8 No. 1, Medan, 2003, hlm. 7. 
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Copyright Treaty (WCT) 1996 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 
19 Tahun 1997 dan WIPO Performance and Phonograms Treaty tahun 
1996 (WPPT) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004.  
Menurut The Convention Establishing the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) tahun 1967 di Stockholm, jenis-jenis 
HKI meliputi: literary, artistic and scientific work, performances of 
performing artists, phonogram and broadcasts, invention in all field of 
human endeavour, scientific discoveries, industrial designs, trade 
marks, services marks and commercial name and designations and 
protection against unfair competition.3 Sedangkan menurut ketentuan 
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
bidang-bidang HKI dikelompokkan menjadi copyrights and related 
aspects, trade marks, geografical indication, industrial designs, patens, 
lay out-designs (topographies) of integrated circuits, protection of 
undisclosed information, dan control of anti competitive practices in 
contractual lisences (Part II article 9 – 40 TRIPs Agreement).  
Pasca ratifikasi WTO/TRIPs Agreement, sistem perlindungan 
hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia mengalami beberapa 
perubahan, baik dari aspek paradigma (dari lokal-nasional menjadi 
internasional-global) maupun substansinya (semakin terstandarisasi 
dalam bentuk standar minimum TRIPs Agreement, dikaitkan dengan 
perdagangan). Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dari 
perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan persoalan HKI.  
Beberapa bidang HKI yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan pasca TRIPs Agreement, adalah: Hak Cipta diatur 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan mulai diberlakukan 
tahun 2003, Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2001, Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, 
Indikasi geografis dan indikasi asal termasuk juga diatur dalam undang-
undang ini, Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2000, Perlindungan Varietas Tanaman dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2000, Desain Industri diatur dengan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. 
                                                 
3. Michael Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide 
to the TRIPS Agreement, Sweet & Maxwell, London, 1996, hlm. 10. 
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Persoalannya adalah apakah perubahan Undang-Undang HKI 
yang disesuaikan dengan TRIPs Agreement tersebut tidak ber-
tentangan atau justru dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia. 
Pertanyaan ini relevan diajukan karena dua alasan.  
Pertama, pembangunan hukum HKI sebagai bagian dari 
hukum nasional seyogianya secara filosofis bertumpu pada Pancasila 
sebagai dasar negara, secara juridis berdasarkan Undang-Undang Dasar 
1945 dan secara sosiologis bersandar pada tata kehidupan dan budaya 
masyarakat Indonesia.  
Kedua, masuknya pengaturan HKI ke dalam General Agreement 
on Tarrif and Trade (GATT), sebenarnya merupakan keinginan dari 
negara-negara industri (negara-negara maju) yang diusulkan pertama 
kali oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, agar HKI yang dimilikinya dapat 
lebih terjamin perlindungannya dalam globalisasi perdagangan.4  
                                                 
4. Sejarah pembentukan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) berawal dari 
ditandatanganinya Piagam Atlantic (Atlantic Charter) pada bulan Agustus 1941. 
Salah satu tujuannya adalah menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang 
didasarkan pada nondiskriminasi dan kebebasan tukar menukar barang dan jasa. 
Pembahasan dan perundingan berlangsung antara tahun 1943 - 1944, di Amerika, 
Inggris dan Kanada. GATT ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947. GATT 
dilatarbelakangi keinginan untuk keluar dari pengalaman pahit dari depresi 
ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 1930-an. Pengalaman pahit itu 
memunculkan kesadaran bahwa untuk mendorong perekonomian dunia, perlu 
diletakkan suatu sistem baru yang dapat menjamin dikuranginya kemungkinan 
“perang dagang” dan “perang kurs” atau competitive devaluation. Semula GATT 
diciptakan sebagai suatu bagian dari upaya penataan kembali struktur 
perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan yang ada 
dalam perdagangan, baik berupa bea masuk (tarrif barrier) maupun hambatan lain 
(non tarrif barrier). Pada waktu itu, sebenarnya dalam konferensi Havana 1948, 
ada keinginan untuk mendirikan suatu lembaga yang mengatur perdagangan 
dunia, yaitu International Trade Organization (ITO). Rencana tersebut tidak 
terwujud karena kongres Amerika Serikat menolak untuk meratifikasinya, yang 
justru yang terwujud adalah Perjanjian Bea Masuk dan Perdagangan (General 
Agreement on Tariffs and Trade/GATT), yang diterapkan tahun 1947, yang semula 
hanya merupakan perjanjian “interim”. Setelah 40 tahun berdirinya, akhirnya dari 
hasil Uruguay Round disepakati pendirian organisasi internasional yaitu World 
Trade Organization (WTO) pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko. 
Lahirnya WTO membawa perubahan penting bagi GATT, yaitu WTO mengambil 
alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO, dan prinsip-prinsip 
GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, 
khususnya perjanjian mengenai jasa (GATS), penanaman modal (TRIMs) dan 
perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan HKI (TRIPs). Dirangkum 
dari Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, 2006,  hlm. 97 - 106 dan Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay 
Round, UI Pers, Jakarta, hlm. 18 - 19.  
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Proposal pertama diajukan oleh Amerika Serikat dalam sidang 
GATT (November 1987), berisi tentang: (1) keinginan mengurangi 
distorsi, hambatan perlindungan dan penegakan HKI dalam kegiatan 
perdagangan barang dan jasa, (2) mengefektifkan pencegahan 
terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangan internasional, (3) 
memastikan kegiatan per-lindungan HKI tidak menghambat perdagangan, 
(4) memperluas perhatian internasional, konsultasi, pengawasan, dan 
prosedur penyelesaian sengketa dan penegakan HKI, dan (5) mendorong 
lembaga non pemerintah untuk menerima, dan menegakkan standar 
perlindungan HKI dan turut serta dalam perjanjian.  Proposal tersebut 
didukung oleh Uni Eropa dengan mengajukan proposal pada Juli 1988, 
yang berisi tentang: (1) menegaskan semakin pentingnya isu HKI secara 
internasional dan memerlukan prinsip-prinsip dasar pengaturan dan 
standar perlindungan, dan (2) masuknya HKI ke dalam GATT tidak 
dimaksudkan meng-gantikan konvensi-konvensi khusus HKI, kontrak 
yang dibuat oleh para pihak dan dalam kerangka mengurangi 
hambatan perdagangan. Dukungan serupa juga datang dari Jepang 
dan Kanada.5 Alasan yang dikemukakan adalah bahwa penegakan 
hukum melalui Mahkamah Internasional (MI) yang dianut dalam 
perjanjian-perjanjian tentang HKI yang sudah ada sebelumnya 
(seperti Berne Convention, Paris Convention dan WIPO) dianggap 
tidak efektif. Negara-negara industri berpendapat bahwa mekanisme 
penyelesaian sengketa melalui GATT akan berjalan lebih efektif, 
karena dimungkinkannya untuk melakukan pembalasan (retaliation) 
dan pembalasan silang (cross retaliation) berupa pemberian sanksi-
sanksi ekonomi kepada negara lain yang melakukan pelanggaran HKI 
sesuai dengan ketentuan TRIPs Agreement, seperti penolakan 
terhadap barang-barang yang diekspor oleh negara-negara lain, 
pencabutan fasilitas ekspor, penundaan atau pembatalan kerjasama 
ekonomi.  
Mestinya negara-negara industri tersebut melakukan pe-
nyempurnaan mekanisme penegakan hukum dalam kerangka World 
Intellectual Property Organization (WIPO), tetapi tidak dilakukan, 
                                                 
5. UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development, UNCTAD-ICTSD Project on 
IPR and Sustainable Development, Cambridge University Press, New York, 2005, 
hlm. 120. 
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mengingat sistem pengambilan keputusan pada lembaga tersebut 
didasarkan pada pemungutan suara yang jelas akan mengalahkan 
negara-negara maju karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada 
negara-negara berkembang (WIPO General Rules of Procedure 
Publication Number 399).6 Berbeda dengan GATT yang basisnya adalah 
negosiasi memungkinkan adanya saling menerima dan memberi akses di 
negara-negara anggota. Negara-negara industri menganggap bahwa 
kepentingannya lebih terjamin karena dapat memainkan posisi tawar 
(bargaining power) yang lebih kuat.7  
Pada awalnya negara-negara berkembang menolak masuknya 
masalah HKI ke dalam GATT, karena dianggap tidak ada hubungan 
antara HKI dengan perdagangan, dan oleh karenanya GATT bukan 
forum yang tepat untuk merundingkan HKI, karena justru akan 
merusak sistem perdagangan itu sendiri karena bersifat sangat 
proteksionis dan akan mengukuhkan posisi monopolistik negara-
negara industri dalam perdagangan internasional. Akibat lebih jauh 
adalah terhambatnya pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK) bagi negara-negara berkembang. Meskipun 
dirasakan sangat memberatkan, pada akhirnya negara-negara 
berkembang, termasuk Indonesia menyepakati TRIPs Agreement karena 
sangat lemahnya bargaining power.8 India merupakan salah satu negara 
berkembang yang sangat keras menentang masuknya pengaturan HKI 
ke dalam GATT. Kepentingan negara-negara berkembang telah 
disuarakan oleh India, melalui papernya dengan mengatakan:  
“First, India was of the view that it was only the restrictive 
and anti-competitive practices of the owners of the IPRs that 
could be considered to be trade-related because they alone 
distorted or impeded international trade. Although India did 
not regard the other aspects of IPRs dealt with in the paper to 
be trade-related, it had examined these other aspects in the 
paper for two reasons: they had been raised in the various 
                                                 
6. WIPO,  WIPO General Rules of Procedur Publication  Number 399, melalui 
<http://www.wipo.int/freepublications/en/general/399/wipo_pub_399.pdf> 
(10/03/2010) 
7. Nandang Sutrisno, Implementasi Persetujuan TRIPs  Dalam Undang-Undang Hak Cipta 
Di Indonesia, Melalui http://www.iprcentre.org/doc> (5/12/08) 
8. Ibid.  
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submissions made to the Negotiating Group by some other 
participants; and, more importantly, they had to be seen in 
the wider developmental and technological context to which 
they properly belonged. India was of the view that by merely 
placing the label “trade-related” on them, such issues could 
not be brought within the ambit of international trade. 
Secondly, paragraphs 4(b) and 5 of the TNC decision of April 
1989 were inextricably interlinked. The discussions on paragraph 
4(b) should unambiguously be governed by the socio-economic, 
developmental, technological and public interest needs of 
developing countries. Any principle or standard relating to IPRs 
should be carefully tested against these needs of developing 
countries, and it would not be appropriate for the discussions 
to focus merely on the protection of the monopoly rights of 
the owners of intellectual property. Thirdly, he emphasised 
that any discussion on the intellectual property system should 
keep in perspective that the essence of the system was its 
monopolistic and restrictive character. This had special 
implications for developing countries, because more than 99 
per cent of the world’s stock of patents was owned by the 
nationals of the industrialised countries. Recognising the 
extraordinary rights granted by the system and their implications, 
international conventions on this subject incorporated, as a central 
philosophy, the freedom of member States to attune their 
intellectual property protection system to their own needs and 
conditions. This freedom of host countries should be recognised 
as a fundamental principle and should guide all of the 
discussions in the Negotiating Group...... Substantive standards 
on intellectual property were really related to socio-economic, 
industrial and technological development, especially Com-
munication from India, Standards and Principles Concerning the 
Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property 
Rights, MTN.GNG/NG11/W/37, 10 July 1989. In the case of 
developing countries. It was for this reason that GATT had so far 
played only a peripheral role in this area and the international 
community had established other specialised agencies to deal 
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with substantive issues of IPRs. The Group should therefore 
focus on the restrictive and anti-competitive practices of the 
owners of IPRs and evolve standards and principles for their 
elimination so that international trade was not distorted or 
impeded by such practices”.9  
 
TRIPs Agreement bukan merupakan titik awal tumbuhnya 
konsep HKI. Berbagai konvensi internasional telah lama dilahirkan dan 
telah beberapa kali diubah. Konvensi yang menjadi dasar utama dari 
industrial property adalah Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property (Paris Convention), sedangkan untuk copyrights 
adalah Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works (Berne Convention).10 Sejauh ini telah ada kurang lebih 22 
perjanjian internasional yang mengatur mengenai HKI yang diadakan 
oleh negara-negara anggota masyarakat internasional yang tergabung 
dalam badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (specialized agency) 
yang bernama World Intellectual Property Organization (WIPO). 
Tetapi menurut negara maju, implementasi ketentuan-ketentuan 
dalam konvensi-konvensi tersebut belum memadai.11  
Secara normatif tujuan TRIPs Agreement sangat baik, yaitu 
untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hukum 
dengan menerapkan tindakan-tindakan yang menciptakan perdagangan 
yang sehat, untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan 
memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi dengan tetap 
memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan 
yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, 
keseimbangan antara hak dan kewajiban (Article 7).12 Namun dalam 
implementasinya negara maju lebih banyak mendapatkan keuntungan 
baik secara ekonomi maupun dalam memelihara dominasi ilmu 
                                                 
9. UNCTAD-ICTSD, op.,cit, hlm. 6 - 7. 
10. Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 
2005, hlm. 21.  
11. Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi Kedua Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung, 2005, 
hlm. 10.  
12. JICA dan DGIP RI, Capacity Building Program on The Implementation of The WTO 
Agreement in Indonesia (Trips Component), Training Material on Enforcement of 
Intellectual Property Rights,  JICA dan DGIP RI, Jakarta, 2003, hlm.10. 
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pengetahuan dan teknologi, serta menjadi semacam barikade untuk 
memproteksi kepentingan negara-negara maju. Beberapa contoh 
kasus yang dapat diangkat, antara lain:  
Pertama, dalam bidang paten. Jika dilihat dari data Ditjen 
HKI, hanya 7% - 8% paten yang terdaftar berasal dari WNI, 
selebihnya (92% - 93%) berasal dari WNA khususnya negara-negara 
maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris.  
Kedua, penerapan Section 301 oleh Amerika Serikat dengan 
membuat peringkat negara-negara yang melakukan pelanggaran 
terhadap HKI yang dimiliki oleh warga negaranya dan melakukan 
tekanan agar negara yang termasuk dalam priority watch list, black 
list dan monitoring status menindak para pelaku pelanggaran HKI. 
Jika negara yang bersangkutan tidak mengambil tindakan untuk 
mencegahnya, Amerika Serikat dapat memberikan sanksi ekonomi 
sebagai tindakan pembalasan.13   
Ketiga, tekanan negara-negara maju yang dimotori oleh 
Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang demi kepentingan 
perusahaan-perusahaan di negara tersebut, misalnya dalam industri 
obat-obatan (farmasi). Hal ini diungkapkan oleh Hira Jhamtani dengan 
mengutif Hoen dan Khor, sebagai berikut:14 
“Survei yang dilakukan oleh Health Action International 
tentang harga obat Amoxicillan Amoxil produksi Smithkline 
Beecham menghasilkan data sebagai berikut: di Pakistan 
                                                 
13. Section 301 merupakan ketentuan yang bersumber dari US Trade Act 1974 dan The 
Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988. Ketentuan ini memberikan 
kewenangan kepada Amerika Serikat untuk dapat mengenakan sanksi 
perdagangan terhadap negara-negara lain yang melakukan tindakan atau 
kebijakan, dan praktek-praktek yang melanggar, atau merugikan kepentingan 
perdagangan Amerika Serikat. Penegakan ketentuan Section 301 dilakukan oleh 
The United State Trade Representative (USTR). Setiap tahun USTR menerbitkan 
laporan tahunan berisi pemantauan terhadap negara-negara lain yang melanggar 
HKI dan merugikan kepentingan perdagangan Amerika Serikat.  Laporan tahunan 
berisi kategori atau peringkat negara-negara yang terdiri dari tiga golongan, yaitu 
the Priority Watch List, Watch List, dan Monitoring Status. 
14. Hira Jhamtani, WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ke Tiga, Insist Press, Yogyakarta, 
2005, hlm. 89 – 93, dapat juga dibaca dalam Hira Jhamtani, Memahami Rejim Hak 
Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan, Melalui 
<http://komunitaskreatifbali.files.wordpress.com/2008/09/memahami-rejim-hak-
kekayaan -intelektual-terkait-perdagangan.pdf> (12/01/09) 
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dijual dengan harga 8 dollar AS, Malaysia 34 dollar, di 
Indonesia 40 dollar, Italia 22 dollar, Selandia Baru 16 dollar, 
Filipina 29 dollar, Kanada 14 dollar, Jerman 60 dollar dan AS 
dengan harga 36 dollar AS. Artinya, produsen dan konsumen 
Indonesia dapat membeli obat tersebut dengan harga yang 
jauh lebih murah melalui fasilitas impor paralel dari Pakistan 
dibandingkan jika membeli langsung dari Smithkline Beecham. 
Lisensi wajib adalah penggunaan objek paten tanpa izin dari 
pemegang hak dan diatur dalam pasal 31 TRIPs Agreement. 
Biasanya lisensi wajib dalam bidang obat-obatan diberikan 
oleh negara dalam kondisi tertentu misalnya ketika menghadapi 
bencana atau epidemi suatu penyakit. Khusus mengenai lisensi 
wajib, Negara berkembang mengatakan bahwa demi kepentingan 
umum obat/produk farmasi harus dapat digunakan tanpa izin 
dari pemegang paten, guna menjamin ketersediaan dan ke-
terjangkauannya. Hal ini terutama berkaitan dengan kebutuhan 
akan obat esensial. Baik lisensi wajib maupun impor paralel 
adalah kebijakan yang umum diterapkan di Uni Eropa maupun 
AS. Tetapi dalam forum WTO, AS justru yang paling keras 
menolak kedua kebijakan tersebut. Penolakan AS dilaksanakan 
pada tingkat sanksi melalui tekanan politik seperti yang terjadi 
terhadap Thailand dan Afrika Selatan. Ketika Thailand berniat 
menerapkan lisensi wajib dan impor paralel untuk mengadakan 
persediaan obat HIV/AIDS. Desakan AS yang mengancam akan 
membatasi impor tekstil, pada 1992, pemerintah Thailand 
mengeluarkan undang-undang yang melarang praktek impor 
paralel. Kasus lebih serius menimpa Afrika Selatan. Ketika Afrika 
Selatan berkeinginan untuk menerapkan paralel impor, Duta 
Besar AS untuk Afrika Selatan menulis surat ke parlemen negara 
tersebut untuk menghapus paralel impor. Demikian pula, ketika 
pemerintah Afrika Selatan merumuskan undang-undang untuk 
lisensi wajib agar pemerintah mampu menyediakan obat-obatan 
terutama bagi 4,7 juta warganya yang terserang HIV, dengan 
harga terjangkau, mereka menghadapi berbagai tekanan. 
Tidak kurang dari Wakil presiden AS, Al Gore saat itu, 
mengancam akan mengenakan sanksi perdagangan kepada 
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Afrika Selatan jika meneruskan niat menerapkan kebijakan 
lisensi wajib di negaranya. Lebih parah lagi, lebih dari 30 
perusahaan obat multinasional menggugat pemerintah ke 
pengadilan. Tentu saja masyarakat di Afrika Selatan dan 
negara berkembang lain melancarkan protes keras dan 
kemudian juga didukung oleh masyarakat di negara maju. 
Kelompok masyarakat sipil seperti Medicine Sans Frontier, 
Oxfam, RAFI dan GRAIN menerbitkan berbagai laporan dan 
melakukan kampanye mengenai hal tersebut sehingga 
memaksa salah satu perusahaan obat untuk mengumumkan 
penurunan harga obat.” 
 
Perlindungan HKI yang ingin menciptakan persaingan yang 
kompetitif dalam menghasilkan invensi baru atau karya intelektual lain 
ternyata tidak sepenuhnya benar. Dampak yang muncul dalam penerapan 
ketentuan HKI yang mengedepankan aspek ekonomi (perdagangan) 
justru semakin mahalnya biaya untuk memunculkan invensi baru karena 
harus mendapatkan lisensi dari banyak invensi yang sudah ada 
sebelumnya dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Berkenaan 
dengan hal ini, Boldrin dan Levine mengatakan :15 
“In the long-run, intellectual monopoly provides increased 
revenues to those that innovate, but also makes innovation more 
costly. Innovations generally build on existing innovations. While 
each individual innovator may earn more revenue from 
innovating if he has an intellectual monopoly, he also faces a 
higher cost of innovating: he must pay off all those other 
monopolists owning rights to existing innovations. Indeed, in 
the extreme case when each new innovation requires the use 
of lots of previous ideas, the presence of intellectual 
monopoly may bring innovation to a screeching halt”. 
 
Persoalan lain yang muncul adalah banyak paten-paten yang 
terdaftar di negara-negara maju sumber awalnya adalah pengetahuan 
tradisional (traditional knowledge) dan sumber daya genetik (genetic 
                                                 
15. Michele Boldrin and David K. Levine, Against Intellectual Monopoly Chapter 8, Cambridge 
University Press, New York, 2008, hlm. 1. 
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resources) yang dimiliki oleh Indonesia. Misalnya yang terjadi dengan 
makanan tradisional tempe. Bonnie Setiawan mencatat: 
“Ada 19 paten tentang tempe, di mana 13 buah paten adalah 
milik AS, yaitu: 8 paten dimiliki oleh Z-L Limited Partnership, 2 
paten oleh Gyorgy mengenai minyak tempe, 2 paten oleh 
Pfaff mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan 
makanan, dan 1 paten oleh Yueh mengenai pembuatan 
makanan ringan dengan campuran tempe. Sedangkan 6 buah 
milik Jepang adalah 4 paten mengenai pembuatan tempe, 1 
paten mengenai antioksidan dan 1 paten mengenai kosmetik 
menggunakan bahan tempe yang diisolasi. Paten lain untuk 
Jepang yang disebut Tempeh, temuan Nishi dan Inoue (Riken 
Vitamin Co. Ltd) diberikan pada 10 Juli 1986. Tempe tersebut 
terbuat dari limbah susu kedelai dicampur tepung kedelai, 
tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dekstrin, Na-
kaseinat dan putih telur. Selain mengklaim tempe, Jepang 
juga sempat mematenkan beberapa jenis rempah-rempah asli 
Indonesia, diantaranya kayu rapet (Parameria laevigata), 
kemukus (Piper cubeba), tempuyung (Sonchus arvensis L), 
belantas (Pluchea indica L), mesoyi (Massoia aromatica Becc), 
pule (Alstonia scholaris), pulowaras (Alycia reindwartii Bl), 
sintok (Cinnamomum sintoc Bl), kayu legi, kelabet, lempuyang, 
remujung, dan brotowali adalah nama-nama tumbuhan dan 
rempah Indonesia yang akan dipatenkan oleh perusahaan 
kosmetik Jepang Shiseido. Bahkan diantaranya nama-nama 
tumbuhan tersebut ada yang sudah terdaftar pada paten 
Jepang. Atas perjuangan beberapa lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) Indonesia pengajuan paten tanaman obat yang sudah 
berabad-abad dipergunakan di Indonesia tersebut dibatalkan 
oleh pihak Shiseido.”16  
 
 
                                                 
16. Andri Tri Kuncoro, Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia 
Dalam Perdagangan Bebas Dunia, Melalui <http://www.haki. 
depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=60> (05/12/08)  
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Contoh lainnya adalah kasus flu burung. WHO dengan alasan 
untuk kegiatan penentuan diagnosis flu burung, melalui WHO Collaborating 
Center (WHOCC) di Hongkong memerintahkan Indonesia menyerahkan 
sampel virus flu burung. Sebelumnya sampel virus dari Vietnam yang 
telah dikirim ke WHOCC untuk dilakukan risk assessment, diagnosis, 
dan selanjutnya dibuat vaksinnya. Ternyata perusahaan-perusahaan 
besar dari negara maju yang tidak mengalami wabah flu burung yang 
membuat vaksin tersebut dan menjualnya ke seluruh dunia tanpa izin 
dan tanpa benefit sharing kepada negara asal virus flu burung 
(Vietnam, Indonesia). Fakta ini membuat Menteri Kesehatan RI (Siti 
Fadilah Supari) marah, merasa kedaulatan dan martabat negara-negara 
pemilik virus telah dipermainkan pihak asing melalui Global Influenza 
Surveilance Network (GISN) WHO. Selama lebih 50 tahun badan ini 
telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen 
virus flu. Virus didokumentasikan dan diproses menjadi vaksin. Sementara 
itu tidak semua ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA 
H5N1 yang disimpan WHOCC, dan dokumentasi virus  tersebut justru 
berada di Los Alamos National Laboratory di New Mexico, di bawah 
Kementerian Energi USA. Pemerintah RI melalui Menteri Kesehatan 
meminta WHO membuka data DNA virus H5N1 dan tidak boleh hanya 
dikuasai kelompok tertentu. Menteri Kesehatan juga meminta WHOCC 
agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia dan menyatakan berhenti 
mengirim spesimen virus yang diminta WHO, jika masih mengikuti 
mekanisme GISN, yang dianggap imperialistik dan tidak adil. Pada 
sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa Mei 2007, International 
Government Meeting (IGM) WHO menyetujui permintaan Indonesia dan 
memasukan ketentuan virus sharing dan GISN dihapuskan.17  
Ketika negara-negara berkembang menyerahkan sampel virus 
ke WHO untuk diteliti, hasil yang didapat adalah harus membayar 
mahal kepada perusahaan-perusahaan farmasi yang berhasil menemukan 
vaksin dari hasil penelitian. Ketika masyarakat Indonesia mem-
butuhkan pertolongan berupa vaksin flu burung, harus membayar 
ongkos penelitian dan HKI yang dikeluarkan oleh perusahaan farmasi di 
negara maju yang telah menemukan vaksin atau obatnya. Walaupun 
                                                 
17. Secara lengkap baca Siti Fadilah Supari, Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik 
Virus Flu Burung, PT Sulaksana Watinsa Indonesia, Jakarta, 2007.  
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teknologi memang berada di tangan negara-negara maju, materi yang 
menjadi faktor lahirnya vaksin flu burung, yaitu berupa sampel virus 
dikirim oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi 
tidak mungkin akan lahir paten atas vaksin flu burung tanpa 
keberadaan sampel virus itu sendiri. Ketika perusahaan dari negara 
maju menghasilkan paten dan kemudian mengklaim sebagai milik 
individu tanpa ada benefit sharing terhadap pemilik sampel virus, 
maka sejatinya telah terjadi apa yang disebut misappropriation of 
genetic resources.18  
B. Pentingnya Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
Bagi Indonesia dan Amandemen Undang-Undang 
HKI 
Politik hukum nasional pada era sebelum reformasi terdapat 
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
(MPR RI) tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GHBN), yaitu: 
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973, Ketetapan MPR RI Nomor 
IV/MPR/1978, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1983, Ketetapan MPR 
RI Nomor II/MPR/1988, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993, 
Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998. Pada era reformasi terdapat 
dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok 
Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara dan Ketetapan MPR RI 
Nomor IV/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 
1999 - 2004, yang didalamnya terdapat acuan politik pembangunan 
hukum nasional. Selanjutnya dijabarkan lagi dalam Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 
Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009. 
Politik hukum dalam RPJMN 2004 – 2009 tercantum dalam Bab 9 
tentang Pembenahan Sistem dan Politik Hukum, yaitu diarahkan pada 
                                                 
18. Agus Sardjono, Saatnya Indonesia Berubah, Kasus Flu Burung, Melalui 
<http://www.wartaekonomi.com/detail.asp> (08/11/08).  
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kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur 
(kelembagaan) hukum, dan budaya hukum, melalui upaya:  
1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan 
penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk 
mewujudkan tertib perundang-undangan dengan mem-
perhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan, 
dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan 
hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan 
peraturan melalui permberdayaan yurisprudensi sebagai 
bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;  
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan 
kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim 
dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang 
terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem per-
adilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat 
diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum 
diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, 
memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk mem-
perkaya sistem hukum dan peraturan melalui pem-
berdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pem-
baruan materi hukum nasional;  
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan 
dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan 
serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya 
dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan 
supremasi hukum.  
 
Selanjutnya pada Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2010 – 2014 kebijakan pembangunan bidang hukum dan aparatur 
diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam 
rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, 
dan berkeadilan. Strategi yang dijalankan adalah: (1) peningkatan 
efektivitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kinerja 
lembaga di bidang hukum; (3) peningkatan penghormatan, pemajuan, 
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dan penegakan HAM; (4) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 
yang  bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi dan nepotisme (KKN); 
 (5) peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) peningkatan kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pemantapan pelaksanaan 
reformasi birokrasi. Terkait dengan upaya untuk menciptakan efektivitas 
peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan yang akan 
dilaksanakan adalah: (1). Peningkatan kualitas substansi peraturan 
perundang-undangan, dilakukan antara lain melalui dukungan 
penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian 
tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan 
dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. (2). Pe-
nyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, 
dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pe-
nyebarluasan. Untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi 
dengan kebutuhan masyarakat, peran masyarakat dalam setiap tahapan 
pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini 
juga perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan Program Legislasi 
Nasional dan Daerah yang mengikat bagi eksekutif dan legislatif serta 
menjadi wadah menyelaraskan kebutuhan kerangka regulasi yang 
mendukung prioritas pembangunan nasional. (3). Pelaksanaan 
harmonisasi peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui kegiatan 
harmonisasi peraturan perundang-undangan. RPJMN 2010-2014 
semakin menguatkan bahwa penelitian harmonisasi hukum menjadi 
penting dilaksanakan. 
Politik hukum dimaknai sebagai keseluruhan proses pembuatan 
dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan ke arah mana 
hukum akan dibangun dan ditegakkan.19 Politik hukum sebagai legal 
policy berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi 
hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan 
ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga 
dan pembinaan para penegak hukum.20  
                                                 
19. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, 
hlm. 9.  
20. Ibid. 
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Politik hukum nasional semakin menghadapi tantangan berat, 
tatkala globalisasi di segala aspek kehidupan tidak dapat dibendung 
kehadirannya. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk 
di dunia yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan 
negara.21 Proses globalisasi tersebut membuat dunia seolah dipadukan 
(compressed) dan terjadi intensifikasi kesadaran global terhadap dunia 
sebagai satu kesatuan utuh.22 Globalisasi semakin terformalisasi setelah 
ditandatanganinya pembentukan (World Trade Organization/WTO) oleh 
negara-negara di dunia. WTO berdiri pada tanggal 15 April 1994 di 
Marakesh, Maroko. Embrio lahirnya WTO adalah General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) yang telah berdiri sejak tahun 1947. Setelah 
konvensi pendirian WTO ditandatangani GATT tetap berdiri sebagai 
salah satu bagian dari hasil perundingan WTO bersama General 
Agreement on Trade and Services (GATS) dan Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Proses 
pendirian WTO berlangsung cukup panjang melalui perundingan 
panjang dalam Uruguay Round yang diselenggarakan dalam forum 
GATT, dari September 1986 sampai April 1994. Piagam WTO memuat 
aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran penting. Keseluruhan 
                                                 
21. Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi 
belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working 
definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang 
memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses 
alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat 
satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-
eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya 
masyarakat. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan 
peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di 
seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan 
bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.  
Globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi 
sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah 
globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Di 
sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-
negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga 
terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam 
bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan 
mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya 
karena tidak mampu bersaing, Wikipedia, Globalisasi, Melalui <http://www. 
wikipedia.org/wiki/globalisasi> (10/05/09).  
22. Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London, 1992, 
hlm. 8.  
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perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 
26.000 halaman berisi daftar tarif dan jasa.23   
Perkembangan HKI di Indonesia sampai saat ini belum begitu 
menggembirakan, misalnya terlihat dari pendaftaran HKI khususnya 
Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dari dalam negeri yang masih 
sangat sedikit, jika dibandingkan dengan pendaftar dari luar negeri, 
masih sedikitnya produk-produk manufaktur berteknologi tinggi yang 
dihasilkan di Indonesia dan kesulitan terjadinya alih teknologi dari 
perusahaan asing kepada perusahaan lokal. Data Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Ditjen HKI RI) mem-
perlihatkan, pendaftaran paten yang berasal dari dalam negeri sampai 
tahun 2007 hanya berjumlah 4.564 (8%) sedangkan dari luar negeri 
berjumlah 56.262 (92%). Pada tahun 2008 pendaftaran paten dari 
dalam negeri menjadi 4.701 (7%), sedangkan dari luar negeri 
berjumlah 60.827 (93%). Di tahun 2009 tercatat aplikasi paten 
sejumlah 405, dari dalam negeri berjumlah 44 (10,8%) dan selebihnya 
berasal dari luar negeri.24 Pendaftaran paten masih didominasi oleh 
Amerika Serikat, Jepang dan Jerman. Kasus-kasus terkait dengan 
pelanggaran hak cipta dan merek sering terjadi, baik melalui 
penggandaan ilegal berupa kaset, Video Compact Disc (VCD), Digital 
Video Disc (DVD), maupun melalui sarana internet.25 Produk hasil 
pelanggaran hak cipta sangat mudah ditemukan di Indonesia, seperti 
perangkat lunak komputer, film, musik, dan buku. Harga yang jauh lebih 
murah dibanding produk orisinal meningkatkan angka pembajakan. 
Jumlah produk cakram optik bajakan selama tiga tahun terakhir 
mencapai lebih dari 300 juta keping per tahun atau 90 persen dari total 
produk yang beredar. Jadi produk orisinal yang beredar di pasaran 
hanya sekitar 10 persen. Padahal, saat ini sudah ada Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002. Akibatnya, Indonesia berada dalam daftar 
                                                 
23. Lihat Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, PT. Rajagrafindo 
Persada, Jakarta, 1998, hlm. 94 – 100.  
24. Dirjen HKI, Jumlah Permohonan Paten, Melalui <http://www.dgip.go.id/ filecontent.php> 
(25/08/09). 
25. Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Media, 
Bandung, 2006, hlm. 4.  
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prioritas pengawasan dalam industri cakram optik dunia.26 Indonesia 
pada tahun 2007 menduduki peringkat ke lima di Asia sebagai pembajak 
software, sedangkan di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke dua 
belas.27 Salah satu penyebabnya adalah karena mahalnya produk yang 
dilindungi HKI dan rendahnya daya beli masyarakat Indonesia. 
Kemajuan cukup berarti terjadi pada Hak Cipta, Desain Industri, 
Merek dan Varietas Baru Tanaman. Pendaftaran hak cipta didominasi dari 
dalam negeri, terlihat dari data Tahun 2002 sampai dengan Juni 2009 
tercatat ada 30.667 (99,4%) terdiri dari ciptaan seni (24.603), ilmu 
pengetahuan (3.618), sastra (1.000) dan program komputer (1.446), 
sedangkan dari luar negeri keseluruhannya berjumlah 192 (0,65).28 Pada 
pendaftaran desain industri dari tahun 2002 – 2005 pendaftaran dari 
dalam negeri mencapai 4.319, luar negeri sebanyak 795, tahun 2008 – 
Juni 2009 dari dalam negeri sebanyak 4.952 dan dari luar negeri sebanyak 
1.400.29  Data pendaftaran merek dari tahun 2001 – Agustus 2009 ada 
269.674 berasal dari dalam negeri dan 97.969 dari luar negeri.30 
Sementara itu, terhitung dari tahun 2005 – 2010 sertifikat perlindungan 
varietas tanaman yang diberikan berjumlah 98 (diajukan oleh 
perusahaan), 217 varietas lokal (diajukan oleh pemerintah daerah), dan 
353 (diajukan oleh pemulia).31  
Realitas dari implementasi TRIPs Agreement dan tekanan-
tekanan dari negara maju kepada negara berkembang itu sesungguhnya 
adalah wujud dari penyimpangan tujuan dan norma-norma TRIPs 
Agreement itu sendiri. Jika semula dimaksudkan untuk menetapkan 
standar minimum dari perlindungan HKI (to establish minimum standard 
of intellectual property rights), namun faktanya kemudian berkembang 
                                                 
26. Portaladmin, Pemerintah Mengembangkan Pola Pencegahan Pembajakan Software, 
Melalui <http://www.plg.esdm.go.id/modules.php> (11/07/08).  
27. Mhf, Indonesia Urutan Ke-12 Pembajak Piranti Lunak, Harian Umum Kompas, 13 Juni 
2008. 
28. Dirjen HKI, Statistik Pendaftaran Ciptaan Tahun 2002 s/d Juni 2009, Melalui 
<http://www.dgip.go.id/filecontent.php> (25/08/09). 
29. Dirjen HKI, Statistik Pendaftaran Desain Industri Tahun 2002 s/d Juni 2009, Melalui 
<http://www.dgip.go.id/filecontent.php> (25/08/09).   
30. Dirjen HKI, Statistik Pendaftaran Merek Asing dan Domestik Tahun 2001 s/d Juni 2009, 
Melalui <http://www.dgip.go.id/filecontent.php> (25/08/09). 
31. Deptan, Sertifikasi Varietas Tanaman, Melalui <http://ppvt.setjen.deptan. go.id/ppvtnew/> 
(25/08/09). 
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menjadi sangat ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk 
menciptakan sistem HKI yang berlaku di seluruh dunia dengan 
standar yang relatif tinggi dan menciptakan mekanisme enforcement 
yang rinci. TRIPs Agreement telah menjadi sarana bagi negara maju 
untuk menciptakan sistem perdagangan dunia dengan cara merugikan 
negara-negara berkembang.32 Standar perlindungan HKI yang diatur 
dalam TRIPs Agreement sangat sarat dengan kepentingan dari negara 
maju. Negara yang dianggap melakukan pelanggaran HKI dapat 
dikenakan tindakan pembalasan (retaliation) dan pembalasan silang 
(cross retaliation) berupa sanksi-sanksi perdagangan. Tentu saja 
negara-negara maju sudah lebih siap dari negara berkembang atau 
negara terbelakang, sebab selama ini telah menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi mutakhir. Oleh karena itu penting dicermati ketentuan-
ketentuannya secara kritis sebelum diharmonisasikan dan diterapkan ke 
dalam sistem hukum nasional. Jangan sampai kepentingan nasional 
dirugikan, yang mengakibatkan Negara Indonesia semakin bergantung 
ilmu pengetahuan dan teknologi kepada negara-negara maju. 
Harmonisasi peraturan perundang-undangan HKI hendaknya tidak 
hanya dilandasi oleh desakan negara-negara maju melainkan juga 
karena alasan untuk lahirnya ciptaan, invensi, dan karya intelektual 
dari WNI yang selanjutnya mampu menciptakan kemandirian bangsa 
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi untuk mendukung 
pembangunan nasional.  
Berangkat dari realitas demikian, Indonesia seharusnya lebih 
berhati-hati mengadopsi TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang 
HKI. Jika diamati dari tujuh Undang-Undang HKI yang dimiliki 
Indonesia, politik hukum yang dominan adalah keinginan untuk selalu 
menyesuaikan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan 
ketentuan konvensi WTO khususnya TRIPs Agreement, sedangkan 
aspek kepentingan nasional meskipun dimasukkan dalam konsideran 
justru tidak menjadi jiwa dari undang-undang tersebut. Hal yang 
sangat penting bagi kepentingan HKI nasional tidak diatur secara 
                                                 
32. Agus Sardjono, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara 
Kebutuhan dan Kenyataan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum 
Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 
2008,  hlm. 8. 
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lengkap dan tegas, terkesan seperti pelengkap saja. Misalnya tentang 
lisensi wajib, paralel impor, benefit sharing, disclosure of origin, prior 
informed consent, perjanjian lisensi yang dapat merugikan kepentingan 
perekonomian nasional, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, 
foklor dan hasil kebudayaan rakyat. Semua hal tersebut diatur dalam 
pasal-pasal yang tidak operasional karena digantungkan pada 
Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, yang sampai saat ini 
belum semuanya dibuat.  
Politik hukum yang berkembang dalam hukum HKI berupa 
adanya tarik menarik antara kepentingan nasional dan kepentingan 
asing (negara-negara maju).33 Sudut pandang negara-negara industri 
(negara maju) dan negara berkembang terhadap HKI sangat bertolak 
belakang. Secara garis besar sudut pandang negara maju, adalah: 
(1) investasi dan alih teknologi dari negara maju tidak akan masuk ke 
negara berkembang apabila tidak adanya perlindungan terhadap HKI 
yang dimiliki negara-negara maju. (2) jika negara-negara berkembang 
meningkatkan perlindungan HKI, maka negara-negara berkembang 
akan mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber daya dalam 
negerinya, akan lahir inventor dan pencipta lokal untuk terus berkarya 
dan membuat negara-negara berkembang mampu bersaing dan 
menghasilkan teknologi dan mengurangi ketergantungan dengan negara-
negara maju. Sudut pandang negara-negara berkembang, adalah: 
(1) manfaat dari peningkatan perlindungan HKI hanya dinikmati oleh 
negara-negara maju, negara-negara berkembang hanya sebagai 
konsumen saja sehingga tidak merasa perlu melindungi HKI secara ketat. 
HKI dikuasai oleh perusahan-perusahaan dari negara-negara maju dan 
menguasai pasar global, sementara potensi HKI dari negara-negara 
berkembang seperti kesenian, pengetahuan tradisional (obat-obatan) 
sulit memenuhi kriteria-kriteria sistem HKI yang berasal dari negara-
negara maju. (2) HKI dipandang sebagai hambatan dalam proses alih 
teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang 
karena harus membayar royalti dan biaya lisensi yang semakin tinggi 
sehingga akan menguras devisa negara. (3) perlindungan HKI 
                                                 
33. Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (ed), Hak Kekayaan 
Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd dan Alumni, Bandung, 2006, 
hlm. 57 – 60).  
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dianggap sebagai upaya dominasi negara-negara maju kepada 
negara-negara ber-kembang. Menjadi sia-sia pembangunan hukum 
HKI jika yang dikedepankan adalah kepentingan asing yang 
dominan.34  
Pembentukan hukum HKI diupayakan agar tetap memiliki 
orientasi pada kepentingan HKI nasional, walaupun ketentuan TRIPs 
Agreement tidak dapat diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik 
dalam berbagai undang-undang HKI perlu diwaspadai.35  
Pada konteks pembangunan hukum HKI, pembentukan peraturan 
perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang 
mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak 
masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam 
UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Kesatuan lima sila dalam 
Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Filosofi sila ketuhanan yang 
maha esa merefleksikan bahwa bangsa Indonesia menyakini keberadaan 
Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasannya makhluk Tuhan, 
sila kemanusiaan yang adil dan beradab merefleksikan bahwa Negara 
Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia, 
sila ketiga merefleksikan bahwa dengan persatuan bangsa Indonesia 
akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan 
tujuan bernegara, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-
bijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merefleksikan pe-
merintahan Negara Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang 
kehidupan bernegara, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, merefleksikan keinginan untuk memberikan keadilan dan 
kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia.  
Undang-Undang HKI yang berlaku saat ini, dibuat sebelum 
amandemen UUD 1945, sehingga prinsip-prinsip hukum UUD 1945 
pasca amandemen khususnya Pasal 28 – 33 belum terintegrasi ke 
dalamnya. Prinsip-prinsip yang bersumber dari pasal-pasal tersebut 
antara lain: kebebasan bagi semua orang untuk mengekspresikan 
                                                 
34. Budi Agus Riswandi, Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk 
Tujuan Global, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 
25 Vol. 11 – 2004, hlm. 13. 
35. Dharma Oratmangun, Peranan HKI Dalam Konteks Menata Peradaban Indonesia, 
Makalah pada Kongres Kebudayaan Indonesia, tanggal 10 – 12 Desember 2008 di 
Bogor, hlm. 10.  
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dirinya dalam setiap aspek kehidupannya (Pasal 28C Ayat (1)), 
jaminan perlindungan hukum dan keadilan (Pasal 28D), pengakuan 
terhadap hak milik pribadi (Pasal 28H Ayat (4)), perlindungan 
terhadap kebudayaan (Pasal 28I Ayat (3), (4), (5), Pasal 32 Ayat (1)), 
pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia yang ditetapkan melalui 
undang-undang (Pasal 28J), kewajiban pemerintah memajukan IPTEK 
untuk kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat (5)), dan 
perekonomian nasional berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi 
ekonomi (Pasal 33).    
 
       
Sementara itu realitas sosial bangsa Indonesia menganut tata 
kehidupan sosial yang bersifat komunalistik bukan individualistik, hak  
milik tidak semata-mata milik pribadi tetapi juga memiliki fungsi sosial, 
dan sangat membutuhkan IPTEK terbaru untuk mendukung pem-
bangunan nasional (sedangkan kemampuan Indonesia relatif rendah 
berdasarkan laporan UNESCO tahun 2009 bahwa Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM) berada pada posisi 117 dari 170 negara, 
sumber teknologi 92% dari luar negeri, rasio PDB terhadap anggaran 
penelitian dan pengembangan 0,5% dari standar 2% menurut 
UNESCO, Indeks Daya Saing Global tahun 2009-2010 versi World 
Economy Forum (WEF) pada posisi ke 54 dari 133 negara).  
 
   
Hal tersebut semakin meneguhkan pentingnya suatu politik 
hukum HKI agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat 
mengakomodasikan nilai-nilai filosofis (Pancasila), yuridis (UUD 1945) 
dan sosiologis bangsa Indonesia, sehingga kepentingan nasional 
terlindungi dengan baik. Politik hukum HKI yang ingin dibangun adalah 
hukum harus berpijak pada prinsip mengabdi pada kepentingan bangsa, 
demi kemajuan negara dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.  
Masuknya TRIPs Agreement ke dalam hukum nasional 
(Undang-Undang HKI) melalui tiga cara, yaitu: penerimaan secara 
totalitas (importasi hukum), penolakan secara total, dan penerimaan 
terhadap hal-hal tertentu atau dengan cara memodifikasinya 
(harmonisasi hukum). Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1994, maka dapat dikatakan Indonesia menerima TRIPs Agreement 
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secara totalitas. Hal inilah yang harus dikaji lagi, karena tidak semua 
ketentuan TRIPs Agreement sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan 
kebutuhan Indonesia, sebab Indonesiapun tidak dapat menolak secara 
totalitas karena merupakan salah satu negara penanda-tanganan 
WTO/TRIPs Agreement dan meratifikasinya.  
Cara ketiga yang lebih tepat dilaksanakan Indonesia, yaitu 
harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum dimaknai sebagai upaya atau 
proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian asas dan sistem 
hukum sehingga menghasilkan sistem hukum yang harmonis.36 Proses 
harmonisasi hukum memungkinkan bagi Indonesia untuk mem-
perbandingkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis TRIPs Agreement 
dengan hukum nasional, untuk kemudian memilih pengaturannya dalam 
Undang-Undang HKI yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional 
dan kepentingan nasional.  
Proses harmonisasi hukum TRIPs Agreement ke dalam 
Undang-Undang HKI dapat mengacu pada Rumusan Hasil Konvensi 
Hukum Nasional tentang UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional 
Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) tanggal 
15 – 16 Maret 2008 di Jakarta, yang menyatakan bahwa pentingnya 
adanya suatu GDSPHN dalam rangka pembangunan hukum nasional 
yang berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang dilandasi 
komitmen dan konsistensi penerapan asas-asas umum hukum (general 
principles of law) yang merupakan refleksi jati diri bangsa dan 
kepentingan nasional dengan tetap merespon secara proporsional 
fenomena globalisasi dan perkembangan hubungan internasional. 
GDSPHN menjadi acuan dan tujuan bersama dari seluruh stakeholders 
pembangunan hukum, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif dan 
yudisial, serta masyarakat pada umumnya, sehingga produk hukum 
yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai filosofis, yuridis, sosiologis 
dan historis bangsa Indonesia.37 Grand design tersebut harus diawali 
dengan pemikiran mendasar, bahwa: (a) pembangunan hukum harus 
mencakup asas, norma, institusi, proses-proses dan penegakkannya 
                                                 
36. Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex 
Spesialis Suatu Masalah, JP Books, Surabaya, 2006, hlm. 23).  
37. BPHN, Grand Design Pembangunan Sistem dan Politik Hukum Nasional, melalui 
<http://www.bphn.go.id> (21/04/09),   
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dengan tanpa mengabaikan budaya hukum. (b) dalam rangka harmonisasi 
hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik, 
komprehensif dan holistik. (c) konsistensi pada hierarki regulasi yang 
berpuncak pada konstitusi. (d) pengabdian kepada kepentingan nasional 
sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan 
dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan. (e) grand design 
dilakukan per sektor hukum.38 Upaya ini diperlukan agar peraturan 
perundang-undangan HKI yang dihasilkan benar-benar ber-landaskan 
nilai-nilai filosofis (Pancasila), yuridis (UUD 1945) dan sosiologis bangsa 
Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan nasional. 
Tulisan ini secara substansial berisi tentang: pertama, kajian 
tentang politik hukum HKI Indonesia dalam kerangka harmonisasi 
prinsip-prinsip TRIPs Agreement dengan kepentingan nasional, kedua, 
mengkritisi implementasi prinsip-prinsip TRIPs Agreement ke dalam 
Undang-Undang HKI, dan konseptualisasi politik hukum HKI sebagai 
pedoman dalam pembangunan hukum HKI di Indonesia, dan ketiga, 
perumusan konsep harmonisasi hukum prinsip-prinsip TRIPS Agreement 
ke dalam Undang-Undang HKI dalam rangka menjamin perlindungan 
hukum terhadap kepentingan HKI Indonesia. Di masa depan diharapkan 
peraturan perundang-undangan HKI Indonesia dapat berperan dalam 
memacu lahirnya invensi, ciptaan atau karya intelektual lainnya yang 
berkualitas, yang pada gilirannya mampu memperkuat daya saing 
bangsa, kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemandirian 
perekonomian nasional di era globalisasi ini. 
C. Kerangka Teoritis Dalam Penulisan 
Penulisan ini menggunakan kerangka teori yang berpijak pada 
empat teori hukum. Pertama, teori negara hukum modern (welfare 
state) sebagai grand theory yang digunakan untuk mengkaji peran 
negara dalam menciptakan hukum dan menerapkannya dalam 
kehidupan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana 
yang termuat di dalam konstitusi (Pembukaan UUD 1945 alenia ke 
                                                 
38. Ahmad M. Ramli, Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang 
Berbudaya dan Cerdas Hukum, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 
Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008, hlm. 16. 
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empat). Kedua, teori politik hukum sebagai middle range theory, 
digunakan untuk mengkaji secara kritis penerapan ketentuan TRIPs 
Agreement ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia dan merumuskan 
konsep politik hukum HKI Indonesia di masa depan dalam rangka 
melindungi kepentingan nasional. Ketiga, teori hukum pembangunan 
sebagai applied theory yang digunakan dalam menganalisis fungsi 
peraturan perundang-undangan HKI sebagai sarana pembaharuan 
masyarakat dan pembaruan Undang-Undang HKI terkait dengan 
ketentuan TRIPs Agreement. Keempat, teori harmonisasi hukum sebagai 
applied theory kedua, digunakan sebagai pijakan teoritis untuk 
mengkritisi metode harmonisasi ketentuan TRIPs Agreement ke dalam 
Undang-Undang HKI Indonesia yang sudah dilaksanakan selama ini dan 
selanjutnya merumuskan konsep harmonisasi hukum HKI Indonesia di 
masa depan dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Alur 
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Teori atau konsepsi negara hukum (rechtstaat) lahir pada 
abad ke – 17 dan 18 bersumber dari para penganut aliran hukum 
alam. Teori negara hukum muncul sebagai reaksi dari absolutisme 
kekuasaan yang melahirkan negara kekuasaan (kerajaan). Raja 
(penguasa) harus dibatasi kekuasaannya agar tidak bertindak sewenang-
wenang terhadap  rakyatnya. Pembatasan kekuasaan itu melalui hukum 
yang lebih tinggi dari kekuasaan raja (penguasa), prinsip ini dikenal 
dengan istilah supremasi hukum. Semua tindakan penguasa negara tidak 
boleh sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan pada hukum yang 
berlaku, adanya pembagian kekuasan negara, dan kekuasaan 
yudikatif dipisahkan dari penguasa (Krabbe, Locke, Montesquieu).39  
Menurut Utrecht, dalam perkembangannya ada dua bentuk 
negara hukum, yaitu negara hukum klasik (klassiekerechtstaat) untuk 
menyebut negara hukum dalam arti formal, yang bertugas menjaga 
negara agar terjamin ketertiban dan keamanan negara, bertindak 
secara pasif, tidak turut campur dalam kegiatan perekonomian dan 
kesejahteraan warga negaranya, dan negara hukum modern 
(modernrechtstaat) untuk menyebut negara hukum dalam arti material 
yang juga dikenal dengan istilah negara kesejahteraan (welfare state), di 
mana negara terlibat langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan 
umum bagi warga negaranya.40  
Perkembangan kenegaraan dan pemerintahan serta teori negara 
hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia pasca perang dunia 
kedua adalah negara kesejahteraan (welfare state). Konsep ini muncul 
sebagai reaksi atas kegagalan konsepsi negara hukum klasik, negara 
penjaga malam (nachtwakerstaat, nachtwachtersstaat). Negara dan 
pemerintah dibatasi perannya dalam bidang politik, bertumpu pada dalil 
“the least government is the best government” dan berlaku prinsip 
“laissez faire, laissez aller” dalam bidang ekonomi yang melarang 
negara dan pemerintah mencampuri bidang perekonomian. Hal ini 
menyebabkan peran pemerintah menjadi pasif, dan berdampak munculnya 
praktik-praktik kegiatan ekonomi yang merugikan rakyat, seperti monopoli, 
penguasaan lini produksi dari hulu sampai ke hilir, permainan harga yang 
                                                 
39. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 19.  
40. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 
1962, hlm. 19. 
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tidak wajar dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Ciri 
utama dari negara kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah 
untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya, misalnya 
melalui pengaturan terhadap kegiatan ekonomi dan sosial, terlibat 
langsung dalam kegiatan ekonomi, sekaligus melakukan pengawasan 
dan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan 
yang ditetapkan.41   
Indonesia dapat digolongkan sebagai penganut negara kese-
jahteraan, misalnya dilihat dari tujuan Negara Indonesia untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
keadilan sosial dan adanya keterlibatan negara dan pemerintah dalam 
bidang ekonomi, sosial dan budaya warga negaranya. Secara jelas hal 
tersebut diatur dalam UUD 1945, antara lain pada Pasal 27, Pasal 28, 
Pasal 28A – 28J, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.  
Menurut Mukhtie Fajar, elemen penting dari sebuah negara 
hukum, adalah adanya asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi 
manusia (HAM), asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas 
peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas 
demokrasi dan asas konstitusional. Ketujuh ciri tersebut merupakan 
syarat mutlak bagi sebuah negara hukum secara material. Tujuan 
bernegara hukum (welfare state) tidak mungkin dapat dicapai apabila 
ciri-ciri atau asas-asas tersebut tidak terpenuhi.42 Pendapat demikian 
juga dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, yang mengatakan bahwa 
suatu negara digolongkan sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri 
antara lain adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi 
manusia, adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak, 
adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan 
negara, dan berlakunya asas legalitas dalam pemberlakuan hukum. 
Tindakan penguasa harus berdasarkan pada hukum sesuai dengan 
mekanisme yang demokratis, hukum berada pada posisi yang lebih 
tinggi (supreme) dari penguasa dan semua orang sama kedudukannya di 
hadapan hukum. Hukum menjadi pedoman tingkah laku bagi 
                                                 
41. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 14 
– 15.  
42. Ibid, hlm. 43.  
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pemerintah dan masyarakat dalam setiap aktivitasnya.43  Pembangunan 
hukum terus menerus dilakukan, tanpa henti seiring bergulirnya 
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban manusia. Hukum 
harus selalu dimodernisasikan agar tidak tertinggal dengan perkembangan 
ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebab jika hukum tertinggal, maka 
selanjutnya tidak mampu berperan optimal dalam mengatur dan 
memberikan pedoman kepada manusia dalam berbagai aktivitasnya, 
akibatnya akan memunculkan kekacauan (chaos) baik dalam kegiatan 
ekonomi, politik, sosial dan budaya. Oleh sebab itu hukum harus selalu 
diperbarui, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman.  
UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara 
hukum. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara 
yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan 
(machtstaat). Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan konstitusi (hukum 
dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi 
dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, adalah keharusan 
adanya tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara 
Indonesia, yaitu supremasi hukum,  kesetaraan di hadapan hukum, dan 
penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 
hukum dan seadil-adilnya.  
Hukum menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam 
mengelola negara, dan ditempatkan pada posisi tertinggi. Hukumlah 
yang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah 
untuk mengurus negara ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat 
konstitusi.  UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan 
dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, 
dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Pasal II Aturan 
Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. 
Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan prinsip-prinsip konstitusi 
yang supreme dalam tata hukum nasional (national legal order).44 
Artinya peraturan perundang-undangan yang dibentuk kemudian oleh 
                                                 
43. Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Balai 
Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 92-93.  
44. Jimly Asshidiqie, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara 
Hukum Yang Demokratis, Pidato Orasi Ilmiah Dies Natalis Ke XXI dan Wisuda 2007 
Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007, hlm. 4.  
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lembaga berwenang harus berlandaskan prinsip-prinsip UUD 1945 
dan tidak dibenarkan suatu undang-undang memuat prinsip-prinsip 
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945.  
Penegakan prinsip-prinsip UUD 1945 dalam pengaturan HKI 
mengalami tantangan berat ketika Indonesia menjadi anggota WTO/ 
TRIPs Agreement sejak tahun 1994. Prinsip-prinsip yang diusung 
WTO/TRIPs Agreement tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip 
hukum UUD 1945, misalnya: 
Pertama, paham individualisme yang mendasari konsep HKI. 
Definisi HKI yang diberikan oleh para ahli dan Undang-Undang HKI 
menunjukkan sifat individualisme tersebut, antara lain: 
1. Kamil Idris berpendapat: 
“Intellectual property (IP) is the term that describes the idea, 
inventions, technologies, artworks, music and literature, that are 
intangible when first created, but become valuable in tangible from 
products. The word property is used to describe this value, 
because the term applies only to inventions, works and name for 
which a person or group of person claims ownership. Ownership is 
important because experience has shown that potential economic 
gain provides a powerful incentive to innovate”.45 
2. W.R Cornish mengatakan:  
“Intellectual property rights protect applicants of ideas and 
information that are of commercial value”.46 
3. Peter Mahmud Marzuki, berpendapat:  
“HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual 
seseorang yang mendatangkan keuntungan materil.”47  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten:  
“Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada 
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk 
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut 
                                                 
45. Kamil Idris, Intellectual Property Rights A Power Tool for Economic Growth (WIPO 
Publication Nomor 888), WIPO, Jenewa, 2006, hlm. 8 – 9. 
46. W.R Cornish, Intellectual Property, London Sweet and Maxwell, 1989. 
47. Peter Mahmud Marzuki, Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual, Jurnal 
Hukum Ekonomi, FH UNAIR Edisi III, Surabaya, Februari 1996, hlm. 41. 
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atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 
melaksanakannya” (Pasal 1 angka (1)). 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu:  
“Hak DTLST adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara RI 
kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu 
tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya 
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut” (Pasal 1 
angka (6)). 
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:  
“Hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan 
atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1 angka (1)). 
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 
Varietas Tanaman:  
“Hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemulia dan/atau 
pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan 
sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan 
kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya 
selama waktu tertentu” (Pasal 1 angka (2)). 
 
Kedua, penerapan prinsip full compliance (Article XVI point 5 
TRIPs Agreement), standar perlindungan HKI yang sama bagi semua 
negara anggota tanpa memperhatikan kepentingan nasional masing-
masing negara (Article XVI point 4 TRIPs Agreement). 
 
 
Ketiga, komersialisasi HKI untuk mengejar keuntungan 
maksimal, dan hak negara yang merasa dirugikan kepentingan HKI-
nya untuk melakukan tindakan pembalasan atau tekanan secara 
ekonomi kepada negara tertentu (Article 22 WTO Agreement). Sistem 
penyelesaian sengketa semua bidang HAKI, mengacu kepada sistem 
penyelesaian sengketa terpadu (integrated dispute settlement system) 
dalam kerangka WTO. Penyelesaian sengketa HKI di antara negara-
negara anggota dan sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap 
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TRIPs Agreement, sistem penyelesaian terpadu membenarkan adanya 
retaliasi silang (croos retaliation) yang sifatnya lintas sektoral. Suatu 
negara dapat menunda konsesi yang diberikannya atau kewajiban 
lainnya pada sektor lain apabila terjadi penghapusan dan/atau peng-
hilangan keuntungan yang didapat dari persetujuan akibat kebijakan dari 
negara yang digugat.48 
 
 
Hal-hal yang diatur dalam TRIPs Agreement, terdiri dari: 
Pertama, General Provision and Basic Principles. Berisi ketentuan umum 
dan prinsip-prinsip dasar, antara lain mengenai kewajiban bagi setiap 
negara anggota untuk menerapkan ketentuan TRIPs Agreement dan 
melakukan pengaturan dalam hukum nasional masing-masing lebih luas 
dari yang diatur TRIPs Agreement jika dibutuhkan, keterikatan negara 
anggota pada Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan 
perjanjian HKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu (Konvensi 
Washington), prinsip national treatment,49 most favoured nation 
treatment,50 dan sasaran dari TRIPs Agreement, yaitu memberikan 
perlindungan hukum dan penegakan hukum untuk memacu penemuan 
teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya 
dengan memperhatikan hak pemilik teknologi dan pengguna dalam 
mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial serta adanya 
keseimbangan hak dan kewajiban.  
Kedua, Standard Concerning the Availabity, Scope and Use of 
Intellectual Property Rights. Berisi ketentuan standar pengaturan 
jenis-jenis HKI,yaitu Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait dengan Hak Cipta, 
Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Lay 
Out (Topografis) Rangkaian Elektronik Terpadu dan Perlindungan 
Terhadap Informasi yang Dirahasiakan serta Pengendalian Terhadap 
                                                 
48. Nandang Sutrisno, Implementasi Persetujuan TRIPs Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di 
Indonesia, Melalui http://www.iprcentre.org/doc> (01/12/09)  
49. Prinsip ini mewajibkan kepada setiap negara anggota memberikan perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual  yang sama kepada warga negara anggota lain seperti yang 
diberikan kepada warga negaranya sendiri. Lihat Article 3 TRIPs Agreement.  
50. Prinsip ini mewajibkan kepada setiap negara anggota memberikan perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual secara istimewa kepada negara anggota tertentu, maka 
negara tersebut wajib pula memberikan keistimewaan itu kepada warga negara 
anggota lain. Lihat Article 4 TRIPs Agreement. 
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Praktek-Praktek Persaingan Curang Dalam Perjanjian Lisensi. Ketentuan 
HKI bersandar pada pembatasan perlindungan terbatas dengan 
kewajiban memenuhi kriteria-kriteria tertentu, meliputi jenis HKI, subjek 
dan objek HKI, persyaratan subsantif dan prosedur formal lainnya.  
Ketiga, Enforcement of Intellectual Property Rights. Berisi 
kewajiban bagi negara anggota untuk menjamin dilaksanakan prosedur 
penegakan hukum yang diatur TRIPs Agreement di negara masing-
masing meliputi prosedur yang cepat dan tidak mahal (berbelit-belit), 
putusan sela oleh Pengadilan, ganti rugi dan pengambilan tindakan oleh 
Pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar pada pemilik HKI dan 
tindakan khusus yang dapat diambil oleh negara pada perbatasan antar 
negara (kepabeanan), dan pencantuman sanksi pidana dalam perkara 
pemalsuan merek dagang dan hak cipta.  
Keempat, Acquisition and Maintenance of Intellectual Property 
Rights and Related Inter Parties Procedurs. Berisi ketentuan dan 
persyaratan dalam memperoleh dan mempertahankan HKI, prosedur 
dan formalitas yang diperbolehkan.  
Kelima, Dispute Prevention and Settlement. Berisi ketentuan 
tentang pencegahan terjadinya sengketa dan mekanisme penyelesaian 
sengketa.  
Keenam, Transitional Arrangements. Berisi ketentuan saat 
berlaku efektifnya TRIPs Agreement. Bagi negara maju berlaku 1 (satu) 
tahun sejak ditandatanganinya konvensi WTO. Bagi negara berkembang 
diberikan penundaan selama 4 (empat) tahun dan bagi negara tertinggal 
diberikan penundaan selama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu juga diatur 
kewajiban bagi negara maju untuk menyediakan kemudahan alih 
teknologi, kerjasama teknik dan finansial kepada negara berkembang 
dan negara tertinggal.  
Ketujuh, Institutional Arrangements, Final Provisions. Berisi 
kewenangan Dewan TRIPs mengawasi pelaksanaan agreement, 
membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi dan menyelenggarakan 
kegiatan kerjasama antar internasional dan dengan badan-badan di 
bawah WIPO. Ketentuan penutup ini juga mengatur mengenai 
peninjauan dan perubahan TRIPs Agreement, reservasi yang dapat 
dilakukan oleh negara anggota, dan pengecualian karena alasan 
keamanan. 
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Konsekuensi sebagai negara yang meratifikasi WTO/TRIPs 
Agreement, Indonesia harus mengikuti norma-norma atau prinsip-
prinsip yang disepakati dalam agreement dan melaksanakannya. Disinilah 
muncul persoalan, di satu sisi adanya keharusan melaksanakan WTO/ 
TRIPs Agreement, di sisi lain keharusan menjaga kedaulatan negara 
dan melindungi kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi. Dua 
hal tersebut sebenarnya dapat diselesaikan apabila dikembalikan 
kepada UUD 1945, sebab norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya 
mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. 
Para pendiri bangsa menghendaki rakyat Indonesia berdaulat secara 
penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Maka UUD 1945 merupakan 
konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus 
menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik 
oleh negara (state), masyarakat (civil society), ataupun pasar (market).51 
Artinya WTO/TRIPs Agreement dapat saja dilaksanakan sepanjang 
kedaulatan negara dan kepentingan nasional tetap terlindungi.  
Bagi Indonesia menegasikan atau menolak eksistensi WTO/ 
TRIPs Agreement tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan, apalagi 
Indonesia telah melakukan ratifikasi dan ditengah arus globalisasi 
kehidupan dunia tidak mungkin suatu negara dapat hidup tanpa bergaul 
dengan negara lain. Globalisasi menyisakan fenomena kehidupan antar 
negara yang hampir tanpa batas. Sangat naif kalau penolakan tersebut 
semata-mata karena tak bercirikan ke-Indonesia-an sebab dapat 
menimbulkan konflik serius dengan masyarakat internasional yang 
tergabung dalam WTO atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).52 Hal 
yang patut dilakukan adalah memberi ruh (memberi arah dan watak ke-
indonesia-an kepada WTO/TRIPs Agreement) sehingga benar-benar 
menjadi hukum yang Indonesia yang mengabdi kepada kepentingan 
nasional.53 Oleh karena itu strategi pembangunan hukum HKI diarahkan 
pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu 
mengharmonisasikan prinsip-prinsip yang bertentangan tersebut. 
                                                 
51. Jimly Asshidiqie, op. cit., hlm. 4. 
52. Romli Atmasasmita, Reorientasi Model Hukum dan Pembangunan, Makalah disampaikan 
pada SESPIM POLRI DIKREG Ke 41 TP 2005, tanggal 4 April 2005 di Lembang, 
Bandung. 
53. I Gede A.B. Wiranata, Joni Emerzon dan Firman Muntago (ed), Membedah Hukum 
Progresif, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 254.  
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Langkah awalnya adalah menetapkan politik hukum HKI yang 
merepresentasikan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 sebagai 
landasan dalam membangun hukum HKI Indonesia.  
L. J. Van Appeldoorn menyebut politik hukum dengan istilah 
politik perundang-undangan.54 Menurut Padmo Wahjono, politik hukum 
diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk 
maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.55 Hikmahanto Juwana 
mengartikan politik hukum adalah berbagai tujuan dan alasan yang 
menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan.56 Pengertian 
yang lebih luas diberikan oleh Moh. Mahfud M.D yang memaknai politik 
hukum sebagai keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan 
hukum yang menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun 
dan ditegakkan. Politik hukum sebagai legal policy berintikan pembuatan 
dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai 
dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada 
termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak 
hukum.57 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, penulis memaknai 
politik hukum adalah kebijakan hukum yang memberikan arah, tujuan 
dan materi dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk 
dan dilaksanakan di Indonesia. 
Politik hukum HKI yang ingin dibangun tentu saja tidak 
terlepas dari realitas sosial di Indonesia dan politik hukum internasional. 
Oleh karena itu dalam merumuskan suatu politik hukum nasional tidak 
semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung 
pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teorisi belaka 
tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di negara lain serta 
perkembangan hukum internasional.58 Meskipun perkembangan hukum 
internasional tidak mungkin dibendung dan mempengaruhi hukum 
                                                 
54. L.J. Van Appeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Bahasa Indonesia oleh 
Supomo), Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, hlm. 390.  
55. Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1983, hlm. 160.  
56. Hikmahanto Juwana, Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia, Hand 
Out Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi, MPKP FE.UI, 2006. 
57. Moh. Mahfud MD, loc.cit, hlm. 9.   
58. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, 
Bandung, 1991, hlm. 1 - 2.  
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nasional, namun demikian prinsip hukum modern yang terkait dengan 
kedaulatan, imunitas negara, kewajiban negara untuk melindungi warga 
negaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh infrastruktur 
negaranya adalah prinsip yang harus selalu dipegang teguh dalam proses 
pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibangun akan 
menjadi instrumen yang bermanfaat dan maslahat sesuai pilar utama 
yaitu hukum yang mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara 
secara utuh.59 Artinya dalam merespon TRIPs Agreement dan konvensi 
HKI lainnya, Indonesia harus meletakkan kepentingan nasional di atas 
kepentingan apapun dan berani meng-hadapi tekanan-tekanan asing 
yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. 
Berangkat dari uraian di atas, maka politik hukum HKI yang 
dimaksud adalah kebijakan hukum (legal policy) yang dilakukan oleh 
pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR RI) dalam menetapkan 
arah, tujuan dan materi Undang-Undang HKI, dan penegakannya dalam 
rangka mewujudkan tujuan nasional dalam bidang HKI. Politik hukum 
HKI selanjutnya menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang 
dalam pembangunan hukum HKI.  
Pembangunan hukum HKI mengandung makna ganda. 
Pertama, dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk memperbarui 
hukum positif agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan 
kepentingan nasional. Misalnya melakukan kajian tentang kesesuaiannya 
Undang-Undang HKI saat ini dengan kebutuhan masyarakat Indonesia 
(kepentingan nasional), menguji norma-norma atau prinsip-prinsip 
Undang-Undang HKI dengan norma-norma atau prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan melakukan amandemen 
atau menciptakan peraturan Undang-Undang HKI baru yang lebih sesuai 
dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan Pancasila 
dan UUD 1945. Kedua, dimaknai sebagai suatu usaha untuk 
memfungsionalisasikan hukum HKI dalam mendukung proses pem-
bangunan melalui keikutsertaan hukum dalam mendorong terjadinya 
perubahan sosial ke arah yang dikehendaki Undang-Undang HKI, 
                                                 
59. Ahmad M. Ramli, op, cit., hlm. 17.  
 
Bab I. Pendahuluan 
 
37 
misalnya terjadinya kemajuan IPTEK yang menciptakan kemandirian 
bangsa dan terlepas dari ketergantungan dari pihak asing.60 
Makna yang kedua sangat relevan dengan fungsi hukum sebagai 
sarana pembaharuan masyarakat yang diperkenalkan pertama kali di 
Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja setelah menelaah sociological 
jurisprudence theory dari Roscoe Pound di Amerika Serikat. Menurut 
Roscoe Pound, hukum merupakan institusi sosial yang diciptakan untuk 
membahagiakan manusia, memajukan masyarakat.61 Fungsionalisasi 
hukum dalam kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh lembaga 
peradilan dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu hakim 
menerapkan tiga tahapan, yaitu menemukan hukum (menetapkan 
secara selektif aturan atau kaidah mana yang tepat dari sekian 
banyak aturan atau kaidah yang ada, dan jika tidak ditemukan maka 
hakim dapat menemukannya melalui putusan pengadilan sebelumnya 
yang dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku), menafsirkan 
atau memaknai aturan/kaidah yang ditetapkan terhadap perkara yang 
akan diputuskan, dan kemudian menerapkan aturan kaidah tersebut 
pada perkara yang akan diputuskan.62 Lembaga peradilan (hakim) 
yang secara konkret mengarahkan terjadinya perubahan sosial (social 
engineering) melalui putusan-putusannya. Terjadi perbedaan pandangan 
antara Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja yang disebabkan 
oleh masalah dan kondisi sosial di Indonesia tidak sama dengan yang 
terjadi pada masyarakat Amerika Serikat. Jika Roscoe Pound sangat 
menonjolkan peranan peradilan maka Mochtar Kusumaatmadja mem-
berikan peranan yang sangat penting pada perundang-undangan. Hal ini 
cukup beralasan karena sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia 
yang sedang membangun, sehingga semua potensi bangsa diarahkan 
untuk mendukung kegiatan pembangunan di segala aspek kehidupan.  
Tidak seperti Pound yang sangat percaya dengan fungsi mekanis 
hukum, Mochtar Kusumaatmadja tidak menafikan unsur manusia 
(aspek kemanusiaan) dalam memerankan hukum sebagai sarana 
                                                 
60. Wukir Prayitno, Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia, CV Agung, Semarang, 1990, 
hlm. 61.  
61. Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, New 
Heaven, 1954, hlm. 47.  
62. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 36.  
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pembaharuan masyarakat untuk mewujudkan tujuan hukum menciptakan 
suatu kondisi masyarakat yang tertib, teratur, dan demokratis.63 
Mochtar Kusumaatmadja membagi bidang hukum menjadi 
dua, yaitu hukum sensitif dan hukum yang netral. Hukum sensitif 
adalah bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan kehidupan 
budaya dan spiritual masyarakat. Misalnya hukum keluarga, hukum 
perkawinan, dan hukum waris. Hukum yang netral adalah bidang-bidang 
hukum yang tidak termasuk ke dalam hukum sensitif, seperti hukum 
perjanjian, Perseroan, Hukum Perniagaan. HKI termasuk dalam bidang 
hukum yang bersifat netral. Selalu mengalami perubahan lebih cepat dari 
hukum yang bersifat sensitif, sebab menyangkut aspek perdagangan 
antar negara, hak kepemilikan, perlindungan hukum, dan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.64 Tidak terhindarkan 
masuknya unsur hukum asing ke dalam hukum nasional, terutama 
melalui TRIPs Agreement dan konvensi internasional HKI lainnya. 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja penggunaan model-model hukum 
asing tidak menimbulkan kesulitan dalam pengembangan hukum. Secara 
teknis memang demikian, namun persoalan cukup serius muncul tatkala 
berkaitan dengan substansi (prinsip-prinsip, kepentingan), aspek filosofis 
(nilai-nilai filsafat) dan budaya hukum yang terkandung dalam hukum 
asing tersebut tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai filosofis, yuridis 
(konstitusi) dan sosiologis masyarakat Indonesia, bahkan tidak jarang 
saling berbenturan. Apabila tidak hati-hati dalam mengharmonisasikan-
nya, bisa membahayakan kepentingan nasional karena mengadopsi 
hukum asing tanpa difilterisasi terlebih dahulu dengan Pancasila dan UUD 
1945. Hal ini terjadi di Indonesia, di mana dasar filsafat asing masih 
lebih kuat mempengaruhi pembentukan hukum HKI daripada filsafat 
bangsa Indonesia sendiri (Pancasila) dan dipengaruhi juga oleh 
kekuatan-kekuatan yang bekerja melalui pembentuk undang-undang 
(legislatif).65  
Berdasarkan pendapat Soekarno, Soediman Kartohadiprodjo, 
Notonagoro, Kaelan, Ibrahim Lubis dan Slamet Sutrisno, filsafat Pancasila  
                                                 
63. Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta (ed), Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Remaja 
Rosdakarya Offset, Bandung, 1994, hlm. 10 – 11. 
64. Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm. 24. 
65. Agus Sardjono, 2008, op.,cit, hlm. 50.  
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dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, adalah: Pertama, hukum 
yang ingin dibangun harus memiliki dimensi ketuhanan tidak semata-
mata untuk kepentingan duniawi. Artinya hukum Indonesia harus 
memiliki sifat religius sekaligus menyentuh aspek-aspek manusiawi 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, hukum yang 
ingin dibangun harus berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, 
kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia 
yang bersandar pada keadilan dan keberadaban sebagai manusia. 
Ketiga, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip 
nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang 
sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia adalah negara 
kesatuan yang terdiri dari suku-suku bangsa, adat istiadat, agama dan 
kepercayaan yang berbeda-beda (Bhineka Tunggal Ika). Keempat, 
hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip demokrasi 
yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat berlandaskan 
prinsip negara hukum. Kelima, hukum yang ingin dibangun harus 
berdasar pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Selanjutnya dari filsafat tersebut lahir beberapa prinsip terkait dengan 
pengaturan HKI, antara lain: prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip 
kemanusiaan, prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, 
prinsip kebudayaan, prinsip nasionalisme (perlindungan kepentingan 
nasional), prinsip keadilan sosial, dan prinsip pengembangan IPTEK tidak 
bebas nilai.66 
Konsepsi dan sistem hukum HKI tidak berakar dalam budaya 
hukum dan sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan pada 
konsep komunal. Secara filosofi perlindungan HKI berlandaskan pada 
hukum alam yang bermula dari gagasan tentang pendudukan (occupation) 
dan gagasan tentang karya penciptaan (creation).67 Menurut John Locke 
dengan teori hak alami (natural rights theory,) manusia merupakan 
substansi mental dan hak-hak seseorang bahkan tubuh orang tersebut 
merupakan kekayaan (property) baginya. Penemuan atau penciptaan 
yang merupakan hasil usaha intelektual dari seseorang secara alami 
                                                 
66. Filsafat Pancasila selanjutnya akan dibahas lebih panjang pada Bab V, ketika 
menguraikan tentang konsep politik hukum HKI Indonesia. 
67. Oentoeng Soerapati, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1999, hlm.  9.  
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menjadi hak kekayaan baginya.68 HKI merupakan hak yang berasal 
dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang 
diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang 
bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki nilai 
ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam 
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.69 Manusia 
mempunyai HKI alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini 
berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas 
produk materil maupun immaterial yang berasal dari kerja intelektualnya 
dan harus diakui kepemilikannya.70 Secara hukum, negara yang 
memberikan perlindungan dan pengakuan kepada orang yang 
menghasilkan karya intelektual. Perlindungan dan pengakuan kepada 
orang yang bersangkutan menerbitkan hak ekonomi (economic right) 
disamping hak moral (moral right) untuk menggunakan ciptaan atau 
invensinya, memperbanyak dan memasarkannya, atau memberikan 
lisensi kepada pihak lain. Konsep ini melahirkan hak individual 
terhadap HKI. 
Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih 
menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada 
siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang 
mempunyai nilai ekonomi dan dihasilkan karena proses yang panjang 
dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya. Hak milik 
mempunyai konsep komunal artinya bila hak individual itu diperlukan 
oleh masyarakat luas, maka negara dengan kewenangan yang diberikan 
oleh konsitusi dapat memanfaatkan hak tersebut atau memberi hak  
kepada pihak lain untuk melaksanakannya demi kepentingan umum 
dengan kompensasi tertentu kepada pemiliknya. Konsep komunal 
beranggapan bahwa karya intelektual adalah merupakan karya milik 
bersama. Walau tidak benar seluruhnya hal ini yang menyebabkan 
lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia. Pemahaman HKI sebagai 
hak milik alami ini tidak sepenuhnya dapat diterima di Indonesia, karena 
hak milik mempunyai fungsi sosial. Fenomena-fenomena itu tidak mudah 
                                                 
68. Ibid.  
69. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan 
Prakteknya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 20 – 21.  
70. Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung, 2005, 
hlm. 28.  
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dipahami dan tidak berakar pada adat istiadat Indonesia sehingga 
Undang-Undang HKI mengalami kendala dalam implementasinya dan 
sering terjadi pelanggaran HKI seperti pembajakan, pemalsuan dan 
penjualan produk hasil pelanggaran HKI.71  
Harmonisasi hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi perbedaan atau ketegangan antara prinsip-prinsip 
HKI yang termuat dalam TRIPs Agreement dengan prinsip-prinsip HKI 
Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial bangsa 
Indonesia. Kegiatan harmonisasi tidak berarti semua ketentuan dalam 
dua atau lebih sistem hukum yang berbeda diadopsi secara keseluruhan 
sehingga menghasilkan ketentuan hukum sama. M. Hesselink ber-
pendapat: 
“Harmonisation is usually not comprehensive but is relatively 
partial. That is, harmonisation of law doesn’t seek to create a 
sole authority of law on a particular subject. This is because 
measures to harmonise law cannot go further than that which 
is necessary.72  
 
Model harmonisasi hukum demikian yang selama ini dipraktikkan 
pada Uni Eropa, di mana tidak seluruh yang diharmonisasikan 
merupakan keseluruhan peraturan tetapi hanya terbatas pada peraturan 
yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam situasi atau keadaan 
tertentu, misalnya mengenai hukum kontrak.73 Oleh karena itu, upaya 
harmonisasi hukum dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan 
suatu keselarasan yang seutuhnya (secara keseluruhan), tetapi 
setidaknya beberapa prinsip penting dapat dipertautkan sehingga 
mengurangi pertentangan yang terjadi.  
Pada konteks Indonesia, harmonisasi hukum berisi tindakan-
tindakan yang berupaya menyelaraskan, menyesuaikan, mencocokkan 
                                                 
71. Venantia Hadiarianti, Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI, Melalui 
<http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?#=23&id=4577> (10/07/08).   
72. Hesselink, M. The Ideal of Codification and the Dynamics of Europeanisation: The Dutch 
Experience in the book by Vogenauer, dalam S and Weatherill, S (ed), The 
Harmonisation of European Contract Law Implications for European Private Laws, 
Business and Legal Practice. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2006, 
hlm. 49. 
73. Ibid, hlm. 50.  
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dan menyeimbangkan ketentuan TRIPs Agreement dan kepentingan 
HKI Indonesia dalam kerangka mewujudkan tujuan nasional negara 
Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 
alenia ke- 4. Kegiatan harmonisasi hukum pada prinsipnya merupakan 
pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengetahui 
apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan 
adanya keselarasan dan kesesuaian dengan filosofi bangsa yaitu 
Pancasila, secara yuridis dengan konstitusi negara yaitu UUD 1945 dan 
secara sosiologis dengan tata kehidupan sosial bangsa Indonesia. 
Kerangka harmonisasi hukum berawal dari teridentifikasinya masalah 
atau prinsip-prinsip pengaturan HKI yang saling bertentangan, latar 
belakang terjadinya pertentangan tersebut, kemudian mempertemukan 
titik taut dari pertentangan tersebut untuk selanjutnya menemukan 
metode harmonisasi hukum HKI yang tepat.74  
 
 
                                                 
74. Eugene Stuart, Principles of Law Harmonisation and Approximation, Melalui 
<http://www.cstp.undp.ba/download.aspx> (24/08/09). 
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BAB II  
PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI 
PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM, TEORI 
POLITIK HUKUM, TEORI HUKUM PEMBANGUNAN 
DAN TEORI HARMONISASI HUKUM 
 
 
A. Teori Hak Kekayaan Intelektual 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual   
Intellectual Property Rights (IPR) sudah dikenal sejak lama untuk 
melindungi hasil kreativitas manusia dan perdagangan. Pada awalnya 
berlaku pada merek dagang yang telah berlangsung sejak 3500 tahun 
yang lalu, ketika para perajin gerabah menjadikan suatu tanda (merek) 
tertentu dari hasil keahliannya tersebut. Tidak ada pemahaman 
tunggal di seluruh dunia tentang IPR, meskipun banyak negara telah 
mengakui beberapa jenis IPR, seperti paten, hak cipta, merek dagang, 
rahasia dagang, dan desain industri. Perkembangan selanjutnya, 
dipengaruhi perkembangan perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, yang memunculkan kreativitas baru dalam semua jenis 
IPR, misalnya musik, photografi, film, program komputer, dan inovasi 
teknologi baru.75  
Definisi IPR sudah banyak dikemukakan oleh para penulis, 
tetapi pada umumnya lebih banyak berisi paparan tentang jenis-jenis 
IPR, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, desain 
tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas baru tanaman. 
                                                 
75. Dorris Estelle dan Anthony D’Amato, A Coursebook in International Intellectual Property, 
West Group, ST. Paul. Minn, 2000, hlm. 10 – 11. Hal senada juga diungkapkan 
oleh Rocque Reynolds dan Natalie Stoianoff, Intellectual Property, Text and 
Essential Cases, Second Edition, The Federation Press, 2005, Sidney, hlm. 1, 
Staniforth Richetson, The Law of Intellectual Property, The Book Company Limited, 
Sidney, 1984, hlm. 3. 
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Beberapa istilah yang digunakan oleh para penulis dan 
akademisi Indonesia, antara lain Hak Milik Immateril (Mahadi),76  Hak 
Milik Intelektual (Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah,77 Sudargo 
Gautama),78 dan Hak Kekayaan Intelektual (Eddy Damian, Saidin, Insan 
Budi Maulana). Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-
undangan RI Nomor. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI sesuai dengan surat 
Nomor 24/M/PAN/1/2000 secara resmi digunakan istilah Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI). 
Kepustakaan hukum Anglo Saxon dan TRIPs Agreement 
menggunakan istilah Intellectual Property Rights (IPR) yang diter-
jemahkan oleh Saidin menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya 
adalah bahwa kata hak milik sudah merupakan istilah baku dalam 
kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu 
adalah hak milik dalam arti sesungguhnya, karena bisa saja hanya 
merupakan hak untuk memperbanyak saja atau untuk menggunakannya 
dalam suatu produk tertentu saja.79 Penulis lebih sependapat dengan 
Saidin, karena yang menjadi objek dari hak kekayaan intelektual adalah 
benda yang tidak berwujud tetapi berupa hak (benda immaterial). 
Seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual tidak mudah diketahui 
secara langsung, dikarenakan seseorang tidak menguasai objeknya 
secara nyata. Sementara hak milik lebih ditujukan pada penguasaan 
suatu benda (objek) secara fisik dan nyata. Kamus Hukum Ekonomi 
Elips menterjemahkan intellectual property sebagai kekayaan intelektual, 
yang berarti jenis karya cipta manusia yang dihasilkan atas dasar 
intelektualitas seseorang, sedangkan intellectual property right adalah 
hak-hak atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil karya dan 
pengetahuan manusia yang diberikan oleh pemerintah, misalnya hak 
cipta, hak paten dan hak merek.80 
                                                 
76. Mahadi, Hak Milik Imateril, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1985 
77. Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1997. 
78. Sudargo Gautama, Segi-Segi Hak Milik Intelektual, Eresco, Jakarta, 1995. 
79. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Rajawali 
Pers, Jakarta, 1997, hlm. 7. 
80. Elips, Kamus Hukum Ekonomi Elips, Elips, Jakarta, 1997, hlm. 88.  
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Secara historis, perlindungan HKI terbagi menjadi tiga periode. 
Periode pertama, disebut periode teritorial yang ditandai dengan belum 
adanya perlindungan HKI secara internasional, masih terbatas dalam 
teritorial masing-masing negara. Hukum paten pertama kali ada di 
Venesia, Italia sekitar tahun 1474, di Inggris hukum paten diatur dalam 
Statute of Monopolies (Statuta 1623), yang mengecualikan true and 
first inventor dari suatu metode produksi, menyebar ke Perancis yang 
mengakui hak-hak inventor pada tahun 1790 dan Amerika Serikat 
memberlakukan undang-undang paten tahun 1790. Setelah itu ber-
kembang pula perlindungan merek dagang ke seluruh Eropa pada 
pertengahan abad ke-19, Inggris tahun 1862 dan 1875, Perancis tahun 
1857, Jerman tahun 1874 dan Amerika Serikat tahun 1870 dan 1876, dan 
perlindungan hak cipta juga mengikuti pola serupa, undang-undang hak 
cipta modern dimulai di Inggris dengan Statute of Anne of 1709. Di 
Asia dan Afrika, HKI berkembang melalui penjajahan (kolonialisme). 
Periode kedua, disebut periode internasional. Dimulai abad ke-19 yang 
lebih mengarah pada  kerjasama internasional dalam bidang HKI, melalui 
perjanjian bilateral. Hal ini dimaksudkan untuk saling melindungi HKI 
masing-masing warga negaranya. Perancis pada tahun 1852 mem-
berikan perlindungan terhadap hak cipta karya-karya asing dan penulis 
asing tanpa syarat timbal balik. Hal ini disebabkan banyaknya 
pembajakan karya-karya sastra, misalnya karya penulis Inggris Charles 
Dickens banyak dibajak di Amerika Serikat, intinya setiap karya yang 
populer pasti dibajak di Perancis, Jerman dan Amerika Serikat. Inggris 
membuat undang-undang Hak Cipta tahun 1844 yang memasukkan 
ketentuan perlindungan timbal balik terhadap HKI negara lain yang 
juga melindungi HKI Inggris, sementara itu undang-undang Hak Cipta 
Amerika Serikat tahun 1790 tidak melakukan hal demikian.81 Hubungan 
bilateral tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengakuan 
bahwa kerangka kerja internasional pengaturan HKI memang dibutuhkan, 
yang melahirkan perjanjian multilateral, yaitu: Paris Convention on The 
Protection of Industrial Property (Paris Union atau Paris Convention) 
                                                 
81. Peter Drahos dan Herchel Smith, The Universality of Intellectual Property Rights: Origin 
and Development, WIPO Panel Discussion Papers, melalui 
<http://www.wipo.int/tk/en/hr/paneldiscussion/papers/word/drahos.doc> 
16/03/2010. 
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tahun 1883 yang mengatur tentang paten, merek dagang, nama 
dagang, desain industri dan persaingan curang, disusul kemudian 
Berne Convention for Protection of Literary and  Artistic Works (The 
Berne Union atau Berne Convention) tahun 1886 mengenai karya 
kesusteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan (copyright). Selanjutnya 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 14 Juli 1967 
membentuk organisasi yang mengurus HKI secara internasional dengan 
nama World Intellectual Property Rights Organization (WIPO) ber-
dasarkan pada Convention Establishing the World Intellectual Property 
Rights Organization. Selanjutnya WIPO ditetapkan sebagai lembaga 
khusus PBB pada tahun 1974 yang menangani hal-hal berkaitan dengan 
perlindungan hak kekayaan perindustrian dan hak cipta, membentuk 
perjanjian internasional dalam bidang HKI, melakukan kerjasama dengan 
negara-negara di dunia dan lembaga internasional lain, memberikan 
supervisi kepada negara-negara berkembang, dan sosialisasi kepada 
seluruh anggota WIPO.  
HKI semakin menjadi isu global ketika proses perundingan 
pembentukan WTO dilakukan dan berhasil ditandatangani pada tanggal 
15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. HKI menjadi salah satu kesepakatan 
yang tertuang dalam Annex 1C tentang Agreement on Trade Related 
Aspects Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit 
Goods. Tujuan TRIPs Agreement adalah memberikan perlindungan dan 
penegakan hukum HKI untuk memacu invensi baru di bidang teknologi 
dan untuk memperlancar alih teknologi dan penyebaran teknologi, 
dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna 
pengetahuan mengenai teknologi dan untuk menunjang kesejahteraan 
sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban 
(Article 7).  
TRIPs Agreement menginginkan adanya keseragaman 
(standarisasi) pengaturan hukum HKI di seluruh dunia baik bagi negara 
maju, negara berkembang maupun negara kurang berkembang, dan 
ketentuan ketaatan secara penuh (full compliance dan non reservation). 
Konsekuensi bagi negara anggota adalah harus menyesuaikan peraturan 
perundang-undangan HKI dengan bersandar pada tiga unsur, yaitu 
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berupa norma-norma baru, berupa standar-standar pengaturan yang 
lebih tinggi dan penegakan hukum yang ketat.82  
Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang 
timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektualitas manusia. 
Secara garis besar, bidang HKI dikelompokan menjadi dua, yaitu hak 
cipta (copy right) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan 
hak cipta (neighbouring right), dan hak kekayaan perindustrian (industrial 
property right), terdiri dari paten, model dan rancang bangun, desain 
industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan 
varietas baru tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu. Seiring 
perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta seni, objek HKI terus berkembang. Apa yang saat ini belum 
menjadi objek HKI, di masa datang sangat mungkin merupakan objek 
HKI yang penting. Menurut Graham Dutfield, perkembangan HKI secara 
internasional memiliki tiga karakteristik, yaitu: (1) the broadening of 
existing rights, misalnya perkembangan perlindungan program komputer 
(software) dalam hak cipta, micro organisme dan gen cloning pada 
paten, (2) the creation of new rights (sui generis), misalnya perlindungan 
varietas baru tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan performers 
rights, dan (3) the progressive standardization of the basic features of 
IPR’s, misalnya peningkatan jangka waktu perlindungan paten selama 
20 tahun, dan ketentuan persyaratan paten.83 
2. Landasan Teoritis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  
Hak merupakan lembaga/pranata sosial dan hukum. Hak 
selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (owner) 
dan sesuatu yang dimiliki (something owned). Terminologi hukum 
menggabungnya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (right).84 
Penjelasan tentang HKI dapat dimulai dari konsep hak menurut hukum. 
L. J. Van Aveldoorn menyatakan, hak adalah hukum yang 
dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu 
                                                 
82. Eddy Damian, op,cit, hlm. 89.  
83. Graham Dutfield, Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity, IUCN and 
Earthscan Publications Limited, London, 2000, hlm. 9.  
84. Ontoeng Soerapati, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, Fakultas Hukum 
UKSW, Salatiga, 1999, hlm. 9.  
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dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila 
hukum mulai bergerak.85 Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum 
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan ke-
kuasaan kepada seseorang itu untuk bertindak dalam rangka 
kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, 
ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan demikian itulah 
yang disebut sebagai hak. Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat 
pada hak menurut hukum, adalah: 
1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai 
pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga 
sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran 
dari hak. 
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi 
pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat 
hubungan korelatif. 
3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain 
untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan sesuatu 
(omission) sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai isi 
hak. 
4. Comission atau omission itu menyangkut sesuatu yang 
dapat disebut sebagai objek dari hak. 
5. Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu suatu 
peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu 
pada pemiliknya.86 
 
 Kekayaan (property) merupakan padanan kata kepemilikan 
(ownership). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu 
benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh 
hukum. Sementara kata intelektual (intellectual) bermakna kecerdasan, 
daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI 
dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 
                                                 
85. C. S. T, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 1989, hlm. 119.  
86. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan IV, 1996, 
Bandung,  hlm. 53. 
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subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang 
merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.  
 Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI, 
antara lain:  
a. Teori Hak Alami (Natural Right Theory) 
Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori 
hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. 
Menurut John Locke (1632-1704), secara alami manusia adalah agen 
moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia 
itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang 
bersangkutan.87 Hal utama yang melekat pada manusia adalah 
adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang 
dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan 
itu tidak sebebas-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas 
dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat 
manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal 
pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi 
diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja 
otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi 
baru dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik 
dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga berhak 
untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun 
budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul 
tersebut.  
b. Teori Karya (Labor Theory) 
Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada 
teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak 
dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek 
proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua 
orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendaya-
gunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu. 
Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, 
bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki 
                                                 
87. Oentoeng Soerapati, op.,cit, hlm-11. 
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motivasi untuk berprestasi.88 Artinya menghasilkan suatu karya 
(produk) tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang 
harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu 
ciptaan atau temuan (invensi) sekaligus menimbulkan kekuasaan 
(hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut. Sehingga 
orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi orang lain, 
dan kepada si pencipta, pendesain atau inventor harus diberikan 
perlindungan hukum. 
c. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) 
Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. 
Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi 
yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa 
tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang 
dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal yang penting dicatat, tidak 
semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata (tangible), 
misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang 
lebih berharga adalah hal yang tidak nyata (intangible), seperti 
penghormatan, persahabatan.89 Kaitannya dengan HKI adalah perlunya 
kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas 
karya yang telah dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat 
dari karya HKI tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu 
kepada pencipta, pendesain atau inventornya. Ada semacam 
pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling 
menguntungkan. Pencipta, pendesain atau inventor akan merasa 
dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi 
untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat 
lainnya.  
d. Teori Fungsional (Functional Theory) 
Penganut teori ini antara lain Talcot Parsons dan Robert K. Merton. 
Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi 
dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang 
diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi 
                                                 
88. Adam I. Indrawijaya, Perilaku Organisasi, Sinar Baru Algensindo, Cetakan VI, Jakarta, 
2000, hlm. 6. 
89. Margaret M Poloma, Contemporray Sociology Theory (Sosiologi Kontemporer), Rajawali 
Pers, Jakarta, 2000, hlm. 52. 
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sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau 
pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi 
atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi 
berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam 
kehidupan masyarakat. Para fungsionalis berusaha menunjukkan 
suatu pola yang ada telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital 
untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut.90 Objek kajiannya 
adalah masyarakat. Marion J. Levy91 mendefinisikan masyarakat 
sebagai suatu sistem tindakan dengan ciri-ciri, yaitu melibatkan 
suatu pluralitas (kemajemukan) individu yang saling berinteraksi, 
merupakan unsur pemenuhan diri, kemampuan eksistensinya lebih 
lama dari kehidupan individu. Guna memenuhi kebutuhan diri, 
seseorang berusaha lebih kreatif mengolah sumber daya yang 
dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia 
yang menghasilkan ciptaan, desain atau invensi baru. Sejalan 
dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori 
fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat 
fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberi 
kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan 
melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. 
Ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat 
tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya. Salah 
satu syarat perlindungan HKI harus bermanfaat (fungsional) bagi 
manusia.  
3. Asas-Asas (Prinsip-Prinsip Dasar) Perlindungan Hak Ke-
kayaan Intelektual 
Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas 
hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas 
hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip-
prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Menurut Paul 
                                                 
90. Irving M. Zetlin, Memahami Kembali Sosiologi-Kritik Terhadap Teori Sosiologi 
Kontemporer (diterjemahkan oleh Anshori dan Juhanda), UGM Pers, 1998, hal-3-4. 
Teori ini dapat juga dibaca dalam George Ritzer, A Multiple Paradigm Sociology 
(disadur oleh Alimandan), Rajawali Pers, 1992, hlm. 25-29. 
91. Ibid, hlm. 4 
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Scholten, asas-asas hukum berperan sebagai pikiran-pikiran dasar 
yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum 
positif) dan putusan hakim.92 Asas-asas hukum dapat dikatakan sebagai 
meta- kaidah yang berisi ukuran atau kriteria nilai (waardemaatstaven) 
yang memiliki fungsi untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut sebanyak 
mungkin dalam hukum positif dan dalam penerapannya.93 Walaupun 
proses mewujudkannya tidak mudah, tetapi harus menjadi jiwa dari 
suatu hukum positif. Asas-asas hukum dapat pula disebut dengan 
istilah prinsip-prinsip dasar hukum. 
Pengaturan terhadap HKI berlandaskan pada prinsip-prinsip 
dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin 
dibentuk dan diterapkan. Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai fundamental 
yang masuk ke dalam pasal-pasal dalam undang-undang HKI dan dalam 
mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut. 
Menurut Wu. H, prinsip-prinsip hukum universal dari perlindungan HKI 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) prinsip-prinsip dasar yang 
diterapkan pada apa, mengapa dan bagaimana suatu sistem hukum 
HKI akan dibangun. Termasuk dalam kelompok ini adalah prinsip 
kedaulatan, prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, prinsip 
pengembangan bersama, prinsip kerjasama internasional, prinsip 
kejujuran dan prinsip keadilan. (2) prinsip-prinsip terkait eksistensi 
sistem hukum dan kemampuan penegakannya. Termasuk dalam 
kelompok ini, antara lain prinsip perlakuan nasional, prinsip standar 
minimum, prinsip kebebasan (hak kekayaan industri), prinsip perlindungan 
independen (hak cipta), prinsip wajib melaksanakan paten (untuk paten 
kanan) dan doktrin prioritas (hak kekayaan industri).94 Michael Blakeney 
dengan mengacu pada ketentuan TRIPs Agreement berpendapat 
prinsip-prinsip dasar perlindungan HKI, terdiri dari: prinsip minimum 
standard (Article 1.1), nationals benefit from the agreement (Article 
1.3), effect of existing IPR convention (Article 2), national treatment 
                                                 
92. J.J. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1999, hlm. 119.  
93. Ibid, hlm. 22.  
94. Wu. H, Fundamental Principles of the International Protection System of Intellectual 
Property Rights and the Applications, Journal Frontiers of Law in China, VOL 1; 
Number 3, 2006, Higher Education Press, co-published with Springer-Verlag GmbH, 
hlm. 329-348, melalui <http://www. springerlink.com>, (16/03/2010) 
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(Article 3), most favoured-nation treatment (Article 4), exhaustion of 
IPR (Article 6), technology transfer (Article 7) dan public interest 
considerations (Article 8).95 Achmad Zen Umar Purba dengan mengacu 
pada ketentuan TRIPs Agreement menyatakan ada enam prinsip 
dasar, yaitu: prinsip standar minimum, national treatment, most favoured-
nation treatment, teritorialitas, alih teknologi dan kesehatan masyarakat 
dan kepentingan publik lain.96 
Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut, beberapa prinsip 
universal perlindungan HKI dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual.  
Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain 
atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan 
suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil (baru, karya asli bukan 
tiruan) yang sebelumnya belum ada. Orisinilitas menjadi persyaratan 
terpenting dari HKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta 
atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi 
berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. 
Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, 
pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara 
sosial ekonomi. 
2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.  
Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan 
HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang 
merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam 
hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau 
penerima HKI, dan masyarakat. HKI yang berbasis pada 
individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada 
kepentingan umum (komunalisme).  
3. Prinsip keadilan. Pengaturan hukum HKI harus mampu melindungi 
kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai 
kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya 
kerugian bagi masyarakat luas. HKI juga tidak boleh digunakan 
untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara 
                                                 
95. Michael Blakeney, op.,cit, hlm. 39 – 43.  
96. Achmad Zen Umar Purba, op.,cit, hlm. 24 – 29. 
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lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih 
teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.  
4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Lahirnya karya intelektual 
membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang 
tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi 
yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus 
dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari 
karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak 
moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai 
pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.  
5. Prinsip teritorialitas. 
Walaupun prinsip national treatment dan MFN merupakan dua 
prinsip pokok, perlindungan HKI diberikan oleh negara berdasarkan 
prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara.97 Dise-
pakatinya WTO/TRIPs Agreement dan keinginan untuk mewujudkan 
standarisasi pengaturan HKI secara internasional tidak memupus 
prinsip teritorialitas.  
6. Prinsip kemanfaatan.  
Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki 
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengem-
bangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki 
manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.  
7. Prinsip moralitas.  
Moralitas dalam perlindungan HKI meliputi kejujuran intelektual 
(tidak menutupi sumber awal dari lahirnya karya intelektual). 
Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan 
moralitas kemanusiaan. Undang-Undang HKI Indonesia menegaskan 
bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan 
hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas 
dan agama.  
8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi.  
Sesuai dengan ketentuan Article 7 TRIPs Agreement, tujuan dari 
perlindungan dan penegakan hukum HKI adalah untuk memacu 
invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi 
                                                 
97. Ibid, hlm. 26.  
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dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan 
produsen dan penggunanya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh 
dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan 
atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan 
kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan bagi manusia. 
B. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dari Perspektif 
Teori Negara Hukum 
1. Perkembangan Teori Negara Hukum 
Konsep rechtsstaat pada dasarnya bersandar pada sistem 
hukum Eropa Kontinental yang mulai dikenal pada abad ke-17 sebagai 
bentuk perlawanan terhadap situasi politik pada waktu itu dimana 
absolutisme kekuasaan raja (penguasa) menjadi sistem pemerintahan 
yang dominan. Rechtstaat tidak hadir secara tiba-tiba karena niat 
tulus raja (penguasa), melainkan melalui sejarah pergulatan sistem 
sosial. Negara-negara Eropa sebelum abad 17 diwarnai oleh keambrukan 
sistem sosial yang berlangsung secara susul-menyusul dari sistem sosial 
satu ke sistem sosial lain. Dimulai dari feodalisme, staendestaat, 
negara absolut, dan selanjutya menjadi negara konstitusional. Eropa, 
sebagai ajang persemaian negara hukum membutuhkan waktu tidak 
kurang dari sepuluh abad, sebelum kelahiran rule of law dan negara 
konstitusional. Masing-masing keambrukan sistem sosial tersebut memberi 
jalan kepada lahirnya negara hukum modern. Perancis, negara ini harus 
membayar mahal untuk bisa menjadi negara konstitusional, antara lain 
diwarnai dengan pemenggalan kepala raja dan penjebolan penjara Bastille. 
Belanda, harus memeras negeri jajahan (Indonesia) dengan cara 
mengintroduksi sistem tanam paksa (kultuur stelsel) supaya bisa tetap 
hidup (survive). Hanya dengan pemaksaan terhadap petani di Jawa untuk 
menanam tanaman tertentu dan pengurasan hasil pertanian, Belanda bisa 
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berjaya kembali. Amerika Serikat, harus mengalami perang saudara 
sebelum berjaya sebagai negara besar dan kuat.98 
Menurut Jimly Asshiddiqie,99 ide negara hukum, selain terkait 
dengan konsep rechtsstaat dan the rule of law, juga berkaitan dengan 
konsep nomocracy yang berasal dari perkataan nomos dan cratos. 
Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cratos 
atau kratien dalam istilah demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan 
cratos berarti kekuasaan. Maka yang menjadi faktor penentu dalam 
penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, sehingga istilah 
nomocracy tersebut berkaitan erat dengan pemikiran mengenai 
kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.  
Beberapa ahli hukum yang mengembangkan konsep atau teori 
rechtsstaat antara lain Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, 
sedangkan konsep atau teori the rule of law mulai dikenal dalam sistem 
hukum Anglo Saxon pada tahun 1885 setelah Albert Venn Dicey 
menerbitkan bukunya Introduction to Study of the Law of the 
Constitution. Pada perkembangan selanjutnya konsep atau teori the rule 
of law bersandar pada dua sistem hukum, yaitu Anglo Saxon Law System 
dan Common Law System.100 Selain rechtstaat dan rule of law, istilah 
negara hukum juga dikenal dengan nama lain yaitu nomokrasi Islam 
yang diterapkan di negara-negara Timur Tengah, socialist legality 
yang diterapkan pada negara-negara berideologi komunis dan negara 
hukum Pancasila yang dikenal di Indonesia. Perbandingan dari 
konsep-konsep tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:101 
                                                 
98. Satjipto Rahardjo dalam Sudjito Sudjito Bin Atmoredjo, Negara Hukum Dalam Perspektif 
Pancasila, Makalah Dalam Kongres Pancasila, Mahkamah Konstitusi RI dan 
Universitas Gadja Mada, Tanggal 30 – 1 Juni 2009, Yogyakarta, hlm. 4. 
99. Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia, Pidato Orasi Ilmiah Pada Wisuda 
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tanggal 23 
Maret 2004, Dimuat Dalam Jurnal Hukum Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 
2005, hlm. 166.  
100. Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 
2008, hlm. 39.  
101. La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, CV Utomo, 
Bandung, 2005, hlm. 61. Common law sistem (Sistem Hukum Eropa Kontinental) 
adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan 
hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut 
oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di 
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negara yang menganut sistem hukum ini. Anglo Saxon System (Sistem Anglo 
Saxon) adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu 
keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan 
hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, 
Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) 
dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan 
sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). 
Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem 
hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang 
menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga 
memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Wikipedia, Hukum, Melalui 
<http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#cite_note-5"> (16/05/2010) 
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Immanuel Kant berpendapat bahwa konsep negara hukum yang 
berfungsi dan bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat (rust en order) yang dikenal dengan istilah negara penjaga 
malam (nacht wakerstaat). Menurut Ferdinant Lassale teori ini hanya 
semata-mata bersifat negatif dan mencegah kekacauan dalam kehidupan 
masyarakat yang bersumber pada kekuasaan sebagaimana halnya pada 
pemerintahan raja yang mutlak. Dengan demikian belum mencerminkan 
teori negara hukum sesungguhnya yang berangkat dari keinginan 
melepaskan diri dari kekuasaan raja (penguasa) yang tanpa batas 
(absolutisme).102 Konsep negara hukum secara lebih jelas dikemukakan 
oleh Julius Stahl (Jerman) yang memberikan karakteristik dari suatu 
negara hukum, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi 
manusia, adanya pembagian kekuasaan sehingga tidak tersentralisasi 
pada satu orang atau satu badan saja, pemerintahan diselenggarakan 
berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur), dan jika pemerintah 
dalam menjalankan pemerintahannya melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia (masyarakat), maka harus diselesaikan melalui suatu 
pengadilan administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara).103 A.V Dicey 
mewakili konsep the rule of law (Anglo Saxon Law System) dalam 
buku yang berjudul Introduction to Study of the Law of the 
Constitution, menyatakan:  
“…in the first place, the absolute supremacy or predominance 
of regular law as opposed to the influence of arbitrary 
power, and excludes the existence of arbitrariness, of 
prerogative, or even of wide discretionary authority on the 
part of the government. It means, again, equality before the 
law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of 
the land administered by the ordinary law courts; lastly, may 
be used as a formula for expressing the fact that with us the 
law of the constitution, the rules which in foreign countries 
naturally form part of constitutional code, are not the source 
                                                 
102. Mukhtie Fadjar, op.cit, hlm. 27.  
103. Azhary M. Tahir, Negara Hukum, Bulan Bintang, 1992, Jakarta, hlm. 74.  
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but the consequence of the rights of individual, as defined 
and enforced by the courts.” 104 
 
A. V. Dicey setidaknya memberikan 3 (tiga) kriteria dari 
konsep the rule of law. Pertama, keharusan adanya supremasi absolut 
atau keunggulan dari hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah 
(penguasa) dan tindakan-tindakan negatif yang mungkin dilakukan oleh 
pemerintah (penguasa). Kedua, adanya prinsip persamaan dihadapan 
hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, tidak terkecuali 
orang-orang yang sedang memegang kekuasaan pemerintahan. Ketiga, 
konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak 
individu yang sudah ada sejak manusia dilahirkan (hak asasi manusia). 
Menurut Mukhtie Fajar, elemen penting dari sebuah negara 
hukum, adalah adanya asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi 
manusia (HAM), asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas 
peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas 
demokrasi dan asas konstitusional. Ke tujuh ciri tersebut merupakan 
syarat mutlak bagi sebuah negara hukum secara material. Tujuan 
bernegara hukum (welfare state) tidak mungkin dapat dicapai apabila 
ciri-ciri atau asas-asas tersebut tidak terpenuhi.105 Hukum adalah 
pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. 
Sejatinya hukumlah yang memimpin penyelenggaraan kehidupan ber-
negara bukan individu atau badan-badan tertentu (the rule of law and 
not of man). Hukum harus dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-
prinsip demokrasi, karena pada asasnya supremasi hukum dan 




                                                 
104. A.V Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Macmillan Press, 
London, 1971, hlm. 202-203.  
105. Mukhtie Fadjar, op.cit, hlm. 43.   
106. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Setjen dan Kepaniteraan 
Mahkamah Agung RI, 2006, hlm. 69.  
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2. Implementasi Teori Negara Hukum dan Pengaturan Hak 
Kekayaan Intelektual di Indonesia 
Cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 
perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. 
Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara 
hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan 
ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide rechtsstaat, bukan 
machtsstaat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 
1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula 
dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam 
Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD 1945, ketentuan mengenai 
ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: 
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.107  
Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 dapat dilihat secara material dan yuridis formal. Secara 
material negara hukum Pancasila didasarkan pada paradigma bangsa 
Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, 
yaitu berasas kekeluargaan yang bermakna keutamaan bagi rakyat, 
penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan keberlakuan 
hukum yang berfungsi memberikan pengayoman untuk tegaknya 
demokrasi, keadilan sosial dan peri kemanusiaan.108 Ciri-ciri dari 
Negara hukum Pancasila tersebut terdiri dari: Pancasila dijadikan 
sebagai sumber dari segala sumber hukum, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara (pasca amandemen 
ke tiga UUD 1945 tahun 2001, MPR tidak lagi disebut sebagai 
lembaga tertinggi negara. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan 
DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Kewenangan MPR adalah 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden 
dan Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden 
                                                 
107. Jimly Asshiddiqie, Ibid, hlm. 177.  
108. Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum Di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 
153 – 155.  
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dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar),109 pemerintahan 
diselenggarakan berdasarkan konstitusi (hukum dasar), persamaan 
kedudukan dihadapan hukum bagi semua warga negara dan adanya 
kekuasaan kehakiman yang independen.110 Jimly Asshiddiqie dengan 
berpedoman dengan UUD 1945, merumuskan dua belas prinsip pokok 
dari negara hukum (rechtstaat atau the rule of law) dalam arti 
sebenarnya pada negara-negara modern khususnya di Indonesia, 
yaitu:111 
a. Supremasi hukum (supremacy of law). Adanya pengakuan normatif 
dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua 
masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. 
Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada 
hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah 
manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.  
b. Persamaan dalam hukum (equality before the law). Adanya persamaan 
kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang 
diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam 
rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif 
dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan 
tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat 
khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions guna 
mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau 
kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan 
sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara 
dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih 
maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan 
khusus melalui affirmative actions yang tidak termasuk pengertian 
diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing 
atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya 
terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang 
dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, 
misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar. 
                                                 
109. MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak lagi menjadi ciri negara hukum Indonesia, 
setelah amandemen ke tiga UUD 1945. Keterangan dalam kurung oleh penulis 
berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945. 
110. Ibid, hlm. 156 – 158.  
111. Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm. 169 – 176. 
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c. Asas legalitas (due process of law). Setiap negara hukum diper-
syaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due 
process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus 
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan 
tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada 
dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan 
administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan 
atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules 
and procedures (regels).  
d. Pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara 
dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian 
kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.  
e. Organ-organ eksekutif independen. Pembatasan terhadap kekuasaan 
di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelem-
bagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank 
sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.  
f. Peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas 
dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan 
bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara 
hukum. Hakim dalam menjalankan tugas judisialnya tidak boleh 
dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan 
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).  
g. Peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara 
juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi 
penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum 
tetap perlu ditegaskan tersendiri. Setiap negara hukum, harus terbuka 
kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan 
pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata 
usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.  
h. Peradilan tata negara (constitutional court). Di samping adanya 
pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan 
tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum 
modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mah-
kamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya 
mahkamah konstitusi (constitutional courts) ini adalah dalam 
upaya memperkuat sistem checks and balances antara cabang-
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cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin 
demokrasi.  
i. Perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional 
terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan 
penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap 
hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam 
rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara 
hukum yang demokratis.  
j. Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat). Dianut dan 
dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang 
menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan 
keadilan yang hidup di tengah masyarakat.  
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare 
rechtsstaat). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang 
diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang 
dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun 
yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) 
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.  
l. Transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol 
sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan 
hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam 
mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara kom-
plementer oleh peran serta masyarakat secara langsung 
(partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan 
kebenaran.  
 
Ide negara hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia dapat 
dilacak dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Tujuan negara 
hukum Indonesia sebagaimana tercantum didalam Pembukaan UUD 
1945 Alenia Ke-4, adalah: 
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah 
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
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kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk 
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang ber-
kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang 
maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi-
jaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”. 
 
Tujuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut 
negara kesejahteraan (welfare state) dan menjadi tugas dari pemerintah 
dan rakyat Indonesia untuk mencapainya. Secara konstitusional pedoman 
utama yang harus diikuti adalah UUD 1945. Berkenaan dengan hal ini 
Jimly Asshiddiqie, mengatakan: 
“UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 
tidak hanya mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan 
ekonomi dan sosial. Hal ini karena para pendiri bangsa 
menghendaki bahwa rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, 
bukan hanya kedaulatan politik. Maka UUD 1945 merupakan 
konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang 
harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan 
sosial, baik oleh negara (state), masyarakat (civil society), 
ataupun pasar (market). Sebagai konstitusi politik, UUD 1945 
mengatur masalah susunan kenegaraan, hubungan antara 
lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga 
negara. Hal ini misalnya diatur dalam Bab I tentang Bentuk 
Kedaulatan, Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V 
tentang Kementerian Negara, Bab VI tentang Pemerintah 
Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab VIIA 
tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilu, 
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Bab VIII tentang Hal Keuangan, Bab VIIIA tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan, Bab IX A tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Bab IX tentang Wilayah Negara, Bab X tentang Warga 
Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 26, Bab XA tentang 
Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28I ayat (5), Bab XII 
tentang Pertahanan Dan Keamanan Negara, Bab XV tentang 
Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Ke-
bangsaan, Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, 
Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Sebagai konstitusi 
ekonomi, UUD 1945 juga mengatur bagaimana sistem 
perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. 
Ketentuan utama UUD 1945 tentang sistem perekonomian 
nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tentang 
sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu 
pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus 
dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar 
negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki 
oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional 
juga harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi 
manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan 
ketentuan kesejahteraan rakyat. Sebagai konstitusi sosial, UUD 
1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat terutama dalam 
Bab X tentang Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 
27 dan Pasal 28, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XIII 
tentang Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Bab XIV tentang 
Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Rakyat khususnya 
Pasal 34”. 112 
 
Mewujudkan cita-cita negara hukum demikian dalam kehidupan 
nyata di Indonesia tidak mudah. Ada banyak permasalahan yang menjadi 
hambatan dan tantangan. Satjipto Rahardjo mengatakan: 113 
                                                 
112. Jimly Asshiddiqie, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara 
Hukum Yang Demokratis, Pidato Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis Ke-XXI dan 
Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Tanggal 29 Desember 
2007, hlm. 4 – 5.   
113. Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 48 – 49. 
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“Kalau pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kelahiran 
Negara Hukum Republik Indonesia, maka yang ada dalam 
pikiran kita pada waktu itu adalah sejak hari pertama itu kita 
sudah menjadi negara hukum yang secara “tuntas sempurna” 
itu bagus, namun terlalu bagus sehingga sebetulnya kita 
bermimpi. Secara formal memang begitu, tetapi secara 
substansial perjalanan masih jauh. Membangun negara hukum 
adalah proyek yang amat besar. Memang sejak dijajah Belanda, 
kita sebetulnya sudah hidup dalam suatu Negara hukum, 
hanya waktu itu belum memiliki pengalaman sendiri, karena 
kita masih harus dipaksa, disuruh dan diperintah. Waktu itu 
kita lebih adalah sebagai bangsa yang dijajah daripada 
sebagai bangsa yang mandiri menyadari sebagai bangsa yang 
bernegara hukum. Maka sejak 1945 kita mendadak memiliki 
pengalaman yang baru yaitu menjadi bangsa dari suatu 
Negara hukum secara mandiri. Hal ini penting untuk direnungkan 
sebagai modal membangun bangsa dari suatu negara hukum. 
negara hukum tidak instan, tetapi harus dibangun. Negara 
hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam 
masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang impor”. Proses 
menjadi negara hukum bukan merupakan bagian dari sejarah 
sosial politik bangsa kita di masa lalu, seperti yang terjadi di 
Eropa. Negara hukum adalah bangunan yang “dipaksakan dari 
luar” (imposed from outside). Dengan demikian membangun 
negara hukum adalah membangun perilaku bernegara 
hukum, membangun suatu peradaban baru”. 
 
Sudjito bin Atmoredjo mencatat beberapa permasalahan yang 
dihadapi bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara hukum dalam 
arti material (substansial), antara lain:  
Pertama, sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 
1945, Indonesia telah lahir. Sejak kelahirannya itu telah diumumkan 
mengenai bentuk negara yaitu republik. Di samping itu secara eksplisit 
diumumkan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). 
Jadi secara formal Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), tetapi 
bernegara hukum tidak cukup pada tataran formal saja, melainkan harus 
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diikuti dengan upaya-upaya mengisi negara hukum tersebut dengan 
berbagai perangkat dan perilaku hukum agar benar-benar menjadi 
negara hukum substansial.  
Kedua, secara empiris bangsa Indonesia belum memiliki 
banyak pengalaman bernegara hukum. Memang, sejak dijajah Belanda 
maupun Jepang, bangsa Indonesia sudah hidup bernegara hukum. Akan 
tetapi posisi pada waktu itu bukan sebagai subjek pengelola, melainkan 
sebagai objek penderita. Ketiadaan pengalaman bernegara hukum itu 
terbukti berpengaruh besar pada kesiapan bangsa ini ketika tiba-tiba 
harus mandiri dalam mengelola negara hukum.  
Ketiga, rechtstaat sebenarnya merupakan konsep negara 
modern yang khas Eropa. Konsep modern ini dibawa masuk ke Indonesia 
oleh Belanda melalui penjajahan. Belanda sendiri mengalami kesulitan 
untuk memberlakukannya secara konsisten. Tindakan maksimal yang 
dapat dilakukan sekedar pencangkokan (transplantasi) hukum modern ke 
dalam sistem hukum adat yang telah berlaku mapan bagi golongan 
pribumi. Hukum modern tersebut diberlakukan bagi golongan Eropa 
dan Timur Asing, sementara itu bagi golongan pribumi tetap berlaku 
hukum adatnya masing-masing.  
Keempat, secara ideologis bangsa Indonesia sepakat untuk 
membangun negara hukum berciri Indonesia yaitu negara hukum 
berdasarkan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala 
sumber hukum. Maka nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan 
setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan 
maupun penegakannya.114  
Secara yuridis konstitusional, pengaturan HKI di Indonesia 
berlandaskan pada Pasal-pasal UUD 1945, yaitu:  
1. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:  




                                                 
114. Sudjito Bin Atmoredjo, op.cit., hlm. 1 – 2. 
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2. Pasal 28: 
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan Undang-undang”. 
3. Pasal 28C Ayat (1): 
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mem-
peroleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia.” 
4. Pasal 28D: 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. 
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan. 
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 
5. Pasal 28E: 
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, 
serta berhak kembali. 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini ke-
percayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan 
hati nuraninya. 
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(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, ber-
kumpul, dan mengeluarkan pendapat. 
6. Pasal 28F: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 
7. Pasal 28G Ayat (1): 
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi.” 
8. Pasal 28H Ayat (4): 
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun”. 
9. Pasal 28I Ayat (3), (4) dan (5): 
(1) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 
(2) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah. 
(3) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 
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10. Pasal 28J 
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. 
11. Pasal 31 Ayat (5):  
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya. 
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 
undang-undang. 
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. 
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
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12. Pasal 32 Ayat (1): 
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” 
13. Pasal 33 Ayat (1): 
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan.” 
14. Pasal 33 Ayat (4): 
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke-
mandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional.” 
C. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dari Perspektif 
Teori Politik Hukum  
1. Pengertian Politik Hukum 
Politik hukum disebut dalam istilah yang berbeda-beda. Di 
Belanda dikenal dengan istilah rechtspolitiek, di Inggris ada beberapa 
istilah, politics of law (politik hukum), legal policy (kebijakan hukum), 
politic of legislation (politik perundang-undangan), politics of legal product 
(politik yang tercermin pada produk-produk hukum) dan politic and law 
development (politik pembangunan hukum).115 
Objek studi politik hukum adalah hukum bukan politik, khususnya 
hukum positif, baik dalam bentuk hukum dasar (konstitusi) maupun 
                                                 
115. H.M. Wahyudin Husein dan H. Hufron, Hukum, Politik dan Kepentingan, Laksbang 
Presseindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.  
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peraturan perundang-undangan lainnya. Secara ilmiah politik hukum 
berada dalam struktur ilmiah ilmu hukum.116  
Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat 
politik hukum merupakan bagian dari studi hukum. Argumentasi yang 
dibangun sebagai dasar pendapat tersebut dimulai dari pembagian 
disiplin hukum menjadi dua, yaitu segi umum dan segi khusus. Segi umum 
disiplin hukum terdiri dari filsafat hukum dan ilmu hukum, selanjutnya hasil 
pemanfaatan filsafat hukum dan ilmu hukum melahirkan politik hukum. 
Segi khusus disiplin hukum terdiri dari sejarah tata hukum, sistem hukum 
(hukum negara, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, 
hukum waris, hukum pidana) dan teknologi hukum.117 Pemanfaatan 
penggabungan ilmu hukum dan filsafat hukum adalah politik hukum. Politik 
hukum bersifat praktis fungsional dengan cara penguraian teleologis-
konstruktif. Cara penguraian demikian dilakukan dalam hubungannya 
dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Pembentukan 
hukum (rechtsvorming) merupakan penentuan kaidah abstrak yang 
berlaku umum, sedangkan penemuan hukum (rechtsvinding) merupakan 
                                                 
116. Kurang tepat jika ada pendapat yang mengatakan politik hukum secara ilmiah berada 
dalam struktur ilmu politik. Setidaknya terlihat dari ruang lingkup kajian ilmu politik 
yang dikemukakan oleh para ahli ilmu politik. Miriam Budiardjo menjelaskan ruang 
lingkup ilmu politik terdiri dari teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai 
politik, hubungan internasional dan pembangunan politik (lihat Miriam Budiardjo, 
Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998). Inu 
Kencana Syafiie membagi kajian ilmu politik menjadi tujuh bidang, yaitu 
kebijaksanaan pemerintah, ekonomi politik, sosiologi politik, psikologi politik, 
filsafat politik, pelayanan public dan aturan-aturan politik (Inu Kencana Syafiie, 
Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 1997). T. May Rudi berpendapat, ilmu politik 
menelaah tentang filsafat politik (political philosophy), proses pemerintahan 
(executive process), perilaku dan pengaturan administrasi (administrative 
organization and behavioral), peran dan kekuasaan legislatif (legislative politics), 
hubungan hukum dan pemerintahan (judicial and legal process), partai politik dan 
pemillihan umum (political parties and general election), kekuatan politik dan 
pendapat umum (political power and public opinion), sosialisasi politik (political 
socialization), sejarah dan budaya politik (political culture and history), politik 
internasional (international politics), politik luar negeri (foreign politics), 
pembangunan politik (political development), perbandingan politik dan 
pemerintahan (comparative politics and government), teori dan metodologi politik 
(political theory and methodology) lihat  T. May Rudy, Pengantar Ilmu Politik, 
Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya, Refika Aditama, Bandung, 2003. Para ahli 
tersebut tidak ada yang memasukkan politik hukum sebagai bidang kajian ilmu 
politik. 
117. Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, Pendidikan Hukum dan Bahasa Hukum, 
Dimuat Dalam Majalah Hukum dan Pembangunan UI, Mei 1983, hlm. 234.  
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penentuan kaidah konkret yang berlaku khusus.118 Moh. Mahfud MD 
juga berpandangan bahwa politik hukum merupakan bagian kajian 
ilmu hukum.119  
Beberapa ahli mencoba memberikan pengertian politik hukum 
berdasarkan perspektif masing-masing. Berangkat dari perspektif 
positivisme hukum, L.J. Van Appeldoorn menyebut politik hukum dengan 
istilah politik perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan 
(legislation) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja 
oleh institusi negara. Berbagai tujuan dan alasan yang melatar-
belakangi dibuat dan diberlakukannya suatu undang-undang disebut 
dengan politik hukum.  
Satjipto Rahardjo dari perspektif sosiologi hukum mengatakan, 
bahwa hukum sebagai fenomena sosial bukanlah lembaga yang sama 
sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang berkaitan 
dengan sektor-sektor kehidupan lain seperti politik, ekonomi, sosial dan 
budaya. Oleh karenanya hukum harus melakukan penyesuaian terhadap 
tujuan yang hendak dicapai dan menetapkan cara-cara yang hendak 
digunakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Hal ini merupakan 
bidang kajian dari politik hukum. Bagian yang paling substansial dari 
politik hukum adalah mengenai teknik pembuatan perundang-undangan 
yang membutuhkan studi interdisipliner dan penguasaan bidang-bidang 
dalam sistem hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum 
tata negara terutama tentang asas-asas hukumnya. Pertanyaan-
pertanyaan yang sering diajukan dalam studi politik hukum, adalah: 
pertama, apakah tujuan yang hendak dicapai dengan sistem hukum 
yang sudah ada?, kedua, apakah cara yang paling baik untuk digunakan 
dalam mencapai tujuan?, ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah 
dan melalui cara-cara bagaimana perubahan tersebut sebaiknya 
dilakukan? dan keempat, apakah dapat dirumuskan suatu pola yang 
mapan untuk digunakan dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara 
mencapai tujuan tersebut?, termasuk didalamnya proses memperbarui 
hukum secara total atau dengan perubahan bagian per bagian.120 
Politik hukum pada konteks ini diarahkan untuk mengkritisi hukum 
                                                 
118. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit., hlm. 5.  
119. Moh. Mahfud MD, op.cit., hlm. 7 – 8.  
120. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, op.cit., hlm. 352 – 353.  
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positif yang berlaku dan melakukan amandemen atau perubahan 
secara total jika ditemukan fakta bahwa hukum tersebut sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya Undang-Undang Hak 
Cipta peninggalan kolonial Belanda dirombak dan digantikan dengan 
peraturan perundang-undangan baru (Auterswet 1912 dicabut dan 
digantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, 
kemudian diamandemen  oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, 
diamandemen lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan 
terakhir diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002). 
Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara harfiah 
politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang 
hendak diterapkan secara nasional oleh pemerintah, yang meliputi 
penerapan hukum positif secara konsisten, pembangunan hukum dan 
pembaruan hukum positif yang dianggap telah ketinggalan zaman 
atau menciptakan hukum baru sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi dalam masyarakat, penegasan fungsi dan kewenangan 
lembaga penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum 
masyarakat.121 
Selanjutnya berdasarkan hubungan antara politik dan hukum 
dalam kehidupan bernegara, Moh. Mahfud M.D berpandangan bahwa 
politik hukum adalah sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang 
akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, 
termasuk bagaimana politik mempengaruhi hukum berkaitan dengan 
konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan 
hukum tersebut. Hukum tidak hanya dimaknai sebagai Pasal-pasal yang 
bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, 
melainkan harus dimaknai sebagai sub sistem dalam kenyataannya (das 
sein), dan bukan tidak mungkin hukum sangat ditentukan oleh politik, 
baik dalam perumusan materi dan Pasal-pasalnya maupun dalam 
implementasinya. Politik kerapkali melakukan intervensi terhadap 
pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga hukum dalam 
kenyataannya tidak selalu mampu menjamin kepastian hukum, 
kemanfaatan hukum dan berkeadilan, bahkan tidak jarang menjauh 
                                                 
121. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988.  
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dari tujuan yang dikehendaki oleh hukum.122 Berkaitan dengan definisi 
ini M. Solly Lubis memberikan pengertian politik hukum adalah kebijakan 
politik yang menentukan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur 
berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena 
merupakan suatu kebijakan, maka politik hukum nasional menjadi sub 
sistem dari sistem politik nasional.123 Hal ini terjadi pada masa Orde 
Baru, terlihat dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pada 
awalnya memasukkan hukum sebagai sub bidang pembangunan 
politik, padahal seharusnya hukum menjadi bidang tersendiri. Setelah 
GBHN tahun 1999, hukum menjadi bidang tersendiri dan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004 – 2009 
pembangunan hukum tertuang dalam Bab 9 dengan judul Pembenahan 
Sistem dan Politik Hukum. 
Setelah mempelajari pendapat-pendapat para ahli di atas, 
politik hukum dapat dirumuskan sebagai upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara yang dicita-citakan dan 
tertuang dalam suatu kebijakan hukum (legal policy). Selanjutnya 
berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan ruang lingkup 
kajian politik hukum, yang meliputi: (a) Dasar berlakunya hukum 
positif (aspek filosofis, yuridis dan sosiologis), (b) Kebijakan hukum 
pemerintah (legal policy) untuk mewujudkan tujuan hukum dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, (c) Studi terhadap hukum positif 
yang sudah ada untuk kemudian melakukan amandemen atau 
perubahan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan perkembangan 
masyarakat, (d) Menciptakan hukum baru yang sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta pergaulan internasional 
dan (e) Penegasan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara 
yang merumuskan tujuan hukum nasional, pembuatan hukum dan 
pelaksanaan hukum secara nyata.   
Teori politik hukum dari Satjipto Rahardjo dipandang paling 
tepat untuk digunakan, karena cukup sistematis dalam memberikan 
kerangka analisis politik hukum HKI, dimulai dari tujuan yang hendak 
dicapai, cara mencapai tujuan, waktu yang tepat melakukan per-
ubahan dan perumusan suatu pola yang digunakan untuk mencapai 
                                                 
122. Moh. Mahfud M.D, op. cit., hlm. 1 – 2.  
123. M. Solly Lubis, Serba Serbi Politik Hukum, CV Mandar  Maju, 1989, hlm. 100.  
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tujuan hukum. Maka, yang dimaksud politik hukum Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) adalah kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk mewujudkan tujuan peraturan perundang-undangan HKI, kajian 
mengenai kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia 
(kepentingan nasional) serta kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 
1945, dan melakukan amandemen atau menciptakan peraturan per-
undang-undangan baru yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional 
serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 
2. Hubungan Antara Politik dan Hukum Dalam Proses 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
Perilaku atau tingkah laku manusia dalam kehidupan ber-
masyarakat dan bernegara merupakan keterkaitan antara berbagai sub 
sistem sosial. Menurut Tallcot Parsons melalui teori sibernetikanya, 
tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat bukan merupakan 
tingkah laku yang hanya bersifat biologis semata, tetapi juga berstruktur 
yang dipengaruhi oleh sub sistem sosial. Sub sistem sosial tersebut 
terdiri dari sub sistem budaya yang berfungsi untuk mempertahankan 
pola, sub sistem sosial berfungsi sebagai integrasi, sub sistem politik 
dengan fungsi untuk mencapai tujuan dan sub sistem ekonomi dengan 
fungsi adaptasi.124 Hukum tidak dianggap sebagai sub sistem tersendiri, 
melainkan dimasukkan ke dalam sub sistem budaya dan sub sistem 
sosial. Perkembangan hukum sangat ditentukan oleh perkembangan sub 
sistem budaya dan sub sistem sosial, padahal dalam kenyataannya hukum 
justru dapat berperan sebagai  sarana rekayasa sosial, rekayasa budaya, 
rekayasa politik dan ekonomi. Kelemahan teori sibernetika dijawab oleh 
Harry C. Bredemier dan mengembangkan teori tersebut dengan 
memberikan peran lebih besar pada hukum untuk mengintegrasikan 
(harmonisasi) berbagai kepentingan masyarakat baik dalam bidang 
ekonomi, politik dan budaya, karena antara sub sistem tersebut 
terjadi proses pertukaran dan kesalingterkaitan. Harry C. Bredemier 
membangun teorinya dari perspektif common law sistem, sehingga 
menempatkan pengadilan pada posisi sentral yang melakukan fungsi 
                                                 
124. Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, 
CV Agung, Semarang, Tanpa Tahun, hlm. 29. 
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integrasi dari hukum. Integrasi yang dilakukan oleh pengadilan, yaitu 
dengan cara memproses input yang berasal dari berbagai sub sistem 
sosial menjadi out put (keluaran). Fungsi integrasi hukum adalah 
mengkoordinasikan (mengharmonisasikan) berbagai kepentingan yang 
berjalan sendiri-sendiri, bahkan mungkin bertentangan satu dengan 
lainnya sehingga bisa menimbulkan kekacauan menjadi suatu relasi yang 
tertib sehingga berperan positif bagi kehidupan masyarakat. Fungsi 
adaptasi yang dilakukan oleh sub sistem ekonomi oleh Bredemier 
dilengkapi dengan kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 
mencakup semua kegiatan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam 
bagi kepentingan manusia (masyarakat). Fungsi sub sistem politik untuk 
mengejar tujuan tidak dapat berperan baik jika tujuan-tujuan yang 
ingin dicapai tidak dirumuskan dalam bentuk aturan hukum positif 
(peraturan perundang-undangan tertentu). Jika aturan hukum positif 
ini digugat keabsahannya, maka pengadilan yang memutuskannya. Sub 
sistem budaya berperan mengarahkan masyarakat agar membawa 
sengketa-sengketa yang terjadi ke pengadilan untuk diselesaikan, sebab 
pengadilan diyakini dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Out 
put dari hukum yang berfungsi integrasi adalah dalam bentuk penertiban 
kesalingterkaitan antara berbagai sub sistem dan kepentingan yang 
bertentangan sehingga menjadi tertib. Out put dapat berbentuk 
penegasan mengenai hak dan kewajiban, pertanggungjawaban, 












                                                 
125. Ibid, hlm. 31 – 32.  
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Teori tersebut dapat dikembangkan lagi dengan mem-
posisikan hukum sebagai suatu sub sistem tersendiri dan tidak 
merupakan bagian dari sub sistem sosial. Artinya semua persoalan yang 
terjadi dalam berbagai sub sistem dalam masyarakat dan hubungan satu 
sama lainnya diintegrasikan oleh sub sistem yang bernama hukum. 
Hukum memiliki multi fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara, antara lain sebagai sarana kontrol sosial (social control), 
sarana rekayasa sosial (social engineering) dan sebagai kebijakan 
memerintah (legal policy). Jika teori ini berangkat dari common law 
sistem yang memberikan peran besar pada pengadilan, maka dalam 
konteks Indonesia peran tersebut diberikan pada peraturan perundang-
undangan dan pengadilan, seperti dalam bagan 3. 
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Berangkat dari teori Harry C. Bredemier, maka terlihat hukum 
lebih tinggi dari sub sistem yang lainnya, hukum lebih banyak berperan. 
Hubungan antara politik dan hukum adalah tatkala banyaknya 
kepentingan-kepentingan masyarakat baik yang bersumber dari sub 
sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik untuk dirumuskan menjadi 
suatu tujuan tertentu dalam bentuk hukum (peraturan perundang-
undangan), harus melalui suatu interaksi yang intensif antara lembaga 
negara yang berwenang, kelompok kepentingan, dan masyarakat berupa 
tarik menarik kepentingan, tawar-menawar sampai akhirnya tercapai 
kompromi dalam bentuk rumusan tertentu dan ditetapkan sebagai hukum. 
Maka tidak salah jika dikatakan bahwa hukum merupakan kristalisasi 
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kepentingan-kepentingan politik. Bintan R. Saragih menguatkan per-
nyataan ini dengan mengatakan, hubungan hukum dan politik itu 
sangat erat, hukum positif adalah keputusan politik. Hukum merupakan 
pengaturan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber kekuasaan atau 
wewenang dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.126 
Hamdan Zoelva sebagai seorang politisi yang terlibat langsung dalam 
proses pembuatan suatu undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI), mengatakan: 127 
“Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi 
politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi 
politik itu adalah sangat menentukan. Kekuatan-kekuatan 
politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang 
dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam 
hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga 
negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik 
dari infrastruktur politik adalah seperti partai politik, tokoh-
tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan 
demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk 
hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui 
proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas 
untuk itu”.  
 
Lahirnya suatu undang-undang, jika diamati dari proses 
kelahirannya menunjukkan adanya kegigihan dari beberapa kelompok 
masyarakat agar kepentingannya tetap terjamin di dalam undang-
undang itu. Umumnya kelompok kepentingan yang kuat kedudukannya 
di dalam masyarakat yang banyak mewarnai proses terbentuknya 
suatu undang-undang.128  
                                                 
126. Bintan R. Saragih, Politik Hukum, CV Utomo, Bandung, 2006, hlm. 16.  
127. Hamdan Zoelva, Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia, Dalam 
hamdanzoelva.blogspot.com, Diakses tanggal 24 Juli 2009. 
128. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 
34.  
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Mempertegas keterkaitan erat antara hukum dan politik, studi 
dari Moh. Mahfud MD menunjukkan bahwa:129 
”…..Perkembangan karakter produk hukum senantiasa 
dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi 
politik. Artinya konfigurasi politik tertentu selalu melahirkan 
karakter produk hukum tertentu pula. Pada saat konfigurasi 
politik tampil secara demokratis, maka karakter produk hukum 
yang dilahirkan cenderung responsif/populistik. Sedangkan 
ketika konfigurasi politik bergeser ke sisi yang otoriter maka 
produk hukum yang lahir lebih berkarakter konservatif/ 
ortodoks/elitis”.  
 
Hubungan politik dan hukum begitu erat, sulit dipisahkan 
secara tegas sebab dalam kenyataannya keduanya saling mem-
pengaruhi dan saling membutuhkan, meskipun objek studinya berbeda. 
Hal terpenting yang harus dicermati adalah jangan sampai politik 
mengendalikan hukum sehingga tujuan hukum dibelokkan karena 
adanya kepentingan politik dari penguasa atau kelompok dominan. 
Sesuai dengan konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum, maka politik harus tunduk dan dibatasi oleh hukum, baik 
oleh hukum dasar (konstitusi) maupun peraturan perundang-undangan. 
Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi 
ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan 
checks and balances, seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 
(UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi 
perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara 
adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-
lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga 
negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan 
negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem 
“checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga 
negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak 
ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi masing-
masing.130 
                                                 
129. Moh. Mahfud MD, op.cit., hlm. 376.  
130. Hamdan Zoelva, loc.cit.  
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3. Politik Hukum Nasional dan Pengaturan Hak Kekayaan 
Intelektual   
Padmo Wahjono, mengartikan politik hukum nasional sebagai 
kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum 
yang akan dibentuk. Politik hukum nasional ini berkaitan dengan nilai-
nilai, penentuannya, pengembangannya dan pemberian bentuk 
hukumnya.131 
 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari mengartikan politik 
hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam 
bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber 
dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan 
negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan.132  
Sesuai dengan konsep politik hukum yang diartikan sebagai 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan 
negara yang tertuang dalam suatu kebijakan hukum (legal policy) dan 
memperhatikan pendapat dari  Padmo Wahjono dan Imam Syaukani 
dan A. Ahsin Thohari, maka yang dimaksud dengan politik hukum 
nasional Indonesia (PHNI) adalah kebijakan hukum yang dilakukan 
oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai yang dianut oleh 
bangsa Indonesia. PHNI meliputi hukum yang sedang berlaku (ius 
constitum) dan hukum yang akan diberlakukan di masa depan (ius 
constituendum). 
PHNI bersumber pada Pancasila, UUD 1945, TAP MPR RI, 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), hukum adat (kebiasaan) 
masyarakat Indonesia, perkembangan internasional dan pemikiran 
ahli terkemuka (doktrin). Setelah tiba masa reformasi, sumber-sumber 
PHNI mengalami perubahan, yaitu Pancasila, UUD 1945, TAP MPR RI, 
Program Pembangunan Nasional (Propenas), Rencana Program Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN), hukum adat (kebiasaan) masyarakat 
Indonesia, perkembangan internasional dan pemikiran ahli terkemuka 
                                                 
131. Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1983, hlm. 160.  
132. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2008, hlm. 58. 
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(doktrin). Rumusan pokok PHNI sesungguhnya sudah ada didalam 
beberapa sumber tersebut, namun perlu digali lebih dalam dan 
diinterpretasikan secara kontekstual sesuai perkembangan zaman. 
Secara tertulis rumusan umum PHNI dapat dilihat dari Pancasila, UUD 
1945, TAP MPR RI, Program Pembangunan Nasional (Propenas), dan 
Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
PHNI bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia 
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia (IV), yaitu 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya apapun 
kebijakan  hukum yang ingin dilakukan oleh pemerintah, tujuan akhirnya 
adalah untuk mencapai cita-cita tersebut.  
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah berusaha 
merumuskan grand design PHNI dengan mengadakan kegiatan 
Konvensi Hukum Nasional tentang UUD 1945 sebagai Landasan 
Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional yang 
kesimpulannya adalah:133 
1. Konvensi menyimpulkan tentang pentingnya keberadaan 
suatu Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional 
(GDSPHN) yang disusun dalam rangka pembangunan hukum 
nasional dan didasari landasan falsafah Pancasila dan 
konstitusi Negara, yaitu UUD NRI 1945.  
2. GDSPHN merupakan sebuah desain komprehensif yang 
menjadi  pedoman bagi seluruh stake holders yang mencakup 
seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi 
dan budaya hukum masyarakat.  
3. Hal sangat penting dalam penyusunan GDSPHN selain secara 
konsisten berlandaskan kepada falsafah Pancasila dan UUD 
NRI 1945 juga harus dilandasi komitmen dan konsistensi 
penerapan asas-asas umum hukum (General principles of 
Law) yang merupakan refleksi jati diri bangsa dan 
kepentingan nasional dengan tetap merespons secara 
                                                 
133. BPHN, Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, Melalui <http://www.bphn. 
go.id/index.php> (12/05/09). 
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proporsional fenomena globalisasi dan perkembangan 
hubungan internasional. 
4. Salah satu pilar Grand Design Sistem dan Politik Hukum 
Nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdi pada 
kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menjadi 
pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh 
karena itu produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang 
konsisten dengan falsafah Negara, mengalir dari landasan 
konstitusi UUD 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana 
untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat.  
5. Persoalan mendasar, terkait grand design Pembangunan 
Sistem dan Politik Hukum Nasional, adalah bagaimana 
membuat struktur sistem hukum (legal system) yang kondusif 
bagi keberagaman sub-sistem, keberagaman substansi, 
pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan 
masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum 
masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Tegasnya, harus ada kebijakan hukum (legal policy) yang 
jelas untuk menciptakan kondisi di atas. 
6. Sistem hukum dan konstitusi harus dapat merespon 
dinamika dan tantangan zaman dan kehidupan bernegara 
yang bertumpu pada konsensus reformasi. Produk hukum 
yang dihasilkan harus mencerminkan aspek filosofis, yuridis, 
sosiologis dan historis, sehingga kehidupan bangsa dan 
negara harus berkesinambungan. 
 
Kesimpulan konvensi tersebut memperlihatkan adanya 
keinginan kuat agar pembangunan hukum nasional dikembalikan pada 
jati diri bangsa Indonesia dan untuk kepentingan bangsa Indonesia 
sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Produk hukum yang ingin 
dibuat secara filosofis harus berlandaskan filsafat Pancasila, secara 
konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara sosiologis digali dari 
prinsip-prinsip hukum umum yang bersumber dari jati diri bangsa 
Indonesia. Lahirnya GDSPHN, setidaknya dilatarbelakangi oleh semakin 
banyaknya peraturan perundang-undangan nasional yang menjauh 
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dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan kurang mengakomodasikan 
prinsip-prinsip hukum umum yang dianut  bangsa Indonesia. Hukum 
yang dibangun lebih banyak merefleksikan nilai-nilai filsafat barat dan 
kepentingan negara lain yang dipaksakan melalui lembaga internasional 
(IMF, World Bank, ADB) dan konvensi-konvensi internasional (GATT/ 
WTO). Indonesia ternyata belum mampu memilah dan memilih apa yang 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan kepentingan nasional. 
Contohnya antara lain pada peraturan perundang-undangan HKI, 
penanaman modal (investasi), dan privatisasi BUMN strategis.  
Politik hukum HKI Indonesia sejauh ini masih mengekor dengan 
politik hukum WTO/TRIPs Agreement. Alasan yang dikemukakan oleh 
pemerintah adalah karena Indonesia telah meratifikasi konvensi WTO/ 
TRIPs Agreement  dan bersifat full compliance dan non reservation, 
desakan negara-negara maju pemilik HKI terhadap Indonesia dan 
kebutuhan HKI nasional. Belum ada keberanian untuk menciptakan 
politik hukum HKI sendiri yang bersumber dari filsafat Pancasila, UUD 
1945 dan kepentingan nasional. Ketakutan terhadap ancaman negara-
negara maju pemilik HKI harus dilawan dan disiasati dengan cerdas. 
Pemberlakuan ketentuan TRIPs Agreement seharusnya dilaksanakan 
secara bertahap dan simultan sesuai dengan kesiapan nasional baik 
dari aspek sumber daya manusia, penguatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, inventarisasi dan dokumentasi potensi HKI Indonesia 
(keanekaragaman hayati, seni dan budaya). Negara maju harus diberikan 
alasan argumentatif, realitas dan berani. Bersamaan dengan itu, 
pemerintah melakukan pendekatan dan penggalangan kekuatan dengan 
negara-negara berkembang dan kurang berkembang untuk meng-
amandemen TRIPs Agreement ke arah yang lebih menguntungkan bagi 
kepentingan bersama. Article 71 TRIPs Agreement membuka kemungkinan 
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D. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dari Perspektif 
Teori Hukum Pembangunan dan Teori Harmonisasi 
Hukum  
1. Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Pembangunan 
Secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar 
Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan 
Myres S. Mc Dougal (policy approach) ditambah dengan teori Hukum 
dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah 
semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. 
Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal 
dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban 
hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (scholars) serta pengemban 
hukum praktis (specialists in decision) dalam proses melahirkan suatu 
kebijakan publik, yang disatu sisi efektif secara politis, namun di sisi 
lainnya juga bersifat mencerahkan. Mochtar Kusumaatmadja, mem-
peragakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders 
yang ada dalam komunitas sosial tersebut dan menambahkan tujuan 
pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe 
Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan 
Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan 
pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum 
(theory about law), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau 
kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah 
pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana 
(instrument) untuk pembangunan masyarakat.134  
Konsep tersebut muncul setelah melihat penggunaan hukum 
sebagai sarana pembaruan masyarakat di Amerika Serikat. Fungsi 
konservatif hukum harus dilengkapi dengan fungsi sebagai sarana 
pembaruan masyarakat apabila hukum ingin berperan dalam pem-
bangunan di Indonesia. Pokok pikiran dari konsep tersebut adalah: 
                                                 
134. Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M 
Sebuah Kajian Deskriftif Analitis, melalui <http://badilum.info/images/ 
stories/artikel/.pdf> (21/01/09). 
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“Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan 
atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam 
usaha pembangunan atau pembaruan merupakan sesuatu yang 
diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan 
lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana 
pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau 
peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) 
atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan 
manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau 
pembaruan”.135 
 
Mendukung konsep fungsi hukum dalam pembangunan, Sunaryati 
Hartono mengemukakan empat fungsi hukum dalam pembangunan.  
Pertama, hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. 
Hukum diadakan untuk menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat.  
Kedua, hukum sebagai sarana pembangunan. Pada masyarakat 
yang sedang membangun seperti Indonesia, pembangunan hukum harus 
mendahului pelaksanaan pembangunan dalam rangka melancarkan 
proses pembangunan dan menjaga agar pembangunan yang dilaksanakan 
tidak mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan dalam masyarakat.  
Ketiga, hukum sebagai penegak keadilan. Pembangunan akan 
mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat, perubahan hubungan 
antar manusia yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan yang 
mungkin saja dirasakan sebagai suatu ketidakadilan. Tugas hukum 
adalah mempersiapkan norma-norma baru yang diberlakukan untuk 
menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya, terutama bagi pihak 
yang lemah. Sistem hukum dalam pembangunan nasional harus terus 
menerus dibangun dan tetap menegakkan keadilan dalam masyarakat.  
Keempat, hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Hukum 
harus mampu mendidik masyarakat agar berperilaku sesuai dengan 
norma-norma hukum. Para pembuat hukum dan aparatur hukum 
berperan membimbing masyarakat agar tercipta suatu kesadaran 
hukum yang baik.136 Pelaksanaan dari fungsi hukum demikian, maka 
                                                 
135. Mochtar Kusumaatmadja, op.,cit, hlm. 88. 
136. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional,  Cetakan Ke-3, 1999,  hlm. 10 – 34. 
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
 
88 
hukum diharapkan berperan dalam: (1) penciptaan lembaga-lembaga 
hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan,  
(2) mengamankan hasil-hasil dari proses pembangunan yang 
dijalankan, (3) menjamin bahwa kepentingan masyarakat sebagai 
bagian terpenting dari pembangunan, (4) pemberian legitimasi terhadap 
berbagai perubahan-perubahan. Tujuannya adalah membantu orang-
orang me-lakukan pilihan-pilihan yang akan memberi efek yang 
mendorong perubahan yang membangun, (5) penggunaan hukum sebagai 
sarana melakukan perombakan-perombakan, hukum berperan dalam 
pembaruan sosial. Lembaga-lembaga lama yang menghambat dirobohkan 
oleh hukum, (6) berperan dalam menyelesaikan perselisihan, dan (7) me-
lakukan pengaturan terhadap kekuasaan pemerintah.137  
Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di 
Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dibandingkan 
dengan konsepsi law as a tool of social engineering di Amerika 
Serikat, karena tiga hal, yaitu: 
1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses 
pembaruan hukum lebih menonjol, walaupun yurisprudensi 
juga memegang peranan, berlainan dengan keadaan di 
Amerika Serikat, dimana teori Pound itu ditujukan terutama 
pada peranan pembaruan melalui keputusan pengadilan, 
khususnya keputusan Supreme Court sebagai Mahkamah 
tertinggi. 
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan 
masyarakat menolak aplikasi mekanistis dari konsepsi law 
as a tool of social engineering.  
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum 
internasional, Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas 
hukum sebagai alat pembaruan masyarakat jauh sebelum 
konsepsi itu dirumuskan secara resmi sebagai landasan 
kebijaksanaan hukum. Dengan demikian, perumusan resmi itu 
sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman mas-
yarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah.138  
                                                 
137. Satjipto Rahardjo,  Hukum dan Masyarakat, Angkasa,  Bandung, 1979, hlm. 136 -137.  
138. Ibid, hlm. 83 - 84. 
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2. Penggunaan Teori Hukum Pembangunan Dalam Pem-
baruan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual 
Mochtar Kusumaatmadja mengakui cukup sulit menggunakan 
teori hukum sebagai instrumen dalam mengadakan perubahan-perubahan 
sosial, sebab jika tidak berhati-hati dapat menimbulkan kerugian pada 
masyarakat. Oleh karena itu penggunaan teori ini harus mampu 
memadukan secara tepat tindakan-tindakan yang sifatnya yudikatif 
(melalui lembaga pengadilan) dengan aspek lain seperti aspek sosiologis, 
antropologis dan kebudayaan (artinya tidak semata-mata menekankan 
pada aspek yuridis normatif) tetapi juga harus memperhatikan aspek 
yuridis sosiologis (socio legal aspects) dalam penegakan hukum.139  
Lebih luas penggunaan teori tersebut tidak hanya berlaku 
pada penegakan hukum, tetapi semestinya sudah digunakan ketika 
berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang. Apalagi 
jika sumber utama dari substansi dari undang-undang yang ingin dibuat 
berasal dari hukum asing (kebiasaan internasional, konvensi inter-
nasional, hukum dari negara lain), seperti WTO/TRIPs Agreement. 
Disebabkan selalu ada perbedaan prinsip dengan hukum nasional baik 
dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Maka, masuknya hukum 
asing ke dalam hukum nasional tidak boleh diadopsi begitu saja tanpa 
melalui suatu proses pengkajian secara akademis maupun praktis. 
Hukum asing tersebut harus terlebih dahulu diyakini memberi manfaat 
positif dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Proses 
pengkajian hukum tersebut dalam literatur hukum dikenal dengan istilah 
harmonisasi hukum.  
Penggunaan teori hukum pembangunan dalam konteks 
penerapan TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia, 
secara konsepsional, adalah: 
 Pemahaman secara komprehensif isi TRIPs Agreement dan konvensi 
internasional HKI lainnya, dari aspek filosofis, yuridis dan 
sosiologis (latar belakang historis, kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat). Indonesia dalam melakukan pembaruan dalam 
bidang hukum ekonomi (termasuk didalamnya Undang-Undang 
HKI) tidak meng-ambilalih secara total terhadap pengaturan global 
                                                 
139. Mochtar Kusumaatmadja, op.,cit, hlm. 15.  
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(konvensi internasional), tetapi tetap harus selalu berorientasi 
kepada persatuan Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang lemah.140 Diterima 
atau ditolaknya hukum asing berdasarkan suatu kajian terhadap 
manfaat dan dampaknya bagi pembangunan nasional. 
 Pemahaman secara komprehensif dasar-dasar filosofis, yuridis 
dan sosiologis (ekonomi, sosial dan budaya) berbagai prinsip-prinsip 
yang terkait dengan aspek pengaturan HKI. Hal ini penting agar 
dapat memilih bentuk pengaturan dan metode pengadopsian TRIPs 
Agreement ke dalam Undang-Undang HKI dalam rangka melindungi 
kepentingan nasional. 
 Membuat kerangka konsepsional tentang prinsip-prinsip (asas-
asas) hukum apa yang akan menjadi jiwa dari pasal-pasal dalam 
Undang-Undang HKI. 
 Implementasi Undang-Undang HKI dan kesiapan untuk mengantisipasi 
dampak yang ditimbulkannya. Salah satunya melakukan sosialisasi 
secara kontinyu dan memberikan pendidikan hukum kepada 
masyarakat agar tercipta kesadaran hukum HKI. Tugas tersebut 
dilakukan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) 
dan aparatur hukum lainnya. 
3. Penggunaan Teori Harmonisasi Hukum Sebagai Metode 
Pembaruan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual 
Harmonisasi berasal dari kata harmonis yang berarti keselarasan 
dan upaya mencari keselarasan,141 dalam bahasa Inggris berasal dari kata 
harmonize atau harmonise yang berarti untuk menuju kepada keselarasan, 
menyetujui, atau persetujuan, menyelaraskan pandangan-pandangan 
terhadap situasi baru, menjadi setuju untuk bertindak (to bring into 
harmony, accord, or agreement, to harmonize one's views with the n 
                                                 
140. Erman Rajagukguk, Perencanaan dan Strategi  Pembaharuan Hukum Indonesia Dalam 
Era Globalisasi, Artikel dalam Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional (BPHN), Nomor 1 Tahun 1999, hlm. 10. 
141. Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi 3, Balai Pustaka, 2007, 
Jakarta, hlm. 390.  
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ew situation, to be in agreement in action).142 Secara etimologis, 
harmonisasi dapat diartikan suatu upaya yang dilakukan untuk 
menyelaraskan atau membuat menjadi serasi terhadap hal-hal yang 
sebelumnya tidak bersesuaian atau berbeda, sehingga selaras atau 
bersesuaian.  
Kegiatan harmonisasi dilakukan dikarenakan adanya hal-hal 
yang sesungguhnya belum harmonis (belum selaras, belum serasi 
atau belum bersesuaian satu dengan lainnya). L.M Gandhi  menyebut 
unsur-unsur harmonisasi antara lain: (a) adanya hal-hal yang bertentangan 
atau kejanggalan, (b) mencocokkan hal-hal yang bertentangan secara 
proporsional agar membentuk satu keseluruhan yang menarik sebagai 
bagian dari sistem dan (c) terciptanya suasana persahabatan dan 
damai.143 Kusnu Goesniadhie secara lebih jelas mengatakan bahwa unsur-
unsur yang ada dalam harmonisasi, adalah (a) terjadinya ketegangan yang 
berlebihan, (b) menyelaraskan dua hal yang berbeda untuk membentuk 
suatu sistem, (c) proses atau upaya untuk merealisasikan keselarasan, 
kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, dan (d) kerjasama 
antara berbagai faktor untuk menghasilkan kesatuan yang luhur. Maka 
harmonisasi dirumuskan sebagai upaya atau proses yang hendak 
mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan 
dan kejanggalan untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, 
keserasian, kecocokan dan keseimbangan antara berbagai faktor sehingga 
menghasilkan suatu kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang 
luhur sebagai bagian dari suatu sistem.144  
Pemikiran harmonisasi hukum bermula dari Rudolf Stammler 
(1902) di Jerman yang mengutarakan konsep bahwa tujuan atau fungsi 
hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan 
antar individu dengan individu, antar individu dengan masyarakat 
untuk mencapai suatu keadilan. Di Indonesia konsep harmonisasi 
dikenal dalam dokumen-dokumen resmi melalui istilah keselarasan, 
keserasian, kesepadanan yang digali dari budaya Indonesia oleh 
                                                 
142. NN, Dictionary, Melalui <http://www.dictionary.reference.com/browse/harmonize> 
(21/08/09). 
143. L.M. Gandhi, Harmonsisasi Hukum Menuju Hukum Responsif, Pidato Pengukuhan Guru 
Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tanggal 14 Oktober 
1995, Jakarta, hlm. 4. Naskah dapat juga dilihat pada http://www.digilib.ui.ac.id. 
144. Kusnu Goesniadhie, op.,cit, hlm  62. 
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BPHN, namun hampir tidak ada literatur hukum yang mengupas 
konsep harmonisasi, apa hakekatnya dan bagaimana operasionalisasinya.  
Di Belanda sudah berkembang sejak tahun 1970-an yang diartikan 
sebagai upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan 
pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum 
dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan 
(justice, gerechkheid) dan kesebandingan (equity, billijkheid), kegunaan 
dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme 
hukum jika memang dibutuhkan. Dan di Indonesia mulai banyak 
disinggung sejak tahun 1990-an.145   
Harmonisasi hukum berarti membuat atau membentuk hukum 
secara  konsisten dan menyeluruh.146 Harmonisasi hukum adalah upaya 
atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal 
yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum.147 Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN) memberikan pengertian harmonisasi hukum 
sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian 
(penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu 
pada nilai-nilai filosofis (Pancasila), sosiologis (realitas sosial bangsa 
Indonesia, ekonomis (perkembangan ekonomi nasional, sistem ekonomi 
nasional) dan yuridis (UUD 1945).148 Harmonisasi hukum nasional 
dengan demikian meliputi tiga aspek, yaitu: (1) materi hukum (legal 
substance), berupa aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang 
berada dalam suatu sistem hukum. Aturan hukum mencakup hukum 
tertulis (hukum positif), hukum tidak tertulis dan putusan pengadilan. 
(2) struktur hukum (legal structure), berupa struktur institusi-institusi 
hukum dan aparatur penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, dan lembaga hukum lainnya. (3) budaya hukum (legal 
culture), merupakan sikap dan perilaku manusia terhadap hukum.149 
Bertolak dari beberapa pengertian tersebut, harmonisasi hukum dapat 
                                                 
145. L.M. Gandhi, op.cit, hlm. 4 – 5. 
146. NN, Wikipedia Bahasa Indonesia, Melalui <http://www.id.wikipedia.com/wiki/ 
harmonisasi> (03/08/09).  
147. Kusnu Goesniadhie, op.,cit, hlm  71. 
148. Erwin, Harmonisasi Hukum dan Program Legislasi dalam Perda, Melalui <http:// 
www.cetak.bangkapos.com/opini> (22/08/09).   
149. Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Rusell Sage 
Foundation, New York, 1975, hlm. 14.  
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diartikan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan dua atau 
lebih sistem hukum atau ketentuan hukum yang sebelumnya tidak 
bersesuaian atau berbeda satu dengan lainnya, sehingga selaras atau 
bersesuaian. M. Solly Lubis memformulasikan proses harmonisasi 
hukum tersebut dalam suatu skema yang disebutnya Skema Sistem 
Pembangunan Hukum Nasional (SISBANGKUMNAS).150 
 
Bagan: 4 




Harmonisasi hukum merupakan bagian dari kajian perbandingan 
hukum (comparative law) yang bertujuan untuk menemukan prinsip-
prinsip hukum sebagai pijakan (standar) dalam proses harmonisasi 
hukum. Isu-isu dari hukum yang ingin diharmonisasikan harus dikenali 
dengan baik, perbedaan atau pertentangan diantaranya.151 Perbandingan 
hukum merupakan suatu pengetahuan dan metode dalam mempelajari 
ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan 
                                                 
150. M. Solly Lubis, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 117.   
151. Zainudin S. Malang, Economic Integration in the Asian Region: Harmonization of Law, 
Mindanao Law Journal 1 2007, hlm.  34. 
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meninjau kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta 
pendapat ahli yang berkompeten terhadap sistem hukum tersebut, untuk 
menemukan persamaan dan perbedaannya, sehingga mendapat 
kesimpulan mengenai konsep-konsep tertentu dan kemudian dicari 
sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, 
sosiologis, analitis dan normatif.152 Perbandingan hukum digunakan 
sebagai metode untuk menelaah hukum secara komprehensif meliputi 
sistem, kaidah, pranata, dan sejarah hukum.153 Secara lebih sederhana 
perbandingan hukum adalah suatu metode atau teknik dalam 
mempelajari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda dilihat dari 
aspek filosofis, yuridis dan sosiologis untuk kepentingan harmonisasi 
hukum. 
Secara internasional harmonisasi hukum sudah diupayakan 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), International Centre 
fo Trade and Sustainable Development (ICTSD) dan United Nation 
Conference on International Trade and Law (UNCITRAL), WTO dan pada 
tingkat regional misalnya melalui ASEAN, NAFTA, European Community 
(EC). Persoalannya terletak pada adanya perbedaan sistem hukum dan 
substansi hukum nasional dari negara-negara anggota, kebutuhan hukum 
bagi negara-negara anggota tidak sama, terkelompoknya negara dalam 
tiga tingkatan, yaitu negara-negara maju, negara berkembang dan negara 
kurang berkembang. Pada aspek tertentu, kelancaran perdagangan barang 
dan jasa bisa terhambat karena perbedaan-perbedaan tersebut. Upaya 
untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan melalui tiga metode 
atau teknik. Pertama, negara-negara bersepakat untuk tidak menerapkan 
hukum nasional masing-masing, sebaliknya menerapkan hukum 
perdagangan internasional dalam mengatur hubungan-hubungan hukum 
perdagangan. Kedua, apabila aturan hukum perdagangan internasional 
tidak ada atau tidak disepakati oleh salah satu pihak (negara), hukum 
nasional suatu negara tertentu dapat digunakan melalui penerapan 
pilihan hukum (choice of law). Choice of law merupakan klausul 
pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam 
kontrak (internasional) yang dibuat. Ketiga, metode unifikasi dan 
                                                 
152. Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 1 – 2.  
153. Ibid   
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harmonisasi hukum perdagangan internasional ke dalam hukum 
nasional.154  
Metode unifikasi dan harmonisasi hukum merupakan metode 
yang paling banyak dilakukan. Kemungkinan terjadinya konflik antara 
sistem-sistem hukum dari negara-negara anggota dapat diminimalisir. 
Jika dibandingkan antara unifikasi dan harmonisasi hukum, harmonisasi 
hukum lebih ideal karena tidak setiap negara memiliki kebutuhan 
hukum yang sama terkait dengan kepentingan nasional masing-
masing. Melalui harmonisasi hukum, negara-negara dapat memilih 
secara selektif prinsip-prinsip hukum atau norma-norma hukum mana 
yang dibutuhkan dan sesuai dengan kepentingan nasional. Unifikasi 
hukum dan harmonisasi hukum memiliki persamaan dan perbedaan. 
Persamaannya terletak pada upaya menyeragamkan substansi 
pengaturan dari sistem-sistem hukum yang berbeda dan pengintegrasian 
menjadi satu sistem hukum, perbedaannya terletak pada derajat 
penyeragaman. Unifikasi hukum mencakup penghapusan dan 
penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum baru, misalnya 
pemberlakuan WTO/TRIPs Agreement. Harmonisasi hukum tidak 
sedalam unifikasi hukum. Tujuan utama harmonisasi hukum hanya 
berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip 
yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ingin 
diharmonisasikan.155 
Contoh yang paling banyak dikemukakan adalah proses 
harmonisasi hukum di Masyarakat Uni Eropa (European Community/EC). 
Berdasarkan Perjanjian Roma 1957 dibentuklah Masyarakat Uni Eropa 
(EEC) yang bersandar pada prinsip free movement of persons, goods, 
services and capital (kebebasan lalu lintas orang, barang, jasa dan 
modal). Dikenal istilah community law untuk menunjuk suatu aturan 
hukum yang harus ditaati bersama, mengikat negara sekaligus warga 
negaranya. Pemberlakuan community law seringkali menimbulkan 
pertentangan dengan kepentingan hukum nasional masing-masing 
anggota. Upaya untuk mengatasinya melalui proses harmonisasi hukum 
dengan memperkenalkan asas primacy of community law (primacy 
principles), community law dinyatakan memiliki prioritas tertinggi dari 
                                                 
154. Huala Adolf, 2006,  op.,cit., hlm. 30.  
155. Ibid, hlm. 31. 
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hukum nasional dan asas direct application of community law yaitu 
prinsip yang berkaitan langsung dengan hubungan community law 
dengan hukum nasional.156 Dua asas tersebut dalam perkembangan 
mampu mengatasi pertentangan antara community law dengan hukum 
nasional. Memang perlu waktu realtif lama  bahkan sampai saat ini 
terus diupayakan untuk dapat menciptakan suatu community law yang 
bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional, hukum internasional, 
asas-asas hukum umum serta adanya institusi sebagai alat ke-
lengkapannya yaitu komisi, dewan menteri, parlemen dan mahkamah 
eropa. Terbukti bahwa harmonisasi hukum merupakan conditio sine qua 
non bagi keberhasilan integrasi EC.157 Keberadaan dan kewibawan 
community law itu tidak dapat dicapai dalam waktu yang pendek, 
selain itu juga harus dilakukan dengan keseriusan yang ber-
kesinambungan, kesetaraan antar negara anggota dan menjunjung 
kepentingan bersama. 
Berdasarkan pengalaman E.C, Eugene Stuart menyimpulkan 
ada enam metode yang dapat diterapkan dalam proses harmonisasi 
hukum, yaitu: 
a. Total harmonisation, allowing no derogation in the preempted area 
except for safeguard measures or to the extent permitted in the 
directive (harmonisasi total, tidak dimungkinkan mengurangi ketentuan 
yang disepakati kecuali untuk melindungi tindakan-tindakan tertentu 
sepanjang diperbolehkan dalam aturan).  
b. Optional harmonisation, allowing producers to apply national norms or 
community norms, some directives allowing the members states to 
exercise the option (harmonisasi pilihan, membolehkan pihak-pihak 
untuk menerapkan pilihan norma-norma atau norma bersama, 
beberapa ketentuan membolehkan negara anggota untuk memilih.  
c. Partial harmonisation, regulating some aspects of the subject 
matter only, e.g. rules which only applied for certain cross-border 
transactions (harmonisasi parsial, mengatur beberapa hal pokok 
saja, misalnya membolehkan negara anggota menerapkan aturan 
mengenai lalu lintas transaksi tertentu).  
                                                 
156. M. Budiarto, Dasar-Dasar Integrasi Ekonomi dan Harmonisasi Hukum Masyarakat Eropa,  
CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1991, hlm. 46 – 47. 
157. Ibid, hlm. 48. 
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d. Minimum harmonisation, allowing member states to provide for 
more stringent rules (harmonisasi minimal, membolehkan negara 
anggota menetapkan aturan yang lebih ketat).  
e. Alternative harmonisation, allowing member states to choose 
between alternative methods of harmonization (harmonisasi alternatif, 
membolehkan negara anggota memilih di antara alternatif metode 
harmonisasi).  
f. Mutual recognition of controls, rather than of substantive rules 
(pengawasan bersama secara timbal balik, terhadap aturan-aturan 
substantif).158  
Harmonisasi merupakan suatu proses menuju harmoni. Hal 
pertama yang dilakukan adalah identifikasi masalah, mendiagnosa 
bagian-bagian yang berbenturan yang memerlukan harmonisasi, sebab 
dan akibat dari benturan tersebut, pihak-pihak yang terlibat, maksud dan 
tujuannya, dan dasar hukum masing-masing. Mengutip pemikiran 
Gustav Radbruch (1878-1940), dasar dan orientasi upaya harmonisasi 
hukum adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai, asas-asas hukum dan 
tujuan hukum (terjadinya harmonisasi antara keadilan dan kepastian 
hukum).159 
Setelah memahami teori atau konsep harmonisasi hukum, 
maka dapat dikemukakan proses atau langkah-langkah harmonisasi 
prinsip-prinsip TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia, 
sebagai berikut: 
a. Memahami karakteristik hukum yang ingin diharmonisasikan. 
Ada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu TRIPs Agreement dan 
Hukum Nasional Indonesia. Pada tahap ini kedua sistem hukum 
tersebut harus dipelajari karakteristiknya, antara lain dasar filosofisnya, 
aspek yuridis dan aspek sosiologis serta tujuannya. 
b. Menemukan prinsip-prinsip hukum dari sistem hukum atau ketentuan 
hukum yang berbeda. 
Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki prinsip-prinsip 
hukum tersendiri yang mungkin saja memiliki perbedaan atau 
                                                 
158. Eugene Stuart, Principles of Law Harmonisation and Approximation, Melalui 
http://www.cstp.undp.ba/download.aspx (24/04/09). 
159. L.M. gandhi, op.,cit, hlm. 8-9.   
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pertentangan, dan persamaan. Semua prinsip-prinsip hukum digali dan 
dijabarkan dengan jelas, dan diperbandingkan satu dengan lainnya.  
c. Menemukan titik taut objektif antara hukum yang ingin 
diharmonisasikan. 
Hasil dari perbandingan prinsip-prinsip hukum akan memberikan 
deskripsi tentang prinsip-prinsip yang bertentangan dan prinsip-
prinsip yang memiliki persamaan. Disinilah, akan terlihat titik taut 
objektif dari kedua sistem hukum yang berbeda tersebut, yang 
dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan harmonisasi hukum. 
d. Menentukan metode harmonisasi hukum. 
Langkah terakhir adalah menetapkan metode harmonisasi hukum 
apa yang akan digunakan, apakah terbatas pada prinsip-prinsip 
hukum utama saja, memilih hal-hal tertentu yang dianggap penting 
diharmonisasikan (parsial), atau diadopsi secara keseluruhan. 
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BAB III  
PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA  




Secara historis perkembangan politik hukum HKI di Indonesia 
dapat diamati sejak masa penjajahan Belanda sampai saat ini. 
Mempelajarinya cukup penting untuk memperoleh gambaran yang 
jelas mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, tujuan yang 
ingin dicapai dan realitas yang terjadi sebenarnya dalam pengaturan 
HKI dan implementasinya. Aspek historis tersebut sangat penting 
untuk dijadikan bahan analisis yang bermanfaat dalam konseptualisasi 
politik hukum HKI Indonesia di masa depan. Hukum positif yang 
berlaku saat ini tidak mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa 
memiliki pengetahuan sejarahnya. Lili Rasjidi mengatakan bahwa 
kaidah-kaidah hukum masa kini sering hanya dapat dipahami dengan 
bersaranakan sejarah hukum.160  
Meskipun hukum saat ini dapat dipelajari pada dirinya sendiri, 
terlepas dari asal usul dan proses terbentuknya secara historikal.161 
Cara mempelajari hukum demikian lebih bersifat teknikal, berpikiran 
sempit. Para penegak hukum dan orang-orang yang mempelajari 
hukum semestinya memiliki pandangan lebih luas agar mampu 
menempatkan hukum secara benar. Salah satu metodenya melalui 
sejarah hukum. 
A. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masa 
Penjajahan Belanda 
Pada tahun 1848 terjadi perubahan konstitusi (Grond Wet) di 
negara Belanda. Perubahan penting dalam kaitannya dengan 
                                                 
160. Kata Pengantar Pada Buku John Gilissen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu 
Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ke 2, 2007, hlm. xi.  
161. Ibid  
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Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan, terdapat pada 
Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Grond Wet yang menyatakan 
bahwa raja memiliki kekuasaan tertinggi terhadap daerah jajahan dan 
kekayaannya, kebijakan pemerintah (Belanda) ditetapkan berdasarkan 
undang-undang, sistem keuangan ditetapkan berdasarkan undang-
undang, dan berkenaan dengan hal ihwal negara jajahan dan 
kekayaannya, apabila diperlukan diatur berdasarkan undang-undang. 
Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental 
dari monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional par-
lementer (adanya keterlibatan staten general atau parlemen dalam 
pemerintahan). Pengaturan mengenai Indonesia sebagai negara 
jajahan diatur dengan Regerings Reglement (RR) sebagai aturan 
pokok yang melandasi semua peraturan dibawahnya (Stb.1855-2). 
Tata hukum Indonesia diatur pada Pasal 75 RR yang menyatakan 
bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata, hakim 
diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Belanda bagi 
golongan penduduk Eropa, dan hukum perdata adat masing-masing 
bagi golongan penduduk bukan Eropa (pribumi dan bukan pribumi). 
Politik hukum yang dijalankan berpijak pada pluralisme hukum, yaitu 
hukum Belanda (eropa), hukum adat pribumi, hukum adat bukan 
eropa dan bukan pribumi (timur asing). RR selanjutnya diamandemen 
tahun 1920 menjadi RR baru. Pasal 75 RR baru makin menegaskan 
penggolongan penduduk menjadi tiga, yaitu golongan Eropa (orang 
Belanda dan orang yang berasal dari Eropa), golongan penduduk 
timur asing dan orang Indonesia (pribumi). Politik hukum yang 
dijalankan masih sama seperti ketentuan Pasal 75 RR, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 131 IS, yang pada pokoknya mengatur tiga hal. 
Pertama, penegasan bahwa pengaturan hukum (hukum perdata, 
hukum dagang, hukum acara perdata dan pidana) dilakukan dengan 
undang-undang (Pasal 131 ayat (1) IS). Kedua, pemberlakuan 
ketentuan hukum perdata dan hukum dagang berdasarkan golongan 
penduduk. Bagi golongan Eropa berlaku undang-undang di negeri 
Belanda berdasarkan asas konkordansi. Bagi golongan Indonesia 
(pribumi) dan golongan Timur Asing diberlakukan dua sistem hukum 
(dualisme hukum), dengan ketentuan apabila kebutuhan masyarakat 
menghendakinya diberlakukan undang-undang yang berlaku dari 
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golongan eropa dengan perubahan seperlunya atau sama dengan 
yang berlaku bagi golongan Eropa. Apabila ada ketentuan hukum 
yang belum diatur maka diberlakukan hukum adat masing-masing 
(Pasal 131 ayat (2) huruf (a) dan (b) IS). Menurut Pasal 163 IS, 
golongan penduduk Hindia Belanda terdiri dari: 
a. Golongan Eropa, yaitu (1) semua orang Belanda, semua orang 
yang berasal dari eropa, (2) semua orang Jepang, (3)  semua 
orang yang berasal dari luar negeri  yang di negara asalnya 
tunduk pada hukum keluarga yang asas-asasnya  sama dengan  
hukum keluarga Belanda, dan (4) anak-anak sah atau diakui 
berdasarkan undang-undang beserta keturunan dari orang-orang 
pada nomor (2) dan (3).  
b. Golongan orang Indonesia, yaitu semua orang Indonesia yang 
tidak mengalihkan status hukumnya ke golongan lain dan 
penduduk lain yang telah membaurkan diri ke dalam penduduk 
Indonesia asli.  
c. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan 
Eropa dan golongan Indonesia. 
 
 Ketiga, penundukan secara sukarela baik sebagian maupun 
keseluruhan oleh golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing 
terhadap hukum golongan penduduk Eropa (Pasal 131 ayat (4) IS). 
Pada tahun 1925 terjadi amandemen ke dua terhadap RR menjadi 
Indische Staatsregeling (IS), diundangkan dalam Stb. 1925 Nomor 
415, berlaku sejak 23 Januari 1926. Hal penting lainnya dalam 
amandemen ini, orang Indonesia diberikan hak dalam membentuk 
peraturan perundang-undangan melalui lembaga Volksraad.162  
Secara historis, peraturan perundang-undangan bidang HKI di 
Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial 
Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai 
perlindungan HKI pada tahun 1844. Indonesia yang pada waktu itu 
masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris 
                                                 
162. Mengenai sejarah tata hukum Indonesia masa kolonial Belanda dapat dibaca buku J.B. 
Daliyo dan Tim, Pengantar Hukum Indonesia, PT Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 
13 – 21, C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia Jilid II, PT Balai Pustaka, 
Jakarta, 1993, hlm. 5 – 6. 
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Covention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, 
menjadi anggota Madrid Convention dari tahun 1893 dan anggota 
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 
sejak tahun 1931.163 Undang-undang bidang HKI yang berlaku ketika 
itu, adalah Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan 
Hak Milik Industrial Kolonial 1912; Stb.1912 Nomor 545 jo Stb.1913 
Nomor 214), Auterswet 1912 (undang-undang Hak Pengarang 1912, 
Undang-undang Hak Cipta, Stb.1912 Nomor 600) dan Octrooiwet 
1910 (Undang-undang paten 1910; Stb.1910 Nomor 33, yis Stb.1911 
Nomor 33, Stb.1922 Nomor 54).164 Kerajaan Belanda sebelumnya 
pernah memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang dibuat berdasarkan 
Undang-Undang Hak Cipta Perancis 1793. Lahirnya Undang-Undang 
Hak Cipta 1912 (Auteurswet 1912) dibuat karena dorongan dari 
negara-negara eropa barat yang menjadi peserta konvensi Bern. 
Setelah itu Belanda mengikatkan diri pada konvensi Bern 1886, 
tanggal 1 April 1913. Konvensi Bern hasil revisi di Roma tanggal 2 
Juni 1928, dinyatakan berlaku di Indonesia tanggal 1 Agustus 1931 
dengan Staatblad 1931 Nomor 325.165 
Secara umum politik hukum HKI yang dilaksanakan di 
Indonesia sekedar mengikuti kewajiban dari ketentuan konvensi Bern 
dan Konvensi Paris yang sudah diratifikasi oleh Belanda untuk 
membuat undang-undang HKI. Belum ada upaya yang serius dalam 
menerapkan peraturan HKI dan mempersiapkan bangsa Indonesia 
untuk sadar HKI. Hal ini cukup dimaklumi karena belum ada tekanan 
dari negara lain, perdagangan masih bertumpu pada sumber daya 
alam (SDA) belum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, masih 
sibuk menghadapi peperangan dan memadamkan perlawanan dari 
bangsa Indonesia. Selain itu juga berkaitan dengan posisi Indonesia 
sebagai negara jajahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
                                                 
163. Lista Widyastuti, Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di 
Indonesia, Media HKI Vol. V/No.3/Juni 2008, hlm. 4. 
164. Dansur, Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Melalui 
<http://www.blogster.com/dansur/doc/> (15/09/09). 
165. Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring 
Rights dan Collecting Society, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 83. 
 
Bab III. Perkembangan Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia .... 
 
103 
bagi bangsa Indonesia sedapat mungkin dihambat agar tidak 
melampaui apa yang telah dicapai oleh bangsa Belanda.  
Undang-undang HKI pada masa ini dapat dikatakan tidak 
diterapkan secara optimal. Pentaatan dan penegakan hukum HKI 
belum diaktualisasikan sebagaimana mestinya. Di bidang hak cipta 
tampak dari penerjemahan buku-buku dari beberapa negara eropa 
oleh Penerbit Balai Pustaka tanpa izin dari pengarang aslinya. 
Tindakan demikian jelas merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang hak cipta.166 Di bidang paten, menurut Octrooi Wet 1910 
permohonan pendaftaran paten dapat dilakukan melalui kantor cabang 
Bureau Industriele Eigendom (Biro Hak Milik)  yang ada di Jakarta, tetapi 
dokumen permohonan paten tersebut harus dikirimkan ke Den Haag 
untuk diperiksa dan diberikan hak paten di Belanda oleh Octrooi Raad. 
Sementara untuk hak cipta dan merek dagang (cap dagang) dapat 
diajukan dan diberikan oleh Kantor Cabang Bureau Industriele Eigendom di 
Jakarta.167 Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI 
mengeluarkan pengumuman Nomor JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 
dan Nomor JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran 
Sementara Paten. 
B. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masa 
Kemerdekaan Sampai Tahun 1966 (1945 – 1966) 
Sejak Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, 
Republik Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda. UUD 1945  
ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara. 
Berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 segala badan negara 
dan peraturan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
belum diadakan yang baru. Artinya semua peraturan yang berlaku di 
zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang tetap 
diberlakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum 
(termasuk juga peraturan perundang-undangan HKI), sampai dibentuknya 
peraturan baru oleh pemerintah RI.   
                                                 
166. Eddy Damian, op.,cit, hlm 138 - 139.   
167. Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT Eresco, Bandung, 1995, 
hlm. 1 – 2.  
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Indonesia yang terikat pada konvensi Bern berdasarkan asas 
konkordansi di zaman penjajahan Belanda, pada tahun 1958 menyatakan 
menghentikan (termination) berlakunya konvensi tersebut di Indonesia 
melalui Surat Menteri Luar Negeri RI Soebandrio Nomor 15.149 XII 
tanggal 15 Maret 1958 kepada Direktur Biro The Bern Convention for 
the Protection of Literary and Artistic Works di Bern.168  Politik hukum 
HKI yang dilaksanakan oleh Kabinet Djuanda merupakan tindakan 
yang berani dan mencerminkan tingginya semangat nasionalisme, 
menjunjung tinggi kedaulatan negara dan tidak takut dengan tekanan 
dari negara-negara lain. Tujuan yang ingin dicapai dari keluarnya 
Indonesia dari konvensi Bern adalah agar bangsa Indonesia dapat 
memanfaatkan hasil-hasil karya intelektual dari negara-negara lain 
demi mempercepat peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi nasional, tanpa harus meminta izin, tanpa membayar royalti 
atau dituntut secara hukum oleh pemiliknya. Malangnya, tujuan itu 
tidak tercapai, para intelektual Indonesia tidak memanfaatkan 
moment tersebut, sementara negara-negara lain seperti Cina, Taiwan, 
Korea, India dan negara lainnya memanfaatkan kesempatan dengan 
melakukan transfer segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk kepentingan negaranya.169 Bangsa Indonesia hanya melakukan 
terjemahan atau saduran terhadap buku-buku kesusasteraan, bukan 
literatur-literatur ilmiah dan tidak melakukan adopsi atau peniruan 
tehadap teknologi mutakhir pada zaman itu. Kenyataan tersebut 
menunjukkan bahwa politik hukum HKI yang diinginkan oleh 
pemerintah Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa 
hal yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain karena relatif 
terbatasnya SDM berpendidikan dan berkeahlian, kondisi perekonomian 
belum stabil, dan ketidakstabilan politik (kabinet berganti secara cepat) 
sehingga pemerintahan tidak dapat bekerja secara efektif. 
 
 
                                                 
168. Eddy Damin, op.,cit, hlm. 7.  
169. Marni Emmy Mustafa, Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di 
Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPs-WTO, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 5.  
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C. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masa Orde 
Baru (1967 – 1998) 
Masa pemerintahan orde baru dimulai tanggal 11 Maret 1966 
berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) dari Presiden 
Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu 
untuk menjamin keamanan, ketertiban dan stabilitas jalannya 
pemerintahan dan revolusi, menjaga kewibawaan dan keselamatan 
presiden RI serta menjaga keutuhan bangsa dan negara RI berkaitan 
dengan gerakan 30 September 1966 oleh Partai Komunis Indonesia 
(PKI). SUPERSEMAR selanjutnya dikukuhkan oleh Ketetapan MPRS 
Nomor IX/MPRS/1966, dan melalui ketetapan MPRS Nomor XXIII/ 
MPRS/1967, Soeharto sebagai pelaksana SUPERSEMAR ditetapkan 
sebagai Presiden RI menggantikan Soekarno.    
Politik hukum yang dijalankan pemerintahan orde baru adalah 
membentuk hukum untuk menguatkan kekuasaan orde baru, 
menghapus dan mengeliminasi pengaruh dari demokrasi terpimpin 
yang diterapkan oleh orde lama dengan cara mencabut, mengganti 
atau merubah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh orde 
lama. Politik hukum tersebut terlihat dari Program Kabinet Pembangunan 
I (6 Juni 1968 – 28 Maret 1973). Pertama, menciptakan stabilitas politik 
dan ekonomi sebagai syarat mutlak untuk mendukung berhasilnya 
pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) dan 
pemilihan umum. Kedua, menyusun dan melaksanakan REPELITA. 
Ketiga, melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya 5 Juli 
1971. Keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan negara 
dari pengaruh gerakan 30 September PKI dan setiap penyelewengan 
dan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kelima, 
melanjutkan pembersihan terhadap aparatur negara dari tingkat pusat 
sampai di daerah dari pengaruh PKI. 170  
Politik hukum ekonomi yang dijalankan pemerintah orde baru 
lebih progresif dengan membuka keterlibatan modal asing melalui 
investasi langsung (direct investment) di Indonesia. Landasan hukum 
yang digunakan adalah Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 
                                                 
170. Lihat Bintan R. Saragih op.,cit. hlm 104.  
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tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan 
Pembangunan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan 
kembali keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dana Moneter 
Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Internasional 
untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for 
Reconstruction and Development/IBRD) dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1966 yang disahkan pada tanggal 8 Desember 1966 
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967, menjadi 
anggota  Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) melalui 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966, yang disahkan pada tanggal 8 
November 1966.171 Selanjutnya mengundangkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). 
Terlihat bahwa modal asing menjadi penggerak utama pembangunan 
perekonomian Indonesia, sehingga tidak mengejutkan jika seterusnya 
perekonomian Indonesia berada dalam genggaman asing dan tunduk 
pada tekanan-tekanan asing. Undang-Undang lain dibuat dalam 
kerangka mendukung pembangunan ekonomi, antara lain Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-
Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Per-
tambangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Perkoperasian, dan Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan 
Republik Indonesia Pada International Development Association.  
Secara khusus politik hukum HKI belum terlihat pada masa 
awal orde baru sampai tahun 1978, sebab fokus dari pembangunan 
ketika itu adalah bidang perekonomian. Hal tersebut termuat dalam 
arah pembangunan jangka panjang I dalam Ketetapan MPR RI Nomor 
IV/MPR/1973 tentang GBHN Bab III B angka 3, yang menyatakan: 
                                                 
171. Indonesia sebelumnya telah menarik diri dari keanggotaan Dana Moneter Internasional 
(International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan 
Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) melalui 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966, tanggal 14 Februari 1966. 
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“.........titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah 
bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai 
keseimbangan antara bidang pertanian dan industri, yang 
berarti bahwa sebagian besar usaha pembangunan diarahkan 
kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan 
bidang-bidang lainnya bersifat mendukung dan melengkapi 
bidang ekonomi”. 
Secara tersirat, aspek terkait HKI disinggung dalam GBHN 
1973 dengan mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi dan ilmu 
pengetahuan dalam mendukung pembangunan ekonomi dilakukan 
dengan persyaratan agar tetap memberikan kesempatan kerja yang 
luas, mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan meng-
gunakan alat-alat (teknologi) yang dihasilkan sendiri yang diharapkan 
semakin mampu menguasai teknologi yang lebih maju. Pernyataan 
demikian mengisyaratkan bahwa pemerintah berkeinginan meningkatkan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun pada tataran 
implementasinya tidak ada satupun undang-undang yang dibuat 
berkaitan dengan HKI termasuk upaya peningkatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi.   
Politik hukum GBHN 1978 – 1983 pada pokoknya sama 
dengan politik hukum pada GBHN 1973 – 1978, dengan prioritas 
melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk mendukung kebutuhan 
pembangunan nasional agar tercipta kepastian hukum dan ketertiban, 
mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 
penyusunan undang-undang berkaitan dengan hak asasi warga 
negara dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.   
Perhatian pada persoalan HKI sudah mulai terlihat yang 
ditandai dengan pencabutan Auteurswet 1912 (Stb. Nomor 600 tahun 
1912) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 
tentang Hak Cipta. Sebelumnya Indonesia telah meratifikasi Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm 
Revision 1967), dengan melakukan reservasi terhadap Pasal 1 sampai 
dengan Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1). Berdasarkan undang-undang 
tersebut, politik hukum HKI yang ingin dilaksanakan pemerintah 
adalah: 
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a. Meletakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis 
dan yuridis pembangunan hukum HKI dan memperbaharui peraturan 
perundang-undangan HKI yang dibuat oleh pemerintahan kolonial 
Belanda sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan kepentingan nasional 
(termuat dalam konsideran menimbang huruf (a)). HKI termasuk Hak 
Cipta memang bersifat individualis, karena berasal dari konsep 
kepemilikan bangsa barat (Eropa dan Amerika Serikat). Tentu saja 
bagi bangsa timur khususnya Indonesia, individualisme bertentangan 
dengan budaya kolektivisme yang dimiliki oleh masyarakat 
(kepentingan sosial). Secara sosiologis konsep HKI sebenarnya ditolak 
oleh budaya bangsa Indonesia, tetapi perkembangan zaman dan 
penghargaan terhadap pencipta yang mendedikasikan dirinya dan 
intelek-tualitasnya dengan menciptakan produk yang bermanfaat bagi 
ilmu pengetahuan dan seni, selayaknya diberikan baik dalam 
bentuk perlindungan hukum maupun perlindungan secara moral 
dan ekonomi (komersial). Hal yang harus dijaga adalah jangan 
sampai kepentingan individu merugikan kepentingan masyarakat 
bahkan kepentingan nasional. Oleh sebab itu Hak Cipta meskipun 
diakui sebagai hak khusus (ekslusif) bagi penciptanya atau 
penerima hak cipta, namun dalam pelaksanaannya dibatasi oleh 
ketentuan perundang-undangan. Pembatasan tersebut berkaitan 
dengan kepentingan umum, kesusilaan dan  kepatutan. Pemerintah 
sangat memahami persoalan ini sehingga mengambil jalan tengah 
dengan memasukkan asas keseimbangan kepentingan individu 
dan kepentingan masyarakat. Asas ini termuat dalam Pasal 2, 
Pasal 10 dan Pasal 16 undang-undang Nomor 6 tahun 1982, 
yaitu: 
1) Pasal 2: 
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun 
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak 
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2) Pasal 10: 
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(1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan 
sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda-
benda budaya nasional lainnya. 
(2) a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, 
seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, 
kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya 
seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara; 
b. Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut 
pada ayat (2) a terhadap luar negeri. 
(3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional 
dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan 
milik negara dengan Keputusan Presiden atas dasar 
pertimbangan Dewan Hak Cipta. 
(4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang 
ditetapkan oleh Presiden. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang 
dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam 
pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
3) Pasal 16: 
(1) Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub 
b maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang 
bukan warganegara Indonesia dan badan asing dapat 
diperbanyak untuk keperluan pemakaian dalam 
wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: 
a. ciptaan orang bukan warganegara Indonesia dan 
warganegara asing tersebut, selama 2 (dua) tahun 
sejak diumumkan belum cukup diperbanyak di 
wilayah Republik Indonesia; 
b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan 
tersebut, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 
(satu) tahun sejak permintaan diajukan. 
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(2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai 
pelanggaran hak cipta. 
(3) Untuk memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diperlukan izin dari Menteri 
Kehakiman. 
(4) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada 
pemegang hak cipta dan dalam memberi izin 
perbanyakan itu, mendengar pertimbangan Dewan 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 
b. Melakukan penyebarluasan karya-karya intelektual khususnya Hak 
Cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra kepada 
masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
Indonesia (termuat dalam konsideran menimbang huruf (a)). 
Politik hukum ini termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 undang-
undang Nomor 6 tahun 1982, yaitu: 
1) Pasal 14: 
Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara 
lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak 
cipta: 
a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-
banyaknya 10% (sepuluh persen) dari kesatuan 
yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan 
untuk menguraikan masalah yang dikemukakan; 
b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya 
maupun sebagian guna keperluan pembelaan di 
dalam dan di luar pengadilan; 
c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya 
maupun sebagian guna keperluan :  
(1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan 
pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
(2) pertunjukan atau pementasan yang tidak 
dipungut bayaran. 
d. Perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, 
seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan 
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para tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu 
bersifat komersial; 
e. Perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas 
dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh 
perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan 
atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non 
komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; 
f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur 
seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan 
pelaksanaan teknis. 
2) Pasal 15: 
(1) Untuk kepentingan nasional, tiap terjemahan dari 
ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia 
atau bahasa daerah tidak dianggap sebagai 
pelanggaran hak cipta dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 (tiga) 
tahun sejak diterbitkan belum pernah diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah; 
b. penterjemah telah meminta izin terjemahan dari 
pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak diperoleh 
dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan 
diajukan. 
(2) Untuk penterjemahan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman. 
(3) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada 
pemegang hak cipta dan dalam memberikan izin 
untuk penterjemahan itu mendengar pertimbangan 
Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39. 
c. Memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan jangka 
waktu perlindungan. Secara limitatif undang-undang memberikan 
batasan terhadap jenis-jenis Hak Cipta yang dapat dilindungi, 
yaitu ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi 
karya buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, 
kuliah, pidato dan sebagainya, karya pertunjukan seperti musik, 
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karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran 
antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman, ciptaan 
musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks, segala 
bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung, karya arsitektur, 
peta, karya sinematografi, karya fotografi dan terjemahan, tafsir, 
saduran, dan penyusunan bunga rampai (Pasal 11 Ayat (1)). Jika 
dalam Auterswet 1912 perlindungan Hak Cipta diberikan selama 
hidup pencipta ditambah lima puluh tahun setelah si pencipta 
meninggal dunia, di dalam undang-undang ini jangka waktu 
perlindungan hukumnya dipersingkat menjadi selama hidup 
pencipta dan dua puluh lima tahun sesudah ia meninggal dunia 
(Pasal 26). Hal ini dimaksudkan agar ciptaan terus berkembang 
dan ciptaan yang telah ada cepat menjadi public domain dan 
dapat dipergunakan secara bebas oleh semua orang, sehingga akan 
merangsang munculnya ciptaan-ciptaan baru dan perkembangan 
ilmu pengetahuan, seni dan sastra berlangsung secara cepat pula. 
Selain itu juga diatur mengenai pendaftaran ciptaan. Tujuannya 
untuk memudahkan pembuktian siapa pencipta sejatinya jika 
terjadi sengketa. Sesuai dengan sifat Hak Cipta yang secara 
otomatis dilindungi ketika suatu ciptaan diumumkan kepada 
publik, maka pendaftaran bukan menjadi kewajiban. Pendaftaran 
ciptaan dilakukan secara pasif, menganut sistim pendaftaran 
negatif deklaratif. Pencipta diberikan hak untuk mengajukan 
gugatan (perdata) manakala ada pihak lain secara melawan 
hukum atau tanpa hak memanfaatkan ciptaannya yang 
menimbulkan kerugian baik secara moral maupun material (Pasal 
41 – Pasal 43). Perlindungan hukum juga diberikan melalui 
ketentuan pidana (Pasal 44 – Pasal 47). Tujuannya adalah untuk 
mencegah dan menindak pelaku pelanggaran Hak Cipta. Bagi 
pelaku pelanggaran Hak Cipta diancam pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- 
(lima juta rupiah) dan bagi orang yang menyiarkan, memamerkan 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya 
melanggar hak cipta, diancam pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- 
(lima juta rupiah).   
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d. Pemasyarakatan (sosialisasi) peraturan perundang-undangan HKI 
khususnya Hak Cipta kepada masyarakat luas. Hal ini cukup 
penting, sebab apabila pengetahuan masyarakat mengenai 
hukum Hak Cipta rendah, sulit diharapkan terbangunnya budaya 
hukum yang baik dan munculnya ciptaan-ciptaan yang berkualitas 
dan bermanfaat baik secara praktis maupun dalam rangka 
pengembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah akan dibantu oleh 
Dewan Hak Cipta untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan 
serta untuk pembinaan hak cipta baik kepada pencipta, pengguna 
hak cipta, dan masyarakat luas. Dewan Hak Cipta terdiri dari wakil 
departemen atau instansi pemerintah yang bersangkutan, wakil 
dari organisasi menurut bidang keahlian dan profesi terkait (Pasal 
39). 
 
Politik hukum GBHN 1983 – 1988 pada pokoknya sama 
dengan politik hukum pada GBHN 1978 – 1983, dengan menegaskan 
bahwa pembangunan hukum merupakan upaya menegakkan keadilan, 
kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 yang diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum, 
penegakan, pelayanan dan kepastian hukum guna mewujudkan tata 
hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional melalui  
upaya kodifikasi dan unifikasi hukum.  
Pembangunan hukum HKI semakin mendapat perhatian 
setelah terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1986 tentang 
Tim Kerja Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak 
Cipta, Paten dan Merek. Lahirnya Keppres ini antara lain karena desakan 
negara-negara maju khususnya USA agar Indonesia membuat 
undang-undang HKI lebih ketat sesuai konvensi Bern dan Konvensi 
Paris dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta. 
Keppres ini membentuk tim kerja yang bertugas mengkoordinasikan 
kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem HKI di Indonesia 
(selanjutnya dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas tim 
Keppres 34 adalah (1) melakukan inventarisasi terhadap per-
masalahan berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-
undangan Hak Cipta, Paten dan Merek, (2) pengumpulan bahan-
bahan yang diperlukan dari berbagai pihak baik dari dalam negeri 
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maupun luar negeri. Anggota Tim bersifat lintas sektoral, terdiri dari 
Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, serta 
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri  Perindustrian, Menteri Kesehatan, 
Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 
Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dari BPPT, dan LIPI. 
Salah satu hasil dari Tim Keppres 34 adalah lahirnya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Hak Cipta. Politik Hukum yang 
mendasari undang-undang tersebut, adalah: 
1. Mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan ber-
kembangnya gairah mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, 
seni dan sastra (konsideran menimbang huruf a). Hal ini diperjelas 
dalam penjelasan umum undang-undang yang selengkapnya 
berbunyi: 
“Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni 
dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf 
kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga 
akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan 
negara. Hal ini mengingat pelaksanaan pembangunan nasional 
yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia 
seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat 
dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang 
mampu membangkitkan semangat dan minat untuk 
mendorong lahirnya ciptaan baru di bidang tersebut”. 
2. Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta yang semakin tinggi 
melalui pembangunan budaya hukum Hak Cipta masyarakat dan 
memperberat ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran 
(konsideran menimbang huruf b dan c). Hal ini diperjelas dalam 
penjelasan umum undang-undang yang selengkapnya berbunyi: 
“...........pelaksanaan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 
hingga saat ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran 
terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap 
Hak Cipta. Laporan masyarakat pada umumnya, dan 
khususnya yang tergabung dalam berbagai asosiasi profesi 
yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta di bidang lagu 
atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, 
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serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap 
Hak Cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan 
semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat 
membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta.”. 
3. Menyesuaikan materi undang-undang dengan Konvensi Bern. 
Meskipun Indonesia tidak lagi menjadi anggota Konvensi Bern, 
namun desakan negara-negara maju yang merasa dirugikan 
karena terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas karya cipta berupa 
lagu atau musik, film, karya sastra dan software yang dimiliki 
warga negaranya membuat pemerintah Indonesia tidak mampu 
mengelak sehingga harus mengamandemen undang-undang Hak 
Cipta 1982. Beberapa materi yang disesuaikan antara lain:  
a. Penambahan objek Hak Cipta berupa program (software) 
komputer (Pasal 1 huruf (g) dan Pasal 11 Ayat (1) huruf k); 
b. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta yang dimiliki 
oleh individu atau kelompok terhadap ciptaan berupa buku, 
pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya, seni tari 
(koreografi), segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni 
pahat, dan seni patung, seni batik, ciptaan lagu atau musik 
dengan atau tanpa teks, dan karya arsitektur berlaku selama 
hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) 
tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika ciptaan tersebut 
dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku 
selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung 
hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama 
hidupnya tersebut meninggal dunia (Pasal 26 Ayat (1)). 
Sementara itu terhadap karya pertunjukan seperti musik, 
karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya 
siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta 
karya rekaman video, ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya, 
peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, 
terjemahan, dan tafsir berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 
sejak pertama kali diumumkan. Hak Cipta atas ciptaan  berupa 
karya fotografi, program komputer (software), saduran dan 
penyusunan bunga rampai berlaku selama 25 (dua puluh lima) 
tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 27 ayat (1)).  
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c. Perlindungan Hak Cipta negara lain. Jika pada undang-undang 
terdahulu Hak Cipta dari warga negara asing tidak diatur dan 
tidak dilindungi kecuali yang diumumkan pertama kali di 
Indonesia, maka dalam undang-undang ini diberlakukan 
perlindungan yang sama dengan ciptaan dari warga negara 
Indonesia baik yang diumumkan pertama kali di Indonesia 
maupun tidak dengan persyaratan bahwa negara yang 
bersangkutan mempunyai perjanjian bilateral mengenai 
perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia 
atau negara itu dan Negara Republik Indonesia merupakan 
pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang 
sama mengenai perlindungan Hak Cipta (Pasal 48). 
4. Lebih responsif terhadap kepentingan Hak Cipta negara maju dan 
merelatifkan kepentingan nasional. Sulit dinafikan adanya campur 
tangan negara lain terhadap pembangunan hukum HKI Indonesia, 
meskipun pemerintah selalu menyatakan tidak ada campur tangan 
asing, melainkan karena Indonesia membutuhkan pengaturan HKI 
lebih ketat dan maju. Jika pada undang-undang sebelumnya 
kepentingan nasional sangat terlindungi dan dinyatakan secara 
tegas dalam Pasal-Pasalnya, maka dalam undang-undang yang 
baru ini kepentingan nasional tersebut direlatifkan (dikurangi 
maknanya). Terlihat dari perubahan sebagai berikut: 
a. Dihapuskannya ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan (4), yang 
berbunyi: 
(3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan 
sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan milik negara 
dengan Keputusan Presiden atas dasar pertimbangan Dewan 
Hak Cipta. 
(4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan 
oleh Presiden. 
b. Dihapus dan digantinya ketentuan Pasal 15. Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1982 berbunyi: 
(1) Untuk kepentingan nasional, tiap terjemahan dari ciptaan 
berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa 
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daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 (tiga) 
tahun sejak diterbitkan belum pernah diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah; 
b. penterjemah telah meminta izin terjemahan dari 
pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak diperoleh 
dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan. 
(2) Untuk penterjemahan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman. 
(3) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang 
hak cipta dan dalam memberikan izin untuk penter-
jemahan itu mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 
c. Pasal 15  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 berbunyi: 
(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 
kegiatan penelitian dan pengembangan, sesuatu ciptaan 
yang dilindungi Hak Cipta dan selama 3 (tiga) tahun 
sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia atau diperbanyak di wilayah Negara Republik 
Indonesia, Pemerintah setelah mendengar pertimbangan 
Dewan Hak Cipta dapat : 
a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan 
sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan 
tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam 
waktu yang ditentukan; 
b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan 
untuk memberikan izin kepada orang lain untuk 
menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan 
tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam 
waktu yang ditentukan, dalam hal Pemegang Hak 
Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri 
atau menyatakan ketidaksediaan untuk melaksanakan 
sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a; 
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c. melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau 
perbanyakan ciptaan tersebut, dalam hal Pemegang 
Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan 
yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah. 
(3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Perbedaan yang terungkap dari kedua Pasal tersebut terletak 
pada: (a) pada Pasal 15 Undang-Undang 1982 sangat tegas 
mengatur tentang pentingnya kepentingan nasional di atas 
kepentingan Hak Cipta dalam rangka mengejar ketertinggalan 
Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan, sedangkan pada 
Pasal 15 Undang-Undang 1987 tidak ada lagi penegasan mengenai 
kepentingan nasional, namun direduksi menjadi kepentingan 
pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan 
pengembangan, (b). pada Pasal 15 Undang-Undang 1982 diizinkan 
pengambilalihan Hak Cipta demi kepentingan nasional yang 
merefleksikan paham komunalisme (memposisikan kepentingan 
nasional atau masyarakat) lebih tinggi dari kepentingan individu), 
sedangkan Pasal 15 Undang-Undang 1987 memperkenalkan 
lisensi wajib (compulsory licensing) yang merefleksikan paham 
individualisme (liberalisme) dengan memposisikan kepentingan 
individu (pencipta) di atas kepentingan nasional.  
d. Dihapuskan dan digantinya Pasal 16. Pasal 16 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1982 berbunyi: 
Pasal 16: 
(1) Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b 
maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bukan 
warganegara Indonesia dan badan asing dapat diperbanyak 
untuk keperluan pemakaian dalam wilayah Republik 
Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
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a. ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan warga 
negara asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak 
diumumkan belum cukup diperbanyak di wilayah Republik 
Indonesia; 
b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan tersebut, 
tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun 
sejak permintaan diajukan. 
(2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai pelanggaran 
hak cipta. 
(3) Untuk memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diperlukan izin dari Menteri Kehakiman. 
(4) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang 
hak cipta dan dalam memberi izin perbanyakan itu, 
mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39. 
 
Pasal 16  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 berbunyi: 
“Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak 
Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang 
bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang 
pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban 
umum.” 
 
Sebenarnya tidak ada keterkaitan materi dari kedua Pasal 
tersebut. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu 
bertujuan mempercepat Indonesia menguasai ilmu pengetahuan 
dari ciptaan orang asing sehingga dapat mengejar ketertinggalan 
dalam segala bidang kehidupan. Sementara Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987 lebih berdimensi melindungi kebijakan 
politik pemerintah dan perlindungan dari ciptaan-ciptaan yang tidak 
sesuai dengan kepentingan nasional.  
 
Politik Hukum HKI demikian sangat berpotensi merugikan 
kepentingan nasional dalam mengejar ketertinggalan IPTEK dan visi 
bangsa Indonesia untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara 
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yang lebih maju. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan dari tekanan-
tekanan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Masyarakat 
Eropa. Soedargo Gautama menegaskan realitas ini dengan 
mengemukakan bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen 
Perdagangannya mempersoalkan status Generalized System of 
Preferences (GSP) yang diterima Indonesia sejak tahun 1980. GSP 
adalah skema yang meliputi produk industri dan pertanian dari negara 
berkembang yang diberikan akses khusus untuk masuk ke pasar 
negara maju. Pemberian skema GSP oleh negara maju kepada negara 
berkembang mempunyai banyak tujuan disamping untuk meningkatkan 
perekonomian negara penerima GSP melalui perdagangan luar 
negerinya juga dalam rangka diversifikasi negara-negara pemasok 
sehingga dengan makin banyaknya negara yang menjadi pemasok 
maka harga ekspor ke negara maju pemberi GSP akan sangat 
bervariasi dan dengan makin banyaknya sumber maka kelangkaan 
barang-barang impor akan semakin kecil.  Aturan main pemberian 
GSP oleh negara maju, antara satu negara dengan negara lainnya 
sangat berbeda namun secara prinsip pemberian fasilitas ini 
senantiasa didasarkan kepada pasal-pasal mengenai pemberian preferensi 
yang terdapat didalam perjanjian perdagangan internasional GATT dan 
WTO.172 Jika Indonesia tidak melakukan perubahan terhadap undang-
undang Hak Cipta 1982, maka status GSP akan dipertimbangkan 
kembali. Masyarakat Eropa juga melakukan tekanan yang sama 
dengan mengeluarkan peraturan khusus (Peraturan Dewan Komisi 
Eropa Nomor 2641/1984) yang menyatakan bahwa dapat diambil 
tindakan-tindakan politik dagang terhadap negara ketiga jika 
melakukan unfair trade practices.173 Ini menjadi awal penerapan 
politik hukum HKI yang tidak selaras dengan Pancasila dan UUD 
1945, yang pada masa selanjutnya semakin mewarnai pembangunan 
hukum HKI Indonesia, baik pada Hak Cipta, Paten, Merek, dan bidang 
HKI yang muncul kemudian.  
                                                 
172. Dody Widodo, GSP UE dan Manfaatnya Bagi Indonesia, Melalui http://www. 
indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484217.asp 
(15/10/09).  
173. Soedargo Gautama, op.,cit, hlm 67 – 68.  
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Politik hukum GBHN 1988 – 1993 pada pokoknya tidak 
berubah dari GBHN 1978 – 1983, yaitu pembangunan hukum dan 
menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara 
hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan yang ingin 
dicapai adalah terjadinya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, 
penegakan, pelayanan dan kepastian hukum untuk mewujudkan tata 
hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Langkah-
langkah kodifikasi dan unifikasi hukum tetap dipertahankan.   
Politik hukum HKI pada kurun waktu ini melanjutkan politik 
hukum HKI lima tahun sebelumnya. Pembentukan Undang-Undang 
Paten dan Merek dipercepat dan perubahan Undang-Undang Hak 
Cipta 1987. Melihat perkembangan yang terjadi, perubahan Undang-
Undang Hak Cipta 1987 lebih menjadi prioritas, karena desakan 
Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa pasca ditandatanganinya 
perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta. Perjanjian 
dengan Masyarakat Eropa ditandatangani pada tanggal 27 April 1988 
di Brusells, Belgia yang selanjutnya disahkan melalui Keppres RI 
Nomor 17 Tahun 1988. Satu tahun kemudian, perjanjian serupa 
ditandatangani oleh Indonesia dengan Amerika Serikat pada tanggal 
22 Maret 1989 di Washington, USA, yang selanjutnya disahkan 
melalui Keppres RI Nomor 25 Tahun 1989. Kedua perjanjian ini 
menunjukkan adanya keseriusan pemerintah Indonesia menegakkan 
Undang-Undang Hak Cipta sekaligus sebagai kompensasi diberikannya 
fasilitas GSP terhadap produk Indonesia untuk masuk ke dua negara 
tersebut. Perjanjian ini juga menjadi senjata bagi ke dua negara 
tersebut untuk semakin kuat dan intensif menekan pemerintah 
Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta 
lebih ketat dan sesuai dengan standar Konvensi Bern dan melakukan 
penindakan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta.  
Upaya mempercepat lahirnya Undang-Undang Paten, Merek 
dan perubahan Undang-Undang Hak Cipta 1987 dilakukan dengan 
mengeluarkan Keppres Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan 
Keppres RI Nomor 34 Tahun 1968. Tugas dan fungsi Tim Keppres ini 
adalah: (a) melanjutkan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-
undangan di bidang HKI, (b) melakukan dan mengkoordinasikan 
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
 
122 
kegiatan penyebarluasan pemahaman peraturan perundang-undangan di 
bidang HKI, terutama di lingkungan aparat penegak hukum,  
(c) mendorong upaya penyelenggaraan pendidikan HKI di lingkungan 
Perguruan Tinggi, (d) meningkatkan upaya penegakan hukum 
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang HKI, 
(e) mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik di dalam 
maupun di luar negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan 
tugas dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang HKI. Hasil 
kerja yang dicapai oleh Tim Keppres ini antara lain: (a)  Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Paten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 13 Oktober 1989, 
yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1989 tentang Paten, berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 1991,  
(b) RUU merek yang menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 
tentang Merek, yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. 
Berangkat dari Undang-Undang Paten 1989, dapat diketahui 
politik hukum Paten yang ingin dilaksanakan, adalah: 
1. Keinginan mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan 
penemuan teknologi dalam mendukung pembangunan nasional 
dan perlindungan hukumnya. Hal ini tercermin dari konsideran 
menimbang huruf b dan c. Perlindungan hukum terhadap 
teknologi yang dihasilkan terlihat pada ancaman sanksi pidana 
terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran paten (Pasal 
126 – 129). 
2. Keinginan meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi 
bangsa Indonesia. Hal ini merupakan pertimbangan utama 
lahirnya Undang-Undang Paten, disamping karena persyaratan 
agar adanya perlindungan HKI terhadap teknologi yang dibawa 
oleh investor asing (Penanaman Modal Asing/PMA) dalam 
menanamkan modalnya di Indonesia. Penjelasan Undang-Undang 
Paten, mengatakan: 
“..........langkah untuk menciptakan iklim atau suasana yang 
baik dan mampu mendorong gairah dan semangat penemuan 
teknologi, menjadi sangat penting. Setidaknya iklim yang 
lebih memungkinkan bangsa Indonesia mengetahui dan  
meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi.......”.  




Kehadiran investor asing dengan seperangkat teknologi yang 
dibawanya, akan membuat bangsa Indonesia dapat belajar 
mengoperasionalisasikannya, menyerap ilmu pengetahuannya 
dan diharapkan terjadi proses alih teknologi kepada bangsa 
Indonesia. Selanjutnya teknologi tersebut dapat dikembangkan 
lebih maju oleh bangsa Indonesia sendiri dan tidak tergantung 
lagi dengan negara lain. Pada kenyataannya hal ini tidak 
tercapai, investor asing tidak serta merta rela terjadinya alih 
teknologi, teknologi tetap dikuasai oleh negara asing dengan 
memanfaatkan rezim perlindungan hukum paten. Konsep hak 
paten yang diberikan negara kepada penemunya dan bersifat 
hak ekslusif atau khusus untuk memanfaatkannya dalam jangka 
waktu 14 tahun, memberikan hak kepada investor asing menolak 
terjadinya proses alih teknologi sampai jangka waktu perlindungan 
terlewati. Ketika waktu 14 tahun itu terlewati, maka teknologi 
tersebut sudah ketinggalan zaman (out of date) dan tidak ekonomis 
lagi, sementara itu investor sudah memiliki teknologi yang lebih 
maju lagi dengan perlindungan paten yang baru lagi.  
3. Mewujudkan keseimbangan pengaturan kepentingan individu 
dengan kepentingan umum (kepentingan nasional) melalui 
konsep paten memiliki fungsi sosial. Undang-Undang Paten 1989 
memberi jalan keluar terhadap persoalan sulit terjadinya alih 
teknologi dengan memperkenalkan norma hukum bahwa paten 
memiliki fungsi sosial, kelemahannya norma ini tidak diatur secara 
tegas dalam bentuk pasal-pasal tertentu (Penjelasan Undang-
Undang Paten 1989). Kelemahannya adalah norma hukum 
tersebut tidak bersifat operasional karena tidak diatur secara 
tegas dan pelaksanaannya harus berdasarkan Peraturan 
Pemerintah (PP). Norma hukum ini termuat dalam beberapa pasal 
berkaitan dengan: 
a. Perjanjian lisensi dilarang merugikan kepentingan per-
ekonomian Indonesia, sebagaimana bunyi Pasal 78: 
(1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang 
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan 
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau 
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memuat pembatasan yang menghambat kemampuan 
bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengem-
bangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan 
dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada 
khususnya. 
(2) Pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian 
lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten. 
b. Lisensi wajib apabila pemilik atau pemegang paten tidak 
melaksanakan patennya di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan 
mendorong dilaksanakannya paten secara luas sehingga 
memberi manfaat bagi masyarakat sehingga tidak digunakan 
untuk hanya mengejar keuntungan ekonomis semata.  
sebagaimana diatur pada Pasal 81 – 83. Persyaratan untuk 
dapat dilakukan lisensi wajib diatur Pasal 82 dan Pasal 83: 
Pasal 82: 
(1) Setiap orang setelah lewat jangka waktu tiga puluh 
enam bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten, 
dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada 
Pengadilan Negeri untuk melaksanakan paten yang 
bersangkutan. 
(2) Permintaan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan alasan 
bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan 
di Indonesia oleh Pemegang Paten padahal kesempatan 
untuk melaksanakannya secara komersial sepatutnya 
ditempuh. 
(3) Dengan memperhatikan kemampuan dan per-
kembangan keadaan, Pemerintah dapat menetapkan 
bahwa pada tahap awal pelaksanaan Undang-undang 
ini permintaan Lisensi Wajib diajukan kepada 
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(1) Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 82 ayat (2), Lisensi Wajib hanya dapat 
diberikan apabila: 
a. orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat 
menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia : 
1) mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
sendiri paten yang bersangkutan secara penuh. 
2) mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan 
paten yang bersangkutan secepatnya. 
b. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa paten tersebut 
dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi 
yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada 
sebagian besar masyarakat. 
(2) Pemeriksaan atas permintaan Lisensi Wajib dilakukan 
oleh Pangadilan Negeri dalam suatu persidangan 
dengan mendengarkan pula pendapat ahli dari Kantor 
Paten dan Pemegang Paten yang bersangkutan. 
(3) lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak 
lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan paten yang 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
c. Pelaksanaan paten oleh pemerintah berkaitan dengan 
kepentingan nasional dalam bidang pertahanan keamanan 
negara. Diatur dalam Pasal 104 – 108. Pasal 104 menyatakan: 
(1) Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di 
Indonesia sangat penting artinya bagi penyelenggaraan 
pertahanan keamanan negara, Pemerintah dapat me-
laksanakan sendiri paten yang bersangkutan. 
(2) Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar 
pertimbangan Menteri dan Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang pertahanan keamanan negara. 
 
Sayangnya ketentuan ini tidak bersifat operasional karena harus 
menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (Pasal 
108) dan hanya berlaku pada paten yang diberikan di Indonesia 
(Pasal 104 Ayat (1)). 
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Meskipun tidak satupun pasal yang mengatur mengenai kewajiban 
alih teknologi dari PMA kepada bangsa Indonesia terkait teknologi 
yang dilindungi paten, norma hukum paten berfungsi sosial 
sebenarnya bisa digunakan untuk memaksa agar terjadinya alih 
teknologi secara nyata dari investor asing (PMA) kepada bangsa 
Indonesia. Padahal jauh sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah mengatur 
persoalan alih teknologi dengan mewajibkan perusahaan-
perusahaan modal asing menyelenggarakan dan menyediakan 
fasilitas-fasilitas pelatihan dan pendidikan baik di dalam negeri 
atau di luar negeri bagi warga negara Indonesia, yang bertujuan 
agar secara perlahan namun pasti tenaga kerja warga negara 
asing dapat digantikan oleh tenaga kerja warga negara Indonesia 
(Pasal 12). Selain itu, perusahaan-perusahaan modal asing 
diwajibkan menerapkan asas-asas penyelenggaraan kegiatan 
perusahaan yang tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia 
(Pasal 26). Tetapi peluang inipun disia-siakan oleh pemerintah, 
sampai pada akhirnya Undang-Undang Paten 1989 diamandemen 
tahun 1997 dan norma hukum paten memiliki fungsi sosial 
dihapus.   
Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, 
politik hukum yang ingin dicapai adalah: 
1. Mendukung perkembangan perekonomian nasional melalui 
perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan barang dan 
jasa. Selain itu juga untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek 
dengan perkembangan perdagangan internasional. Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan 
Merek Perniagaan dinilai tidak mampu lagi menampung kebutuhan 
akan perlindungan merek barang maupun merek jasa  (konsideran 
menimbang huruf b dan c).  Penyesuaian yang dilakukan antara 
lain berkaitan dengan:  
a. Mengubah sistem pendaftaran merek dari sistem pasif 
(deklaratif) ke sistem pendaftaran konstitutif (Pasal 19 – 35). 
Sistem pasif pada prinsipnya berdasarkan siapa pemakai 
pertama dari suatu merek, maka orang tersebutlah yang 
secara hukum dianggap berhak dan dilindungi oleh hukum. 
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Artinya pemakaian merek untuk pertama kali oleh seseorang 
menerbitkan hak merek terhadap orang tersebut, sedangkan 
pendaftaran hanya memberikan hak prasangka hukum bahwa 
orang yang mendaftarkan merek tersebut adalah pemakai 
pertamanya tetapi jika ada orang lain yang dapat 
membuktikan bahwa dialah yang pertama kali memakai merek 
yang didaftarkan itu, maka pendaftaran dapat dibatalkan oleh 
Pengadilan. Sistem pasif (deklaratif) mengandung kelemahan, 
karena tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap hak 
merek seseorang sebab sewaktu-waktu dapat saja dibatalkan 
pihak lain. Pada sistem konstitutif, prinsip dasarnya adalah 
perlindungan hukum suatu merek diberikan apabila merek 
tersebut telah diminta pendaftarannya dan diberikan hak 
merek kepada pendaftarnya dan memperoleh sertifikat merek. 
Penegasan sistem konstitutif ini terdapat pada Pasal 3 yang 
menyatakan: 
“Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara 
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum 
Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri 
merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 
untuk menggunakannya.” 
Selanjutnya ditegaskan kembali oleh PP Nomor 23 Tahun 
1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek. Pendaftaran 
merek harus diajukan secara tertulis ke Kantor Merek dengan 
mengisi formulir-formulir yang ditetapkan. Penegasan penggunaan 
sistem konstitutif terdapat dalam penjelasan umum PP tersebut 
yang menyatakan bahwa pendaftaran merek merupakan suatu 
syarat untuk memperoleh perlindungan merek dagang atau jasa. 
Artinya pendaftaran merupakan satu-satunya cara bagi pemilik 
merek untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap 
tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
tidak berhak, sebaliknya tidak ada perlindungan hukum terhadap 
merek dagang atau jasa yang tidak didaftarkan. Guna 
menguatkan sistem pendaftaran konstitutif dan mencegah 
penyalahgunaan sistem ini, Undang-Undang Merek menerapkan 
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asas etikad baik, di mana pendaftaran merek hanya dapat 
diajukan oleh pemilik yang memiliki etikad baik. Meskipun 
seseorang merupakan pendaftar pertama kali untuk suatu merek 
tertentu di Indonesia, jika diketahui ada etikad buruk terhadap 
pendaftaran merek tersebut maka pendaftaran yang dilakukan 
itu dapat ditolak dan dibatalkan (Pasal 4 Undang-Undang 
Merek 1992). Misalnya dalam kasus sengketa merek dagang 
Tancho antara PT Tancho Indonesia Co, Ltd sebagai 
Penggugat melawan Wong A Kiong (Ong Sutrisno) Direksi 
Firma Tokyo Osaka Company sebagai Tergugat. Mahkamah 
Agung RI dalam Putusan Nomor 677K/Sip/1972 memutuskan: 
menyatakan bahwa PT Tancho Indonesia Co, Ltd sebagai 
Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama di Indonesia 
dari nama/merek dagang TANCHO dan karenanya adalah satu-
satunya yang berhak memakai nama/merek dagang tersebut 
di Indonesia. Demikian pula pada kasus sengketa merek 
dagang NIKE, antara Nike International Ltd sebagai 
Penggugat melawan  
(1) Lucas Sasmito, (2) Pemerintah Republik Indonesia Cq 
Direktorat Paten dan Hak Cipta sebagai Tergugat.  Mahkamah 
Agung RI dalam Putusan Nomor 220 PK/Perd/1986 
memutuskan: mengabulkan permohonan peninjauan kembali 
dari pemohon peninjauan kembali Nike International Ltd dan 
membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juli 
1985 No. 294 K/Pdt/1984.  
b. Penerapan hak prioritas sebagai konsekuensi Indonesia sebagai 
anggota Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property 1883), diatur pada Pasal 12 – 13.  
c. Pengalihan hak merek kepada pihak lain melalui perjanjian 
lisensi yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1961 (Pasal 44 – 50).   
2. Melindungi masyarakat dari perdagangan barang-barang palsu 
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Wujud dari 
perlindungan tersebut melalui ancaman sanksi pidana lebih berat 
kepada pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran 
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undang-undang merek. Termasuk dalam kategori kejahatan 
adalah tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82: 
Pasal 81: 
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya 
dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum 
lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ 
atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun dan denda pal ing banyak   
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).” 
Pasal 82: 
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan 
merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, 
untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah).”  
 
Pada GBHN 1993 – 1998, politik hukum yang ingin diterapkan 
adalah penataan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan 
UUD 1945, melalui pembaharuan materi hukum, pembinaan aparatur 
hukum, peningkatan sarana dan prasarana hukum. Pembangunan 
materi hukum diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional 
yang mengabdi pada kepentingan nasional. Program legislasi nasional 
(Prolegnas) untuk pertama kalinya diperkenalkan, yang bertujuan 
mensistematisasikan dan menyusun prioritas undang-undang yang 
dianggap penting untuk didahulukan pembuatannya.   
Politik hukum HKI dalam kurun waktu ini sangat dipengaruhi 
oleh perkembangan berbagai konvensi internasional yang diikuti oleh 
Indonesia. Konvensi terpenting yang mengubah secara drastis politik 
hukum HKI adalah setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Pem-
bentukan WTO/TRIPs Agreement sebagai salah satu lampirannya 
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Jika sebelumnya 
pengaturan HKI relatif tergantung dari politik hukum nasional dan 
kepentingan nasional masing-masing negara, pasca WTO/TRIPs 
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Agreement pengaturan HKI berubah menjadi bersifat internasional 
dan sesama negara-negara anggota WTO dapat saling mengawasi 
bahkan dapat saling memberi sanksi perdagangan kepada negara 
yang dianggap merugikan kepentingan HKI nasional. Inilah era, 
dimana HKI semakin berwatak liberal, ekonomis, cenderung eksploitatif 
dan diperalat oleh negara-negara maju untuk menekan negara lain.  
Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup responsif 
dalam merevisi undang-undang HKI. Mencermati berbagai peraturan 
perundang-undangan HKI yang ada, dapat dikemukakan suatu 
rumusan politik hukum HKI yang dijalankan oleh Indonesia, sebagai 
berikut:   
1. Mengakomodasikan isi perjanjian internasional berkaitan dengan 
HKI melalui amandemen undang-undang HKI yang sudah ada. 
Terlihat jelas dari konsideran huruf b dan penjelasan umum dari 
ketiga undang-undang hasil amandemen (UU Nomor 12 Tahun 
1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1987 tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 1997 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 
tentang  Paten dan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek), 
yang menyatakan: 
“bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia 
dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit 
Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement 
Establishing the World Trade Organization) sebagaimana 
telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut dengan 
melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan 
perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan 
Intelektual termasuk Hak Cipta terhadap persetujuan 
internasional tersebut”. 
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Penjelasan umum ketiga Undang-Undang HKI tahun 1997 
menyatakan hal yang sama:  
“Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh 
perhatian seksama dalam masa 10 (sepuluh) tahun terakhir 
dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa 
yang akan datang adalah semakin meluasnya arus 
globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun 
bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, 
terutama karena perkembangan teknologi informasi dan 
transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini 
meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan 
dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan mem-
perhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka 
menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan 
bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang 
lebih memadai. Apalagi beberapa negara yang semakin 
mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan atas 
produk-produk barang dan jasa yang berkualitas sebagai 
hasil kemampuan intelektualitas manusia. Persetujuan 
Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement 
on Tariff and Trade/GATT) yang merupakan perjanjian 
perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan men-
ciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan 
membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna 
mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam kerangka 
perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 di 
Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil 
perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah 
dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak 
tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang dikenal 
dengan Putaran Uruguay (Uruguay Round) antara lain 
memuat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak 
Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs). Persetujuan 
TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan 
bagi karya intelektualitas manusia dan menempatkan 
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perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan 
Intelektual sebagai dasar. Disamping itu, persetujuan tersebut 
mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang 
Hak Atas Kekayaan Intelektual secara ketat. Sebagai negara 
pihak penandatangan persetujuan Putaran Uruguay (Uruguay 
Round), Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan 
tersebut dengan UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 
(Agreement Establishing The World Trade Organization).” 
 
Sejalan dengan politik hukum demikian, maka Indonesia 
merasa perlu menyempurnakan Undang-Undang HKI yang sudah ada 
sebelumnya sesuai dengan TRIPs Agreement.  
Beberapa perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, antara lain: 
1. Penyempurnaan ketentuan-ketentuan: (a) Perlindungan 
terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. 
Negara memegang hak cipta atas ciptaan yang diketahui 
penciptanya apabila belum diterbitkan, jika sudah diterbitkan 
maka penerbit sebagai pemegang hak ciptanya (Pasal 
104A). (b) Melengkapi jenis-jenis ciptaan yang dilindungi 
hak cipta, dengan penambahan ciptaan berupa alat 
peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu penge-
tahuan, karya-karya siaran, sinematografi, dan karya 
pengalihwujudan (Pasal 11). (c) Pengecualian pelanggaran 
terhadap Hak Cipta (Pasal 14). Menghapus batasan atau 
ukuran 10% dalam ketentuan pemakaian ciptaan yang 
tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Penghapusan 
pembatasan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan 
pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Penilaian lebih 
tepat apabila didasarkan pada ukuran kualitatif (substantif), 
misalnya, mengambil bagian yang paling penting atau khas 
atau menjadi ciri dari ciptaan, meski pemakaian itu 
kurang dari 10%. Pemakaian ciptaan tidak dianggap 
sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut 
Bab III. Perkembangan Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia .... 
 
133 
atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan 
terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial 
termasuk untuk kegiatan sosial. Khusus untuk pengutipan 
karya tulis, penyebutan dan pencantuman sumber ciptaan 
yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Terhadap 
program komputer pemilik karya cipta ini hanya boleh 
membuat satu salinan yang semata-mata digunakan 
untuk cadangan program komputer yang bersangkutan, 
ketentuan ini juga berlaku bagi perpustakaan umum, 
lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat 
dokumentasi. (d) Jangka waktu perlindungan ciptaan (Pasal 
26 – 27). (e) Hak dan wewenang menggugat (Pasal 41 -  
43B). (f) Ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) (Pasal 47). 
2. Penambahan pasal, meliputi: (a) Penyewaan Ciptaan 
(Rental Rights) bagi pemegang hak cipta atas rekaman 
video, film, dan program komputer (Pasal 2 Ayat (3)).  
(b) Hak berkaitan dengan Hak Cipta (Neighboring Rights) 
meliputi perlindungan bagi pelaku, produser rekaman 
suara, dan Lembaga Penyiaran (Pasal 43C – 43D),  
(c) Mengenai lisensi Hak Cipta (Pasal 38A – 38C), 
(penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang 
Hak Cipta).  
 
Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 
tentang Paten meliputi: 
Penyempurnaan. (a) Persyaratan penentuan kebaruan 
penemuan. Sifat kebaruan ditentukan atas dasar penilaian 
bahwa pada saat penerimaan permintaan paten, penemuan 
tersebut tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu 
atau penemuan yang telah ada sebelumnya (Pasal 3, 
Pasal 4). (b) Jangka waktu perlindungan. Paten dilindungi 
selama 20 tahun dan Paten Sederhana dilindungi selama 
10 tahun (Pasal 9, Pasal 10). (c) Penegasan hak 
pemegang Paten untuk melarang impor. Sesuai dengan 
dengan Persetujuan TRIPs yang menyatakan bahwa 
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paten meliputi pula hak untuk melarang atau memberi 
izin kepada orang lain melakukan impor atas produk 
patennya (Pasal 21). (d) Perluasan lingkup alasan bagi 
pengajuan permintaan banding. Selain terhadap keputusan 
penolakan permintaan paten berdasarkan pada alasan 
tidak dipenuhinya persyaratan substantif, dalam perubahan 
Undang-undang ini dimungkinkan pula pengajuan per-
mintaan banding terhadap keputusan penolakan permintaan 
paten yang didasarkan pada alasan Pasal 39 dan Pasal 60, 
atau merupakan penemuan yang di-kecualikan berdasarkan 
ketentuan Pasal 7 (Pasal 71). Penambahan, meliputi: (a) 
Importasi atas produk yang dilindungi paten. Impor suatu 
produk atau padanannya yang dilindungi oleh Paten 
Proses, tetap dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan tidak dianggap sebagai 
pelanggaran paten sejauh produk tersebut belum dibuat di 
Indonesia. Penambahan ketentuan ini dimaksudkan pula 
untuk penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs, dan 
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 quater Konvensi 
Paris (Penjelasan Pasal 21). (b) Beban pembuktian terbalik. 
Selain untuk me-nyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs, 
ketentuan ini diperlukan terutama untuk memudahkan 
menyelesaikan persidangan pelanggaran Paten Proses yang 
pada dasarnya memang sulit pembuktiannya (Pasal 123A).  
3. Penghapusan, terdiri dari: (a) Pasal 7 huruf b mengenai 
pengecualian pemberian Paten atas makanan dan 
minuman yang bukan menjadi kebutuhan pokok manusia 
dan/atau hewan. Penghapusan ini dilakukan untuk memacu 
kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan serta 
untuk menyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs yang 
antara lain menegaskan bahwa penemuan tentang proses 
atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk 
hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses 
kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan 
minuman guna dikonsumsi manusia atau hewan, dapat 
dimintakan paten. (b) Pasal 7 huruf c mengenai varietas 
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baru tanaman atau hewan atau proses yang digunakan 
untuk pembiakan beserta hasilnya. Semula ayat ini 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
atas varietas unggul baik tanaman maupun hewan secara 
mudah dan murah. Penghapusan ini untuk menyesuaikan 
dengan Persetujuan TRIPs, serta untuk memacu penemuan 
varietas baru baik tanaman maupun hewan, sehingga 
penemuan tersebut dapat dimintakan paten.  
(c) Pasal 1 Angka (2) mengenai badan hukum sebagai 
penemu, karena pada hakekatnya hanya manusia yang 
dapat melakukan kegiatan penelitian dan menghasilkan 
penemuan. Badan hukum hanya dapat memperoleh hak 
atau sebagai Pemegang Paten (Penjelasan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten). 
 
Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 
19 Tahun 1992 tentang Merek meliputi antara lain: 
1. Penyempurnaan. (a) Tata cara pendaftaran merek. 
Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Undang-undang 
Merek ini menganut prinsip bahwa satu permintaan 
pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu 
kelas barang dan/atau jasa. Perubahan ini dilakukan 
terutama untuk menyederhanakan administrasi permintaan 
pendaftaran merek. Artinya, permintaan pendaftaran 
merek untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan 
masing-masing secara terpisah. Namun demikian kewajiban 
pembayaran biaya pendaftaran tetap dikenakan sesuai 
dengan jumlah kelas barang dan/atau jasa yang dimintakan 
pendaftarannya. Selain itu permintaan pendaftaran merek 
yang menggunakan bahasa asing dan/atau huruf latin atau 
angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa 
Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa 
Indonesia, dalam huruf latin dan dalam angka yang lazim 
digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara peng-
ucapannya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukan oleh 
Kantor Merek untuk dapat melakukan penilaian apakah 
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pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada 
pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar 
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 6, Pasal 
8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 21). (b) Penghapusan 
merek terdaftar. Merek terdaftar dapat dihapuskan 
pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-
turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan 
barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau 
pemakaian terakhir. Akan tetapi Undang-undang ini 
memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas 
apabila tidak dipakainya merek terdaftar itu di luar 
kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau 
pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan Pemerintah 
(Pasal 51, Pasal 51A, Pasal 53). (c) Per-lindungan merek 
terkenal. Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan 
pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik 
orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, 
terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran 
merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat 
perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-undang ini, 
mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui 
inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur 
dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 
1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor 
Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang 
sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 
terkenal (Pasal 6 Ayat (3)). (d) Sanksi pidana. Istilah 
pelaku tindak pidana atau pelanggaran disebut setiap 
orang diubah menjadi barangsiapa. Jadi orang dan badan 
hukum termasuk dalam ketentuan ini (Pasal 81 – Pasal 
85A). 
2. Penambahan, terdiri dari: (a). Ruang lingkup pengaturan 
perlindungan. Selain perlindungan terhadap merek barang 
dan jasa, diatur pula perlindungan terhadap indikasi 
geografis dan indikasi asal (Pasal 79A – Pasal 79E). 
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3. Perubahan dilakukan mengenai ketentuan pengalihan 
merek jasa terdaftar.  Pengalihan merek jasa hanya dapat 
dilakukan apabila ada jaminan bahwa kualitas jasa yang 
diperdagangkan memang sama,  untuk menjaga dan 
melindungi kepentingan konsumen (Pasal 43), (Penjelasan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek). 
 
Pengaturan perlindungan kepentingan nasional dan kewenangan 
negara melaksanakan HKI demi kepentingan nasional selaras 
dengan ketentuan TRIPs Agreement, berupa pengaturan lisensi 
wajib, pelaksanaan HKI untuk kepentingan pendidikan, penelitian 
dan pengembangan, kepentingan perkara di pengadilan, 
kewenangan negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan 
dan kepentingan masyarakat.  Ketentuan tersebut antara lain dapat 
dilihat pada: (1) Undang-Undang Rahasia Dagang melarang 
perjanjian lisensi yang merugikan kepentingan Indonesia atau 
menyebabkan terjadi persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9), 
pengecualian dari perlindungan Rahasia Dagang yang mem-
perbolehkan pengungkapan Rahasia Dagang, penggunaan 
Rahasia Dagang oleh pemerintah karena alasan kepentingan 
pertahanan dan keamanan negara dan tindakan rekayasa ulang 
untuk kepentingan pengembangan produk lebih lanjut (Pasal 
15). (2) Undang-Undang Desain Industri antara lain mengenai 
pengecualian dari perlindungan Desain Industri jika Desain 
Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan (Pasal 4), 
melarang perjanjian lisensi yang merugikan kepentingan 
Indonesia atau menyebabkan terjadi persaingan usaha tidak 
sehat (Pasal 36). (3) Undang-Undang DTLST Pasal 28 tentang 
larangan perjanjian lisensi yang merugikan kepentingan 
Indonesia atau menyebabkan terjadi persaingan usaha tidak 
sehat. (4) Undang-Undang Paten, antara lain mengenai larangan 
perjanjian lisensi yang memuat ketentuan baik langsung maupun 
tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia, 
membatasi kemampuan bangsa Indonesia menguasai dan 
mengembangkan teknologi (Pasal 71), pengaturan lisensi wajib 
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(Pasal 74 – 87), dan pelaksanaan paten oleh pemerintah 
berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, dan 
kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat (Pasal 
99 – 103). (5) Undang-Undang Hak Cipta diatur pada Pasal 10 
tentang hak negara atas karya cipta pra sejarah, sejarah, benda 
budaya lainnya, dan hasil kebudayaan rakyat, dan Pasal 47 
tentang larangan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang 
dapat merugikan perekonomian Indonesia dan persaingan usaha 
tidak sehat. (6) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman 
antara lain mengenai kekuasaan negara terhadap varietas lokal 
(Pasal 7), pengecualian dari pelanggaran Hak Varietas Tanaman 
(HVT) dalam hal penggunaan sebagian hasil panen dari varietas 
yang dilindungi HVT tidak bertujuan komersial, untuk kepentingan 
penelitian, pemuliaan dan perakitan varietas baru dan penggunaan 
oleh pemerintah sebagai kebijakan pengadaan pangan dan obat-
obatan (Pasal 10). 
2. Berkeinginan memanfaatkan undang-undang HKI dalam mengejar 
ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang 
HKI diharapkan dapat mendorong lahirnya karya-karya dalam 
ilmu pengetahuan dan teknologi dari WNI, sehingga tidak 
tergantung pada negara-negara maju (konsideran pertimbangan 
huruf (a) dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Paten). Tentu 
saja politik hukum HKI tersebut harus diimplementasikan secara 
nyata dalam bentuk kebijakan dan program-program konkret, 
namun dalam kenyataannya, hal tersebut belum mendapat 
perhatian secara seksama oleh pemerintah, misalnya:  
a. Pengalokasian anggaran riset dan teknologi (penelitian dan 
pengembangan) dalam APBN lebih besar. Menurut Rahadi 
Ramlan, peningkatan anggaran untuk kegiatan IPTEK dalam 
tahun-tahun terakhir ini menunjukkan secara nyata komitmen 
pemerintah terhadap pembangunan kemampuan IPTEK 
nasional. Anggaran pembangunan IPTEK mencakup anggaran 
yang disediakan melalui sektor pembiayaan IPTEK (sektor 16-
APBN) dan anggaran L, anggaran yang disediakan melalui sektor 
lain. Apabila anggaran pembangunan IPTEK ini digabungkan 
dengan anggaran rutin maka perkembangan anggaran dari 
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tahun 1993/1994, 1994/1995, dan 1995/1996 berturut-turut 
adalah Rp. 701,2 miliar, Rp. 871,2 miliar dan Rp. 1.182,6 
miliar, atau meningkat dengan rata-rata 30 persen per tahun. 
Perbandingan anggaran IPTEK tersebut terhadap total APBN 
berturut-turut adalah 1,12%, 1,25% dan 1,52%. Sedangkan 
bila dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) -
angka perkiraan atas dasar harga berlaku- adalah berturut-
turut 0,23 %, 0,26%, dan 0,31%. Hal tersebut menunjukkan 
masih rendahnya prosentase anggaran IPTEK bila dibandingkan 
dengan angka PDB. Hal ini disebabkan oleh karena anggaran 
IPTEK yang tercatat di atas sebagian besar berasal dari anggaran 
pemerintah, sedangkan anggaran IPTEK di masyarakat dan 
dunia usaha belum tercatat tapi diperkirakan masih kecil. Oleh 
karena itu, telah ditetapkan sasaran anggaran IPTEK saat ini 
adalah 0,3% PDB menjadi 2% dari PDB pada akhir PJP II 
dengan 70-80% merupakan kontribusi masyarakat dan dunia 
usaha.174 Dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan 
Korea Selatan, persentase belanja LITBANG Indonesia jauh 
tertinggal. Di Malaysia persentase dari produk domestik bruto 
(PDB) sudah mencapai 0,65 persen, Singapura 2,20 persen, 
dan Korea Selatan 2,65 persen.175 
b. Insentif yang layak bagi peneliti, pencipta dan inventor 
sehingga tidak lari ke luar negeri.  
Pengembangan SDM. Kondisi SDM berkaitan dengan bidang 
IPTEK relatif tertinggal dari negara lain. Awal tahun 1980 
insinyur Indonesia yang berlatar belakang IPTEK perbandingannya 
dengan jumlah penduduk  1 : 5.800 orang, sementara di 
Korea Selatan pada saat yang sama memiliki prosentasi 1 : 
600 orang. Distribusi tenaga kerja bidang IPTEK saat ini 
terkonsentrasi pada bidang teknik sipil dan pertanian, 
sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri 
diperlukan tenaga kerja berlatar belakang Ilmu Pengetahuan 
                                                 
174. Rahadi Ramelan, Skema Insentif Dalam Pengembangan IPTEK, Melalui 
<http://www.w3.org/TR/ xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd> (07/10/09). 
175. LIPI, Belanja LITBANG Indonesia Masih Rendah, Melalui <http://www.lipi.go.id/ 
cgi?berita&1230078071&46%2008&> (07/10/09).   
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Alam (IPA) dan perekayasaan yang memadai. BJ. Habibie 
(Menteri Riset dan Teknologi) ketika itu melakukan pengembangan 
SDM melalui program beasiswa S1, S2 dan S3, antara lain 
melalui Overseas Fellowship Program (OPF) (Soft Loan dari 
World Bank) berlangsung dari tahun 1985 – 1992 berjumlah 
1.500 pegawai di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, 
Belanda, Perancis dan Jepang, tahun 1988 – 1995 atas bantuan 
Jepang digulirkan Science and Technology Development Program 
(STMDP) untuk 400 orang, tahun 1990 – 2000 dilaksanakan 
Science and Technology for Industrial Development (STAID) 
I – II dari dana World Bank dan Jepang berhasil mendidik 
2.445 orang.176 Selanjutnya beasiswa semacam itu banyak 
ditawarkan oleh negara-negara maju kepada mahasiswa 
Indonesia melalui kedutaan masing-masing negara dan di dalam 
negeri, misalnya Depdiknas, Menristek, LIPI dan instansi lain. 
Dapat dikatakan sebenarnya Indonesia sudah relatif cukup 
SDM manusia berwawasan dan berlatar belakang IPTEK, 
persoalannya terletak pada pemberdayaan potensi SDM tersebut 
dan penghargaan secara layak terhadap kontribusinya pada 
pengembangan IPTEK, serta menyiapkan infrastruktur yang 
mendukung penelitian dan pengembangan serta aplikasi dalam 
industri. 
c. Melakukan amandemen Undang-Undang HKI agar lebih memihak 
kepentingan nasional. Berkaitan dengan hal ini, secara nyata 
sulit dilaksanakan karena kuatnya tekanan asing khususnya 
negara-negara maju (USA, Uni Eropa, Jepang) agar secara 
konsisten menyesuaikan Undang-Undang HKI dengan ketentuan 
WTO/TRIPs Agreement dan melindungi HKI yang dimilikinya 
dari pelanggaran HKI. Indonesia sejauh ini tidak punya 
keberanian menolak tekanan tersebut meskipun dengan alasan 
demi kepentingan nasional. Justru revisi selanjutnya mengikuti 
tekanan-tekanan asing tersebut walaupun secara faktual 
Indonesia sebenarnya belum memerlukan pengaturan HKI 
seketat itu.  
                                                 
176. Zuhal, Visi IPTEK Memasuki Millenium III, UIP, 2000, Jakarta, hlm. 46 – 47.  
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d. Membuat aturan tentang alih teknologi yang menguntungkan 
kepentingan nasional. Secara khusus belum ada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang alih teknologi 
untuk kepentingan nasional. Beberapa pasal dalam Undang-
Undang HKI antara lain: di dalam Undang-Undang Hak Cipta 
diatur pada Pasal 14 mengenai pengecualian dari Hak Cipta 
dan Pasal 38C mengenai perjanjian lisensi yang tidak boleh 
merugikan kepentingan perekonomian Indonesia, dalam 
Undang-Undang Paten Pasal 7 mengenai pengecualian dari 
Paten, Pasal 78 Ayat (1) mengenai larangan perjanjian lisensi 
paten yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, Pasal 
104 – 108 mengenai pelaksanaan Paten oleh pemerintah 
berkaitan dengan kepentingan nasional dalam bidang pertahanan 
dan keamanan. Sayangnya pasal-pasal tersebut tidak bersifat 
operasional karena harus berdasarkan pada Peraturan 
Pemerintah (PP), dan PP yang dimaksud tidak pernah terbit 
sampai terjadinya amandemen yang ke tiga kalinya dari 
Undang-Undang HKI. Sampai tahun 2004 berhasil diterbitkan 
PP Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Paten Oleh Pemerintah.  
3. Mengintensifkan pemasyarakatan hukum HKI kepada seluruh 
warga negara Indonesia di bawah koordinasi Departemen 
Kehakiman RI dalam upaya membangun budaya HKI, termasuk 
juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri. Jika sebelumnya ditangani oleh Tim 
Keppres 34, setelah keluarnya Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 189 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali 
Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 
1995, maka Tim Keppres 34 dibubarkan dan tugas-tugasnya 
diambilalih oleh Departemen Kehakiman. Terjadi perubahan 
struktur organisasi yang menangani HKI, jika sebelumnya oleh 
Direktorat Paten dan Hak Cipta, maka berdasarkan Keputusan 
Presiden RI Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan 
Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi 
Departemen, Direktorat Paten dan Hak Cipta dipisahkan dari 
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Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dan 
dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal tersendiri dengan 
nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, yang terdiri 
dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Hak Cipta,Direktorat 
Paten  dan Direktorat Merek. Bentuk kegiatan yang dilakukan 
misalnya seminar, pelatihan dan sosialiasi langsung kepada 
pelaku usaha serta melalui leaflet, poster yang ditempelkan 
ditempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat.  
D. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masa 
Reformasi (1998 – 2009) 
Arah politik hukum nasional pada kurun waktu 1998 – 2009 
dapat dilihat dari: Pertama, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 
tentang GBHN Tahun 1998 – 2003. Politik hukum nasional diarahkan 
pada lima aspek hukum, yaitu pembentukan atau revisi materi hukum 
dengan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, pembangunan 
aparatur hukum yang memiliki kemampuan profesional, meningkatkan 
sarana dan prasarana hukum, membangun budaya hukum dan 
perlindungan terhadap HAM. Kedua, Ketetapan MPR Nomor 
X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam 
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan 
Negara. Politik hukum nasional diarahkan pada untuk: (1) Penang-
gulangan krisis yang dialami bidang hukum dengan bertujuan tegak 
dan terlaksananya aturan hukum agar terwujud ketertiban masyarakat 
melalui agenda: (a) pemisahan dengan tegas fungsi dan wewenang 
aparatur penegak hukum agar tercipta proporsionalitas, profesionalitas 
dan integritas, (b) menyiapkan dukungan sarana dan prasarana 
hukum, (c) memantapkan penghormatan terhadap HAM, (d) membentuk 
Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara untuk mengganti 
Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Subversi. (2) Melaksanakan reformasi hukum, dengan 
beberapa agenda, yaitu (a) pemisahan secara tegas fungsi yudikatif 
dari eksekutif, (b) membangun sistem hukum nasional melalui 
program legislasi nasional terpadu (Prolegnas), (c) menegakkan 
supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
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bernegara, (3) terbangunnya budaya hukum yang baik dan kuat baik 
dari anggota masyarakat maupun aparatur negara.  
Ketiga, Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 
1999 – 2004. Politik hukum nasional diarahkan untuk melaksanakan 
sepuluh agenda hukum, yaitu: (1) Mengembangkan budaya hukum di 
semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan 
kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya 
negara hukum. (2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh 
dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan 
hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan 
kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan 
gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui 
program legislasi. (3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk 
lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi 
hukum, serta menghargai hak asasi manusia. (4) Melanjutkan 
ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak 
asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa 
dalam bentuk undang-undang. (5) Meningkatkan integritas moral dan 
keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat 
dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan pra-
sarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.   
(6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari 
pengaruh penguasa dan pihak mana pun. (7) Mengembangkan peraturan 
perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam 
menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan 
nasional. (8) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, 
mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan 
nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan 
kebenaran. (9) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta 
meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi 
manusia dalam seluruh aspek kehidupan. (10) Menyelesaikan 
berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi 
manusia yang belum ditangani secara tuntas. Keempat, Peraturan 
Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009. Pembenahan 
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
 
144 
sistem dan politik hukum diarahkan pada kebijakan untuk 
memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) 
hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya: (1) Menata 
kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali 
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-
undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki 
perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan 
lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan 
peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari 
upaya pembaruan materi hukum nasional. (2) Melakukan pem-
benahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan 
meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas 
sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan 
sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat 
diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan 
dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan 
lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan 
peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari 
upaya pembaruan materi hukum nasional. (3) Meningkatkan budaya 
hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai 
peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari 
kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum 
serta penegakan supremasi hukum.  
 Pembangunan hukum HKI terkait dengan arahan GBHN 
Tahun 1999 – 2004 pada nomor 7, yaitu  mengembangkan peraturan 
perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam 
menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan 
nasional, sedangkan di dalam RPJMN 2004 – 2009 dapat dikaitkan 
dengan kebijakan nomor 1, yaitu dalam konteks menata kembali 
substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan 
perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan 
dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-
undangan.  
Menyimak perkembangan pembangunan hukum HKI sejak 
tahun 1998 sampai sekarang, dapat dikemukakan politik hukum HKI 
yang dilaksanakan Indonesia, adalah: 
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Pertama, melanjutkan politik hukum HKI pemerintahan orde 
baru, menyesuaikan Undang-Undang HKI dengan TRIPs Agreement 
(konsideran pertimbangan pada huruf b Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang, konsiderans pertimbangan pada huruf b 
pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas 
Tanaman dan di dalam penjelasan umum dari tujuh undang-undang 
tersebut). 
Kedua, memantapkan nilai-nilai liberal (individualisme) dalam 
Undang-Undang HKI Indonesia dan melupakan nilai-nilai Pancasila 
dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat UUD 1945. Terbukti 
tidak satupun Undang-Undang HKI mencantumkan Pancasila dan UUD 
1945 sebagai konsiderans pertimbangan pembuatan undang-undang. 
Hal ini sangat bertolak belakang pada awal pembentukan Undang-
Undang HKI pada masa orde lama dan awal orde baru (tahun 1961 – 
1992). Maka tidak mengherankan manakala pasal-pasal dalam 
undang-undang lebih mementingkan kepentingan individu (pemilik 
dan pemegang HKI) daripada kepentingan masyarakat dan negara. 
Meskipun ada beberapa pasal yang terkait dengan kepentingan 
umum, seperti ketentuan lisensi yang tidak boleh merugikan kepentingan 
nasional, lisensi wajib, kewenangan negara melaksanakan Hak Cipta, 
Paten yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan 
negara. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam kenyataannya cukup 
sulit dilaksanakan, penjelasan tentang lisensi yang merugikan 
kepentingan nasional tidak jelas, undang-undang tidak mengatur 
dengan tegas, sementara lisensi wajib tidak mudah mendapatkannya 
karena harus benar-benar dibuktikan bahwa pemilik HKI tidak 
melaksanakan HKI-nya di Indonesia, dan pelaksanaan HKI oleh 
pemerintah seharusnya tidak terbatas pada kepentingan pertahanan 
dan keamanan semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan 
keseluruhan aspek dari kepentingan nasional. 
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Ketiga, upaya melindungi aset HKI nasional khususnya 
Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge). Kesadaran tentang 
hal ini mulai muncul tatkala semakin maraknya pencurian dan 
penyalahgunaan Pengetahuan Tradisional yang dimiliki negara-negara 
berkembang oleh negara-negara maju, misalnya kasus Paten atas 
curcumma longa (kunyit), Paten atas pemanfaatan Pohon Neem India 
dan Basmati Rice di United State Patent and Trademark Office 
(USPTO), Paten yang berasal dari Tempe di Japanese Patent Office 
(JPO), dan penggunaan lagu dan budaya Indonesia seperti lagu rasa 
sayange, tari barongan (reog ponorogo) dan tari pendet oleh Malaysia 
dalam iklan pariwisata Trully Asia secara tanpa izin. Agus Sardjono 
dengan mengutif berbagai sumber mencatat beberapa kasus 
berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan pengetahuan 
tradisional milik negara-negara berkembang oleh negara-negara 
maju, antara lain:  
1. Paten turmeric (1996) yang diperoleh University of 
Missisipi Medical Centre di Amerika Serikat dari USPTO 
(Patent Number 5401504) atas curcumma longa yang 
telah sekian lama digunakan oleh masyarakat India dalam 
berbagai keperluan, seperti kosmetik, obat-obatan, 
penyedap rasa makanan dan lain-lainnya. Pemerintah 
India melalui The Council of Scientific and Industrial 
Research (CIR) mengajukan keberatan dan meminta 
paten tersebut dibatalkan. Keberatan tersebut dikabulkan 
oleh USPTO dengan alasan tidak memiliki unsur kebaruan 
(novelty). Di Indonesia turmeric juga digunakan untuk 
berbagai keperluan seperti di India. 
2. Paten Ayahuasca (1999). Loren S. Miller memperoleh 
paten dari USPTO (Paten Number 5751) atas varietas 
tanaman anisteriopsiscaapi tanggal 17 Juni 1987. 
Tanaman ini telah digunakan oleh suku-suku di sekitar 
Amazon Basin untuk membuat minuman ayahuasca atau 
yage, juga digunakan oleh dukun (shamans) dalam 
upacara penyembuhan penyakit dan meramalkan 
kejadian yang akan datang (divine the future), dan 
merupakan simbol budaya dan religi bagi umat Kristen. 
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Tahun 1999, Centre for International Environmental Law 
(CIEL) mengajukan keberatan dan dikabulkan oleh 
USPTO. 
3. Paten Pohon Neem (1996). Perusahaan Amerika (W.R. 
Grace) memperoleh paten berkaitan dengan biji Neem. 
Pohon ini telah digunakan oleh orang-orang India di 
pedesaan untuk berbagai keperluan. Menurut perusahaan 
tersebut di atas, paten atas biji pohon Neem ini tidak ada 
kaitannya dengan penggunaan secara tradisional biji 
Neem oleh penduduk setempat. Sedangkan biji pohon 
Neem itu adalah kreasi alam yang tidak dapat di 
patenkan. Dengan demikian, menurut mereka paten 
tersebut tidak melanggar hak penduduk asli setempat. 
Vandana Shiva melihatnya sebagai suatu tindakan yang 
tidak fair mengingat pohon Neem telah banyak digunakan 
oleh masyarakat India.  
4. Paten Guaymi (1996). Kasus ini diawali dengan sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh Centres for Diasese control 
(CDC) of the United States Departement of Health and 
Human Service dan The National Instituates of Health 
(NIH), bekerja sama dengan para ilmuwan Panama. 
Untuk mengambil contoh darah dari penduduk setempat 
(Guaymi), peneliti mengatakan kepada orang yang 
diambil darahnya bahwa mereka terancam penyakit 
tertentu, sehingga pengambilan contoh darah ini 
merupakan salah satu upaya untuk mengatasinya. Dari 
salah seorang wanita yang menderita leukemia ditemukan 
bahwa dalam darahnya terdapat suatu sel (T-Cell) yang 
mempunyai kegunaan untuk menolak penyakit. Dari hasil 
penelitian atas T-cell inilah NIH mengajukan paten 
kepada USPTO dan juga melalui mekanisme Patent 
Cooperation Treaty (PCT). NIH mengajukan paten 
tersebut tanpa izin atau tanpa memberitahu wanita yang 
menjadi objek penelitian, juga tidak memberitahu 
anggota suku Guaymi lainnya, tidak juga pemerintah 
Panama dan para ilmuwan yang bekerjasama dengan 
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mereka. Tentu saja hal ini membuat marah berbagai 
pihak, termasuk Isrido Acosta, presiden dari General 
Congress of the Ngobe-Bugle (Guaymi). Ia menulis surat 
kepada USPTO dan GATT secretariat, menyatakan 
bahwa: “... makaing living cells...patented private 
property...is againts all Guaymi traditions and laws.” Pada 
akhirnya pengajuan paten tersebut ditarik kembali oleh 
NIH.  
5. Paten atas Oryza longistaminata. The Regents of the 
University of California mengajukan permohonan paten 
atas “nucleid acids, from oryza sativa, which encode 
leucine-rich polypeptides and enhance xanthomonas 
resistence in paints”. Pada tanggal 12 Januari 1999 
USPTO memberikan paten dengan nomor US. 5859339. 
Para penemu dari paten ini adalah: Prof Pamela C. 
Ronald, Gou Liang Wang, dan Wen Yuang Song. Oryza 
longistaminata yang menjadi sumber yang diteliti 
merupakan tanaman padi liar (weed/alang-alang) yang 
oleh masyarakat setempat (suku Bela di Mali) dipercaya 
dapat mencegah berbagai penyakit.  
6. Paten Jeevani. Tropical Botanic Garden and Research 
Institute (TBGRI) mengajukan permohonan proses paten 
atas pembuatan obat yang komponennya adalah 
arogyapaacha yang telah di isolasi. Dalam pengajuan 
permohonan paten tidak disebutkan adanya pengetahuan 
masyarakat lokal atas pemanfaatan arogyapaacha ini. 
Namun sesungguhnya arogyapaacha telah digunakan 
oleh Plathi (traditional healer) dari suku Kani di India. Di 
Amerika serikat telah terdaftar merek dagang atas 
Jeevani ini. 
7. Paten Dioscorea Dumeterum. Shaman Pharmaceutical 
Inc, memperoleh paten dari USPTO pada tanggal 28 Mei 
1991 dengan Nomor US 5019580 dan WO91/09018. 
Paten ini di ajukan dengan menggunakan sistem yang 
diatur dalam Patent Cooperation Treaty (PCT). Dalam 
aplikasinya, negara tujuan (desaignated countries) meliputi: 
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Austria, Belgia, Kanada, Swiss, Jerman, Denmark, Spanyol, 
Perancis, Inggris, Itali, Luxemburg, Belanda, dan Swedia. 
8. Paten Hagahai. National Intitute of Health (NIH) pada 
tahun 1995 memperoleh paten dari USPTO atas T-cell line 
untuk pembuatan vaksin, yang sampelnya diambil dari 
darah orang Hagahai walaupun ada keberatan dari 
Pemerintah Papua New Guinea. Dalam kasus ini paten 
diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik (darah) 
orang Hagahai tanpa izin dari yang bersangkutan. 
9. Paten Thaumatin. Thaumatin adalah zat pemanis yang 
berasal dari biji-bijian tanaman katemfe yang tumbuh di 
hutan Afrika bagian tengah dan barat. Biji-bijian ini telah 
digunakan sebagai pemanis sejak ratusan tahun oleh 
penduduk setempat. Beatric Food, Lucky Biotech 
Cororaton dan University of California melakukan penelitian 
atas thaumatin. Dari penelitian bioteknologi itu mereka 
memperoleh paten atas teknologi yang dapat menghasilkan 
buah-buahan dan tumbuhan transgenik yang didalamnya 
terkandung gene untuk memproduksi thaumatin.Dengan 
adanya penemuan tersebut, tanaman katemfe yang 
bijinya mengandung thaumatin menjadi tidak dibutuhkan 
lagi. Sebagai akibatnya, negara-negara yang tadinya 
menanam katemfe untuk diekspor, kehilangan kesempatan 
untuk memperoleh keuntungan dari budi daya tanaman 
tersebut.177 
 
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa selain bernilai budaya 
dan identitas suatu bangsa atau masyarakat, berbagai pengetahuan 
tradisional juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar.  178 
Menurut Agus Sardjono, setidak-tidaknya ada tiga alasan pentingnya 
Indonesia melindungi pengetahuan tradisional, yaitu besarnya potensi 
keuntungan ekonomis yang dapat dihasilkan dari pemanfaatannya, 
                                                 
177. Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, 
Bandung, 2006, hlm 38 – 44.  
178. Ibid  
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keharusan adanya keadilan dalam sistem perdagangan dunia dan 
perlunya perlindungan terhadap hak masyarakat lokal.179  
Pemerintah Indonesia sejak tahun 1982 telah menyadari 
pentingnya aset Pengetahuan Tradisional dan mengaturnya dalam 
beberapa pasal di Undang-Undang Hak Cipta 1982, 1987, 1997, dan 
2002 mengenai negara sebagai pemegang Hak Cipta atas karya 
peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya 
dan hasil kebudayaan rakyat (Pasal 10) Undang-Undang Merek 1997 
dan 2001 mengenai indikasi geografis dan indikasi asal (Pasal 79A – 
79E) dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Tahun 
2000 mengenai negara menguasai varietas lokal yang dimiliki oleh 
masyarakat (Pasal 7). Namun, jika belajar dari kasus-kasus yang 
terjadi perlindungan tersebut tidak cukup kuat, karena hanya 
ditempelkan pada undang-undang lain yang tidak secara khusus 
mengatur pengetahuan tradisional. Istilah yang digunakan juga belum 
menyebut pengetahuan tradisional secara eksplisit termasuk 
karakteristik, bentuk, pihak-pihak yang berkepentingan, tata cara 
pemanfaatannya dan kompensasi (benefit sharing) kepada masyarakat 
pemilik. Oleh karena itu penting dibuat undang-undang khusus (sui 
generis) yang sampai saat ini masih dalam bentuk Rancangan 
Undang-Undang (RUU) yang diberi judul Undang-Undang Perlindungan 
dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan 
Ekspresi Budaya.  
Secara internasional Indonesia juga berupaya menggalang 
komitmen komunitas internasional khususnya negara-negara ber-
kembang agar pengaturan tentang Pengetahuan Tradisional 
disepakati oleh negara-negara di dunia sebagai suatu konvensi 
internasional.  
Keempat, mendorong lahirnya IPTEK dari WNI serta 
pemanfaatannya bagi kepentingan nasional. Kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan antara lain mendorong terbentuknya sentra HKI di 
PT/Lembaga LITBANG yang diharapkan mampu mengkoordinir 
pendaftaran hasil penelitian yang berpotensi HKI ke Dirjen HKI dan 
menjadi penghubung PT/Lembaga LITBANG dengan dunia industri. 
Saat ini Indonesia, setidaknya memiliki 55 sentra HKI dari Perguruan 
                                                 
179. Ibid, hlm 2 – 3.  
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Tinggi dan 38 sentra HKI dari Lembaga LITBANG baik yang bernaung 
pada departemen ataupun non departemen termasuk juga pada 
BUMN. Di negara ASEAN atau mungkin di dunia, Indonesia memiliki 
paling banyak sentra HKI, namun produktivitas dalam bidang HKI 
Indonesia justru tertinggal. Keberhasilan politik hukum ini juga 
ditentukan oleh politik anggaran dalam APBN yang dialokasikan untuk 
pengembangan IPTEK. Salah satu sebab ketertinggalan Indonesia 
dengan negara-negara lain adalah rendahnya anggaran. Anggaran 
IPTEK relatif tidak banyak mengalami perubahan dalam 5 tahun 
terakhir, yaitu sekitar 0,5% dari APBN dan 0,07% dari Produk 
Domestik Bruto (PDB). Sementara anggaran LITBANG hanya 0,45% 
dari APBN dan hanya 0,09% dari PDB. Angka ini jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia (0,69%) dan 
Thailand yang telah menganggarkan dana untuk kegiatan LITBANG 
lebih dari 0,5% dari PDB. Bahkan negeri jiran, Malaysia, menetapkan 
target untuk meningkatkan anggaran LITBANGnya menjadi 1,5% dari 
PDB pada tahun 2010. Presiden SBY sendiri mengakui keterbatasan 
pemerintah pengalokasian anggaran IPTEK dan LITBANG yang lebih 
kecil dari rekomendasi UNESCO yaitu, 2% dari PDB. Hal ini berakibat 
pada terbatasnya fasilitas riset, kurangnya biaya untuk operasi dan 
pemeliharaan, serta rendahnya insentif untuk peneliti. Terlebih lagi, 
pendanaan riset masih didominasi oleh pemerintah, yaitu sekitar 70-
80%. Meskipun pemerintah telah menaikkan anggaran pendidikan 
namun rasionya terhadap anggaran LITBANG masih rendah, yaitu 
hanya 1,31%.180 Kelima, pemasyarakatan hukum HKI dan membangun 
budaya hukum HKI. Dirjen HKI telah melakukan kerjasama dengan 
berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri,181 
desentralisasi penerimaan pendaftaran HKI pada Kanwil Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia di Ibukota Propinsi (meskipun hanya 
terbatas sebagai kantor penerima dokumen permohonan HKI) 
                                                 
180. LIPI, Belanja LITBANG Indonesia Masih Rendah, Melalui <http://www.lipi.go.id/ 
cgi?berita&1230078071&46%2008&> (07/10/09).  
181. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan dengan luar negeri, antara lain World 
Intellectual Property Organization (WIPO), Japan International Cooperation 
Agency,Japan Patents Office, European Patents Office, IP Australia, US Patents 
and Trademarks Office,  dan Uni Eropa. Kerjasama dalam negeri dilakukan dengan 
Perguruan Tinggi, instansi-instansi terkait dan swasta. Secara lengkap hal ini dapat 
dilihat pada <www.dgip.go.id:8080/article/articleview/61/1/19> (16/10/09). 
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berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor: M.09-Pr.07.06 Tahun 1999 Tentang Penunjukan Kantor 
Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan Hak 
Atas Kekayaan Intelektual,Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.11.Pr.07.06 Tahun 
2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 
Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sejauh 
ini budaya hukum belum sepenuhnya terbangun dengan baik, 
meskipun pengetahuan terhadap HKI semakin meningkat. Indikator 
yang menunjukkan hal tersebut, antara lain: belum terjadinya 
peningkatan pendaftaran HKI terutama dalam bidang Paten, Desain 
Industri dan Desain Tata Letak Terpadu dan Varietas Baru Tanaman, 
terkecuali pada Hak Cipta dan Merek, dan masih terjadinya 
pelanggaran HKI, terutama dalam bidang Hak Cipta. Laporan USPTR 
tahun 2009, Indonesia diposisikan sebagai negara yang tergolong 
priority wacth list (PWL) nomor 6. Terlepas dari laporan tersebut, 
kenyataannya memang demikian karena barang-barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta seperti CD, DVD, kaset dan buku dipajang dan 




PERBANDINGAN POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL INDONESIA DENGAN BEBERAPA 
NEGARA (CINA, INDIA DAN MALAYSIA) 
 
 
A. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Cina, 
India dan Malaysia 
Sebelum merumuskan konsep politik hukum Hak Kekayaan 
Intelektual Indonesia di masa depan, penting untuk membandingkan 
politik hukum HKI yang diterapkan oleh negara lain. Perbandingan ini 
dimaksudkan untuk melihat politik hukum yang diterapkan oleh 
negara-negara lain dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan 
nasional masing-masing dan implementasinya dalam upaya mengejar 
dan menguasai IPTEK untuk kemajuan negara. Perbandingan dilakukan 
terhadap negara-negara yang termasuk kategori negara berkembang 
seperti halnya Indonesia, yaitu Cina, India dan Malaysia. 
1. Cina 
HKI yang datang dari budaya barat bersifat individualistis 
bertentangan dengan budaya Cina yang sangat dipengaruhi filosofi 
Konghucu (551 – 479 SM) yang bersandar pada konsep bahwa orang 
harus memperbaiki diri melalui ritual-ritual, meditasi dan tindakan nyata. 
Masyarakat berjalan dengan harmonis, teratur, murah hati, menjunjung 
kebenaran dan bermoral tinggi. Nilai-nilai budaya Cina berbasis pada 
masyarakat (bersifat kolektif) dan kerjasama yang saling memberi dan 
menerima secara sepadan.182 Hal ini merupakan salah satu sebab HKI 
tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Cina, dan pelanggaran HKI 
sering dilakukan. 
Sejarah hukum HKI di Cina sudah dimulai sejak sekitar tahun 
1840-an, pada Dinasti King. Ketika itu dikaitkan dengan politik 
perdagangan luar negeri. Tahun 1889 diberlakukan Undang-Undang 
                                                 
182. John Gillisen dan Frits Gorle, op.,cit, hlm 401.  
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
 
154 
Paten pertama, kemudian tahun 1910 diberlakukan Undang-Undang 
Hak Cipta (D Qing Copyright Law 1910) yang ditujukan untuk melindungi 
hak pengarang dalam arti luas. Tahun 1915 Undang-Undang Hak Cipta 
1910 direvisi pertama dan dilanjutkan dengan revisi kedua tahun 1928. 
Setelah pemerintahan komunis berkuasa (1949), dikeluarkan Undang-
Undang Paten Cina 1950 yang memberi imbalan secara ekonomis 
kepada inventor, tetapi hak patennya dikuasai oleh negara.183  
Awal keterlibatan Cina dalam pengaturan HKI secara inter-
nasional dimulai tahun 1980, ketika Cina melakukan aksesi terhadap 
Konvensi WIPO dan menjadi anggotanya. Sejak itu Cina banyak 
mengirim orang-orang untuk mempelajari konsep dan pengaturan HKI 
serta praktiknya di negara-negara lain, terutama di negara maju (USA, 
Eropa dan Jepang). Pasca aksesi pada Konvensi WIPO, Cina telah 
menyempurnakan Undang-Undang HKI-nya agar lebih sesuai dengan 
perjanjian internasional (misalnya Konvensi Bern, Konvensi Paris, 
Konvensi Roma). Setelah itu Cina membuat Undang-Undang Hak Cipta 
tahun 1990, diamandemen tahun 2001 dan terakhir diamandemen 
tahun 2006. Undang-Undang Paten diberlakukan tahun 1984, di-
amandemen dua kali, tahun 1992 dan 2000. Undang-Undang Merek 
pertama kali diberlakukan tahun 1982, direvisi dua kali, tahun 1993 dan 
2001.184 Beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Cina, 
antara lain Konvensi WIPO tanggal 3 Juni 1980, Konvensi Paris tanggal 
19 Maret 1985,  Protokol Madrid tahun 1989, Konvensi Bern tanggal 15 
Oktober 1992, Perjanjian Kerjasama Paten (PCT) tanggal 1 Januari 
1994, Perjanjian Budapest (pengakuan internasional mengenai deposito 
mikroorganisme berkaitan dengan prosedur paten) tanggal 1 Juli 1995, 
Perjanjian Locarno International Classification for Industrial Designs 
tanggal 19 September 1996, Perjanjian Strasbourg Mengenai Klasifikasi 
                                                 
183. Perkembangan sistem HKI Cina dapat dibaca dalam, Handong Wu, One Hundred Years 
of Progress: The Development of the Intellectual Property System in China, The 
WIPO Journal Issue 1, 2009, hlm. 117 -124. 
 
184. SIPO, IPR in China, Melalui <http://www.sipo.gov.cn/sipo_English> (19/10/09). 
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Paten Internasional tanggal 19 Juni 1997, Pembentukan WTO/TRIPs 
Agreement tanggal 10 Desember 2001.185 
Menurut Duan Ruichun, sistem hukum HKI Cina saat ini dapat 
digambarkan terbagi dalam tiga kondisi, Pertama, saat ini Cina telah 
membangun dasar sistem hukum HKI meliputi Merek Dagang, Paten, 
Hak Cipta, Rahasia Dagang, Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dan 
Perlindungan Varietas Tanaman, yang sebagian besar undang-undang 
tersebut sesuai dengan TRIPs Agreement. Kedua, Cina terus mem-
perkuat lembaga penegak hukum. Telah berdiri empat belas Pengadilan 
HKI tingkat Propinsi. Ketiga, selanjutnya perlu selalu diperkuat penegakan 
hukum HKI dan mengurangi kelemahan yang ada.186 
Lembaga yang menangani HKI di Cina tidak terpusat pada 
satu lembaga saja, tetapi tersebar pada beberapa lembaga. State 
Intellectual Property Office (SIPO) menangani hal-hal terkait paten 
termasuk desain industri dan pengembangan hukum HKI,187 State 
Administration on Industry and Commerce (SAIC) Trade Office yang 
mengurus merek dagang, persaingan tidak sehat termasuk rahasia 
dagang,188 National Copyright Administration (NCA) menangani Hak 
Cipta,189 General Administration Customs (GAC) bertugas mencegah impor 
dan ekspor barang-barang hasil pelanggaran HKI, serta berwenang 
menyita, memusnahkan barang dan mendenda pelakunya,190 
Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine 
(AQSIQ) bertugas memberi perlindungan terhadap indikasi geografis 
dan standarisasi produk Cina dan produk asing yang masuk ke Cina,191 
dan berkaitan dengan tindak pidana HKI ditangani oleh Public Security 
                                                 
185. SIPO, Whitepaper China Intellectual Property,  melalui <http:// 
www.sourcetrix.com/docs/Whitepaper-China_Intellectual_Property.pdf&amp> 
(19/10/09)  
186. Duan Ruichun, China's Intellectual Property Rights Protection Towards The 21st Century,  
Duke Law Journal of Comparative and International Law, Volume 9/1998, melalui 
<http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?9+Duke+J.+Comp.+&+Int%27l+L.+215> 
(20/05/2010) 
187. SIPO, IPR in China, Melalui <http://www.sipo.gov.cn/sipo_English> (21/10/09) 
188. TMO, SAIC, Melalui <http://www.tmo.gov.cn> (21/10/09)    
189. NCAC, NCA, Melalui <http://www.ncac.gov.cn>, (21/10/09)    
190. NN, GAC, Melalui <http://www.customs.gov.cn/gac/xhtml> (21/10/09) 
191. AQSIQ, AQSIQ, Melalui <http://www.aqsiq.gov.cn/aqsiq/xhtml> (21/10/09) 
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Bureau (polisi dan jaksa).192 Di daerah didirikan Biro-Biro HKI daerah 
yang dibentuk di propinsi dan kabupaten/kota yang bertugas meng-
koordinasikan upaya penegakan hukum dan pemasyarakatan HKI. 
Cina juga telah membentuk Pengadilan HKI yang berada di Pengadilan 
Menengah Rakyat (PN) dan Pengadilan Tinggi Rakyat (PT). 
Cina cukup responsif dalam merevisi Undang-Undang HKI agar 
sesuai dengan standar TRIPs Agreement. Setelah mempelajari berbagai 
Undang-Undang HKI Cina dan implementasinya dapat dikemukakan politik 
hukum HKI yang diterapkan dalam kaitannya dengan perlindungan 
terhadap kepentingan nasional, sebagai berikut: 
Pertama, membuat pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang 
HKI yang secara eksplisit (jelas dan tegas) ataupun secara tersamar 
untuk melindungi kepentingan nasional. Pasal-pasal tersebut termuat 
dalam: 
a. Undang-Undang Paten Tahun 2000. Pengaturan Desain Industri 
menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Paten. 
(1) Undang-Undang Paten bertujuan untuk mendorong lahirnya 
invensi, menyebarkan dan menerapkannya sebagai upaya pe-
ngembangan IPTEK dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pembangunan sosialis modern (Pasal 1).  
(2) Dalam hal paten berkaitan dengan keamanan negara dan 
kepentingan lainnya diperlakukan sesuai dengan ketentuan 
negara (Pasal 4). Paten dapat dimanfaatkan oleh negara tidak 
hanya berkaitan dengan kepentingan keamanan semata, tetapi 
juga berkaitan dengan kepentingan lain (kepentingan pem-
bangunan IPTEK, ekonomi dan sebagainya).  
(3) Paten tidak diberikan terhadap invensi yang bertentangan 
dengan undang-undang, moralitas dan kepentingan umum 
(Pasal 5). 
(4) Setiap paten yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang penting bagi kepentingan negara atau kepentingan 
umum dapat disebarkan dan diterapkan berdasarkan keputusan 
pemerintah (Pasal 14) 
                                                 
192. MPS, Public Security Beureau, Melalui <http://www.mps.gov.cn/public-security/doc> 
(21/10/09)  
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(5) Dalam hal keadaan yang genting (darurat) dan kepentingan 
umum sangat memerlukan, pemerintah dapat memberi lisensi 
wajib untuk mengeksploitasi paten tertentu (Pasal 49).  
b. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2001. 
(1) Undang-Undang Hak Cipta disamping untuk melindungi hak-
hak pencipta juga ditujukan untuk memberi keseimbangan 
bagi kepentingan masyarakat umum dan untuk mendorong 
pengembangan kebudayaan nasional (Pasal 1). 
(2) Perlindungan Hak Cipta asing tidak secara otomatis, namun 
berdasarkan ketentuan apabila diterbitkan pertama kalinya di 
Cina atau didaftarkan di Cina paling lambat 30 hari sejak 
pertama dipublikasikan di luar Cina. Disamping itu juga negara 
asal dari pencipta harus memiliki perjanjian tertentu dengan Cina 
mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Cipta warga negara 
Cina juga mendapatkan perlindungan serupa di negara yang 
bersangkutan (Pasal 4). 
(3) Hak ekonomi pencipta dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalnya 
pemerintah diperbolehkan mereproduksi ciptaan untuk referensi 
internal (bersifat administratif), kepentingan dalam persidangan 
di pengadilan, kepentingan pendidikan dan pengajaran di 
sekolah (Pasal 44 – Pasal 46). Badan-badan pendidikan resmi 
juga diperbolehkan mereproduksi ciptaan dengan catatan harus 
memberitahukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta 
dengan kompensasi yang ditetapkan pemerintah (Pasal 47). 
c. Undang-Undang Merek Tahun 2001. 
(1) Ditujukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen agar 
pelaku usaha menjaga kualitas barang atau jasa yang diper-
jualbelikan. Merek digunakan sebagai cara mempromosikan 
pembangunan ekonomi pasar sosialis (Pasal 1). 
(2) Melindungi konsumen dari produk palsu (Pasal 17). Apabila 
merek dagang digunakan untuk memproduksi barang-barang 
dengan kualitas jelek atau sebelumnya berkualitas baik yang 
diturunkan menjadi buruk sehingga menipu konsumen, Kantor 
merek dapat membatalkan merek dagang tersebut (Pasal 45). 
(3) Merek dagang yang berisi indikasi geografis yang bukan 
berasal dari daerah yang sesungguhnya dan berbeda kualitas, 
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reputasi dan kekhasannya ditolak untuk didaftarkan dan 
dilarang digunakan (Pasal 16). 
(4) Permohonan pendaftaran merek asing dapat diajukan apabila ada 
perjanjian antara Cina dengan negara pemohon atau kedua 
negara terikat pada perjanjian internasional yang sama (Pasal 17). 
d. Undang-Undang Rahasia Dagang termasuk dalam Undang-Undang 
Persaingan Usaha 1993. 
(1) Undang-undang ini bertujuan menjaga perkembangan ekonomi 
pasar sosialis yang sehat, mendorong persaingan yang adil, 
mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan melindungi 
kepentingan pelaku usaha dan konsumen (Pasal 1). 
(2) Negara memberikan dukungan bagi seluruh masyarakat atau 
kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan bersama 
terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4), 
termasuk juga pelanggaran rahasia dagang (Pasal 10). 
e. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Tahun 2001. 
(1) Digunakan untuk mendorong inovasi teknologi sirkuit terpadu 
dan meningkatkan perkembangan IPTEK (Pasal 1). 
(2) DTLST hanya berlaku bagi inovasi yang berasal dari warga negara 
Cina, badan hukum atau organisasi lain. Bagi DTLST orang asing 
diberikan perlindungan apabila pertama kali dieksploitasi secara 
komersial di Cina, atau apabila ada perjanjian khusus dengan 
negara yang bersangkutan atau Cina dan negara tersebut sama-
sama pihak dalam suatu perjanjian internasional (Pasal 3). 
(3) Dalam keadaan darurat nasional atau dalam keadaan luar 
biasa, atau untuk tujuan kepentingan umum, atau di mana 
ditentukan menurut pengadilan atau menurut departemen 
pengawasan persaingan usaha  telah terjadi persaingan tidak 
sehat yang dilakukan oleh pemegang DTLST, maka pemerintah 
dapat memberikan lisensi non-sukarela untuk mengeksploitasi 
DTLST yang bersangkutan (Pasal 25). 
f. Undang-Undang Varietas Tanaman Tahun 1997. 
(1) Undang-undang ini bertujuan melindungi hak-hak varietas 
tanaman baru, untuk mendorong pembibitan dan penggunaan 
varietas tanaman baru, dan mendorong pembangunan pertanian 
dan kehutanan (Pasal 1). 
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(2) Perlindungan VT orang asing diberikan dengan prinsip timbal 
balik. Antara Cina dan negara yang bersangkutan memiliki 
perjanjian khusus atau sama-sama pihak dalam suatu perjanjian 
internasional terkait (Pasal 20). 
(3) Apabila suatu varietas tanaman dianggap sangat penting bagi 
kepentingan umum atau kepentingan nasional, pemerintah 
melalui departemen terkait dapat menggunakannya (Pasal 4). 
(4) Lisensi wajib (Pasal 11 Ayat (2), (3)). 
Kedua, memberikan syarat kepada perusahaan Penanaman 
Modal Asing (PMA) yang melakukan investasi di Cina untuk melakukan 
alih teknologi kepada perusahaan lokal. Bagi perusahaan PMA yang siap 
melakukan alih teknologi secara menyeluruh dan dapat diterapkan sampai 
pada tingkat dasar diberikan insentif dan fasilitas yang sangat bagus, 
misalnya diberi izin menempati daerah (lokasi) yang paling diinginkan, hak 
istimewa, perpanjangan tax holiday dan kebebasan dari kewajiban 
tertentu. Area yang paling mendapat dukungan dari pemerintah 
sebagaimana termuat dalam China’s Industrial Guidance on Foreign Direct 
Investment antara lain adalah bagi perusahaan PMA yang memiliki 
teknologi baru dan memiliki standar pasar internasional, sebaliknya jika 
hanya semata-mata impor teknologi asing bukan alih teknologi 
sesungguhnya masuk dalam daftar terlarang.193 Hal ini sejalan dengan 
strategi HKI sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Riset dan Teknologi 
Cina, “Cina telah membuat kebijakan yang eksplisit memerlukan transfer 
teknologi dari perusahaan asing (PMA), sebagai imbalannya bagi 
dibukanya akses pasar di Cina. Akses Pasar yang ditukar dengan teknologi 
adalah satu-satunya jalan bagi Cina mengembangkan industri teknologi 
tinggi.”194 Inilah bentuk dari penerjemahan pernyataan arsitek reformasi 
Cina Deng Xiaoping untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang IPTEK, 
bahwa “tidak menjadi masalah apa warna kucing itu, sepanjang ia bisa 
menangkap tikus”. Jika sebelumnya Cina sangat anti asing (USA atau 
negara barat) karena khawatir pengaruh paham demokrasi yang akan 
                                                 
193. Oded Shengkar, The Chinesse Century, Bangkitnya Raksasa China dan Dampaknya 
Terhadap Perekonomian Global, Edisi Bahasa Indonesia Diterjemahkan oleh Rita 
Setyowati, BIP, Jakarta, 2007, hlm 105 – 106.  
194. DTC, China IPR Report Section B, Melalui <http://www.dtcchina.um.dk 
/NR/rdonlyres/82B2C784-ED86-4D67 
873711EFCCAADE22/0/ChinaIPRReportSectionB> (19/ 10/09) 
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menggerogoti ideologi sosialisme (komunisme), maka sekarang itu 
sudah dianggap tidak penting lagi, sebab Cina mampu membangun 
kemampuan IPTEK-nya tanpa mencampuradukkan ideologi dengan 
proses pembangunan.195 
Ketiga, memberikan toleransi terhadap tindakan pelanggaran 
HKI sepanjang dianggap akan mampu mendorong warga negara atau 
perusahaan lokal menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Cina memainkan politik dua muka, di satu sisi memberi 
toleransi yang cukup kepada pelanggar HKI namun disisi lain melakukan 
penindakan terhadap pelaku pelanggaran HKI. Beberapa kosakata 
seperti pembajakan, peniruan, pemalsuan dan menjual barang hasil 
pelanggaran HKI merupakan ungkapan yang tepat untuk meng-
gambarkan betapa masifnya pelanggaran HKI di Cina, dari peniruan 
desain sepeda motor merek Jepang (Honda, Yamaha), suku cadang 
mobil (Ford, Nissan), jam tangan (Rolex), pemalsuan merek (Pierre 
Cardin, Rolex, Gucci), Software (Windows XP seharga US$2), DVD/CD 
musik dan film, telepon seluler, obat-obatan sampai air mineral. 
Setiap tahun jutaan produk hasil pelanggaran HKI Cina menembus 
pasar luar negeri, dari Vietnam dan Nigeria sampai Amerika Serikat 
dan Uni Eropa.196 Bahkan di Kota Zhuhai sebuah kota pantai di Cina 
Selatan sebagian besar pedagangnya menjual produk asli tapi palsu 
(ASPAL), dengan kualitas yang sangat mirip dengan produk asli dan 
dengan harga yang sangat murah. Misalnya jam tangan merek Vacheron 
Constantin buatan Swiss seharga Rp. 150.000,00 padahal harga produk 
aslinya di London Rp. 210 juta, jam tangan merek Omega asli di 
Singapura seharga Rp. 52 juta di sana hanya Rp. 75.000,00, tas 
merek Louis Vuiiton di Jakarta berharga Rp. 22 juta di sana dijual 
hanya Rp. 125.000,00 dan masih banyak lagi produk palsu lainnya.197 
Apapun yang bisa ditiru, maka pasti akan ditiru oleh Cina. Kenyataan 
ini membuktikan bahwa kemampuan pengusaha, industriawan, dan 
keahlian tenaga kerja Cina sudah sangat maju, tidak kalah dengan 
kemampuan perusahaan aslinya.  
                                                 
195. Oded Shenkar, op.,cit, hlm 55. 
196. Ibid, hlm 130 -131.  
197. Kompas, Barang Palsu Mutu Lumayan, Artikel Pada Harian Kompas, Tanggal 20 Oktober 
2009.  
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Sementara itu Cina juga melakukan penegakan hukum terhadap 
pelanggar HKI. Tahun 2008 Departemen Perindustrian dan Teknologi 
Informasi Cina melakukan pemberantasan pembajakan melalui internet. 
Tercatat ada 453 kasus, 192 website terlibat pembajakan Hak Cipta, 173 
website dilarang dan dihapus, termasuk menyita perangkat keras 
komputer dan melimpahkan 10 pelaku pelanggaran ke Pengadilan. 
Berkaitan dengan merek dagang telah diusut 56.634 kasus, me-
musnahkan 19,63 juta set label merek dagang illegal dan 145 pelaku 
telah diadili di pengadilan. Di bidang paten, terjadi 1.092 sengketa atas 
pelanggaran paten, terungkap 59 kasus pemalsuan paten.198 
Keempat, Cina tidak terburu-buru mengaksesi Konvensi WTO/ 
TRIPs sebelum menyiapkan diri secara cukup dan dipandang mampu 
bersaing dengan HKI yang dimiliki oleh negara-negara maju. Cina 
melakukan aksesi terhadap Konvensi WTO/TRIPs tanggal 10 November 
2001 setelah disetujui dalam Konferensi Tingkat Menteri di Doha, Qatar 
sebagai anggota ke 143 dan resmi sebagai anggota penuh tanggal 11 
Desember 2001. Sebelumnya Cina telah menyiapkan diri dengan 
memantapkan penguasaan IPTEK dan kemandirian ekonomi. Hal ini 
terbukti dari lebih banyaknya pendaftaran paten dari dalam negeri 
daripada luar negeri. Terhitung sejak tanggal 1 April 1985 sampai 
akhir 2004, State Intellectual Property Office (SIPO) telah menerima 
aplikasi paten 2.284.925, 1.874.358 merupakan aplikasi paten dari dalam 
negeri. Aplikasi yang diberikan paten berjumlah 1.255.499, 1.093.268 
adalah dari dalam negeri. Aplikasi paten dari luar negeri berjumlah 
410.567, dan yang diberikan paten sebanyak 162.231. Sampai tanggal 
31 Desember 2008, Cina telah menerima aplikasi paten secara komulatif 
sebanyak 4.853.506 (4.028.393 atau 83% berasal dari dalam negeri), 
dan hanya 825 (17%) berasal dari luar negeri. Aplikasi yang disetujui 
untuk diberi paten berjumlah 2.501.268 (2.142.785 atau 85,7% dari 
dalam negeri) dan 368.483 (14,3%) berasal dari luar negeri. 
Sementara itu untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), 
sejak tahun 2001 sampai tahun 2008 SIPO telah menerima 2.551 
aplikasi dan yang diberikan hak DTLST berjumlah 1.564.199  
                                                 
198. SIPO, China IPR Law, Melalui <http://www.sipo.gov.cn/sipo_English> (19/10/09)  
199. Ibid. 
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Kelima, Cina tidak takut terhadap tekanan asing. Cina dikenal 
berani menghadapi Amerika Serikat. Hal ini tidak terlepas dari 
keyakinan Cina bahwa USA membutuhkan Cina sebagai tujuan 
investasi dan pemasaran produk-produknya. Cina merupakan mitra 
dagang terbesar keempat, termasuk 10 negara yang menjadi tujuan 
ekspor produk Amerika Serikat. Sebaliknya Amerika Serikat juga 
menjadi tujuan ekspor produk Cina. Perdagangan antar dua negara ini 
bernilai US$116 milyar.200 Meskipun sangat keras terhadap Cina, 
tetapi lebih lembut terhadap Rusia. Hal ini karena kekhawatiran akan 
ancaman dominasi Cina terhadap Amerika dalam dunia internasional, 
sementara Rusia masih berada dalam dominasi Amerika.201 
2. India 
Sejarah HKI di India diawali ketika pemerintahan kolonial 
Inggris memberlakukan Undang-Undang Paten Tahun 1856 untuk 
tujuan mengamankan kepentinganan kolonial dan investasi di India. 
Tahun 1872 diberlakukan Undang-Undang Desain yang direvisi tahun 
1883. Tahun 1888 dua undang-undang tersebut digabungkan menjadi 
satu dengan nama Undang-Undang Paten dan Desain yang dikelola 
oleh Kantor Pengawasan Paten dan Desain. Sejak tahun 1911 
diberlakukan Undang-Undang Desain tersendiri terpisah dari Undang-
Undang Paten. Setelah India merdeka dari penjajahan Inggris, tahun 
1970 Undang-Undang Paten dan Desain Tahun 1888 diamandemen 
karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional India. 
Perkembangan selanjutnya Undang-Undang Paten diamandemen 
tahun 1999, 2002 dan terakhir tahun 2005. Undang-Undang Desain 
1911 diamandemen tahun 1999. Undang-Undang Hak Cipta pertama 
kali diberlakukan tahun 1914, yang diamandemen tahun 1957 dan 
selanjutnya diamandemen beberapa kali lagi pada tahun 1983, 1984, 
1992, 1994 dan terakhir 1999. Sementara itu Undang-Undang Merek 
Dagang diberlakukan tahun 1958, yang diamandemen tahun 1999 
                                                 
200. MAC, China Business Guides Intellectual Property Rights, Melalui 
<http://www.mac.doc.gov/China/Docs/BusinessGuides/IntellectualPropertyRightst
m&amp> (20/10/09) 
201. Roys Yasbana, Pelanggaran Hak Cipta Di Rusia Dan China: Perbedaan Reaksi Amerika 
Serikat, Tesis S2, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, Melalui  
<http://www.adln.lib.unair.ac.id> (20/10/09) 
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(Trade Mark Act 1999). India lebih maju dalam pengaturan HKI 
berkaitan dengan indikasi geografis, dengan memberlakukan Undang-
Undang Indikasi Geografis Barang tahun 1999 (The Protection of 
Plant Varieties and Farmers’ Rights Act 2001). Tahun 2000 
diberlakukan The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design 
Act 2000 dan The Designs Act 2000. 202  
Setelah mempelajari Undang-Undang HKI India, dapat 
dikemukakan politik hukum HKI India berkaitan dengan perlindungan 
kepentingan nasional. Pertama, India secara tegas ataupun secara 
tersamar memasukkan perlindungan kepentingan nasionalnya sebagai 
pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang HKI. Saat ini India telah 
memiliki delapan Undang-Undang HKI yang telah memenuhi ketentuan 
TRIPs Agreement, tetapi India sengaja menambahkan pasal-pasal 
tertentu demi melindungi kepentingan nasionalnya, misalnya terdapat 
pada: 
a. Undang-Undang Paten Tahun 2005. 
(1) Ketentuan lisensi wajib, dapat diberikan setelah lewat waktu 
tiga tahun sejak diberikannya paten kepada setiap orang dengan 
mengajukan permohonan kepada kantor paten, desain dan 
merek berdasarkan alasan bahwa paten yang bersangkutan 
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, paten tidak tersedia 
dalam masyarakat dengan harga yang wajar (Pasal 84). 
(2) India memperkenalkan istilah licenses of rights, yaitu setiap 
paten yang telah berakhirnya tiga tahun dari pemberian 
paten, Pemerintah Pusat dapat membuat permohonan kepada 
Kantor Paten Desain dan Merek untuk memberikan atribut 
pada paten tersebut dengan istilah licenses of rights, berdasarkan 
alasan paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan sebagaimana 
mestinya dan tidak tersedia dalam masyarakat dengan harga 
yang wajar Pasal 86). 
(3) Licenses of rights juga diberikan pada paten berkaitan dengan 
(i) zat-zat yang digunakan atau dapat digunakan sebagai 
makanan atau sebagai obat, (ii) metode atau proses untuk 
pembuatan atau produksi zat tersebut, dan (iii) metode atau 
proses untuk pembuatan atau produksi zat kimia (termasuk 
                                                 
202. IPO, India IPR Law, Melalui <http://www.ipo.gov.in> (20/10/09)  
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paduan, optik kaca, semi-konduktor dan antar-senyawa metalik), 
Pasal 87 Ayat (1), Pasal 90. 
(4) Lisensi wajib diberikan untuk pembuatan dan ekspor produk 
farmasi yang dipatenkan dalam hal tidak tersedianya produk 
tersebut dibutuhkan untuk mengatasi masalah kesehatan 
masyarakat dengan mengajukan permohonan kepada negara 
bersangkutan, demikian pula sebaliknya terhadap paten produk 
farmasi dari India Pasal 92 Ayat (1).    
(5) Pemberian lisensi wajib bertujuan untuk melindungi 
kepentingan umum (Pasal 94). 
b. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1999. 
(1) Demi kepentingan umum lisensi wajib dapat diberikan, apabila 
pemilik atau pemegang Hak Cipta menolak menerbitkan ulang 
suatu karya padahal kepentingan umum membutuhkan karya 
tersebut. Lisensi wajib diberikan atas pertimbangan Dewan 
Hak Cipta (Pasal 31). 
(2) Pemerintah India dapat memanfaatkan Hak Cipta demi 
kepentingan nasional dengan membayar royalti yang wajar 
kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta (Pasal 31A Ayat (6)). 
(3) Lisensi wajib untuk reproduksi dan penerjemahan karya sastra, 
drama dapat diberikan kepada setiap orang/badan hukum 
setelah jangka waktu tujuh tahun sejak penerbitan pertama kali. 
Karya orang asing dapat diterjemahkan ke dalam bahasa India 
setelah jangka waktu tiga tahun sejak penerbitan pertama. Jika 
berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan pengajaran serta 
penelitian, penerjemahan karya cipta ke dalam bahasa India 
dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sejak karya 
tersebut dipublikasikan (bukan untuk tujuan komersial). 
Lisensi tersebut diberikan atas persetujuan dari Dewan Hak 
Cipta (Pasal 32).  
(4) Lisensi wajib diberikan untuk tujuan tertentu, yaitu apabila 
setelah berakhirnya periode penerbitan pertama suatu karya 
cipta edisi tersebut tidak tersedia cukup di India atau belum 
dijual di India selama enam bulan kepada masyarakat umum. 
Lisensi demikian diberikan atas persetujuan dari Dewan Hak 
Cipta (Pasal 32A).  
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(5) Perlindungan penyiaran dan pertunjukan dari negara lain di 
India diberikan jika ada perjanjian tertentu dengan India, 
atau negara tersebut dan India sebagai pihak dalam suatu 
konvensi internasional (Pasal 40, Pasal 40A). 
(6) Apabila negara asing tidak memberikan perlindungan terhadap 
hak-hak penyiaran dan pertunjukan dari warga negara India di 
negaranya, maka hak-hak penyiaran dan pertunjukan warga 
negara tersebut juga tidak berlaku di India (Pasal 42A). 
c. Undang-Undang Merek Tahun 2003. 
Suatu merek dagang tidak boleh didaftarkan apabila berpotensi 
menyesatkan masyarakat dan menyebabkan kebingungan, me-
nyinggung keyakinan beragama masyarakat India, mengandung 
unsur pornografi dan tanda-tanda yang dilarang oleh undang-
undang dijadikan sebagai merek dagang (Pasal 9 Ayat (2)). 
d. Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000. 
1. Inspektur Jenderal (Irjen) desain dapat menolak pendaftaran 
desain yang penggunaannya akan bertentangan dengan ke-
pentingan umum atau moralitas (Pasal 35). 
2. Irjen berwenang untuk tidak mengungkap informasi apapun 
mengenai pendaftaran desain dan desain yang bersangkutan 
apabila dapat merugikan kepentingan keamanan India (Pasal 46).  
e. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Tahun 2000.  
Berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan India, 
tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Undang-undang ini, 
petugas pendaftaran diwajibkan melakukan tindakan-tindakan: 
(a) tidak membuka informasi apapun yang berkaitan dengan 
pendaftaran DTLST atau berkaitan dengan penerapan pendaftaran 
DTLST, dan (b) mengambil tindakan apapun, termasuk pembatalan 
pendaftaran DTLST yang terdaftar (Pasal 68).  
f. Undang-Undang Rahasia Dagang. India belum memiliki Undang-
Undang Rahasia Dagang. Saat ini pemerintah India sedang 
mengajukan Rancangan Undang-Undang Inovasi Nasional (The 
India Innovation Bill), pengaturan mengenai Rahasia Dagang 
termasuk didalamnya. 
g. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak-Hak 
Petani Tahun 2001.  
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(1) Undang-Undang ini bertujuan membentuk sistem yang efektif 
dalam perlindungan varietas tanaman, hak-hak petani, dan 
pemulia tanaman, mendorong pengembangan varietas baru 
tanaman dan melindungi hak-hak petani serta mempercepat 
pembangunan pertanian di dalam negeri (Latar belakang 
pembuatan undang-undang). 
(2) Benefit sharing diberikan kepada pihak-pihak yang mengajukan 
klaim kepada pejabat berwenang, dengan membayar biaya yang 
ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang berhak mengajukan 
benefit sharing adalah individu atau kelompok orang dari warga 
negara India dan pemerintah atau perusahaan atau organisasi 
non pemerintah yang didirikan di India (Pasal 26). 
(3) Pemulia wajib mendepositokan varietas yang dihasilkan di 
Bank Gen Nasional untuk tujuan reproduksi tanpa merugikan 
kepentingan pemulia (Pasal 27). 
(4) Varietas yang dihasilkan yang bertentangan dengan kepentingan 
umum, moralitas, dan untuk melindungi kesehatan manusia, 
hewan, tanaman dan mencegah terjadi kerusakan lingkungan 
tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan 
hukum (Pasal 29). 
(5) India akan melakukan pengikatan terhadap perjanjian inter-
nasional dan perjanjian dengan negara lain sepanjang sesuai 
dengan undang-undang ini dan untuk memberi perlindungan 
dan kepentingan warga negara India di luar negeri (Pasal 31 
Ayat (1)). 
(6) Perlindungan secara timbal balik diberikan kepada hak warga 
negara lain apabila negara tersebut memberikan perlindungan 
yang sama terhadap hak warga negara India di negaranya. 
Jika tidak, hak warga negara asing tersebut juga tidak 
dilindungi di India (Pasal 32). 
(7) Pejabat berwenang dapat memberikan lisensi wajib dalam 
keadaan tertentu, yaitu setelah berakhir tiga tahun dari 
tanggal dikeluarkannya sertifikat pendaftaran varietas, apabila 
secara nyata varietas tersebut tidak tersedia secara umum 
dan dengan harga yang wajar. Setiap orang yang ber-
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kepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat 
berwenang (Pasal 47–Pasal 53). 
(8) Berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan 
India, pemerintah atau petugas pendaftaran akan melakukan 
tindakan-tindakan sebagai berikut: (a) tidak membuka informasi 
apapun yang berkaitan dengan pendaftaran VT, dan (b) 
mengambil tindakan apapun mengenai pembatalan pendaftaran 
varietas tersebut (Pasal 78). 
(9) Petani memiliki hak atas varietas atas tanaman yang didaftarkan, 
dalam kondisi sebagai berikut: (i) petani yang sejak lama 
mengembangkan varietas baru tersebut, (ii) petani berhak 
mendaftarkan varietas sebagaimana ketentuan huruf (h) dari sub-
bagian (1) dari Pasal 18, (iii) petani yang terlibat dalam konservasi 
sumber daya genetik, tanaman liar dan pengembangan melalui 
seleksi dan pelestarian, (iv) seorang petani akan dianggap berhak 
untuk menyimpan, menggunakan, menanam, resow, pertukaran, 
berbagi atau menjual produk pertanian termasuk benih yang 
dilindungi oleh undang-undang ini seperti ketika sebelum 
berlakunya undang-undang ini, tetapi petani tidak berhak menjual 
benih bermerek (branded seed) yang dilindungi undang-undang 
ini (Pasal 39 – Pasal 46). 
h. Indikasi Geografis Atas Barang Tahun 1999. 
(1) Larangan pendaftaran indikasi geografis tertentu, dalam hal: 
(a) penggunaannya dapat menipu atau menyebabkan ke-
bingungan, (b) penggunaannya bertentangan dengan ketentuan 
undang-undang yang berlaku, (c) mengandung unsur ber-
tentangan dengan moralitas (pornografi), atau (d) mengandung 
kecenderungan menyinggung keyakinan religius (agama) warga 
negara India, (e) dinyatakan tidak berhak untuk diberi per-
lindungan oleh pengadilan, (f) telah menjadi nama umum 
atau indikasi barang yang sudah tidak dilindungi di negara 
asalnya  atau tidak digunakan di negara itu,  (g)  meskipun  benar 
berasal dari daerah atau lokasi di mana barang berasal, tetapi 
ternyata palsu dan berasal dari wilayah lain (Pasal 9).  
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(2) Penolakan merek dagang berindikasi geografis tertentu yang 
menyesatkan masyarakat terhadap asal-usul barang (Pasal 
25). 
(3) Tindak pidana indikasi geografis, meliputi tindakan pemalsuan, 
penggunaan secara tanpa hak, menjual barang indikasi geografis 
palsu, dan memalsukan dokumen diancam pidana penjara 
antara enam bulan penjara sampai dengan tiga tahun penjara 
dan denda antara 5000 rupee sampai 2 lakh rupee (Pasal 37 
– Pasal 54). 
 
Kedua, memanfaatkan waktu tenggang yang diberikan oleh 
WTO untuk mempersiapkan diri memperkuat sistem pengembangan 
IPTEK sebelum tanggal 1 Januari 2005. India selalu berargumen bahwa 
perlindungan HKI yang ketat memang penting, tetapi harus dilaksanakan 
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan negara. Di India, longgarnya 
perlindungan HKI selama ini memberi peluang berkembangnya industri 
dan IPTEK, termasuk juga banyak membuka lapangan kerja. Kesempatan 
tersebut digunakan untuk memperkuat industri farmasi, industri software, 
penguatan lembaga penelitian dan pengembangan.  
Jika pada tahun 1970-an, obat-obatan India sangat bergantung 
pada impor dan produk dalam negeri didominasi perusahaan-perusahaan 
asing (dari 10 perusahaan farmasi di India, 8 merupakan perusahaan 
asing dan hanya 2 perusahaan dalam negeri). Tahun 1996 perusahaan 
dalam negeri meningkat menjadi 6 dan 70% obat-obatan di India 
dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 80% formula obat-obatan itu 
berasal dari India, bukan impor.203 India berhasil menempati posisi 17 
sebagai eksportir obat-obatan di dunia. Beberapa perusahaan tersebut 
antara lain Ranbaxy Laboratories, Dr Reddy’s Labs, Cipla dan Cadila. 
USA merupakan pasar terbesar obat-obatan India mencapai 10% - 
12% dari keseluruhan nilai ekspor, misalnya Ibupraten, Sulp-
                                                 
203. Jean Lanjouw O, The Introduction of Farmacuetical Product Patents In India: Heartless 
Exploitation of Poor and Suffering?, NBER Working Paper Series Nomor 6366, 
National Bureau of Economic Research, Januari 1998, dalam Najesh Kumar, Study 
Paper 1B, Intellectual Property Rights, Technology, and Economic Development: 
Experience Asian Countries, Melalui <http://www. 
iprcommission.org/papers/word/studypapers/sp1b_kumar_study.doc> (20/10/09) 
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hamethoxazole, Metromidal, Amoxycilin, Mebendazole, Eritromissin, 
Papain dan sebagainya.204  
Di bidang teknologi informasi, India bertekad menjadi kekuatan 
industri software global dan mimpi itu saat ini sudah menjadi kenyataan. 
Bermula dengan kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan Texas 
Instrument (industri perangkat keras IT) yang melihat potensi lokal untuk 
industri IT di Bangalore tahun 1980-an. Bangalore telah menjadi pusat 
teknologi informasi dunia. Saat ini lebih dari 250 perusahaan berteknologi 
tinggi, termasuk raksasa lokal seperti Wipro, Infosys and HCL bermarkas 
disana, membentuk lembah silikon india dan daerah yang disebut 
electronic city.205 Bill Gates (CEO Microsoft) pernah mengatakan bahwa 
India sangat menjanjikan untuk dapat menjadi basis pengembangan 
software, dan hal itu sudah terjadi sekarang. Kesiapan India menghadapi 
persaingan global ditandai keinginan pemerintah India memberlakukan 
Undang-Undang Hak Cipta sesuai dengan TRIPs Agreement tahun 2005. 
Salah satu lembaga penelitian dan pengembangan yang 
menjadi motor penggerak penguasaan IPTEK adalah The Council of 
Scientific and Industrial Research (CSIR). Lembaga ini dibangun tahun 
1942 bertujuan membangun kapasitas penguasaan IPTEK di India, 
yang memiliki 40 laboratorium. Pada kurun waktu 1992 – 1998 CSIR 
berhasil mengajukan aplikasi paten 920 di dalam negeri dan 230 
aplikasi di luar negeri. Hal ini terjadi karena CSIR aktif menjalin 
kerjasama dengan industri, pihak asing, fokus pada pasar global dan 
menggabungkan budaya paten untuk tujuan komersial sekaligus juga 
untuk tujuan sosial. Sementara itu aplikasi paten dari kalangan 
perguruan tinggi (PT) meningkat 40% dalam waktu 1995 – 1998.206 
Semua itu buah dari kecerdasan India memetik manfaat dari belum 
                                                 
204. Ibid. 
205. Riri Fitri Sari, Bisnis Komputer Dunia Bergairah, Melalui <http://staff.blog.ui.ac.id/ riri/> 
(25/10/09). Mengenai hal ini dapat juga dibaca dalam Niranjan Radhyaksa, The 
Rise of India, Transpormasi Dari Kemiskinan Menuju Kemakmuran, PT Elex Media 
Komputindo, Jakarta, 2007, hlm. 79 – 91. 
206. Anitha Ramanna, ·India;s Patent Policy and Negotiation In TRIPs: Future Options for 
India and Developing Countries, Melalui <http://www.iprsonline.org/doc/> 
(20/10/09). Paparan serupa juga dikemukakan oleh Prabuddha Ganguli, 
Intellectual Property Systems in Scientifically Capable Developing Countries: 
Emerging Options, <http://www.sristi.org/doc/> (20/10/09) 
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berlakunya TRIPs di India dan alih teknologi dari perusahaan asing 
dan industri. 
India melalui Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
melakukan terobosan kebijakan pengembangan IPTEK dengan 
menerbitkan The Guidelines Instruction Technology Transfer and 
Intellectual Property Rights Maret 2000 yang bertujuan meningkatkan 
motivasi para ilmuwan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. 
Secara umum berisi tentang:  
a. Setiap lembaga penelitian (PT, LITBANG) yang didanai oleh negara 
harus didorong untuk mendapat perlindungan HKI, dengan memiliki 
HKI bersangkutan. Lembaga tesebut harus merencanakan langkah-
langkah yang diperlukan untuk mengeksploitasi secara komersial 
HKI tersebut. 
b. Setiap lembaga pemilik HKI diperbolehkan untuk mengelola 
pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan dari HKI.  Inventor 
dapat diberikan bagian sepertiga dari yang pendapatan dari 
eksploitasi HKI bersangkutan. 
c. HKI yang dihasilkan bersama oleh pihak lain, kepedulian industri 
dapat diupayakan bersama sesuai dengan perjanjian tertulis. 
Pihak ketiga dapat diberikan lisensi untuk komersialisasi HKI 
tersebut di India.   
d. Lembaga pemilik HKI diberikan 25% dari pendapatan untuk mendanai 
kegiatan penelitian dan pengembangan invensi, pengajuan aplikasi 
baru, upaya melindungi HKI dari pelanggaran pihak lain dan 
untuk membangun kompetensi di bidang HKI.  
e. Pemerintah India memiliki lisensi bebas royalti untuk penggunaan 
HKI demi kepentingan negara.  
 
Ketiga, Meskipun selalu mendapat tekanan asing, India terus 
memperkuat negosiasi dan kritis terhadap negara-negara maju 
melalui pengungkapan kecurangan negara maju dalam pemanfaatan 
kekayaan hayati dari negara-negara berkembang. India dikenal 
sangat ketat mengamankan aset dan kepentingan HKI nasionalnya. 
India juga sangat aktif memantau perkembangan HKI di luar negeri 
terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik 
(hayati), indikasi geografis, dan indikasi asal yang dimiliki India oleh 
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negara-negara maju. Beberapa kasus kepemilikan paten asing yang 
menyalahgunakan kekayaan hayati India terungkap, digugat dan 
terjadi pembatalan atas paten tersebut, seperti kasus Basmati Rices, 
Pohon Neem dan Turmeric. Kasus-kasus tersebut melatarbelakangi 
India dengan cepat memberi perlindungan secara sui generis melalui 
Undang-Undang Indikasi Geografis Atas Barang tahun 1999 dan 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Petani tahun 1999. 
India bersama Brasil adalah dua negara berkembang yang 
paling keras menentang masuknya masalah HKI ke dalam GATT/ 
WTO. Meskipun akhirnya menyerah kepada keinginan negara-negara 
maju karena lemahnya posisi negara-negara berkembang dalam 
perundingan. Sejak ditandatanganinya konvensi WTO/TRIPs Agreement 
tahun 1994, sampai tahun 1998 India belum merevisi Undang-Undang 
HKI sesuai dengan ketentuan WTO/TRIPs Agreement. 
India sejak tahun 1994 termasuk negara yang berada dalam 
Priority Watch List (PWL) menurut Special 301 USA, karena tingginya 
pembajakan software, film, musik dan belum sesuainya Undang-
Undang HKI dengan TRIPs Agreement. Setelah India mengamandemen 
Undang-Undang Hak Cipta tahun 1994, peringkat India turun menjadi 
Watch List (WL). Tekanan USA demikian terhadap India dan negara-
negara lain serta keengganan USA menghormati kekayaan hayati dan 
pengetahuan tradisional negara-negara berkembang, dan selalu merasa 
menjadi pihak yang menderita kerugian membuat India menyebut USA 
sebagai pedagang yang curang. 
Keempat, sosialiasi HKI secara intensif kepada masyarakat 
terutama di kalangan ilmuwan, PT dan lembaga LITBANG. Upaya 
yang dilakukan antara lain sosialisasi berbagai Undang-Undang HKI 
kepada masyarakat melalui seminar, pelatihan dan penyuluhan, 
menghimbau aparatur pemerintah agar menjamin perlindungan hak 
cipta khususnya software, menerbitkan A Handbook of Copyright Act 
dan diedarkan secara gratis untuk menciptakan kesadaran tentang 
hak cipta bagi penegak hukum, konsumen, masyarakat ilmiah dan 
masyarakat umum. Khusus dalam mendukung  penegakan hukum hak 
cipta telah dibentuk unit kerja di 23 daerah (Andhra Pradesh, Assam, 
Kepulauan Andaman & Nicobar, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, 
Daman & Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & 
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Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Meghalaya, Orissa, 
Pondicherry, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura dan West Bengal). 
 Berkaitan dengan paten, telah didirikan Dua puluh Paten Pusat 
Informasi (PIC) yaitu di Assam, Andhra Pradesh, Chattisgarh, Goa, 
Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu dan Kashmir, Karnataka, 
Kerala, Madhya Pradesh, Manipur, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil 
Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttranchal dan West Bengal. Tugasnya 
adalah membantu para ilmuwan dan pemerintah daerah dalam membuat 
kebijakan HKI, menerima aplikasi paten dan  membangun kesadaran 
HKI masyarakat.207 
3. Malaysia 
Hukum HKI Malaysia bersandar pada sistem hukum anglo 
saxon, sebagaimana halnya negara-negara jajahan Inggris lainnya. 
Hukum HKI di Inggris diawali lahirnya Statuta Act of Anne 1709, 
Engraving Copyright Act 1735, 1766, The Prints Copyright Act 1777, 
dan Schulture Copyright Act 1814. Undang-undang tersebut diberlakukan 
di Malaysia tahun 1826. Tahun 1902 diberlakukan Telegram Copyright 
Ordonance untuk mengatur kegiatan usaha dan persaingan usaha 
dalam bidang penerbitan surat kabar (media cetak) dan Copyright Act 
1911 yang diamandemen tahun 1956 (Copyright Act 1956). Setelah 
kemerdekaan Malaysia tahun 1957, undang-undang yang tetap 
diberlakukan adalah Copyright Act 1911 dan FMS Copyright. Copyright 
Act 1956 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Malaysia mengesahkan 
Copyright Act 1969.208 
Sampai saat ini Undang-Undang HKI yang diberlakukan di 
Malaysia adalah: 
a. Copyright Act of 1987, Copyright Act (Amendment) 1997, dan 
Copyright Act (Amendment) 2003. 
b. Patent Act 1983, Patent Act (Amendment) of 1986, Patent Act 
(Amendement) 1993, Patent Act (Amendement) 2000, Patent Act 
                                                 
207. Indian Embassy, India IPR Law, Melalui <http://www.indianembassy.org>, (20/10/09)  
208. Azizah Hamzah, Hasmah Zanudin, Amira S.F, International Trade Policy and Copyright 
Issues in Malaysia-Indonesia Impact to Local Industries, Melalui 
<http://ccm.um.edu.my/doc/> (29/10/09)  
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(Amendment) 2002, Patent Act (Amendment) 2003, Patent Act 
(Amendment) 2006. 
c. Trade Mark Act 1976, Trade Mark (Amendment) 1994, Trade Mark 
(Amendement) 1997, Trade Mark (Amendment) 2000, dan Trade 
Mark (Amendment) 2002. 
d. Industrial Design Act 1996, yang diberlakukan tahun 1999. 
e. Geographical Indication Act 2000, Geographical Indication Act 
(Amendement) 2002. 
f. The Malaysian Franchise Act 1998, berlaku sejak Oktober 1999.  
g. Layout Designs of Integrated Circuits Act 2000.  
h. Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002.  
 
Setelah mempelajari Undang-Undang HKI tersebut, dapat 
dikemukakan politik hukum HKI yang diterapkan oleh Malaysia berkaitan 
dengan perlindungan kepentingan nasionalnya. 
Pertama, memberlakukan pasal-pasal tertentu di dalam 
Undang-Undang HKI untuk melindungi kepentingan nasional. Pasal-
pasal tersebut antara lain: 
a. Undang-Undang Paten. 
(1) Invensi yang tidak dapat diberikan paten. Meliputi: (i) penemuan, 
teori-teori ilmiah dan metode matematika, (ii) varietas tanaman 
atau hewan atau proses biologis esensial untuk produksi tanaman 
atau hewan, selain mikro organisme buatan manusia, proses-
proses mikro biologis dan produk-produk dari hasil proses mikro 
organisme, (iii) skema, aturan atau metode untuk melakukan 
bisnis, tindakan mental murni atau permainan, (iv) metode untuk 
perawatan tubuh manusia atau hewan dengan pembedahan 
atau terapi, metode dan praktek-praktek diagnostik pada 
manusia atau hewan badan  dengan ketentuan tidak berlaku 
atas  produk yang digunakan dalam metode tersebut.  
(2) Larangan publikasi informasi apapun berkaitan dengan paten 
yang menyangkut kepentingan keamanan negara (Pasal 30A). 
(3) Pengaturan tentang lisensi wajib. Permohonan lisensi wajib 
dapat dilakukan dengan ketentuan setelah berakhirnya tiga 
tahun dari pemberian paten, atau empat tahun dari tanggal 
pengajuan aplikasi paten, berkaitan dengan kondisi: (i) paten 
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tidak diproduksi di Malaysia tanpa alasan yang sah, (ii) tidak 
ada produk yang dihasilkan di Malaysia untuk dijual di pasar 
dalam negeri, atau ada tetapi secara tidak wajar dijual dengan 
harga tinggi atau tidak memenuhi permintaan masyarakat tanpa 
alasan yang sah (lisensi ini diberikan apabila pihak yang 
bersangkutan telah berusaha mengajukan lisensi kepada pemilik 
paten tetapi tidak diberikan setelah menunggu dalam waktu 
yang wajar), (iii) dalam hal suatu paten tidak dapat dilaksanakan 
tanpa melanggar paten lainnya. Permohonan lisensi wajib harus 
sesuai dengan peraturan sebagaimana dapat ditentukan oleh 
Menteri (Pasal 49 – Pasal 61). Tetapi pemberian lisensi wajib 
dibatasi untuk hal-hal: (i) tidak akan ditetapkan selain dalam 
kaitannya dengan hubungan bisnis dan itikad baik dalam 
penggunaan invensi yang dipatenkan, (ii) harus terbatas pada 
pasokan terutama penemuan yang dipatenkan di Malaysia, 
(iii) penerima lisensi wajib tidak akan mengikat perjanjian 
lisensi dengan pihak ketiga (Pasal 53).  
(4) Pengaturan mengenai hak pemerintah Malaysia untuk me-
laksanakan paten dalam hal: (i) di mana ada keadaan darurat 
nasional atau di mana kepentingan umum, keamanan nasional, 
gizi dan kesehatan, atau berkaitan dengan pengembangan 
sektor-sektor penting dari perekonomian nasional sebagaimana 
ditetapkan oleh Pemerintah, (ii) di mana pengadilan atau otoritas 
berwenang  telah menetapkan bahwa cara eksploitasi yang 
dilakukan oleh pemilik paten atau pemegang lisensi adalah anti 
persaingan, Menteri dapat memutuskan tanpa persetujuan pemilik 
paten, sebuah lembaga pemerintah atau pihak ketiga yang 
ditunjuk oleh Menteri dapat memanfaatkan invensi yang 
dipatenkan. Pemilik paten tetap berhak mendapatkan kompensasi 
(royalti yang wajar) agar tidak dirugikan. Pendaftaran paten 
akan ditolak apabila diyakini paten tersebut akan menimbulkan 
kerugian bagi kepentingan keamanan negara (Pasal 84 – 
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b. Undang-Undang Hak Cipta. 
(1) Dianggap suatu karya telah dipublikasi di Malaysia jika diterbitkan 
pertama kali atau dipertunjukkan di Malaysia dan tidak di tempat 
lain yang kemudian diterbitkan di Malaysia dalam waktu tiga puluh 
hari sejak dipublikasi di tempat lain tersebut. (Pasal 4 Copyright 
Act Amendment 2000). 
(2) Pengguna memiliki akses untuk menggunakan karya yang 
dilindungi hak cipta tanpa harus meminta izin dari pemilik hak 
cipta, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal 
tersebut berlaku, antara lain pada penggunaan untuk tujuan 
nirlaba, untuk dipelajari sendiri, kritik atau laporan suatu peristiwa 
dengan menyebut sumbernya, pengungkapan dalam bentuk 
parodi, bunga rampai atau karikatur, untuk kepentingan pen-
didikan dan pengajaran di sekolah, universitas dan lembaga 
pendidikan, untuk kepentingan pemerintah pada arsip nasional, 
perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan 
lembaga pendidikan, kepentingan ilmiah dan lembaga profesional. 
Menteri dapat menentukan penggunaan hak cipta untuk ke-
pentingan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang 
yang berlaku (Pasal 9 Ayat (4) dan (5), Pasal 13 Copyright Act 
Amendment 1990). Khusus salinan software diperbolehkan 
membuat salinan untuk kepentingan pribadi (Pasal 40). 
c. Undang-Undang Merek. 
(1) Merek yang dilarang atau ditolak untuk didaftarkan, dalam hal 
merek dagang berkaitan dengan barang atau jasa, yaitu identik 
dengan merek dagang dari pemilik yang berbeda dan sudah 
terdaftar atau memiliki kemiripan seperti merek dagang lain yang 
dapat menipu atau menyebabkan kebingungan (Pasal 19). 
(2) Pemilik merek dagang yang belum atau tidak mendaftarkan 
merek dagangnya di Malaysia tidak berhak untuk mengajukan 
perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat dari 
pelanggaran (pasal 70 Ayat (1) huruf c). 
(3) Merek dagang terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 6bis 
Konvensi Paris atau Pasal 16 dari TRIPS Agreement dimaknai 
sebagai merek terkenal di Malaysia yang digunakan dalam 
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kegiatan usaha, memiliki niat baik, dan sesuai dengan referensi 
merek  terkenal tersebut. (Pasal 70B Ayat (3)). 
(4) Bea cukai memiliki kewenangan untuk mencegah masuknya 
barang-barang impor yang berindikasi barang-barang bermerek 
palsu ke Malaysia, berhak menyita dan memusnahkan barang-
barang tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 
70C, Pasal 70O). Selain itu pemilik merek dagang yang dipalsukan 
tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pejabat 
berwenang agar barang-barang illegal tersebut tidak masuk ke 
Malaysia (Pasal 70D). 
d. Undang-Undang Desain Industri. 
(1) Desain industri yang bertentangan dengan ketertiban umum 
atau moralitas tidak dapat didaftarkan (Pasal 13). 
(2) Pemberian lisensi wajib dapat dilakukan apabila desain industri 
tersebut tidak dilaksanakan di Malaysia (Pasal 27 Ayat (1) huruf c).  
e. Undang-Undang Indikasi Geografis. 
(1) Perlindungan diberikan kepada indikasi geografis: (i) indikasi 
geografis terdaftar atau tidak terdaftar di bawah Undang-undang 
ini, (ii) terhadap indikasi geografis lain, walaupun secara harfiah 
benar dari suatu negara, teritori, kawasan, atau lokasi di mana 
barang berasal, menunjukkan kepada publik bahwa barang 
berasal dari negara lain, teritori, kawasan, atau lokalitas itu 
adalah tidak benar (Pasal 3).  
(2) Pengecualian dari Perlindungan sebagai geografis indikasi: 
(i) indikasi geografis yang tidak sesuai dengan arti dari 
geografis indikasi sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2, (ii) 
indikasi geografis yang bertentangan dengan ketertiban umum 
atau moralitas, (iii) indikasi geografis yang tidak atau tidak lagi 
harus dilindungi oleh negara atau wilayah asal atau (iv) indikasi 
geografis yang sudah tidak digunakan lagi di negara atau wilayah 
asal (Pasal 4).  
(3) Kepada setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan 
perlawanan kepada pengadilan untuk mencegah digunakan 
indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai 
indikasi asal barang, perbuatan persaingan tidak sehat (sesuai 
Pasal 10bis Konvensi Paris), penggunaan secara palsu dalam 
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kegiatan perdagangan terhadap indikasi geografis tertentu 
(Pasal 5).  
(4) Setiap orang yang berkepentingan dalam waktu dua bulan dari 
tanggal pengumuman suatu aplikasi pendaftaran, dapat 
mengajukan oposisi terhadap pendaftaran tersebut berdasarkan 
alasan bahwa indikasi geografis yang didaftarkan tersebut   
(i) tidak termasuk definisi indikasi geografis menurut undang-
undang ini, (ii) bertentangan dengan ketertiban umum atau 
moralitas, tidak atau telah berhenti untuk dilindungi di negara 
asalnya, atau (iii) tidak digunakan lagi di negara asalnya (Pasal 
14). Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 22, bahwa 
pejabat pendaftaran dapat membatalkan atau merevisi indikasi 
geografis yang telah didaftarkan. 
f. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
(1) Beberapa tindakan yang bukan dianggap sebagai pelanggaran 
hak DTLST antara lain: (i) jika reproduksi dilakukan untuk tujuan 
pribadi dan bukan untuk tujuan komersial eksploitasi, (ii) jika 
reproduksi dilakukan hanya untuk tujuan evaluasi, analisis, 
penelitian atau pengajaran, (iii) menggunakan hasil dari setiap 
evaluasi, analisis atau penelitian dilakukan non komersial untuk 
membuat DTLST yang berbeda, penggunaan salinan DTLST 
yang dilindungi dengan menggabungkan DTLST lain atau bahan-
bahan lain untuk menciptakan DTLST yang berbeda (Pasal 11).  
(2) Penggunaan DTLST yang dilindungi untuk tujuan kepentingan 
umum dan pertahanan keamanan Malaysia, berdasarkan 
keputusan menteri (Pasal 23 - Pasal 27).  
(3) Ketentuan lisensi wajib. Setiap orang dapat mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan 
lisensi wajib berdasarkan alasan: (i) tidak ada produksi DTLST  
di Malaysia tanpa alasan yang sah, (ii) tidak ada produksi 
DTLST dijual di Malaysia, atau (iii) ada produksi DTLST di 
Malaysia tetapi dijual dengan harga tinggi atau tidak memenuhi 
permintaan publik tanpa alasan yang sah (Pasal 28, Pasal 29).  
g. Perlindungan Varietas Tanaman. 
(1) Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran 
varietas tanaman baru dan pemberian hak pemulia, adalah: 
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(i) pemulia, (ii) majikan dari pemulia, (iii) pemegang hak 
pemulia, (iv) petani atau kelompok petani, masyarakat lokal 
atau orang pribumi yang telah bertindak sebagai pemulia,  
(v) pemerintah atau badan pemerintah yang telah bertindak 
sebagai pemulia (Pasal 13). 
(2) Ketentuan larangan pendaftaran dan pemberian hak pemulia 
apabila dapat mempengaruhi ketertiban umum atau moralitas 
dan dapat berdampak negatif pada lingkungan (Pasal 15).  
(3) Kantor Varietas Tanaman dapat menolak setiap denominasi 
dari varietas tanaman yang tidak memenuhi persyaratan ayat 
(1), bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas, tidak 
cocok untuk diidentifikasi varietas tanaman, atau dapat 
menyebabkan kebingungan mengenai karakteristik atau identitas 
pemulia varietas tanaman (Pasal 16 Ayat (2)).  
(4) Diberikan waktu tiga bulan kepada publik untuk melakukan 
oposisi terhadap publikasi aplikasi pendaftaran varietas tanaman 
dengan beberapa alasan, yaitu: (i) bahwa orang yang 
menentang aplikasi tersebut berhak atas hak sebagai pemulia 
daripada si pemohon, (ii) aplikasi untuk pendaftaran tersebut 
dan pemberian hak pemulia tidak sesuai dengan persyaratan 
undang-undang ini, (iii) aplikasi untuk pendaftaran varietas 
tanaman baru dan pemberian hak pemulia bertentangan 
dengan kepentingan umum atau moralitas, (iv) dapat berdampak 
negatif terhadap lingkungan (Pasal 23). 
(5) Pembatasan hak pemulia. (1) hak pemulia tidak berlaku terhadap: 
(i) setiap tindakan yang dilakukan secara pribadi non-komersial, 
(ii) setiap tindakan yang dilakukan untuk tujuan percobaan,  
(iii) setiap tindakan yang dilakukan untuk tujuan pembiakan 
tanaman varietas lain dan setiap tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 (1) (a) sampai (g) dalam hal seperti varietas 
tanaman lain, kecuali mana seperti varietas tanaman lain 
telah dasarnya berasal dari varietas tanaman yang terdaftar, 
(iv) setiap tindakan propagasi oleh petani kecil untuk ditanam 
sendiri, (v) setiap pertukaran dalam jumlah wajar kalangan 
petani kecil dan (vi) penjualan benih pertanian yang disimpan 
petani kecil dan karena akibat bencana alam atau keadaan 
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darurat atau faktor lain di luar kendali petani kecil, jika jumlah 
yang dijual tidak lebih daripada apa yang diperlukan bagi 
kepentingannya. (2) hak para pemulia yang diberikan di bawah 
Pasal 30 tidak berlaku bagi materi varietas tanaman terdaftar atau 
bahan berasal dari materi yang telah dijual di Malaysia secara 
komersial oleh para pemulia atau oleh orang lain dengan izin, 
kecuali jika bahan tersebut digunakan untuk tujuan melibatkan: 
(i) penyebaran lebih lanjut dari varietas tanaman yang 
terdaftar atau (ii) bahan ekspor ke negara yang tidak melindungi 
varietas dari genus atau spesies tanaman tersebut dan bukan 
untuk konsumsi akhir (Pasal 31). 
(6) Kewajiban pemegang hak pemulia menyediakan untuk bahan 
propagasi (pengembangbiakan) yang berkualitas, dalam jumlah 
yang cukup dalam waktu tiga tahun sejak tanggal permohonan 
dan dengan harga yang wajar seperti sebagaimana dapat 
ditentukan oleh Kantor Varietas Tanaman (Pasal 34). 
(7) Lisensi wajib dapat diberikan dalam kondisi: (i) setelah 
berakhirnya masa tiga tahun sejak pemberian hak pemulia, 
terjadi keadaan bahwa salah satu persyaratan Pasal 34 tidak 
terpenuhi dan kebutuhan komunitas petani untuk bahan 
propagasi dari varietas tanaman tersebut tidak terpenuhi atau  
proporsi berlebihan dari varietas tanaman yang terdaftar dijual 
ke luar negeri (Pasal 36 – Pasal 38). 
(8) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan 
pembatalan ke pengadilan untuk membatalkan pendaftaran 
varietas tanaman baru dan hak pemulia, jika terbukti bahwa 
Kantor Varietas Tanaman telah keliru atau berdasarkan informasi 
atau pernyataan yang salah, pemegang hak tidak memenuhi 
kecakapan bertindak menurut undang-undang ini atau hak 
pemulia bukan dimiliki orang yang diberikan hak pemulia. 
(Pasal 39 Ayat (1) dan (2)). 
 
Lembaga yang menangani HKI di Malaysia dikoordinasikan 
oleh Intellectual Property Office (IPO), sedangkan pendaftaran dan 
pengelolaannya disesuaikan dengan departemen yang memiliki relevansi 
paling erat dengan bidang HKI tertentu. Hak Cipta dikelola oleh Kantor 
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Hak Cipta yang bernaung di Departemen Dalam Negeri, Merek, DTLST, 
Rahasia Dagang dikelola oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian, 
Paten dan Desain Industri dikelola oleh IPO, dan Perlindungan Varietas 
Baru Tanaman dikelola oleh Departemen Pertanian.   
Kedua, memacu penguasaan IPTEK melalui kebijakan alih 
teknologi yang memihak kepentingan nasional. Kebijakan teknologi 
Malaysia terintegrasi dengan kebijakan industri yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP). Kebijakan 
tersebut tertuang dalam Investment Incentive Act 1968 dan Industrial 
Coordination Act 1975. Secara garis besar dua undang-undang tersebut 
mengatur tentang: (a) pemilihan teknologi yang ingin dialihkan adalah 
teknologi komersial dan tidak usang, (b) perbandingan dengan 
perusahaan asing sejenis yang memiliki pengalaman, kemampuan 
teknologi yang baik dan mutakhir,  (c) kemudahan terjadinya alih 
teknologi dari perusahaan asing kepada perusahaan lokal, termasuk 
dalam kaitannya dengan hak perusahaan lokal menggunakan HKI 
(paten) perusahaan asing tersebut, (d) program pelatihan bagi 
karyawan perusahaan lokal harus dinyatakan secara jelas (waktu 
pelatihan, jumlah karyawan yang dilatih, bidang-bidang yang dilatih, 
fasilitas yang disediakan, lamanya pelatihan), dan (e) pengawasan 
dan pembinaan proses alih teknologi dilakukan oleh Unit Alih 
Teknologi pada Kementerian Perdagangan dan Industri. Unit ini yang 
memproses persetujuan berkaitan dengan know kow, manajemen, 
joint venture, dan memberi petunjuk pada perusahaan lokal ketika 
bernegosiasi dengan pihak asing.209  
Kebijakan lainnya dikeluarkan Kementerian Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan Inovasi Malaysia (MOSTI) pada Juni 2009 tentang 
Kebijakan Komersialisasi HKI dari Hasil Riset yang Didanai Pemerintah. Isi 
kebijakan ini antara lain penentuan kepemilikan HKI, pembagian 
manfaat komersialisasi HKI, dan pemanfaatan HKI oleh Pemerintah 
jika berkaitan dengan kepentingan nasional Malaysia. Ada tujuh 
skema yang diatur mengenai kepemilikan HKI, yaitu; (1) pendanaan 
dari pemerintah, HKI dipegang oleh penerima dana (inventor),   
                                                 
209. Sumantoro, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 128 – 
136.  
Bab IV. Perbandingan Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia .... 
 
181 
(2) suatu lembaga melakukan penelitian dengan pihak ketiga, HKI 
dipegang oleh lembaga yang bersangkutan, (3) dana pemerintah 
diberikan kepada individu atau pihak ketiga, HKI dipegang oleh 
individu atau pihak ketiga, (4) dana pemerintah dan dana pihak ketiga 
digunakan oleh lembaga penelitian dan pihak ketiga, HKI dimiliki oleh 
keduanya bersama-sama, (5) dana pemerintah dalam suatu proyek 
dengan beberapa pihak, HKI dimiliki pihak-pihak yang terlibat secara 
bersama-sama, (6) dana pemerintah yang diberikan kepada lembaga 
penelitian yang bekerjasama dengan pihak ketiga, HKI dimiliki oleh 
lembaga penelitian dan pihak ketiga secara bersama-sama, (7) dana 
pemerintah bekerjasama dengan pihak ketiga, HKI dimiliki oleh 
pemerintah dan pihak ketiga secara bersama-sama. Penelitian yang 
bekerjasama dengan pihak industri, HKI-nya dimiliki oleh pemerintah. 
Pihak industri berhak mendapatkan lisensi ekslusif atau non ekslusif, 
tetapi dalam hal pihak industri secara nyata berkontribusi melalui 
pendanaan, menyediakan fasilitas ilmiah dan keahliannya dapat 
disepakati dalam suatu kontrak, HKI-nya dimiliki secara bersama-
sama. Inventor diberikan insentif, dengan ketentuan setelah invensi 
diungkapkan mendapat RM 500,00, setelah pengajuan paten 
mendapat RM 5.000,00, dan setelah paten diberikan mendapat RM 
10.000,00.210  
Kemajuan penguasaan IPTEK ditandai dengan semakin 
dikenalnya produk-produk teknologi tinggi made in Malaysia, misalnya 
mobil proton, produk teknologi informasi prosesor AMD. Peringkat 
daya saing global Malaysia berada pada posisi ke-24 menurut Laporan 
Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) Tahun 2009.211 
Penguasaan IPTEK dalam kaitannya dengan industrialisasi di Malaysia 
juga didukung oleh infrastruktur yang memadai, misalnya: (1) Kulim 
High-Tech Park (KHTP), didirikan tahun 1993 menempati lahan seluas 
1,486 hektar untuk melayani teknologi tinggi manufaktur, (2) Technology 
Park Malaysia (TPM) didirikan pada tahun 1995, menempati lahan seluas 
120 hektar, melayani R & D, (3) Multimedia Super Corridor (MSC), 
                                                 
210. MOSTI, Comercialisation Policy for Intellectual Property Research and Development 
Project Funded The Government of Malaysia, Melalui 
http://www.mosti.gov.my/html/> (2/11/09) 
211. WEF, Global Competitiveness Report 2009, Melalui <http;//www.weforum. 
org/repot/2009/> (05/11/09).  
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didirikan 1996, menempati lahan seluas 750 kilometer persegi, melayani 
perangkat lunak dan layanan teknologi informasi.212 
Ketiga, berupaya mengubah pola pikir masyarakat Malaysia 
dan pelaku usaha lokal melalui sosialisasi Undang-Undang HKI untuk 
meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan penguasaan 
IPTEK. Menurut Hoo Seong Chang (Sekretaris Departemen Per-
dagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen Malaysia), bahwa 
sangat penting meningkatkan kesadaran HKI dikalangan peneliti lokal, 
sebab hanya 7% - 8% dari peneliti tersebut yang mengajukan 
permohonan paten. Tahun 1986 – 2007 dari total 87,852 aplikasi paten, 
hanya 4.786 yang berasal dari warga negara Malaysia, demikian juga 
pada desain industri, dari tahun 1999 – 2007, ada 7.092 aplikasi desain 
industri dan 2.717 berasal dari warga negara Malaysia.213  
Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia, 
antara lain:  
a. Memberlakukan Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 
2002, yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan kerjasama HKI 
baik di dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi dari Corporation, 
adalah: (1) memastikan bahwa ketentuan-ketentuan Undang-
undang ini dan Undang-Undang HKI dikelola, dilaksanakan, dan 
dipatuhi; (2) bertindak sebagai agen dari Pemerintah dan untuk 
menyediakan layanan dalam mengelola, mengumpulkan dan 
menentukan pembayaran yang ditentukan dalam Undang-Undang 
HKI; (3) untuk mengatur dan mengawasi isu-isu atau masalah 
yang terkait dengan kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan 
Undang-Undang HKI; (4) memberi nasihat tentang tinjauan dan 
pembaruan Undang-Undang HKI; (5) untuk mendorong dan 
mempromosikan pelatihan dan difusi pengetahuan dan informasi 
tentang kekayaan intelektual; (6) untuk memegang, mendorong 
dan memberikan program kerjasama pada tingkat nasional atau 
internasional pada kekayaan intelektual isu atau masalah;  
                                                 
212. Mun Chow Lai dan Su Fei Yap,Tecnology Development In Malaysia and The Newly, 
Industrializing Economies, A Comparative Analysis, Asia-Pacific Development 
Journal Asia-Pacific Development Journal Vol. 11, No. 2, December 2004.  
213. Editor, Malaysia IPR Improvement, <http://www.thestar.com.my/info/thestar.asp> 
(05/11/09) 
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(7) menjaga kepentingan Malaysia sehubungan perjanjian atau 
konvensi internasional yang malaysia merupakan salah satu pihak, 
dan akan sejauh yang diperlukan untuk memberikan dampak 
untuk ada ketentuan dalam perjanjian atau konvensi; (8) 
memberikan nasihat kepada Pemerintah di tingkat internasional 
perkembangan level pada isu-isu atau masalah yang terkait 
dengan kekayaan intelektual; (9) untuk melakukan penelitian dan 
studi mengenai isu-isu komisi atau hal-hal yang berkaitan dengan 
kekayaan intelektual; (10) untuk memberikan nasihat kepada Menteri 
mengenai isu-isu atau masalah berkaitan dengan kekayaan 
intelektual dan (11) melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan 
melakukan hal-hal yang layak bagi Administrasi of the Corporation, 
atau untuk tujuan lain yang konsisten dengan Undang-undang ini 
(Pasal 17).  
b. Seminar, workshop, dan iklan media massa. 
 
Keempat, menekan pelanggaran HKI melalui penegakan hukum 
secara perdata, pidana dan administrasi. Laporan Special 301 USA tahun 
2009 menyebut pembajakan di Malaysia telah merugikan ekonomi lokal 
maupun asing. Penjualan musik secara fisik merosot 20% sampai 25% 
pada tahun 2008, dan dampaknya EMI Records menutup operasinya 
di Malaysia dan Universal Music outsourcing hengkang ke India.214 
Industri musik diperkirakan rugi US $ 25.7 juta di tahun 2008, dengan 
tingkat pembajakan meningkat menjadi lebih dari 60% (dibandingkan 
dengan kerugian sebesar US $ 16 juta dan  5% tingkat pembajakan 
pada tahun 2007). Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Johor Bharu, dan 
Penang  paling banyak terdapat barang hasil pembajakan. Malaysia 
termasuk dalam kategori Watch List (WL). Pembajakan juga terjadi 
pada buku-buku, film dan software.  
Pemerintah Malaysia telah melakukan tindakan penegakan 
hukum untuk memberantas pelanggaran HKI tersebut, meskipun tindakan 
sejenis terus dilakukan oleh para pelaku. Misalnya keberhasilan 
Departemen Perdagangan Dalam Negeri telah menyita perangkat 
lunak bajakan senilai RM 794.300 dari perguruan tinggi swasta di Kota 
Kemuning, Selangor, menggerebek sebuah penyedia jasa IT di Kuala 
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Lumpur dan menyita 74 salinan perangkat lunak bajakan bernilai 
sekitar RM 125.800 dan yang terinstal di komputer bernilai sekitar   
RM 21.000. Departemen juga menggerebek 30 perusahaan yang 
diduga menggunakan software bajakan dalam bisnis dan menyita 178 
komputer, 2.106 salinan perangkat lunak bajakan dengan total RM 7,6 
juta.215 Kebijakan nasional HKI yang cukup responsif adalah 
didirikannya Pengadilan khusus HKI pada tanggal 17 Juli 2007. 
Malaysia adalah salah satu dari empat negara yang melakukan hal ini, 
selain Jepang, Korea dan Thailand. Sampai saat ini, sudah ada lima 
belas Pengadilan, berada di setiap negara bagian termasuk ibukota 
administratif Putrajaya, dan enam Pengadilan Tinggi di negara-negara 
utama Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Perak, Sabah dan Sarawak. 
Sejauh ini, Pengadilan Tinggi Khusus HKI di Kuala Lumpur telah 
berhasil menyelesaikan 70% dari kasus sebelumnya. Perkembangan 
ini menegaskan kebijakan Malaysia dalam penegakan hukum HKI dan 
makin menguatkan keyakinan adanya perlindungan HKI di 
Malaysia.216  
Kelima, menggali aset budaya lokal yang memiliki potensi HKI 
untuk memajukan dunia pariwisata Malaysia. Berbagai upaya dilakukan 
oleh pemerintah untuk memunculkan kekhasan budaya lokal sebagai 
penarik wisatawan berkunjung ke Malaysia, seperti tari-tarian, alat-alat 
musik, lagu-lagu daerah, batik, makanan dan minuman dan sebagainya. 
Tidak jarang upaya tersebut berbenturan dengan asset budaya negara 
lain, khususnya Indonesia. Klaim atau penggunaan asset budaya 
Indonesia secara sepihak oleh Malaysia memancing terjadinya 
ketegangan antara kedua negara, misalnya dalam kasus lagu rasa 
sayange, reog ponorogo, batik, dan tari pendet. Malaysia juga sudah 
mendokumentasikan berbagai aset budaya melalui situs http:// 
www.warisan.gov.my. Kemajuan pengelolaan pariwisata Malaysia 
ditandai dengan semakin meningkatnya wisatawan mengunjungi 
Malaysia. Jumlah kunjungan wisatawan ke Malaysia mencapai 20 juta 
                                                 
215. Editor, RM794.300 Worth of Pirated Software Seized From College, Melalui 
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orang per tahun, lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia yang 
dikunjungi wisatawannya tidak lebih dari 10 juta orang.217  
                                                 
217. Redaksi, Wisatawan ke Malaysia Lebih Banyak Daripada Indonesia, Melalui 
<http://www.mediaindonesia.com/index.php.2009> (07/11/09)  
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A. Temuan Teoritis dan Praktis dari Hasil Pengkajian  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab terdahulu, 
terdapat beberapa temuan baru dalam tulisan ini. Temuan baru tersebut 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu temuan teoritis dan temuan praktis. 
1. Temuan Teoritis 
a. Penguatan dan pengembangan Teori Hukum Pembangunan 
Dalam Pembangunan Hukum HKI. 
Teori Hukum Pembangunan masih tetap relevan digunakan sesuai 
dengan kondisi Indonesia yang sedang membangun, mengejar 
ketertinggalan IPTEK dari negara-negara maju dan melindungi 
kepentingan nasional terkait potensi HKI yang dimiliki Indonesia 
(PT, SDG, Ekspresi Budaya). Kehadiran Undang-Undang HKI 
akan menjadi panduan dalam proses pembaharuan masyarakat 
agar lebih mengenal konsep-konsep dan hukum HKI, meng-
arahkan perilaku atau tindakan masyarakat sesuai norma-
norma hukum HKI (kesadaran hukum dan budaya hukum HKI 
yang baik), dan mengambil langkah-langkah positif melindungi 
kepentingan HKI nasional (melakukan penelitian dan pengem-
bangan dalam bidang IPTEK secara terus-menerus, dokumentasi 
PT, SDG, Ekspresi Budaya sebagai upaya mencegah terjadinya 
pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain secara 
tanpa hak). Pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menganggap 
penggunaan model-model hukum asing dalam bidang hukum 
yang netral tidak menimbulkan kesulitan dalam pengembangan 
hukum perlu dikoreksi.345 Kenyataannya cukup sulit meng-
gunakan model-model hukum asing dalam pembangunan hukum 
di Indonesia, karena ada perbedaan dari aspek filosofis 
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(Pancasila), yuridis (UUD 1945), dan sosiologis (aspek historis, 
ekonomi, sosial dan budaya) kecuali apabila model-model 
hukum asing tersebut diambil alih secara total. Peng-ambilalihan 
secara total akan menimbulkan masalah secara yuridis 
konstitusional dan dalam implementasinya karena tidak 
bersumber dari bangsa Indonesia dan tetap akan dianggap 
sebagai hukum asing. Hal demikian terjadi dalam Undang-
Undang HKI Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting 
untuk memilih metode agar hukum asing dapat digunakan di 
Indonesia dengan meminimalisasi perbedaan filosofis, yuridis 
dan sosiologis. Pilihan yang lebih realistis adalah melalui 
metode harmonisasi hukum, sebab dalam proses harmonisasi 
hukum terjadi pengkajian, perbandingan dan penyesuaian hukum 
asing dan hukum nasional dengan memposisikan hukum nasional 
sebagai penyaring untuk mencegah dirugikannya kepentingan 
nasional sebagai akibat masuknya hukum asing ke dalam hukum 
nasional.  
b. Pengembangan Teori Harmonisasi Hukum. 
Harmonisasi hukum adalah suatu proses mengharmoniskan 
(menyesuaikan) dua sistem hukum yang berbeda, misalnya 
harmonisasi hukum asing (TRIPs Agreement) dan hukum 
nasional. Hukum tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis 
mengikuti perkembangan zaman, sehingga mengharuskan 
harmonisasi hukum juga harus bergerak dinamis dan tidak 
berhenti pada satu titik. Harmonisasi hukum tidak selalu 
menghasilkan hukum yang harmonis secara keseluruhan 
(totalitas). Sejarah membuktikan bahwa proses harmonisasi 
hukum HKI di dunia sudah berlangsung sejak 127 tahun yang 
lalu (Konvensi Bern Tahun 1883 - 2010), tetapi masing-masing 
negara memiliki perbedaan dalam pengaturan HKI walaupun 
sudah ada TRIPs Agreement. Di EU telah berlangsung lebih 
dari 53 tahun (1957 – 2010). Di Indonesia sudah berlangsung 
124 tahun sejak zaman kolonial Belanda (1888 – 2010), dan 
jika dihitung sejak kemerdekaan Indonesia telah berlangsung 
selama 65 tahun (1945 – 2010). Keberhasilan harmonisasi 
hukum sangat ditentukan oleh perkembangan dari sistem 
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hukum yang berbeda tersebut, semakin sering terjadinya 
hubungan yang melibatkan kedua sistem hukum itu, akan 
memperlancar terjadi  harmonisasi. Harmonisasi hukum asing 
ke dalam hukum nasional tidak menghapus unsur kepentingan 
nasional. Setiap negara bebas memilih metode yang dikehendaki, 
tidak ada negara atau organisasi internasional yang memiliki 
hak memaksa suatu negara menerima suatu hukum asing.  
2. Temuan Praktis  
Temuan praktis berupa usulan dan beberapa hal yang dapat 
menjadi bahan masukan dalam amandemen Undang-Undang HKI 
Indonesia terkait dengan perlindungan kepentingan HKI Indonesia, 
antara lain: 
a. Rumusan konsep politik hukum HKI Indonesia berdasarkan 
Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia 
(Bab VI). 
b. Rumusan konsep prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia yang 
bersumber pada Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial 
bangsa Indonesia (Bab VII). 
c. Rumusan konsep harmonisasi prinsip-prinsip hukum TRIPs 
Agreement ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia (Bab VIII). 
d. Memperkenalkan metode modifikasi harmonisasi total sebagai 
pilihan metode yang lebih tepat bagi Indonesia dalam meng-
harmonisasikan prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement ke 
dalam Undang-Undang HKI dalam rangka melindungi kepentingan 
nasional. Perlunya ditambahkan ke dalam Undang-Undang HKI 
ketentuan yang tegas tentang perlindungan kepentingan Indonesia 
dalam bidang HKI. Ketentuan tersebut, seperti kewenangan 
negara (pemerintah) melaksanakan HKI demi kepentingan 
nasional dalam arti luas (penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, kesehatan, perekonomian, pertahanan dan keamanan 
dan kepentingan masyarakat), tidak dibatasi pada hal-hal 
tertentu saja sebagaimana yang diatur selama ini.  Selain itu 
juga penting diakomodasikannya beberapa konsep-konsep 
yang tidak bersumber dari HKI ke dalam Undang-Undang HKI 
untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemanfaatan 
potensi HKI Indonesia (PT, SDG dan Ekspresi Budaya) agar 
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tidak dicuri dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak 
berhak melalui konsep ABS, DO dan PIC. Terkait dengan 
hukum persaingan usaha, maka penting dilakukan amandemen 
terhadap Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 yang mengecualikan perjanjian dalam bidang HKI dari 
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
karena pelaksanaan HKI secara nyata berpotensi disalah-
gunakan oleh pemilik atau pemegang HKI sehingga merugikan 
masyarakat dan melanggar ketentuan hukum persaingan 
usaha (Bab VIII). 
B. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan 
paparan pada bab-bab sebelumnya, adalah sebagai berikut: 
1. Prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia harus bersumber pada 
Pancasila, UUD 1945 realitas sosial bangsa Indonesia. Prinsip-
prinsip hukum HKI tersebut adalah: prinsip kebebasan berkarya, 
prinsip perlindungan hukum terhadap HKI, prinsip kemanfaatan 
HKI, prinsip hak ekonomi HKI, prinsip HKI untuk kesejahteraan 
manusia, prinsip kebudayaan HKI, prinsip perlindungan kebudayaan 
nasional, prinsip kewenangan negara melaksanakan HKI demi 
kepentingan nasional, prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas 
dan agama, prinsip hak ekslusif terbatas, prinsip keadilan, prinsip 
HKI berfungsi sosial dan prinsip kolektivisme. Prinsip-prinsip hukum 
TRIPs Agreement, adalah: prinsip ketundukan utuh (full compliance), 
prinsip pembalasan silang (cross retaliation), prinsip standar 
minimum (minimum standars), prinsip pemberian hak yang sama 
(national treatment), prinsip tanpa diskriminasi (the most favoured 
nation), prinsip pengutamaan komersialisasi HKI, prinsip exhaustion 
of intellectual property rights, prinsip tanpa persyaratan (no 
reservation), prinsip perlakuan khusus terbatas pada negara 
berkembang dan terbelakang, prinsip alih teknologi, prinsip 
kepentingan umum, prinsip kerjasama internasional, prinsip 
amandemen dan prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme 
WTO. Terjadi perbedaan antara prinsip-prinsip TRIPS Agreement 
dan prinsip-prinsip HKI Indonesia, antara lain pada aspek filosofis, 
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yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis berkenaan dengan 
individualisme versus kolektivisme (komunalisme), unifikasi hukum 
versus nasionalisme, komersialisasi HKI versus humanisme, 
penguasaan IPTEK dan dominasi teknologi versus keadilan sosial. 
Aspek yuridis berkenaan dengan prinsip full compliance versus 
kewenangan negara melaksanakan HKI untuk kepentingan nasional, 
standar minimum versus keadilan, no reservation versus per-
lindungan kebudayaan nasional, dan cross retaliation versus HKI 
untuk kesejahteraan manusia. Aspek sosiologis berkenaan dengan 
kepentingan negara maju mengatur HKI secara internasional dan 
terstandarisasi versus keinginan Indonesia mengatur HKI sesuai 
dengan kepentingan nasional, keterpaksaan negara berkembang/ 
terbelakang (termasuk Indonesia) menyetujui TRIPs Agreement 
versus kebutuhan penguasaan IPTEK untuk mendukung pem-
bangunan sehingga membutuhkan kemudahan alih teknologi. 
2. Politik hukum HKI Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai 
landasan filosofis, UUD 1945 sebagai landasan yuridis dan realitas 
sosial bangsa Indonesia sebagai landasan sosiologis. Setiap hukum 
asing (hukum yang berasal dari luar Indonesia) yang ingin 
diberlakukan di Indonesia harus melewati saringan (filterisasi) 
apakah hukum asing tersebut berkesesuaian dengan prinsip-
prinsip hukum Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial bangsa 
Indonesia. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian, maka 
langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan harmonisasi 
hukum. TRIPs Agreement sebagai hukum yang lahir dari kesepakatan 
internasional harus melewati proses harmonisasi hukum, sebelum 
menjadi hukum nasional.  
3. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pengadopsian ketentuan 
TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia 
selama ini tidak melalui proses harmonisasi hukum yang baik, 
sehingga kepentingan nasional belum terlindungi. Harmonisasi 
dilakukan menggunakan metode harmonisasi total, prinsip-prinsip 
hukum TRIPs Agreement diadopsi secara utuh, tetapi justru 
peluang-peluang yang dimungkinkan oleh TRIPs Agreement untuk 
melindungi kepentingan nasional tidak dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya (misalnya Article 6, 8, 67). Hal ini mencerminkan 
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betapa pembentuk Undang-Undang HKI kurang memperhatikan 
arti penting dari perlindungan hukum terhadap kepentingan 
nasional terkait HKI atau adanya tekanan dari pihak asing dan 
ketidakberanian untuk menolaknya. Di masa depan, metode 
harmonisasi hukum selayaknya diubah menggunakan metode 
modifikasi harmonisasi total. Ketentuan TRIPs Agreement tetap 
diadopsi tetapi dengan memaksimalisasi peluang-peluang yang 
diatur dalam TRIPs Agreement untuk melindungi kepentingan nasional 
dan jika kepentingan nasional memang membutuhkan, maka harus 
dilakukan modifikasi (penyimpangan) dengan mengungkapkan 
alasan-alasannya secara faktual, argumentatif dan yuridis. 
C. Rekomendasi 
Demi memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan 
nasional di dalam Undang-Undang HKI, maka penting melakukan hal-
hal sebagai berikut: 
1. Pemerintah dan DPR wajib berkomitmen tinggi, memiliki kemauan 
(political will), keberanian dan berjiwa nasionalis untuk mewujudkan 
tujuan negara RI sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945 
Alinea keempat dalam membentuk atau merevisi Undang-Undang 
HKI Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan realitas 
sosial bangsa Indonesia. Politik hukum HKI menjadi pemandu 
sekaligus penyaring prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement dan 
konvensi internasional lainnya sebelum diharmonisasikan ke dalam 
Undang-Undang HKI Indonesia. Kepentingan nasional harus 
didahulukan daripada memenuhi standar TRIPs Agreement atau 
tekanan dari pihak asing. Oleh karena itu kepentingan nasional 
harus diatur dengan tegas di dalam setiap Undang-Undang HKI. 
2. Kepada pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) dalam 
melakukan harmonisasi prinsip-prinsip TRIPs Agreement ke dalam 
Undang-Undang HKI di masa depan hendaknya jangan meng-
gunakan metode harmonisasi total, tetapi gunakanlah metode yang 
memungkinkan terlindunginya kepentingan nasional, yaitu dengan 
menerapkan metode modifikasi harmonisasi total. 
3. Indonesia harus lebih fokus pada perlindungan hukum dan 
pemanfaatan potensi HKI nasional seperti Pengetahuan Tradisional, 
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Sumber Daya Genetik dan Ekspresi Budaya melalui pengaturannya 
baik secara sui generis maupun melalui Undang-Undang HKI. 
Perlindungan hukum bertujuan mencegah terjadinya penyalah-
gunaan oleh pihak-pihak dari dalam negeri maupun luar negeri 
secara tanpa hak dan melanggar kepatutan yang dapat merugikan 
kepentingan nasional. Diyakini potensi HKI tersebut akan mampu 
memberi kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing HKI 
nasional, misalnya penemuan obat baru bersumber dari penge-
tahuan tradisional (paten, rahasia dagang, indikasi geografis), 
rekayasa genetika bersumber dari sumber daya genetik Indonesia, 
dan pemanfaatan secara optimal ekspresi budaya melalui sektor 
pariwisata. Berkaitan dengan hal ini, penulis menyarankan kepada 
peneliti lain agar melakukan penelitian yang bertemakan 
pengaturan HKI dan manfaatnya bagi kemajuan dan kesejah-
teraan bangsa Indonesia. Tema penelitian yang dimaksud, antara 
lain tentang pengaturan alih teknologi dalam penanaman modal 
asing (direct investment) terkait dengan HKI, fungsi intermediasi 
Perguruan Tinggi dalam penelitian/ pengembangan IPTEK dan 
aplikasinya dalam dunia industri, dan implementasi ketentuan 
Undang-Undang HKI terkait kepentingan umum seperti lisensi 










Beberapa hal yang penting dicatat dari politik hukum HKI di 
Cina, India dan Malaysia, adalah: (1) bahwa Cina sangat tegas 
melindungi kepentingan nasionalnya melalui pasal-pasal tertentu 
dalam Undang-Undang HKI, demikian pula dengan India dan Malaysia 
meskipun tidak setegas Cina, (2) bahwa selain melalui pengaturan di 
dalam Undang-Undang HKI, Cina juga menerapkan strategi mentolerir 
pelanggaran HKI sepanjang tindakan tersebut dapat mempercepat 
penguasaan IPTEK dan pengembangan produk yang laku dipasaran. 
Walaupun Cina juga melakukan penindakan terhadap pelaku 
pelanggaran HKI, (3) Cina, India dan Malaysia membangun 
infrastruktur pengembangan IPTEK secara serius dan khususnya Cina 
memanfaatkan Undang-Undang Penanaman Modal untuk memaksa 
terjadinya alih teknologi dari perusahaan asing kepada perusahaan 
lokal, dan (4) Cina tidak terburu-buru meratifikasi WTO/TRIPs 
sebelum merasa siap bersaing dengan negara-negara maju, dan (5) 
Cina juga tidak takut dengan tekanan dan ancaman negara-negara 
maju, karena Cina memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi, 
IPTEK, dan negara maju berkepentingan dengan besarnya potensi 
pasar produk apapun (jumlah penduduk lebih dari 1 milyar).  
Setelah menelaah politik hukum HKI Indonesia dan 
membandingkannya dengan politik hukum HKI Cina, India dan 
Malaysia, diperoleh suatu kesimpulan bahwa perlu perubahan 
mendasar terhadap politik hukum HKI Indonesia. Menurut pandangan 
O.C. Kaligis, perlu adanya sistem audit terhadap sistem hukum 
nasional (national legal system audit) untuk meneliti apakah setiap 
elemen hukum sudah sesuai dengan norma dasar UUD 1945 dan 
Pancasila. Mengingat politik hukum Indonesia saat ini tanpa arah yang 
jelas, penuh kepentingan politik pragmatis, tidak memiliki grand 
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design dan bersifat reaktif dari pada membangun cita-cita sistem 
hukum yang berjiwa dan berkarakter ke-Indonesia-an.218  
Pandangan tersebut terasa sangat relevan melihat kondisi 
hukum HKI Indonesia sekarang ini, terutama dilihat dari aspek filosofi, 
aspek yuridis konstitusional dan aspek sosiologis. Kelemahan dari 
ketiga aspek tersebut mengakibatkan pembangunan hukum HKI 
hanya mampu memproduksi undang-undang mengikuti standar TRIPs 
Agreement yang sesungguhnya didesain oleh negara-negara pemilik 
teknologi (negara-negara maju) untuk melindungi kekayaan 
intelektual yang dimilikinya dan memelihara dominasi IPTEK terhadap 
negara berkembang dan negara terbelakang. Hal ini tidak hanya 
terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang 
lainnya. 
Kelemahan politik hukum HKI yang diterapkan oleh Indonesia 
selama ini akan dikaji secara kritis dari tiga aspek, yaitu filosofi, 
yuridis dan sosiologis. 
A. Kelemahan filosofi 
Konsep perlindungan HKI yang memberikan hak ekslusif 
kepada pemiliknya dan melarang pihak lain menggunakan kekayaan 
intelektual yang dimilikinya bersandar pada paham individualisme. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individualisme memiliki tiga 
arti, yaitu: (1) Paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu 
diperhatikan (kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan), 
(2) Paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut 
suatu kepercayaan bagi setiap orang. Paham yang mementingkan hak 
perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara, dan 
(3) Paham yang menganggap diri sendiri (pribadi) lebih penting 
daripada orang lain. 
Kelemahan filosofi sangat dipengaruhi dari latar belakang 
historis perlindungan HKI di dunia, yaitu dari negara Eropa yang 
diawali dari Italia dan berkembang di Inggris. Filosofi hidup 
masyarakat barat bersandar pada pengagungan terhadap 
                                                 
218. O.C Kaligis, Perlu Audit Sistem Hukum Nasional, Harian Umum Kompas, tanggal 11 
Oktober 2009.   
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kepentingan individu (individualisme) dari pada kepentingan bersama. 
Semua hal dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu (bersandar pada 
aspek subjektif). Individu adalah titik pusat dari segala pengaturan 
hukum yang memunculkan konsep hak subjektif di dalam hukum 
negara-negara barat.219 Konsep hak subjektif merupakan konsep 
kepemilikan individu terhadap kekayaan. Individu memiliki kedaulatan 
penuh terhadap kekayaan yang dihakinya dan bebas memanfaatkannya 
sesuai dengan keinginannya. Lahirnya individualisme di Yunani diawali 
dengan pernyataan Protagoras yang mengatakan bahwa manusia 
adalah ukuran segalanya. Individualisme berkembang dipengaruhi 
ajaran Kristen dan pemikiran Romawi. Pemujaan terhadap individu 
semakin tinggi ketika berkembangnya demokrasi dan hak-hak asasi 
manusia di negara-negara Barat. Terjadinya revolusi Perancis (1789) 
dengan tiga jargon terkenal itu (kebebasan (liberte), persamaan 
(egalite) dan persaudaraan (fraternite)) membuktikan makin 
kentalnya masyarakat Barat dengan individualisme. Selanjutnya 
Amerika Serikat mengagungkan paham ini dengan memasukan 
individualisme ini dalam teks proklamasinya yang dikenal sebagai hak 
asasi manusia (HAM). Kebebasan individu dapat dibenarkan sepanjang 
tidak berbenturan dengan kebebasan atau kedaulatan yang dimiliki 
individu-individu lain. Negara tidak boleh membatasinya termasuk 
juga kepentingan umum (social interest) tidak dapat menghalangi 
hak-hak dari individu tersebut.  
HKI sebagai hak-hak yang lahir dari kemampuan intelektual 
manusia secara alamiah dianggap sebagai hak milik dari individu atau 
kelompok yang penciptanya atau inventornya. Ciptaan atau invensi 
tersebut bernilai ekonomi karena berguna dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta dapat diterapkan dalam kegiatan 
industri dan perdagangan. Adanya nilai ekonomi inilah yang kemudian 
memunculkan kebutuhan perlindungan hukum terhadap HKI untuk 
memaksimalisasi keuntungan bagi pencipta, inventor atau pemegang 
HKI dan melarang pihak-pihak lain dalam jangka waktu tertentu 
memanfaatkan HKI tersebut secara tanpa izin. Perlindungan hukum 
juga dimaknai sebagai penghargaan yang diberikan negara kepada 
                                                 
219. Mengenai nilai budaya barat dan timur dapat dibaca lebih lanjut dalam To Thi Anh, Nilai 
Budaya Timur dan Barat, Konflik atau Harmoni?, Gramedia, Jakarta, 1984.  
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pencipta dan inventor atas pengorbanan, keahlian, waktu dan biaya 
yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan HKI.  
Berbeda dengan filosofi kehidupan masyarakat dibelahan 
dunia lain (Timur dan selain Barat) yang bersandar pada pengagungan 
terhadap kepentingan bersama (komunalisme) dari pada kepentingan 
pribadi (individu). Akibatnya pengaturan HKI lebih melindungi 
kepentingan pemilik HKI (individu) daripada kepentingan umum 
(negara). Negara seolah kehilangan kekuatan untuk melindungi 
kepentingannya, mengikuti filosofi TRIPs Agreement yang lebih 
berdimensi ekonomi liberal dan mengurangi kewenangannya dalam 
pemanfaatan HKI meskipun kebutuhan negara menghendakinya 
(misalnya kewenangan negara dibatasi oleh undang-undang hanya 
berkaitan dengan kepentingan pertahanan keamanan, obat-obatan 
ketika terjadi wabah penyakit menular, obat-obatan untuk kegiatan 
pertanian dan hewan). Padahal, tujuan TRIPs Agreement adalah 
untuk memacu invensi dan penyebaran teknologi demi kesejahteraan 
sosial dan ekonomi serta terjadinya keseimbangan antara hak dan 
kewajiban (Article 7).  Pada praktiknya tujuan tersebut sangat sulit 
diwujudkan, disebabkan orientasi utamanya adalah kepentingan 
ekonomi, yaitu bagaimana memaksimalisasi keuntungan dari 
pemanfaatan HKI, dan memelihara keunggulan IPTEK melalui 
pembatasan-pembatasan sesuai hukum HKI. 
Konsep perlindungan HKI yang individualistik jika diterapkan 
di Indonesia dianggap kurang tepat karena bertentangan dengan 
filosofi (nilai-nilai, paham) yang dianut oleh masyarakat Indonesia 
yang bersandar pada paham komunalisme (kebersaman, kelompok). 
Kepentingan umum atau kelompok berada di atas kepentingan 
individu dan hak-hak individu memiliki fungsi sosial. Filosofi 
masyarakat Indonesia tercermin dari Pancasila sebagai dasar negara 
yang digali dari nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia yang 
bercirikan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan dan 
kesatuan, permusyawaratan atau kebersamaan (gotong royong, 
komunalisme) dan keadilan sosial. Pancasila tidak anti hak-hak 
individu, tidak mengagungkan hak-hak individu dan juga tidak 
sewenang-wenang membolehkan dicabutnya hak-hak individu demi 
alasan kepentingan umum. Pancasila menginginkan suatu keselarasan, 
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keserasian dan keseimbangan (keadilan) antara kepentingan individu 
dan kepentingan bersama. Konsep perlindungan HKI yang berasal 
dari filosofi barat dapat diterapkan di Indonesia, namun sebelum 
diadopsi ke dalam undang-undang dan diterapkan terlebih dahulu 
harus diuji dengan Pancasila atau setidaknya disesuaikan dengan 
nilai-nilai Pancasila. Upaya penyesuaian telah dilakukan oleh 
pemerintah Orde Baru, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1989 tentang Paten dengan cukup baik. Namun dalam amandemen 
selanjutnya penyesuaian yang dilakukan bukan makin menguatkan 
filosofi Pancasila, justru lebih cenderung menyesuaikan dengan 
filsafat barat (individualisme).  
Filosofi HKI yang berdasar individualisme tersebut, ternyata 
juga mengandung ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 
kepentingan umum. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang HKI 
Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, antara lain: 
1. Partisipasi publik dalam pemberian HKI. Undang-Undang HKI 
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan 
oposisi terhadap permohonan pendaftaran HKI. Oposisi berisi 
sanggahan atau keberatan mengenai substansi dari objek HKI 
yang dimohonkan, yang menjadi bahan pertimbangan bagi Dirjen 
HKI dalam melakukan pemeriksaan substantif, sebelum menyatakan 
menerima atau menolak permohonan pendaftaran HKI. Jangka 
waktunya antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan tergantung jenis 
HKI yang dimohonkan terhitung sejak permohonan dinyatakan 
lengkap (filing date). Pengaturannya terdapat dalam Undang-
Undang Desain Industri (Pasal 25 – 26), Undang-Undang Paten 
(Pasal 44 – 450), Undang-Undang Merek (Pasal 24 – 25), dan 
Undang-Undang Varietas Tanaman (Pasal 25-28). Pada 
praktiknya, oposisi tersebut dilakukan oleh kalangan pemilik atau 
pemegang HKI yang menganggap permohonan yang diajukan 
secara substantif ada kesamaan atau melanggar HKI yang telah 
didaftarkannya. Ketentuan ini cukup efektif untuk mencegah 
pemberian HKI yang diajukan karena adanya itikad buruk, 
tindakan biopiracy terhadap sumber daya genetik (SDG), 
pelanggaran indikasi geografis/indikasi asal dan penyalahgunaan 
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pengetahuan tradisional. Bagi kalangan pemilik HKI tidak menjadi 
persoalan karena selalu memantau permohonan HKI yang 
diajukan kepada Dirjen HKI karena menyangkut kepentingan 
ekonomi terutama bagi perusahaan atau lembaga penelitian, 
tetapi jika menyangkut kepentingan umum (misalnya terkait 
biopiracy, penyalahgunaan pengetahuan tradisional) tidak banyak 
yang peduli, kecuali pemerintah memiliki lembaga atau divisi 
khusus yang ditugaskan memantau setiap permohonan HKI di 
Indonesia maupun di luar negeri. Pengalaman menunjukkan, 
biopiracy terhadap SDG yang dilakukan oleh Shiseido di Jepang 
diketahui setelah Paten diberikan.  
2. Ketentuan perlindungan terbatas terhadap HKI. Sesuai jenis HKI, 
perlindungan HKI dibatasi oleh waktu tertentu dan kemudian 
menjadi milik publik (public domain). Paten sederhana dilindungi 
selama 10 tahun dan paten biasa dilindungi selama 20 tahun, 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu selama 10 tahun, Desain 
Industri selama 10 tahun, Hak Cipta selama sampai 50 tahun 
setelah si pencipta meninggal dunia, Varietas Baru Tanaman 
selama 20 tahun (tanaman semusim) dan 25 tahun (tanaman 
tahunan) dan Rahasia Dagang dilindungi selama terus dijaga 
kerahasiaannya. Pada masa perlindungan tersebut, pemilik HKI 
berhak memonopoli pemanfaatannya, dan apabila masa per-
lindungan berakhir maka HKI tersebut menjadi milik publik dan 
dapat dilaksanakan oleh setiap orang tanpa harus memperoleh 
izin dari pemiliknya. Kelemahan dari ketentuan ini adalah ketika 
HKI telah menjadi milik publik, maka dapat dipastikan teknologi 
tersebut sudah ketinggalan zaman bahkan mungkin saja tidak 
ekonomis lagi dalam menunjang kegiatan produksi, perdagangan 
barang atau jasa karena sudah digantikan oleh HKI baru yang 
dilindungi oleh Undang-Undang HKI. Dilihat dari aspek penguasaan 
IPTEK, menunggu HKI menjadi milik publik jelas tidak meng-
untungkan dan selamanya bangsa Indonesia akan tertinggal, 
sebab yang dibutuhkan adalah teknologi yang masih baru dan hal 
itu dimungkinkan melalui campur tangan negara untuk 
melaksanakan HKI demi kepentingan nasional.  
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3. Ketentuan HKI harus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. 
Misalnya dalam Undang-Undang Paten Pasal 17 Ayat (1), 
kewajiban melaksanakan paten di Indonesia, Pasal 75, ketentuan 
lisensi wajib dapat diberikan apabila dalam waktu 3 tahun sejak 
paten diberikan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak 
sepenuhnya di Indonesia, atau dilaksanakan tetapi merugikan 
kepentingan masyarakat, Pasal 88 – 89, pembatalan paten karena 
tidak membayar biaya tahunan (batal demi hukum), dan Pasal 91, 
pembatalan paten atas gugatan pihak lain karena paten tidak 
memenuhi syarat-syarat paten, paten sama dengan paten lain 
yang sudah terdaftar dan pelaksanaan paten merugikan 
kepentingan masyarakat setelah 2 tahun sejak tanggal pemberian 
lisensi wajib. Pada Undang-Undang Hak Cipta diatur pada Pasal 
16. Berkaitan dengan kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, 
serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah 
mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat mewajibkan 
Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan 
dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara 
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan, mewajibkan 
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin 
kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak 
Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam 
waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang 
bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan 
sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau 
Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b. Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) 
tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan 
dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia. Kewajiban untuk memperbanyak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang 
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matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum 
pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia, 5 
(lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan 
buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik 
Indonesia, 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang 
seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah 
Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan ketentuan tersebut 
disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden dan ketentuan pelaksanaanya ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Presiden. Ketentuan tersebut di atas akan 
efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah, dan konsekuensinya 
pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk itu, sebab jika 
dilaksanakan oleh pihak lain (pihak ketiga) orientasinya tetap saja 
keuntungan ekonomis bukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh 
sebab itu harus ada ketentuan dalam setiap Undang-Undang HKI 
kewenangan pemerintah melaksanakan HKI demi kepentingan 
bangsa dan negara dalam pengertian luas, tidak terbatas pada 
hal-hal tertentu saja (contohnya PP Nomor 27 Tahun 2004 yang 
membatasi kewenangan pelaksanaan paten oleh pemerintah 
dalam produk farmasi terkait obat-obatan untuk wabah penyakit 
menular, kimia terkait pertanian dan obat wabah penyakit 
hewan).  
4. Doktrin penggunaan secara wajar atau penggunaan yang pantas 
(fair dealing, fair use). Pengertian yang paling umum dari fair use 
adalah setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak 
cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif.220 Istilah fair 
use merupakan doktrin dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat 
yang membolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya 
yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang 
hak. Istilah lainnya adalah penggunaan yang adil. Penggunaan 
tersebut terbatas pada kepentingan untuk memberi komentar, 
kritik, pelaporan berita, riset, dan pengajaran. Doktrin ini pertama 
                                                 
220. Richard Stim, Getting Permission How to License & Clear Copyrighted Materials Online & 
Off Chapter 9: Copyrights and Fair Use, Nolo, USA, 2007, Melalui 
http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/index.html 
(18/05/2010) 
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kali diatur dalam Copyright Act of 1976 Article 107. Kriteria yang 
digunakan dalam menentukan apakah penggunaan tersebut 
adalah wajar, adalah: tujuan dan karakteristik dari penggunaan 
bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba, sifat dari 
karya yang dilindungi hak cipta, jumlah dan kualitas dari bagian 
yang digunakan dalam hubungannya dengan karya cipta secara 
keseluruhan; dan pengaruh penggunaan tersebut terhadap 
potensi pasar dari  nilai karya cipta.221 Doktrin fair dealing/fair use 
yang pada umumnya diterapkan oleh banyak negara yang 
memungkinkan perbanyakan ciptaan, tetapi tidak dikualifikasikan 
sebagai pelanggaran hak cipta. Doktrin fair use/fair dealing 
terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang HKI 
Indonesia, yaitu: 
a. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang 
Hak Cipta: 
“Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau 
dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 
Cipta: 
1. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan 
pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan 
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 
dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 
Pencipta; 
2. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya 
maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam 
atau di luar Pengadilan; 
3. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya 
maupun sebagian, guna keperluan: 
a. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan 
dan ilmu pengetahuan; atau 
b. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut 
bayaran dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari  Pencipta; 
                                                 
221. Wikipedia, Fair Use, Melalui http://www. en.wikipedia.org/wiki/Fair_use 
(18/05/2010) 
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4. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, 
seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan 
para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat 
komersial; 
5. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, 
secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau 
proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga 
ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat 
dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk 
keperluan aktivitasnya; 
6. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan 
pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti 
Ciptaan bangunan; 
7. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer 
oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan 
semata-mata untuk digunakan sendiri”. 
b. Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001: 
“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut 
untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau 
analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang 
wajar dari Pemegang Paten”. 
c. Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang: 
“Perbuatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 13 tidak 
dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila: 
a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau 
penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau 
keselamatan masyarakat; 
b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan 
dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang 
dilakukan semata-mata untuk kepentingan pe-
ngembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.” 
5. Perjanjian lisensi tidak boleh merugikan perekonomian nasional. 
Ketentuan ini bertujuan melindungi perekonomian nasional dari isi 
perjanjian lisensi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 
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pembangunan ekonomi Indonesia. Diatur dalam enam Undang-
Undang HKI, yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 
tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 28 Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2000 tentang DTLST, Pasal 71 Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 47 Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kelemahan dari 
ketentuan tersebut adalah sampai saat ini Peraturan 
Pelaksanaanya belum dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga 
tidak dapat dilaksanakan, akibatnya pemerintah (Dirjen HKI) tidak 
dapat mengawasi perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak.  
6. Paralel impor.  
Menurut WIPO, paralel impor adalah kegiatan pengimporan 
barang di luar jalur distribusi yang dikelola berdasarkan kontrak 
oleh produsen barang yang bersangkutan. Produsen tidak 
memiliki hubungan kontrak dengan importir paralel, sehingga 
produk melalui paralel impor sering disebut grey market goods 
(produk pasar abu-abu), yang sebenarnya keliru sebab produk 
tersebut asli, hanya saluran distribusinya yang tidak dikontrol oleh 
produsen.222 Paralel impor dimungkinkan oleh Article 8 TRIPs 
Agreement apabila dilakukan dalam rangka perlindungan 
kesehatan, gizi masyarakat dan sektor-sektor tertentu yang 
sangat penting bagi perkembangan sosial ekonomi dan teknologi 
suatu negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Article 6 
dengan prinsip exhaustion of IPR, di mana pemilik atau 
pemegang HKI tidak dapat lagi mengontrol produk yang sudah 
dijual kepada pihak lain. Di Indonesia, paralel impor dilarang oleh 
Undang-Undang Paten (Pasal 16 Ayat (1) dan (2)), tetapi 
terhadap kegiatan mengimpor suatu produk farmasi yang 
dilindungi paten dikecualikan dari tindak pidana (Pasal 135 huruf 
(a)). Undang-Undang Paten dinyatakan bahwa dikecualikan dari 
tindak pidana di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan 
                                                 
222. WIPO, International Exhaustion and Parallel Importation, melalui 
<www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm> 
(18/03/2010) 
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ke pasar di suatu negara oleh pemegang paten sesuai dengan 
syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sejauh ini, paralel impor belum diatur secara khusus. 
Kelemahannya terletak pada ruang lingkup produk yang 
dibolehkan paralel impor karena hanya terbatas pada produk 
farmasi, semestinya berlaku terhadap semua produk HKI. 
7. Ketentuan Bolar Provisions. 
Konsep Bolar Provisions berawal dari kasus yang terjadi tahun 
1984 di Amerika Serikat antara Roche Product Inc versus Bolar 
Pharmaceutical Co. Roche Product Inc adalah pemegang paten 
terhadap bahan kimia (valium) yang masih dilindungi paten, dan 
Bolar Pharmaceutical Co menggunakan valium tersebut untuk 
memproduksi obat generik sejenis dan untuk memperoleh izin 
dari (Food and Drugs Administration/FDA). Menurut  Bolar 
Pharmaceutical Co, penggunaan valium yang dilindungi paten 
tersebut bukan termasuk pelanggaran paten dan bertujuan 
menyiapkan ketersediaan obat generik setelah paten berakhir, 
sehingga tidak dimonopoli oleh Roche Product Inc setelah paten 
berakhir. Pengadilan menolak argumentasi Bolar Pharmaceutical 
Co dan menyatakan kewenangan membuat kebijakan demikian 
ada pada kongres. Tetapi kemudian, argumentasi Bolar 
Pharmaceutical Co diadopsi oleh kongres dalam Section 271-e-1 
of the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act 
(Hatch-Waxman Act" [Public Law 98-417], yang membolehkan 
penggunaan paten yang masih berlaku untuk kegiatan 
eksperimen dalam rangka memperoleh izin dari FDA.223 Konsep ini 
juga berlaku di Uni Eropa melalui EU Directive 2004, demikian 
pula di Kanada, Jepang, Israel, Australia dan Selandia Baru.224 
Konsep Bolar Provisions juga dianut Indonesia, terdapat dalam 
Undang-Undang Paten Pasal 135 huruf (b), yang mem-
                                                 
223. Duncan Matthews, Globalising Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement, 
Routledge, London, 2002, hlm. 100 – 103. 
224. Annette Cunningham, Bolar Provision: A Global History and The Future For Europe, 
Melalui<http://www.genericsweb.com/index.php%3Fobject_id%3D238amp;prev=/ 
search %3F%3Dbolar%2Bprovisions> (17/03/2010) 
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perbolehkan pihak lain memproduksi produk farmasi yang 
dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun 
sebelum berakhirnya perlindungan Paten, semata-mata berkaitan 
dengan proses perizinan (terkait farmasi izin diajukan kepada 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI), 
untuk kemudian dipasarkan setelah perlindungan Paten tersebut 
berakhir. Tujuannya untuk menjamin tersedianya produk farmasi 
oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten, 
sehingga harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan 
(Penjelasan Pasal 135 huruf (b)). Konsep Bolar tidak terlalu 
berdampak bagi ketersediaan obat dengan harga wajar kepada 
masyarakat, sebab sisa waktu 2 tahun sebelum perlindungan 
berakhir, pemilik paten masih mengendalikan suplai dan harga obat.  
B. Kelemahan Yuridis Konstitusional 
UUD 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia. Setiap 
peraturan perundang-undangan yang dibuat secara yuridis harus 
berdasar pada ketentuan UUD 1945. Konstitusi memuat cita-cita 
negara Indonesia dan cara-cara yang konstitusional untuk mencapai 
cita-cita negara. Apabila suatu undang-undang tidak berpedoman 
pada UUD 1945 dan dapat merugikan kepentingan nasional, maka 
harus diubah dan disesuaikan dengan UUD 1945. 
Ditengah upaya penyesuaian Undang-Undang HKI, satu hal 
penting dilupakan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu pendefinisian 
kepentingan nasional dalam bidang HKI tidak dilakukan, termasuk 
politik hukum yang lebih serius dan terpadu dalam melindungi aset 
HKI nasional dan mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dari negara-negara maju. Amandemen undang-undang 
terkesan lebih untuk memenuhi keinginan negara-negara maju agar 
HKI yang dimiliki oleh warga negaranya terlindungi dengan sebaik-
baiknya di Indonesia, daripada memperkuat perlindungan hukum bagi 
kepentingan nasional. Beberapa kelemahan yang bersifat yuridis 
konstitusional dalam Undang-Undang HKI, adalah:  
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Pertama, Pancasila tidak dijadikan landasan filosofis 
pembentukan Undang-Undang HKI, sebagaimana terlihat dari tujuh 
undang-undang yang ada tidak ada satupun yang mencantumkan 
Pancasila sebagai dasar pertimbangan. Kesalahan ini sangat 
berbahaya, sebab seolah-olah nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila 
tidak diperlukan lagi dalam pengaturan tentang HKI di Indonesia. 
Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari 
segala hukum negara dan Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat 
yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar Negara Republik 
Indonesia.  
Kedua, revisi atau amandemen Undang-Undang HKI sejak 
tahun 1982 sampai saat ini semakin berwatak liberal (individualistis) 
dan semakin kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan 
nasional. Tujuan nasional dan kepentingan nasional diarahkan untuk 
disesuaikan dengan ketentuan TRIPs Agreement dan keinginan 
negara-negara maju. Pasal-pasal yang sebelumnya cukup tegas 
melindungi kepentingan nasional dari revisi ke revisi selanjutnya 
direduksi bahkan dihapuskan sama sekali.  
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 secara tegas 
dinyatakan demi kepentingan nasional suatu Hak Cipta dapat 
dijadikan milik negara (Pasal 15), tetapi Undang-Undang 7 Tahun 
1987 tidak ada lagi penegasan mengenai kepentingan nasional, dan 
diubah dengan kata-kata untuk kepentingan pendidikan, ilmu 
pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Pasal 15 
Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 merefleksikan paham 
komunalisme (memposisikan kepentingan nasional lebih tinggi dari 
kepentingan individual). Ketentuan mengenai diperbolehkannya 
perbanyakan ciptaan warga negara asing di Indonesia demi alasan 
kepentingan nasional (Pasal 16) juga dihapus. Hal demikian juga 
terjadi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. 
Ketentuan impor produk yang dilindungi paten proses diperbolehkan 
demi meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 21) dihapus 
digantikan dengan ketentuan impor diperbolehkan karena alasan 
kepentingan penelitian, percobaan dan analisis sepanjang tidak 
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merugikan kepentingan pemegang paten (Pasal 16 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001). Pelaksanaan paten oleh pemerintah 
hanya diperbolehkan demi kepentingan pertahanan dan keamanan 
nasional saja (Pasal 99 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001), 
seharusnya diperluas demi kepentingan nasional lain seperti 
kesehatan rakyat, pengembangan IPTEK, alih teknologi, pendidikan 
dan penelitian. Sementara itu pada Undang-Undang HKI lain (Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang) tidak diatur mengenai 
kewenangan negara memanfaatkan DTLST/RD demi alasan 
kepentingan nasional.  
C. Kelemahan Sosiologis 
Kelemahan sosiologis terlihat dari pengadopsian TRIPs 
Agreement ke dalam Undang-Undang HKI di Indonesia yang bertolak 
belakang dengan tujuan yang ingin dicapai (das sollen) dan 
kenyataan yang terjadi (das sein). Pertama, pengaturan HKI dalam 
WTO/TRIPs Agreement bukan keinginan semua negara anggotanya, 
tetapi keinginan dari negara maju. Kekuasaan dan tekanan dari 
negara maju khususnya Amerika Serikat dan sekutunya membuat 
negara berkembang dan negara terbelakang terpaksa menyetujui 
TRIPs Agreement. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa WTO 
sesungguhnya berisi representasi dari kepentingan (perdagangan dan 
dominasi) Amerika Serikat dan negara maju lainnya di dunia. Tentu 
saja tekanan atau pemaksaan seperti itu mendapat penolakan dari 
masyarakat negara berkembang dan negara terbelakang, meskipun 
Kepala Negara atau Menteri dari negaranya menandatangani 
WTO/TRIPs Agreement.  
Kedua, nilai-nilai yang diusung TRIPs Agreement sangat 
liberal, individualistis, dan semata-mata bermuatan komersialisasi 
terhadap karya-karya HKI yang mengabaikan kepentingan kemanusiaan 
dan negara-negara berkembang/terbelakang untuk mengejar 
ketertinggalan IPTEK. Selain itu, konsep perlindungan HKI pada TRIPs 
Agreement bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut 
masyarakat Indonesia yang bersifat komunalistik. Masyarakat 
Indonesia (khususnya dalam hukum adat), yang utama bukanlah 
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individu tapi masyarakat. Kehidupan individu diperuntukan mengabdi 
kepada masyarakat, dan oleh individu hal tersebut dirasakan tidak 
membebani, melainkan merupakan suatu pengorbanan demi kebaikan 
bersama (kepentingan umum). Individu tetap memiliki hak sebagai 
individu, tetapi selalu dihubungkan dengan kewajibannya agar 
mengutamakan kepentingan masyarakat (hak individu bertujuan 
sosial). Hak individu dan hak masyarakat tidak untuk dipertentangkan, 
tetapi diupayakan terjadinya keselarasan.225 
Ketiga, Indonesia belum siap melindungi aset-aset nasional 
berpotensi HKI (pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati, 
peninggalan pra sejarah dan kebudayaan nasional) karena keterbatasan 
biaya untuk melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi 
(internasional), kegiatan penelitian dan pengembangan juga ter-
kendala biaya. Indonesia membutuhkan waktu relatif lebih lama untuk 
menyiapkan diri. Waktu lima tahun yang diberikan TRIPs Agreement 
tidak cukup, paling tidak dibutuhkan waktu antara sepuluh sampai 15 
tahun lagi itupun dengan catatan negara-negara maju pemilik HKI 
tidak terlalu pelit untuk melakukan transfer IPTEK dan tidak 
menjadikan isu HKI untuk menekan Indonesia baik dalam bidang 
ekonomi (perdagangan) maupun politik.  
Keempat, Alih teknologi sebagaimana diatur dalam Article 7 
TRIPs Agreement tidak terbukti, khususnya di Indonesia, dan juga di 
negara lain. Pengalaman Indonesia yang mengharapkan terjadinya 
alih teknologi melalui investasi asing (PMA) dan meningkatkan 
perlindungan HKI justru mengecewakan. Perusahaan asing sangat 
membatasi terjadinya alih teknologi kepada tenaga kerja lokal, 
bahkan perusahaan asing rela membayar denda kepada pemerintah 
asalkan dapat mempertahankan tenaga kerja asing. Alih teknologi 
dimudahkan hanya jika teknologi yang dibawanya sudah ketinggalan 
zaman.226 Keberhasilan alih teknologi terjadi hanya pada negara-
negara yang memainkan politik HKI dua muka (melindungi HKI 
sekaligus memberi toleransi terjadinya pelanggaran HKI) dan 
                                                 
225. Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat, Yayasan Dharma, 
Jakarta, 1952.  
226. Matthias Aroef dan Jusman Syafe’I Djamal, Grand Tecno-Economy, Mizan, Jakarta, 
2009, hlm. 151.  
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ketegasan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasionalnya, 
seperti yang dipraktikkan Cina. Cina mempersyaratkan perusahaan 
asing (PMA) wajib melakukan alih teknologi kepada perusahaan lokal 
jika ingin berinvestasi. Sementara itu kegiatan pelanggaran HKI 
(peniruan desain industri, penggunaan paten tanpa izin, pemalsuan 
produk dari jam tangan sampai computer chip) tetap marak di Cina 
dan secara diam-diam dibiarkan oleh pemerintah untuk mempercepat 
alih teknologi dan penguasaan IPTEK oleh perusahaan lokal. 
Kelima, pemberlakuan standar perlindungan HKI secara sama 
di semua negara anggota WTO adalah tidak adil karena kepentingan 
HKI masing-masing negara tidak sama. Negara-negara maju 
berkepentingan mendapatkan keuntungan ekonomi tinggi dari HKI 
yang dimilikinya, memelihara dominasi IPTEK dan menguasai pasar di 
negara-negara berkembang/terbelakang, sedangkan negara-negara 
berkembang/ terbelakang berkepentingan mengejar ketertinggalan 
IPTEK dari negara-negara maju untuk membangun dan men-
sejahterakan rakyatnya, sehingga memerlukan kemudahan-kemudahan 
untuk menggunakan dan mengalihkan HKI yang dimiliki negara-
negara maju. Semestinya pengaturan HKI dilakukan secara pro-
porsional disesuaikan dengan derajat kepentingan negara yang 
bersangkutan. Selain itu, diantara negara-negara maju tersebut 
sebelumnya pada awalnya adalah negara yang juga melakukan 
pelanggaran HKI, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Ketika dua 
negara tersebut belum menguasai HKI dunia tidak ada promosi 
sedemikian gencar terhadap perlindungan HKI secara internasional 
karena  kepentingannya untuk mengadopsi HKI dari negara lain. 
Amerika Serikat adalah negara pelanggar HKI Inggris, demikian pula 
Jepang yang menjadi pelanggar HKI Amerika Serikat dan negara-
negara Eropa. Tindakan demikian saat ini ditiru oleh China.227 Jadi 
sangat tidak adil jika negara yang dahulunya adalah pelanggar HKI, 
kemudian menginginkan proteksi sedemikian ketat dari negara-negara 
lain. 
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D. Kepentingan Indonesia Dalam Bidang Hak Kekayaan 
Intelektual 
Kepentingan nasional setiap negara tertuang dalam tujuan 
negaranya. Pada awal dikenalnya negara, Plato mengatakan dibentuknya 
negara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena 
manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendirian. Aristoteles 
mengembangkan pemikiran Plato dengan mengatakan tujuan negara 
adalah untuk menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik bagi 
semua warga negara (mewujudkan kesejahteraan umum).228  
Kepentingan nasional dalam bidang HKI merupakan bagian 
dari tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, men-
cerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Penjabaran tujuan negara tersebut tertuang dalam Program 
Pembangunan Nasional (Propenas), Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang(RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).  
Kepentingan Indonesia terkait dengan bidang HKI, antara lain 
adalah: 
a. Meningkatnya kepemilikan HKI dari WNI secara signifikan, 
khususnya dalam Hak Kekayaan Perindustrian (Paten, Merek 
Dagang, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu). Peningkatan HKI tersebut merupakan indikator 
bahwa telah terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
nasional yang mampu mendukung kemajuan pembangunan 
ekonomi modern (economic based knowledge). Sebaliknya 
apabila tidak terjadi peningkatan, itu menunjukkan bahwa belum 
terjadi peningkatan penguasaan IPTEK dan Indonesia harus 
bekerja lebih keras, cerdas dan visioner. 
b. Terlindunginya potensi atau aset HKI nasional (keanekaragaman 
hayati, seni, budaya) dan mampu mengembangkannya lebih maju 
serta memberi manfaat bagi penguatan identitas nasional dan 
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peningkatan perekonomian. Tidak ada lagi pencurian dan 
pemberian HKI yang berasal dari keanekaragaman hayati 
Indonesia oleh negara maju, kecuali dilakukan dengan beradab 
dan saling menguntungkan (benefit sharing). 
c. Perlindungan HKI yang wajar (keadilan, keseimbangan antara 
kepentingan individu/perusahaan dengan kepentingan masyarakat 
luas). Selamanya ini TRIPs Agreement lebih melindungi individu/ 
perusahaan pemilik HKI daripada kepentingan umat manusia 
(masyarakat), misalnya dalam pengadaan obat-obatan HIV/AIDS, 
Flu Burung dan lain-lain.  
d. Pemberlakuan TRIPs Agreement secara bertahap sesuai dengan 
kapasitas dan kepentingan nasional Indonesia, tidak dapat 
diseragamkan dengan negara-negara maju. Hal ini tidak 
dibenarkan oleh TRIPs Agreement, sebab standar yang ditetapkan 
berdasarkan kepentingan negara maju bukan kepentingan negara 
berkembang seperti Indonesia. 
e. HKI tidak lagi dijadikan alat bagi negara-negara maju pemilik 
teknologi untuk menekan negara berkembang dan kurang 
berkembang, baik secara politik, ekonomi dan budaya. Hal ini 
dipraktikkan oleh Amerika Serikat melalui Special 301, yang 
melakukan pemeringkatan negara-negara lain yang dianggap 
melanggar HKI warga negaranya atau ancaman secara politik dan 
ekonomi seperti yang dilakukan terhadap Thailand dan Afrika 
Selatan, termasuk juga Indonesia. Begitu juga yang dilakukan 
Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Indonesia yang mengancam 
mencabut fasilitas GSP, jika tidak memberi perlindungan serius 
kepada HKI yang dimiliki oleh warga negaranya. 
Berdasarkan pada analisis tersebut, maka politik hukum HKI 
Indonesia dimasa depan (ius constituendum) perlu dikaji ulang dan 
diselaraskan dengan Pancasila dan UUD 1945. Secara teoritis ius 
constituendum dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu: (1) sebagai 
produk hukum yang dibangun untuk menyempurnakan produk hukum 
yang sedang berlaku (hukum positif), (2) dimaksudkan untuk  
melakukan pembenahan terhadap cacat filosofi, yuridis dan sosiologis 
dari hukum positif (asas-asas hukum, kesesuaiannya secara vertikal 
dan horizontal, kebutuhan masyarakat), (3) penyesuaian hukum 
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dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat baik secara 
nasional, regional maupun internasional.   
Politik hukum HKI yang ingin dibangun adalah suatu politik 
hukum yang mengkoreksi politik hukum yang saat ini diterapkan (ius 
constitutum) karena memiliki kelemahan-kelemahan dari aspek 
filosofi, yuridis dan sosiologis, dan memberi landasan hukum yang 





KONSEP POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL INDONESIA DAN PERLINDUNGAN 




Setelah mengetahui kelemahan politik hukum HKI yang 
dilaksanakan selama ini, semakin timbul keyakinan terhadap pentingnya 
suatu konsep politik hukum HKI (ius constituendum) sebagai kebijakan 
dalam melakukan pembaruan Undang-Undang HKI yang lebih melindungi 
kepentingan nasional. Belajar dari tiga kelemahan politik hukum HKI 
(kelemahan filosofis, yuridis dan sosiologis), maka konseptualisasi  politik 
hukum HKI (ius constituendum) harus mampu mengatasi kelemahan 
tersebut melalui penggalian nilai-nilai atau prinsip-prinsip filosofis, 
yuridis dan sosiologis yang hidup dan berkembang di Indonesia, serta 
memperhatikan perkembangan internasional (konvensi-konvensi 
internasional, kebiasaan internasional), untuk kemudian di-
konseptualisasikan sebagai politik hukum HKI (ius constituendum). 
Prinsip-prinsip filosofis digali dari Pancasila yang telah ditetapkan 
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004), UUD 1945 sebagai konstitusi negara 
merupakan sumber prinsip-prinsip yuridis normatif, dan prinsip-prinsip 
sosiologis digali dari realitas sosial bangsa Indonesia dan 
perkembangan internasional. 
A. Cita Hukum Pancasila Sebagai Landasan Filosofis 
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
Cita hukum (rechtsidee) merupakan gabungan dua kata, cita 
(idée) yang berarti ide, gagasan, rasa cipta, pikiran dan hukum 
(rechts) yang secara umum diartikan sebagai suatu aturan yang wajib 
ditaati oleh masyarakat. Cita hukum dengan demikian dapat dimaknai 
sebagai suatu cita mulia yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat 
atau bangsa yang menjadi pedoman dalam pembangunan hukum. 
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Rudolf Stammler mengartikan cita hukum adalah konstruksi pikir yang 
merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita 
yang diinginkan oleh masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai 
bintang pemandu (leitstern) terhadap tercapainya cita-cita masyarakat. 
Meskipun merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun 
cita hukum memberi manfaat karena cita hukum memiliki dua fungsi 
yaitu cita hukum bangsa Indonesia dapat menguji hukum positif yang 
berlaku dan mengarahkan hukum positif melalui sanksi pemaksa agar 
menuju kepada suatu keadilan (zwang-versuchzum richtigen). 
Selanjutnya Rudolf Stammler mengatakan, keadilan adalah usaha 
atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum, 
sehingga hukum positif yang adil (richtsges recht) memiliki sifat yang 
diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan masyarakat.229 
Hasil seminar “Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas 
Hukum Nasional” tanggal 22 – 24 Mei 1995 di Jakarta menyatakan 
bahwa cita hukum (rechtsidee) mengandung arti pada hakekatnya 
hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada 
gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran masyarakat itu sendiri. Cita 
hukum tersebut berkenaan dengan persepsi tentang makna hukum 
yang terdiri dari tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan atau 
kemanfaatan (doelmatigheid) dan kepastian hukum. Cita hukum 
terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk 
berpadunya pandangan hidup, keyakinan agama dan kenyataan 
kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan 
perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur hukum 
tersebut. Cita hukum dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan 
akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang 
mempedomani (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi) dan 
faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum 
(pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. 
Cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai 
peraturan, aturan perilaku dan memudahkan terjaganya konsistensi 
dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, seyogyanya tata 
                                                 
229. A. Hamid S. Attamimi, Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam kehidupan Hukum Bangsa 
Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan 
Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara, BP7 Pusat, Jakarta, 1991, hlm. 68.   
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hukum merupakan sebuah eksemplar ramifikasi cita hukum ke dalam 
berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam sebuah sistem.230 Oleh 
karena itu, cita hukum berisi nilai-nilai filosofis yang mendasari semua 
hukum yang akan dibentuk dalam mengatur kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Cita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila 
yang oleh pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai 
landasan kefilsafatan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa 
Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia 
tentang hubungan manusia dan Tuhan, manusia dan sesama 
manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan 
mengenai tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam 
semesta.231 Landasan filosofis yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 
berkisar pada daya tangkap pembentukan undang-undang HKI terhadap 
nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam filsafat Pancasila.232 Pancasila 
sebagai rechtsidee harus menjadi jiwa dari undang-undang HKI 
Indonesia. 
Sejarah Pancasila menjadi filosofi bangsa dan sebagai dasar 
negara Indonesia berlangsung sangat panjang dari zaman kerajaan-
kerajaan nusantara, zaman penjajahan dan menemukan wujud secara 
formal sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan 
disahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia yang di 
dalam Pembukaan (preambule) Alinea Ke-Empat memuat rumusan 
Pancasila.  
Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 
saat membahas pertanyaan dari KRT Radjiman Wediodiningrat (Ketua 
BPUPKI) apa dasar negara yang akan dibentuk. Anggota BPUPKI yang 
menyampaikan pokok pikirannya untuk menjawab pertanyaan 
tersebut antara lain adalah Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. 
Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 secara eksplisit 
                                                 
230. Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian 
Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan 
Pengembangan Ilmu hukum Nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, 
hlm. 181. 
231. Ibid.  
232. B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, 
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.  
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menyampaikan pendapatnya mengajukan Pancasila sebagai dasar 
negara Indonesia. Soekarno menyebut dasar negara sebagai 
philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang 
sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk 
diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal abadi, 
suatu weltanschauung atau pandangan hidup.233 Rumusan yang 
disampaikan ketika itu berisi: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Inter-
nasionalisme atau perikemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, 
(4) Kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Pidato yang dikemukakan Soekarno pada saat itu adalah 
rangkaian persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Selain 
Soekarno, anggota-anggota yang lain juga mengemukakan pen-
dapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Guna merumuskan 
berbagai pendapat yang dikemukakan dalam persidangan tersebut, 
kemudian dibentuk tim perumus yang terdiri dari 8 orang, yaitu: 
Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, 
R. Otto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo, 
dan K.H. Wachid Hasjim. Tim ini menghasilkan rumusan yang 
kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI 
pada tanggal 10 Juli 1945. Dokumen inilah yang menjadi Pembukaan 
UUD 1945 setelah terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata. 
Walaupun pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan 
dokumen ini, namun dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI 
yang dengan sendirinya merepresentasikan berbagai pemikiran 
anggota BPUPKI. Dokumen ini disamping memuat lima dasar negara 
yang dikemukakan oleh Soekarno, juga memuat pokok-pokok pikiran 
yang lain. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno 
sebagai philosofische grondslag ataupun weltanschauung, maka hasil 
dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang 
selanjutnya menjadi dan disebut dalam Pembukaan UUD 1945, yang 
merupakan philosofische grondslag dan  weltanschauung bangsa 
Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan 
                                                 
233. Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (penyunting), Risalah 
Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 63. 
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UUD 1945 menjadi dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya 
Pancasila.234 Selengkapnya Alinea Ke-empat Pembukaan UUD 1945, 
berbunyi:  
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang 
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, 
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.” 
 
Latar belakang dan konsekuensi dari kedudukan Pancasila 
sebagai dasar negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya dari tiga 
aspek, yakni politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan 
perundang-undangan). Secara politik Pancasila dapat dipandang 
sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan 
semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia yang sangat luas dan mejemuk dalam prinsip 
persatuan. Secara filosofis Pancasila merupakan dasar keyakinan 
tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penye-
lenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah 
tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur 
atau nenek moyang bangsa Indonesia. Secara yuridis Pancasila 
menjadi cita hukum (rechtsidee) yang harus dijadikan dasar dan 
tujuan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh 
sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada 
                                                 
234. Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 
2004, hlm. 13.  
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Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas 
sampai yang paling rendah hierarkinya.  
Peraturan perundang-undangan juga harus ditujukan untuk 
mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam 
Pembukaan UUD 1945 yaitu membangun segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi dari politik 
pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah 
dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian 
tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap 
perkembangan masyarakat.235 Maka Pancasila yang dimaksudkan 
sebagai dasar pencapaian tujuan negara tersebut selanjutnya 
melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, dalam pengertian bahwa: 
a. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun 
dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara 
teritori maupun secara ideologi. 
b. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada 
demokrasi dan nomokrasi sekaligus. 
c. Hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk mem-
bangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan  
d. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada 
toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak 
mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu 
berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama.236  
Berdasarkan paparan di atas, sangat jelas bahwa Pancasila 
merupakan suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. 
Beberapa ahli menyebut Pancasila sebagai dasar filsafat negara 
(Soekarno), Pancasila sebagai filsafat pancasila (Slamet Sutrisno), 
Pancasila sebagai sistem filsafat (Soediman Kartohadiprodjo, 
Notonagoro, Kaelan), dan Pancasila sebagai falsafah negara (Ibrahim 
Lubis).  
                                                 
235. Moh. Mahfud M.D, Penuangan Pancasila Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan, 
Melalui <http://www.psp.ugm.ac.id/component/content/53.html?task=view> (12/12/09) 
236. Ibid.  
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Secara lebih jelas kandungan dari filsafat Pancasila tersebut 
akan diuraikan secara singkat konsep-konsep yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli sebagai berikut: 
a. Soekarno 
Pancasila adalah philosopie gronslag, weltanschauung, satu 
dasar filsafat. Pancasila adalah satu alat mempersatu. Menurut 
keyakinan Soekarno, bangsa Indonesia dapat bersatu hanyalah 
berdasarkan atas Pancasila. Pancasila juga sebagai alat perjuangan 
melawan imperialisme, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. 
Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia, memiliki karakteristik 
tersendiri berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tiap-tiap 
bangsa memiliki karakteristik tersendiri, kepribadian tersendiri. 
Pancasila digali dari jiwa bangsa Indonesia yang berumur lebih dari 
empat ratus tahun yang lalu, bukan berasal dari jiwa bangsa asing 
(Barat, Arab), oleh karena itulah menjadi dasar yang kuat dan 
mempersatukan. Pancasila sebagai dasar negara yang mem-
persatukan sekaligus juga memberi arah (leitstar) bagi peri-kehidupan 
Negara Indonesia.237 Berkenaan dengan hal ini Soekarno dalam 
kursus kedua mengenai Pancasila di Istana Negara tanggal 16 Juni 
1958, mengatakan: 
“Oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita 
pada waktu itu memikirkan dasar statis atau dasar dinamis 
bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal diluar jiwa rakyat 
sendiri. Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu 
sendiri, kandas. Ya, bisa menghikmati satu dua, seratus dua 
ratus orang, tetapi tidak bisa menghikmati sebagai jiwa 
tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan 
lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap 
bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai bangsa. 
Tidak bisa opleggen dari luar. Itu harus latent telah hidup di 
dalam jiwa rakyat itu sendiri. Susah mencarinya, mana 
elemen-elemen yang harus nanti total menjadi dasar statis 
dan total menjadi leitstar dinamis. Dicari-cari, berkristalisir di 
dalam lima hal ini: ketuhanan yang maha esa, kebangsaan, 
                                                 
237. Liga Pancasila (penyunting), Pancasila Dasar Filsafat Negara, Kursus Bung Karno, 
Yayasan Empu Tantular, Jakarta, 1960, hlm. 9. 
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peri kemanusiaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial. Dari 
jaman dulu sampai sekarang, ini yang nyata selalu menjadi isi 
daripada jiwa bangsa Indonesia”.238 
Makna yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
adalah bahwa rakyat Indonesia memiliki kepercayaan kepada Tuhan 
(Sang Pencipta). Ketuhanan menurut Soekarno adalah pengikat 
keseluruhan, dan melalui rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa semua 
golongan agama di Indonesia menerima dan menghormatinya. Sila ini 
adalah salah satu leitstar utama untuk menjadikan bangsa Indonesia 
selalu mengejar kebaikan.239  
Makna yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia 
adalah bahwa suatu negara yang kuat haruslah berdasarkan atas 
paham kebangsaan. Negara adalah alat perjuangan, suatu mach-
torganisatie bagi bangsa Indonesia dalam melawan musuh yang 
hendak menyerang, menentang intervensi asing, menentang 
peperangan dan di dalam negeri digunakan untuk memberantas 
penyakit-penyakit yang bisa merugikan kepentingan negara dan untuk 
mencapai cita-cita Negara Indonesia, masyarakat yang adil dan 
makmur.240 
Makna yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil 
dan beradab adalah bahwa Indonesia bukanlah suatu bangsa yang 
berdiri sendiri, tetapi satu bangsa dalam keluarga bangsa-bangsa di 
dunia. Tidak ada suatu bangsa pun di dunia ini dapat hidup tanpa 
berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Peri kemanusiaan 
merupakan jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan 
manusia lainnya saling membutuhkan.241  
Makna yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 
adalah merefleksikan prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan 
kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat yang dicita-
citakan. Soekarno menginginkan demokrasi yang dibangun adalah 
                                                 
238. Ibid.   
239. Ibid , hlm. 60. 
240. Ibid, hlm. 73, 81. 
241. Ibid, hlm. 87 . 
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demokrasi bercorak nasional, satu corak kepribadian Indonesia yang 
tidak harus sama dengan corak demokrasi yang diterapkan di negara-
negara lain. Soekarno menegaskan bahwa demokrasi Indonesia 
adalah demokrasi terpimpin.242 Makna sila keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia adalah sosialisme ala Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila243. 
b. Soediman Kartohadiprodjo 
Pemikiran filsafat Pancasila Soediman Kartohadiprodjo 
berawal dari kritik terhadap pemikiran filsafat barat yang individualistik. 
Soediman dalam pembahasannya mengatakan bahwa hukum yang 
dibawa dan diajarkan oleh kolonial Belanda adalah hukum barat 
bukan hukum Indonesia. Sejak hukum barat tersebut diterapkan, 
banyak dari peraturan-peraturan itu dirasakan oleh bangsa Indonesia 
tidak adil. Misalnya ketentuan yang mengatakan bahwa semua tanah 
di Indonesia yang tidak dapat dibuktikan pemiliknya merupakan milik 
(domein) negara, konsep hak milik dalam Pasal 570 KUHS yang 
menyatakan bahwa hak milik adalah suatu hak untuk menikmati 
secara bebas suatu benda dan untuk memperlakukannya secara 
mutlak. Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran hukum yang dimiliki 
oleh bangsa Indonesia dalam rangka menciptakan hukum yang adil. 
Apalagi setelah dinyatakan oleh Oswald Spengler (1918), Ortega Y 
Gasset (1926), P.A Sorokin (1941), dan Jan Romein (1944) bahwa 
telah terjadi kemerosotan dalam kebudayaan barat.244 Soediman 
meragukan pemikiran barat yang individualistik yang bersumber dari 
pemikiran John Locke khususnya berkaitan dengan hak asasi 
manusia, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Jefferson, “men are 
created free and equal, they are endowed by their creator worth 
some inalienable rights, life, liberty and the pursuit of happiness,” 
padahal anggapan tersebut tidak pernah mendapat penjelasan 
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243. Ibid, hlm. 147.  
244. Soediman Kartohadiprodjo, Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu Dalam 
Pergaulan Hidup (Suatu Masalah), Pidato Diucapkan Dalam Perayaan Hari Ulang 
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rasionalitasnya sehingga hal tersebut masih dianggap sebagai 
hipotesis.245 
Menurut Soediman, manusia itu tidak diciptakan sebagai 
individu otonom dan bebas terpisah dari individu lainnya, melainkan 
sebagai makhluk yang hidup bersama dengan sesamanya. Meskipun 
demikian masing-masing manusia memiliki kepribadian, dan 
kepribadian itu muncul dan berkembang dalam pengikatannya dalam 
pergaulan hidup sesama manusia. Maka disimpulkan bahwa manusia 
itu selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup manusia (man is a social 
being) dan selalu berorganisasi (man is a political being). Individu 
pada konteks ini tidak seperti halnya dalam alam pikiran barat atau 
komunis melainkan suatu kedwitunggalan antara individu dan 
pergaulan hidup.246 Upaya kembali kepada kepribadian Indonesia 
dilakukan dengan cara menyelami kebudayaan Indonesia. Hukum 
adat merupakan bahan yang cukup penting untuk melihat hubungan 
antara individu dalam masyarakat, mengenai adil dan tidak adil. 
Contoh paling terang mengenai persoalan ini adalah lembaga hukum 
yang dikenal istilah hak ulayat, terdapat dalam kesatuan pergaulan 
hidup (rechtsgemeenschap) teritorial (desa, negeri, marga dan 
sebagainya) atau bukan teritorial (familie di Minangkabau). Tiap 
warga berhak membuka tanah belukar dalam kesatuan wilayah ulayat 
dan memilikinya serta berwenang memperlakukannya sesuai 
kehendaknya. Hak warga tersebut dilindungi, sepanjang tanah 
tersebut tidak ditelantarkan, sebab jika ditelantarkan maka hak milik 
atas tanah tersebut menjadi hilang dan kembali menjadi hak ulayat. 
Terlihat adanya suatu pergaulan hidup yang memiliki kebebasan 
terikat. Hal ini juga ditemukan dalam hukum keluarga dan hukum 
waris.247 
Berangkat dari kritik terhadap hukum barat dan menelaah 
hukum adat, Soediman sampai pada kesimpulan bahwa negara yang 
ingin dibangun adalah negara Pancasila dan masyarakat Pancasila 
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untuk menggantikan demokrasi terpimpin dan sosialisme ala 
Indonesia versi Soekarno.248 
Soediman setelah meneliti pemikiran Soekarno mengenai 
nilai-nilai filsafat Pancasila pada akhirnya berkesimpulan bahwa jiwa 
dari Pancasila adalah kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 33 UUD 1945 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan asas kekeluargaan”. Lima sila tersebut memiliki 
hubungan yang saling berkaitan, dan tidak ada satupun sila yang 
dapat dihilangkan, menerima dan mengakui Pancasila berarti 
menerima dan mengakui semua silanya, menolak atau merubah salah 
satu silanya berarti menolak keseluruhan dari Pancasila.249  
Menurut Soediman, makna yang terkandung dalam Pancasila 
adalah: Sila pertama ketuhanan yang maha esa mengandung arti 
bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan-Nya. Meliputi benda 
mati (planet-planet, batu, air, api, dan sebagainya) dan benda hidup 
(tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia). Semua ciptaan-Nya ini 
tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan, terdapat 
hubungan antara yang satu dengan lainnya. Artinya menjadi kesatuan 
dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan. Sila kebangsaan dan 
sila internasionalisme atau peri kemanusiaan Soediman setuju dengan 
perkataan Soekarno bahwa internasionalisme tidak dapat hidup subur, 
kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak 
dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya inter-
nasionalisme. Internasionalisme menunjukkan penglihatan bangsa 
Indonesia tentang manusia sebagai satu umat manusia. Hanya karena 
pengaruh geografis, iklim tempat hidupnya dan faktor-faktor lain, 
menyebabkan terdapat manusia yang berbeda sifat dan kepri-
badiannya. Sila kedaulatan rakyat yang pada awalnya disebut 
Soekarno sila mufakat/musyawarah. Musyawarah itu memerlukan 
sekurang-kurangnya dua orang ialah dua orang yang berlainan 
pendapat. Kalau tidak berlainan atau berbeda pendapat maka tidak 
mungkin terdapat musyawarah. Lagi pula orang-orang itu harus 
berdiri sama tegaknya, duduk sama rendahnya. Proses musyawarah 
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tersebut mengarah pada suatu kebulatan kehendak yang sama 
(kesatuan kehendak), sehingga melahirkan istilah perbedaan dalam 
kesatuan. Sila kelima kesejahteraan sosial, menunjukkan cita-cita 
bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan melalui kehidupan 
bernegara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.250 
c. Notonagoro 
Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan asas pandangan 
dunia, suatu asas pandangan hidup yang berasal dari buah 
perenungan jiwa mendalam, penelaahan yang seksama berdasarkan 
pengetahuan dan kedalaman pengalaman hidup. Pancasila secara 
material bersumber pada adat istiadat, tradisi dan kebudayaan 
bangsa Indonesia. Kemunculan lima sila dalam Pancasila bukanlah 
sesuatu yang baru muncul tatkala ingin membentuk Negara 
Indonesia, tetapi jauh sebelumnya sudah ada dan telah dimiliki dan 
hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Lima sila dalam Pancasila 
merupakan perwujudan suatu bangunan yang hierarkis piramidal. 
Secara hierarkis ke-lima sila memiliki kesalingterkaitan dengan sila 
terdahulunya, menjadi sumber sila yang menjiwai sila selanjutnya. 
Sila yang berada dibelakangnya merupakan penjelmaan dan 
pengkhususan sila yang ada didepannya (formal logis).251  
Kesatuan ke-lima sila Pancasila tersebut memperlihatkan 
bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dasar ontologis, 
dasar epistimologis dan dasar aksiologis.252 Sila ketuhanan yang maha 
esa merefleksikan bahwa bangsa Indonesia menyakini keberadaan 
Tuhan yang maha esa, yang memberikan rahmat-Nya sehingga 
tercapai kemerdekaan Indonesia, Tuhan yang merupakan asal segala 
semua yang ada di alam semesta, yang pertama, maha sempurna, 
memiliki kekuasaan mutlak mengatur alam semesta ini. Manusia 
sebagai pendukung utama berdirinya Negara Indonesia yang 
menaungi kehidupan bersama sekaligus menginsyafi sebagai makhluk 
                                                 
250. Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila dan Hukum, Bahan Ceramah Pada Seminar Hukum 
Nasional I Tanggal 11 – 16 Maret 1963 di Jakarta, hlm. 9 – 10. 
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61.   
252. Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, CV Pancuran Tujuh, Jakarta, 1975, hlm. 
57.   
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
 
218 
Tuhan.253 Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merefleksikan 
bahwa Negara Indonesia merupakan lembaga kemanusiaan yang 
dibentuk oleh manusia untuk kemaslahatan manusia bersama. 
Kebersatuan bangsa Indonesia dalam suatu negara dalam rangka 
mewujudkan kehidupan bersama yang berkeadilan sosial.254 Sila 
persatuan Indonesia bermakna adanya keinginan bangsa Indonesia 
untuk bersatu padu, mengikat diri dalam suatu negara dalam rangka 
mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. 
Kedudukan manusia dalam pergaulan hidup dalam berbangsa dan 
bernegara mengandung dua hakekat, yaitu manusia sebagai makhluk 
individu-sosial dan pribadi mandiri-makhluk Tuhan, sehingga manusia 
disebut makhluk monopluralis. Konsep ini mengilhami pendapat 
Notonagoro tentang konsep hak asasi manusia (HAM) bahwa hak-hak 
individu akan dibatasi oleh sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial 
dan implementasinya harus berpedoman pada konstitusi (UUD 
1945).255 
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, bermakna bahwa pemerintahan 
Negara Indonesia bersumber dari demokrasi Pancasila yang berbasis 
pada asas kekeluargaan dan persatuan kesatuan. Demokrasi mengacu 
pada keseimbangan yang didasari ide kerakyatan, ide musyawarah 
dan ide kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila bukan hanya 
demokrasi politik, tetapi juga meliputi demokrasi ekonomi dan 
demokrasi kebudayaan.256 Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara 
Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, 
persatuan (nasionalisme), dan demokrasi Pancasila.257  
Berkenaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan oleh manusia 
berpijak pada epistimologi filsafat Pancasila yang memandang 
manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang termanifestasikan 
dalam tiga potensi yang dimiliki manusia, yaitu akal, rasa dan 
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kehendak. Bagi manusia Indonesia pencarian ilmu pengetahuan harus 
berpedoman pada filsafat Pancasila sebagai konsekuensi logis dari 
pendirian teleologis dalam ilmu, sebab ilmu bukan hanya untuk ilmu, 
ilmu tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan di 
Indonesia harus berdasar pada nilai-nilai ketuhanan dan berpuncak 
pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.258 
Berangkat dari pemikiran para ahli tersebut, dapat dike-
mukakan rumusan singkat nilai-nilai atau prinsip-prinsip filsafat 
Pancasila yang dapat dijadikan landasan politik hukum Indonesia. 
Pertama, hukum yang ingin dibangun harus memiliki dimensi 
ketuhanan tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi. Artinya 
hukum Indonesia harus memiliki sifat religius sekaligus menyentuh 
aspek-aspek manusiawi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa. Kedua, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip-
prinsip kemanusiaan, kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya 
bagi masyarakat Indonesia yang bersandar pada keadilan dan 
keberadaban sebagai manusia. Ketiga, hukum yang ingin dibangun 
harus berdasar pada prinsip nasionalisme sebagai bangsa yang 
memiliki harkat dan martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain 
di dunia. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari suku-
suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-
beda (Bhineka Tunggal Ika). Keempat, hukum yang ingin dibangun 
harus berdasar pada prinsip demokrasi yang mengedepankan 
musyawarah untuk mufakat berlandaskan prinsip negara hukum. 
Kelima, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Selanjutnya berdasarkan pada rumusan prinsip-prinsip filsafat 
Pancasila tersebut dikaitkan dengan politik hukum HKI, maka prinsip-
prinsip yang dapat dijadikan landasan politik hukum dan pengaturan 
HKI di Indonesia, adalah: 
Pertama, prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip 
kemanusiaan. Kemaslahatan berasal dari bahasa Arab al mushlahah 
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berarti sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat.259 
Kemaslahatan dalam konteks pengaturan HKI berarti bahwa setiap 
kekayaan intelektual (ciptaan, invensi, kreasi) yang dihasilkan harus 
memiliki kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Lebih jauh 
lagi ciptaan atau invensi tersebut harus dapat meningkatkan harkat 
dan martabat bagi manusia yang menghasilkannya dan yang 
menggunakannya, bukan justru merendahkan harkat dan martabat 
manusia. Prinsip kemaslahatan ini dengan demikian memperbolehkan 
pemilik HKI mendapatkan manfaat baik secara ekonomi atau moral 
sepanjang tidak menjadikan HKI yang dimiliki tersebut sebagai alat 
untuk mengambil keuntungan berlebihan (eksploitatif) sehingga 
merugikan kepentingan manusia secara luas. Semakin banyak 
manusia merasakan kebaikan dan manfaat dari HKI yang dimilikinya, 
maka akan semakin mulia si pemilik HKI dihadapan manusia dan di 
mata Tuhan Yang Maha Esa. Motivasi utama yang melandasi seorang 
pencipta atau inventor dalam membuat karya-karya HKI seharusnya 
adalah adanya keinginan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik 
karena memanfaatkan ciptaan atau invensinya dalam menjalani 
kehidupannya dan tidak dikuasai oleh niat ingin meraup keuntungan 
material berlimpah. Prinsip ini sejalan dengan teori utilitarianisme dari 
Jeremy Bentham, yang mengatakan the greatest happiness for the 
greatest number. Teori ini menginginkan hukum memberikan 
kebahagiaan terbesar bagi manusia dan dinikmati oleh manusia 
secara luas. Baik atau buruknya suatu perbuatan manusia dinilai dari 
seberapa besar perbuatan tersebut memberi manfaat dan 
kebahagiaan kepada banyak orang. Maka dari itu pengaturan HKI 
harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan 
kemanfaatannya, tidak hanya berorientasi pada perlindungan 
kepentingan individu (pemilik HKI) semata.260 Prinsip ini berkaitan 
dengan ketentuan undang-undang tentang kewajiban pemilik HKI 
menyediakan produk HKI secara luas, mudah diakses oleh masyarakat 
dan dengan harga yang wajar, lisensi wajib dan kewenangan 
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pemerintah melaksanakan HKI yang dimiliki pemilik HKI demi alasan 
kemanusiaan dan kepentingan umum (misalnya produk obat-obatan, 
pangan, peralatan pertanian dan sebagainya). 
Kedua, prinsip keseimbangan kepentingan individu dan 
masyarakat. Hak individu tetap diakui, namun dalam pelaksanaannya 
dalam kehidupan bermasyarakat hak tersebut tidak berlaku mutlak 
sebab dibatasi oleh kepentingan masyarakat luas (public interest). 
Sesuai dengan Pancasila, implementasi hak individu harus diserasikan 
dengan hak yang dimiliki oleh masyarakat.261 HKI memang bersumber 
dari hak individu karena individu atau kelompok individu atau badan 
hukum yang menghasilkan karya-karya HKI, sehingga sangat 
beralasan apabila negara memberikan hak ekslusif kepadanya. Hak 
ekslusif tersebut tidak berlaku mutlak dan tanpa batas. Disamping 
dibatasi keberlakuannya oleh undang-undang, hak tersebut juga 
dibatasi oleh kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Eddy 
Damian dalam suatu wawancara dengan Harian Umum Kompas 
mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki sifat komunal.262  Oleh 
sebab itu sangat salah apabila pengaturan HKI di Indonesia lebih 
cenderung mengedepankan individualisme dan melupakan komunalisme. 
Sebaliknya juga tidak tepat apabila komunalisme yang dikedepankan 
sementara individualisme dibuang. Jalan tengah yang paling moderat 
adalah adanya keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan 
masyarakat luas. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah 
sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut, maka 
pengaturan HKI harus didukung dengan empat prinsip lain, yaitu: 
(1) prinsip keadilan, dimana Pengaturan HKI harus mampu 
melindungi kepentingan pencipta atau inventor, namun disisi lain 
jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor sampai 
menimbulkan kerugian kepada masyarakat luas, (2) prinsip ekonomi, 
bahwa lahirnya karya intelektual membutuhkan ilmu pengetahuan, 
keterampilan, fasilitas, waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka 
karya intelektual memiliki nilai ekonomis dan pencipta atau inventor 
wajar memperoleh keuntungan ekonomi berupa royalty atau technical 
                                                 
261. Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1983, hlm. 45.  
262. Harian Umum Kompas, Sabtu, 06 Oktober 2007. 
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
 
222 
fee, (3) prinsip kebudayaan, bahwa karya intelektual adalah produk 
kebudayaan manusia yang secara hakekat merupakan dasar untuk 
lahirnya karya selanjutnya, dan (4) prinsip sosial, bahwa pengaturan 
HKI tidak hanya mengatur kepentingan individu semata, tetapi juga 
mengatur kepentingan masyarakat.263  
 Ketiga, prinsip nasionalisme (perlindungan kepentingan 
nasional). Menurut pandangan Frederick Hertz, hal pokok dan menjadi 
fundamen nasionalisme adalah kesadaran nasional (national 
consciousness) yang selanjutnya membentuk negara (nation). 
Nasionalisme memiliki empat macam cita-cita, yaitu: (1) mewujudkan 
persatuan nasional baik secara politik, ekonomi, sosial, keagamaan, 
kebudayaan, persekutuan dan solidaritas, (2) mewujudkan kebebasan 
nasional meliputi kebebasan dari penguasaan asing atau campur 
tangan dari dunia luar, kebebasan dari kekuatan dalam negeri yang 
tidak nasionalis, (3) mewujudkan kesendirian (separateness), pembedaan 
(distictivesness), individualitas, keaslian (originality) atau kekhususan,  
(4) mewujudkan kehormatan, kewibawaan dan pengaruh.264 
Nasionalisme secara politis dimaknai sebagai manifestasi kesadaran 
nasional dari warga negara yang berisi cita-cita untuk merebut 
kemerdekaan (melepaskan diri dari penjajahan) dan mengisi 
kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan 
bangsa dan negara. Kebanggaan dan kecintaan kepada bangsa dan 
negara merupakan salah satu wujud nasionalisme, namun 
nasionalisme yang tidak berlebihan (chauvinisme) diikuti sikap saling 
menghormati, saling menghargai dan membangun kerja sama dengan 
negara lain. Hal demikian pernah dikatakan oleh Soekarno, bahwa 
nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme sempit yang tumbuh 
dari kesombongan belaka, melainkan nasionalisme yang lebar, bukan 
jingo nationalism atau chauvinism, dan bukanlah suatu copy atau 
tiruan dari nasionalisme barat. Nasionalisme Indonesia adalah 
nasionalisme yang menerima rasa hidupnya itu sebagai suatu wahyu 
dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti, nasionalisme 
yang di dalam kelebaran dan keluasannya memberi tempat pada lain 
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bangsa.265 Prinsip nasionalisme Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila 
yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: (1) menempatkan 
persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan 
negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan,   
(2) berani menolak intervensi asing yang bertentangan dengan 
kepentingan nasional, (3) menunjukkan sikap rela berkorban demi 
kepentingan bangsa dan negara, (4) bangga sebagai bangsa 
Indonesia dan sejajar dengan bangsa lain di dunia, (5) mengakui 
persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama 
manusia dan sesama bangsa, (6) menumbuhkan sikap saling 
mencintai sesama manusia, (7) mengakui bahwa bangsa Indonesia 
adalah bagian dari bangsa di dunia dan menjunjung tinggi sikap 
saling menghormati dan saling bekerja sama demi kepentingan 
bersama.  
Pada konteks pengaturan HKI prinsip nasionalisme berkaitan 
erat dengan perlindungan kepentingan HKI Indonesia dalam undang-
undang. Setelah diketahui bahwa sistem perlindungan HKI di dunia ini 
berasal dari barat yang menganut filosofi bangsa barat dan 
disosialisasikan oleh negara-negara barat (negara-negara maju), 
maka sudah selayaknya Indonesia lebih berhati-hati mengadopsinya 
ke dalam hukum nasional. Jangan sampai kepentingan nasional tidak 
terlindungi, hanya karena tekanan dan ketidakmengertian bangsa 
Indonesia tentang arti pentingnya HKI bagi kemajuan dan kemandirian 
bangsa. Atas nama kepentingan nasional yang dapat dijelaskan 
secara argumentatif, faktual dan keberanian politik dari pemimpin 
negara Indonesia, undang-undang HKI tidak boleh keluar dari prinsip 
nasionalisme meskipun ditentang oleh negara-negara maju. 
Implementasi prinsip ini dalam undang-undang HKI berupa ketentuan 
lisensi wajib, impor paralel, pemanfaatan HKI demi kepentingan 
negara (kesehatan, pertahanan dan keamanan, penguasaan IPTEK 
dan kepentingan nasional dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya), 
pemanfaatan HKI untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, 
pendidikan.  
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Keempat, prinsip keadilan sosial. Prinsip ini merupakan muara 
dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas. Prinsip 
kemanusiaan, prinsip keseimbangan individu dan masyarakat, dan 
prinsip nasionalisme jika dilaksanakan akan mewujudkan keadilan 
sosial. Keadilan sosial menurut Soekarno mengandung dua asas, yaitu 
sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Sosio nasionalisme yang 
dimaksud adalah sosio nasionalisme berperi kemanusiaan, suatu sosio 
nasionalisme politik dan ekonomi yang bertujuan mencari keberesan 
politik dan ekonomi, negara dan kesejahteraan. Sosio demokrasi yang 
ingin dibangun bukan demokrasi asing tetapi demokrasi sejati 
Indonesia. Implementasi dari dua asas tersebut akan mampu 
mewujudkan keadilan sosial, yaitu suatu masyarakat yang adil dan 
makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak 
ada penindasan, tidak ada penghisapan (exploitation de l’homme par 
l’homme) cukup sandang dan pangan (gemah ripah loh jinawi tata 
tenteram kerta rahardja).266 Melengkapi pemikiran Soekarno, Moh. 
Hatta berpandangan bahwa demokrasi asli Indonesia harus 
berdasarkan pada kebangsaan dan kerakyatan yang berisi prinsip 
kekeluargaan dan tolong menolong (kolektivisme) untuk mewujudkan 
keadilan sosial (kesejahteraan sosial). Moh. Hatta menggagas koperasi 
sebagai wujud dari kolektivisme modern berasaskan kepemilikan 
bersama dan usaha bersama. Hak individu tetap diakui sepanjang 
selaras dengan kepentingan bersama.267 Kolektivisme juga menjadi 
antitesa dari individualisme yang menjadi spirit kapitalisme.268 Pemikiran 
Soekarno dan Moh. Hatta berintikan keadilan sosial yang anti 
kapitalisme dan menolak demokrasi liberal dan perjuangan merebut 
kemerdekaan merupakan bagian dari perjuangan membangun 
masyarakat berkeadilan.269 Tujuan dari keadilan sosial adalah 
tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur 
dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun 
                                                 
266. Soekarno, Pancasila Sebagai Dasar Negara, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hlm. 97.  
267. Bur Rasuanto, Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori 
Filsafat Politik Modern, PT. Pustaka Gramedia Utama, Jakarta, 2005, hlm. 209 – 
210.  
268. As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, LP3ES, Jakarta, 2009, 
hlm. 211.  
269. Ibid, hlm, 202.  
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kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. 
Kesejahteraan umum berarti bahwa diakui dan dihormatinya hak asasi 
manusia setiap warga negara dan tersedianya barang dan jasa 
keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.270 Hak 
asasi manusia tidak sebebas-bebasnya, tetapi diatur oleh konsitusi 
dan konsep hak milik bukan semata-mata hak individu tetapi melekat 
didalamnya fungsi sosial.271 Jika HKI oleh sebagian orang termasuk 
dalam hak asasi manusia tidak menjadi masalah, asalkan juga 
dipahami bahwa di dalam hak tersebut berisi kewajiban sosial.   
Kelima, prinsip pengembangan IPTEK tidak bebas nilai. 
(IPTEK berdasarkan nilai-nilai Pancasila). Perdebatan tentang apakah 
ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai dilatarbelakangi pesatnya 
perkembangan dan kemajuan IPTEK dan penggunaannya oleh 
manusia. Misalnya teknologi kloning pada hewan dan penggunaannya 
pada manusia menimbulkan persoalan moral dan agama, teknologi 
yang merusak lingkungan (penggunaan CFC pada lemari es, AC), dan 
senjata yang pemusnah masal (senjata biologi, bom atom, bom cair). 
Di samping kegunaan positif bagi manusia, kekhawatiran dampak 
negatifnya juga tinggi sebagai akibat kesalahan dan ambisi manusia 
yang menggunakannya. Rusaknya lapisan ozon, makin memanasnya 
suhu bumi,  bom atau senjata pemusnah masal untuk memenangkan 
perang, kloning dalam segala bentuknya yang mengusik norma-
norma kesusilaan, moralitas dan agama dan eksploitasi IPTEK dan 
produk-produknya diperdagangkan secara tidak fair oleh negara maju 
kepada negara berkembang dengan alasan perlindungan HKI secara 
internasional.  Realitas tersebut memunculkan problem dehumanisasi 
IPTEK. Para ilmuwan terbelah pandangannya menjadi dua, golongan 
pertama menginginkan ilmu bersifat netral dari nilai-nilai apapun (ilmu 
bebas nilai) dan golongan kedua menginginkan ilmu tidak bebas nilai, 
kecuali terbatas hanya pada aspek metafisik keilmuan, sedangkan 
pada pemilihan objek penelitian dan pemanfaatan ilmu dan produknya 
harus berlandaskan pada nilai-nilai (moral, kesusilaan dan agama).  
                                                 
270. Kirdi Dipoyudo, op.,cit, hlm. 54.  
271. Kholid O. Santosa, Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945, Sega Arsy, 
Bandung, 2007, hlm. 67.  
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Golongan pertama ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu 
secara total seperti pada zamannya Galileo. Josep situmorang 
berpandangan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap 
kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu 
sendiri. Paling tidak ada tiga indikator bahwa penelitian itu bebas nilai, 
yaitu (1) ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian yakni bebas 
dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, 
budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya, (2) perlunya kebebasan 
ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu 
menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri, dan 
(3) penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering 
dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu bersifat 
universal.272 Indikator pertama dan kedua menunjukkan para ilmuwan 
untuk menjaga objektivitas ilmiah, sedangkan indikator ke tiga 
berhubungan dengan moralitas yang dimiliki oleh ilmuwan. Di belahan 
dunia Barat berlaku pandangan ilmu yang bebas nilai, sejak tokoh-
tokoh pada zaman Renaisance merasa tidak perlu lagi berhubungan 
dengan agama dalam pengetahuan ilmu pengetahuan. Dipihak lain, 
intervensi nilai yang berlebihan ke dalam pengembangan ilmu hanya 
akan menjadikan ilmu sebagai wadah berbagai kepentingan, terutama 
kepentingan yang semata-mata ideologis, sehingga para ilmuwan 
menjadi terpasung dalam kungkungan ideologi atau kepentingan 
politis semata.   
Golongan kedua ingin menyesuaikan kenetralan ilmu secara 
pragmatis sesuai perkembangan ilmu dan masyarakat berdasarkan 
alasan-alasan: (1) ilmu dalam kenyataannya telah digunakan secara 
destruktif oleh manusia (penggunaan bom atom dalam perang dunia), 
(2) kalangan ilmuwan lebih mengetahui akan dampak positif dan 
negatif dari hasil-hasil penelitiannya, (3) perkembangan ilmu dapat 
mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki (misalnya 
kasus revolusi genetika dan teknik perubahan sosial). Oleh sebab itu 
ilmu secara moral harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa 
                                                 
272. Dalam Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2001, hlm. 56 – 57. 
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merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan.273 
Selain itu ilmuwan juga memiliki tanggung jawab sosial, bukan saja 
karena sebagai warga masyarakat tetapi karena ilmuwan memiliki 
fungsi tertentu demi kelangsungan hidup bermasyarakat. Fungsi 
sebagai ilmuwan tidak berhenti pada penelitian dan pengembangan 
ilmu secara individual, namun bertanggung jawab agar produk yang 
dihasilkan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.274  
Di bidang ilmu-ilmu sosial Kuntowijoyo menggagas kemunculan 
ilmu sosial profetik yang tidak hanya menolak klaim bebas nilai dalam 
ilmu khususnya positivisme tapi lebih jauh mengharuskan ilmu sosial 
untuk secara sadar memiliki pijakan nilai sebagai tujuannya. Ilmu 
sosial profetik tidak hanya berhenti pada usaha menjelaskan dan 
memahami realitas apa adanya tapi lebih dari itu mentrans-
formasikannya menuju cita-cita yang menjadi tujuan masyarakat. Tiga 
nilai penting sebagai pijakan sekaligus menjadi unsur-unsur yang 
akan membentuk karakter paradigmatiknya, adalah: (1) humanisasi, 
artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, 
ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Humanisme 
yang lahir dari semangat liberalisme barat (antroposentris), Kuntowijoyo 
menambahkannya dengan humanisme teosentris, karena humanisasi 
tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep 
transendensi yang menjadi dasarnya, (2) liberasi, yang ingin dibangun 
dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik 
untuk membebaskan manusia dari kemiskinan, pemerasan, dominasi 
struktur yang menindas, dan (3) transendensi, yang merupakan dasar 
dari humanisasi dan liberasi. Transendensi hendak menjadikan nilai-
nilai transendental (ketauhidan, ketuhanan) sebagai bagian penting 
dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan 
nilai-nilai agama pada kedudukan sentral.275 Dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh modernisasi mendorong terjadinya gairah untuk 
                                                 
273. Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan, Jakarta, 
1990, hlm. 234 – 235. 
274. Ibid, hlm, 237.  
275. Kuntowijoyo Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, Tiara Wacana, 
Yogyakarta, 2007, secara singkat petikan pemikiran tersebut dapat dilihat Melalui 
<http://wapedia.mobi/id/Ilmu_Sosial_Profetik> (18/12/09)  
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menangkap kembali alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh agama 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. 
Pemikiran Kuntowijoyo sangat relevan dengan filsafat 
Pancasila. Bagi Indonesia, paham ilmu bebas nilai tidak dapat 
diterapkan. Ilmu bukan hanya untuk ilmu tetapi ilmu untuk 
kemaslahatan umat manusia. Maka agar tercapai kemaslahatan, ilmu 
pengetahuan harus berlandaskan pada nilai-nilai agama universal 
yang bisa diterima oleh agama apapun (aspek ketuhanan), moralitas, 
kemanusiaan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut ada dalam Pancasila. 
HKI sebagai produk dari ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari 
nilai-nilai tersebut.  
B. Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan 
Yuridis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
UUD 1945 merupakan landasan yuridis tertinggi dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki landasan 
konstitusional dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan 
dengan konstitusi negara. Pembentukan peraturan perundang-
undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penye-
barluasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Ketentuan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 menunjukkan bahwa jenis dan tata 
urutan peraturan perundang-undangan Indonesia diilhami oleh 
stuffenbau theory Hans Kelsen,276 minus pure theory of law dari yang 
                                                 
276. Menurut Ahmad Ali, ajaran Hans Kelsen terdiri dari 3, yaitu teori hukum murni (pure 
theory of law), grundnorm theory dan stuffenbau theory. Teori hukum murni 
adalah teori hukum positif yang berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum, 
bagaimana hukum ada dan bukan untuk menjawab bagaimana hukum itu 
seharusnya ada. Teori hukum adalah ilmu hukum (jurisprudence) bukan politik 
hukum. Hans Kelsen ingin membersihkan objek penjelasan mengenai hukum 
terlepas dari unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan hukum (seperti sejarah, 
moral, sosiologis, politis, keadilan, dan unsur lainnya). Hans Kelsen misalnya 
menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum, 
karena dianggap merupakan persoalan ideologi yang irasional. Hans Kelsen hanya 
ingin menerima hukum apa adanya, yaitu: berupa peraturan-peraturan yang 
dibuat dan diakui oleh negara (hukum positif). Grundnorm theory menjelaskan 
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menempatkan konstitusi sebagai urutan tertinggi dalam hukum 
nasional suatu negara (konstitusi dalam arti material), selanjutnya 
norma-norma umum yang dibuat berdasarkan konstitusi (undang-
undang) dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan 
otoritas administratif lainnya dalam menjabarkan ketentuan undang-
undang.277 Implementasinya di Indonesia adalah: UUD 1945, Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. UUD 1945 
sebagai norma tertinggi yang harus diikuti oleh peraturan yang 
berada dibawahnya (Pasal 7).  
Pengaturan tentang HKI juga demikian, harus jelas landasan 
konstitusionalnya. Setelah menelaah Pasal-Pasal dalam UUD 1945, 
pasal-pasal yang menjadi landasan pengaturan HKI di Indonesia, 
dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 
1. Landasan Yuridis Konstitusional Pembentukan Undang-Undang 
Hak Kekayaan Intelektual Indonesia adalah negara hukum (Pasal 
1 ayat (3)), maka setiap aspek kehidupan bernegara harus 
berdasar pada hukum yang berlaku. HKI yang tidak berakar dari 
                                                                                                         
bahwa suatu norma harus memiliki validitas, dan validitas suatu norma harus 
selalu berupa norma pula, bukan fakta. Suatu norma yang validitasnya tidak 
diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut norma dasar (grundnorm). 
Grundnorm yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan perundang-undangan 
dalam suatu tatanan sistem hukum suatu negara. Grundnorm berada pada posisi 
tertinggi yang bersifat abstrak, Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia 
Indonesia, Bogor Selatan, 2008, hlm. 208, Hans Kelsen, Dialihbahasakan oleh 
Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu hukum Normatif, 
Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 1, Hans Kelsen, Dialihbahasakan 
oleh Somardi, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 
Hukum Empirik-Deskriptif, Rindi Press, Jakarta, 1995, hlm. 113 – 126. 
277. Jika Hans Kelsen ingin memisahkan hukum dari unsur-unsur yang tidak berkaitan 
dengan hukum seperti persoalan keadilan, politik, ekonomi, sosial dan budaya, 
maka  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 justru menyatakan bahwa setiap 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas 
peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, yuridis maupun sosiologis (Penjelasan Pasal 5 huruf d), ditegaskan lagi 
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.PP.01.01 
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan, yang mewajibkan naskah akademik memuat 
dasar filosofis, yuridis dan sosiologisnya (Pasal 3). Artinya hukum tidak bisa 
dilepaskan dari unsur-unsur di luar hukum, karena hukum tidak berdiri sendiri dan 
selalu berhubungan dengan unsur-unsur lain.   
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kehidupan masyarakat Indonesia dan berasal dari negara barat 
dapat diterapkan di Indonesia setelah ada dasar hukumnya, yaitu 
berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pembentukan 
undang-undang dilakukan oleh lembaga negara yang ditunjuk 
oleh konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga 
negara yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang 
dan Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui DPR (Pasal 20, Pasal 21).  Selain itu Presiden dengan 
persetujuan DPR juga berwenang membuat perjanjian dengan 
negara lain baik secara bilateral maupun multilateral (perjanjian 
internasional) seperti WTO/TRIPs Agreement (Pasal 11).  
Perjanjian internasional saat ini diatur oleh Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2000. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, 
dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum 
internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak 
dan kewajiban di bidang hukum publik (Pasal 1 huruf a). Pasal 1 
huruf b menyatakan, pengesahan terhadap perjanjian internasional 
dilakukan dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), 
penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). Guna 
melindungi kepentingan nasional, dalam membuat perjanjian 
internasional Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada 
kepentingan nasional, berdasar pada prinsip persamaan 
kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum 
nasional maupun hukum internasional yang berlaku (Pasal 4 Ayat 
(2)). Mekanisme pengesahan perjanjian internasional diatur pada 
Bab III Pasal 9 sampai dengan Pasal 14. Pengesahan perjanjian 
internasional dapat dilakukan dengan undang-undang atau 
keputusan presiden (Pasal 9 Ayat (2)). Pengesahan perjanjian 
internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan 
dengan: (1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan 
keamanan negara, (2) perubahan wilayah atau penetapan batas 
wilayah negara Republik Indonesia, (3) kedaulatan atau hak 
berdaulat negara, (4) hak asasi manusia dan lingkungan hidup, 
(5) pembentukan kaidah hukum baru, dan (6) pinjaman dan/atau 
hibah luar negeri. Selain dari hal-hal tersebut pengesahan 
perjanjian internasional, dilakukan dengan keputusan presiden 
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(Pasal 11 ayat (1)). Kelemahan dari undang-undang ini adalah 
melakukan pembedaan substansi pengesahan perjanjian 
internasional melalui undang-undang dan melalui keputusan 
presiden. Seharusnya semua perjanjian internasional pengesahannya 
melalui undang-undang karena menyangkut kepentingan 
nasional, sehingga harus diketahui dan dikaji baik buruknya oleh 
DPR. Kasus ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA) patut menjadi 
pelajaran berharga, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah 
ternyata dalam kenyataannya tidak sejalan dengan kepentingan 
dunia usaha Indonesia. Kekhawatiran dirugikannya kepentingan 
dunia usaha Indonesia sebagai akibat ACFTA menuai demonstrasi 
dan protes baik dari kalangan pelaku usaha maupun tenaga kerja 
yang merasa belum mampu bersaing dengan Cina. Hal ini terjadi 
karena pengesahan ACFTA tidak melibatkan DPR sebagai 
representasi rakyat. Proses atau tata cara pembentukan undang-
undang selanjutnya diatur dengan undang-undang (Pasal 22A), 
dan saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan 
dari undang-undang ini pada intinya adalah memberikan aturan 
yang jelas dan pasti mengenai tata cara pembentukan peraturan 
perundang-undangan sehingga undang-undang yang diciptakan 
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.  
2. Landasan Substantif pembentukan Undang-Undang dan Prinsip-
Prinsip Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
UUD 1945 telah memberikan landasan hukum bagi pengaturan 
HKI di Indonesia, meskipun secara tegas memang tidak pernah 
menyebut istilah HKI. Landasan substantif pengaturan HKI dapat 
dikelompokkan menjadi enam, yaitu: 
a. Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. 
Hal ini diatur dalam Pasal 28, yang menyatakan bahwa 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
secara lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang, dan Pasal 28F mengenai hak setiap orang 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
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mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan 
pasal-pasal ini melahirkan prinsip kebebasan berkarya dan 
prinsip perlindungan hukum terhadap HKI. 
b. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya. Diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) 
yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak mengembangkan 
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal-pasal 
ini melahirkan prinsip pemanfaatan HKI, prinsip hak ekonomi 
HKI, dan prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia. 
c. Perlindungan dan pengembangan seni dan budaya Indonesia 
(termasuk identitas kebudayaan). Diatur dalam Pasal 28I Ayat 
(3) yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak 
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
zaman dan peradaban dan Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan 
negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 
dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya, 
dan Pasal 32 Ayat (2), bahwa negara menghormati dan 
memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 
Pasal-pasal ini melahirkan prinsip perlindungan kebudayaan 
nasional. 
d. Kewajiban pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Diatur dalam Pasal 31 Ayat (5), bahwa 
pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kese-
jahteraan umat manusia. Pasal ini melahirkan prinsip kewenangan 
negara melaksanakan HKI demi kepentingan nasional dan 
prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas dan agama. 
e. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak milik, kebebasan 
dan pembatasannya. Diatur dalam Pasal 28H Ayat (4), bahwa 
setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 
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milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun, Pasal 28J Ayat (1), bahwa setiap 
orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
Pasal 28J Ayat (2), bahwa dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. Pasal ini melahirkan prinsip hak ekslusif terbatas, 
prinsip keadilan dan prinsip HKI berfungsi sosial. 
f. Pembangunan perekonomian Indonesia berdasarkan atas 
kekeluargaan, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 33 Ayat (1) 
dan diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi 
yang mengandung prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, 
keberlanjutan, berwawasan lingkungan serta menjaga kese-
imbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 
Ayat (4)). Menurut Jimly Asshiddiqie, pasal ini menghendaki 
adanya keseimbangan dalam semua aspek kehidupan bernegara, 
termasuk keseimbangan antara kepentingan individual dan 
kolektivitas dalam kehidupan bermasyarakat yang menjamin 
adanya keadilan.278 Pasal ini melahirkan prinsip kolektivisme 
dalam pengaturan HKI dalam mendukung pembangunan 
perekonomian nasional. 
Setelah menelaah isi pasal-pasal tersebut, dapat ditarik 
pemahaman bahwa sesungguhnya UUD 1945 merefleksikan paham 
keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan 
komunal (bersama). Betapa kebebasan individual diberikan seluas-
luasnya dan dilindungi oleh undang-undang agar kreativitas dan 
intelektualitas manusia dapat optimal menghasilkan kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang bermanfaat dan 
bernilai, namun agar kebebasan tersebut tidak menyimpang dan 
merugikan kepentingan masyarakat luas maka undang-undang 
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membatasinya. Oleh sebab itu, dalam pengaturan HKI, Indonesia 
tidak boleh terlepas dari asas keseimbangan kepentingan ini.  
Beberapa ahli berpendapat bahwa HKI termasuk ke dalam hak 
asasi manusia (HAM), oleh sebab itu wajib dilindungi oleh negara. 
Meskipun demikian pembatasan HKI juga tidak termasuk pelanggaran 
atas HAM, sebagaimana dinyatakan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia (Declaration of Human Rights) 1948: 
“Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya 
dan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-
kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum 
yang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 
penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-
kebebasan orang lain, dalam rangka memenuhi persyaratan-
persyaratan yang adil dalam hal moralitas, kesusilaan, 
ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dan 
masyarakat yang demokratis”. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 1 September 1997 
Interaction Council sebagai organisasi internasional mendeklarasi-
kan tanggung jawab manusia (Universal Declaration of Human 
Responsibilities) sebagai pelengkap Declaration of Human Rights 
1948. Deklarasi ini muncul sebagai respon terhadap Declaration of 
Human Rights 1948 yang dianggap sangat individualistis, tanpa 
keseimbangan yang wajar kebebasan tanpa batas sama 
bahayanya dengan tanggung jawab yang dipaksakan. Banyak 
ketidakadilan terjadi sebagai akibat kebebasan ekonomi yang 
ekstrem dan keserakahan kapitalis. Deklarasi ini tidak hanya 
dimaksudkan untuk mencari keseimbangan antara hak dan 
kewajiban, tetapi juga untuk mendamaikan berbagai ideologi, 
kepercayaan serta pandangan politik di masa lampau yang 
dianggap antagonistik (misalnya paham barat versus paham non 
barat). Prinsip dasar yang ingin dicapai adalah kebebasan 
sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama melekat tanggung 
jawab terhadap sesama manusia.279  
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Bab VI. Konsep Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia .... 
 
235 
Perkembangan pemikiran HAM secara internasional tersebut 
sangat cocok dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam 
UUD 1945, sehingga implementasi prinsip-prinsip UUD 1945 ke 
dalam peraturan perundang-undangan HKI secara yuridis tidak 
bertentangan dengan HAM. Keseluruhan prinsip-prinsip hukum HKI 
yang bersumber dari UUD 1945, adalah: 
1) Prinsip kebebasan berkarya. 
2) Prinsip perlindungan hukum terhadap HKI. 
3) Prinsip kemanfaatan HKI. 
4) Prinsip hak ekonomi HKI. 
5) Prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia. 
6) Prinsip kebudayaan HKI. 
7) Prinsip perlindungan kebudayaan nasional. 
8) Prinsip kewenangan negara melaksanakan HKI demi 
kepentingan nasional. 
9) Prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas dan agama. 
10) Prinsip hak ekslusif terbatas. 
11) Prinsip keadilan. 
12) Prinsip HKI berfungsi sosial. 
13) Prinsip kolektivisme. 
3. Landasan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya negara dalam 
menjamin kebebasan bagi pemilik HKI untuk dapat melaksanakan 
HKI yang dimilikinya dan melindunginya dari tindakan-tindakan 
pihak lain yang tidak berhak yang dapat menimbulkan kerugian 
bagi pemilik HKI. Implementasinya melalui kegiatan penegakan 
hukum yang dimaknai sebagai kegiatan fungsionalisasi aturan 
hukum HKI dalam memberikan perlindungan kepada pihak-pihak 
yang wajib dilindungi. Menurut Sudikno Mertokusumo, melalui 
penegakan hukum maka hukum tersebut menjadikan kenyataan. 
Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur, yaitu 
kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) 
dan keadilan (gerechtigheit).280 Penegakan hukum HKI disetiap 
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negara dapat berbeda, karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakat 
dan budaya hukum. Ketaatan dan ketidaktaatan seseorang 
terhadap hukum dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum 
yang membentuk sikap, ide dan nilai seseorang terhadap 
hukum.281 Jika budaya hukum yang dimiliki masyarakat sudah 
baik maka ketaatan terhadap hukum juga akan membaik. 
Sebaliknya jika budaya hukum jelek, maka ketaatan terhadap 
hukum menjadi jelek pula. Penerapan suatu sistem hukum yang 
tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat 
merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang 
berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang 
menjadi pendukung sistem hukum baru yang berbeda dengan 
nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat itu sendiri.282  Penegakan 
hukum HKI merupakan satu kesatuan dengan sistem hukum 
nasional. UUD 1945 menyebut kekuasaan penegakan hukum 
dengan istilah kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang 
merdeka dalam menyelenggarakan proses peradilan untuk 
menegakkan hukum secara adil (Pasal 24 Ayat (1)). Lembaga 
negara yang diberikan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah 
Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) beserta badan-badan 
peradilan yang berada dibawahnya, yang terdiri dari lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 
24 Ayat (2)). Selain lembaga MK dan MA, badan-badan lain juga 
diberikan kekuasaan kehakiman oleh UUD 1945, seperti Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dan komisi lainnya dengan diatur oleh undang-
undang khusus (Pasal 24 Ayat (3)). Kekuasaan kehakiman diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, 
dan MA diatur dalam Pasal 24A UUD 1945 dan Undang-Undang 
                                                                                                         
Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2007, hlm. 
160.  
281. Esmi Warassih Pujirahayu, Pemberdayaan  Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan 
Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan 
Guru Besar Madya, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2001, hlm. 
11.  
282. Ibid   
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Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Penegakan 
hukum HKI dapat dilakukan secara perdata administratif dan 
pidana. Secara perdata kewenangannya berada di Pengadilan 
Niaga yang menyatu dengan Pengadilan Negeri, karena secara 
khusus hukum acaranya sedikit berbeda, misalnya ketentuan 
jangka waktu penyelesaian perkara, tidak ada banding tapi dapat 
langsung kasasi. Secara administratif dilaksanakan oleh Dirjen 
HKI Departemen Hukum dan HAM RI dan penegakan hukum 
tindak pidana HKI dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. 
C. Landasan Sosiologis Politik Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual 
Efektivitas pemberlakuan suatu undang-undang secara nyata 
dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi 
sosiologis masyarakat. Secara sosiologis suatu undang-undang 
dirancang, dibentuk dan diberlakukan tidak bisa dilepaskan dari 
gejala-gejala sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat. Undang-undang yang dibuat tanpa 
memperhatikan hal-hal tersebut akan dianggap hukum asing oleh 
masyarakat, karena tidak berakar dari realitas sosial. Akibatnya 
kepatuhan hukum yang diharapkan tidak terjadi dan undang-undang 
yang bersangkutan tidak memberikan dampak sebagaimana yang 
diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Andai kata pun 
masyarakat mematuhinya, kepatuhan itu bukan atas dasar kesadaran 
hukum dan kebutuhan hukum tetapi karena daya paksa yang 
dilakukan oleh negara. Maka tidak mengherankan apabila undang-
undang tersebut seringkali dilanggar oleh masyarakat.  
Keberlakuan kaidah hukum dapat ditinjau dari aspek empiris, 
normatif dan evaluatif. Keberlakuan empiris kaidah hukum atau 
disebut juga keberlakuan faktual apabila kaidah hukum tersebut 
berlaku secara nyata (efektif) dan ditaati oleh masyarakat. 
Masyarakat secara umum berperilaku mengacu kepada keseluruhan 
kaidah hukum. Keberlakuan normatif kaidah hukum apabila kaidah 
hukum khusus dalam undang-undang itu bertumpu pada kaidah 
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hukum umum, di mana kaidah hukum khusus yang lebih rendah 
diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi sebagaimana teori 
Hans Kelsen bahwa suatu kaidah hukum baru memiliki ke-
berlakuannya jika kaidah itu berlandaskan kaidah yang lebih tinggi 
(hierarki kaidah hukum yang berpusat pada grund norm). 
Keberlakuan evaluatif merupakan penilaian terhadap keberlakuan 
empiris dan normatif melalui pendekatan filsafat. Jika masyarakat 
mematuhi kaidah hukum berdasarkan kesadaran akan pentingnya 
nilai dari kaidah hukum tersebut dan setiap orang merasa 
berkewajiban untuk mematuhinya dan dibutuhkan bagi pengaturan 
perilaku sosial. Inilah yang disebut kekuatan mengikat hukum 
(verbindende kracht) dan hukum memiliki karakter mewajibkan 
(verplichtend karakter).283 Muara dari pendapat Bruggink itu adalah 
keberlakuan empiris dari suatu undang-undang. Tidak ada artinya 
suatu undang-undang dibuat kalau dalam kenyataannya tidak dipatuhi 
atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Hukum yang asing ke-
mungkinan besar akan mendapat penolakan dari masyarakat. Oleh 
karena itu proses pembuatan suatu undang-undang tidak bisa 
dilepaskan dari aspek sosiologis. Mengutif Eugen Ehrlich, hukum itu 
berasal dari ide masyarakat dan lahirnya norma-norma hukum 
sesungguhnya berasal dari kenyataan hidup khususnya hasil dari 
pergaulan sosial dan ekonomi sehingga manusia timbul kesadaran 
hukum yang kemudian hidup, terpelihara dan efektif sebagai kaidah 
hidup bersama (rechtsnormen).284 Mengacu pada pandangan 
demikian, hukum positif akan memiliki daya berlaku efektif apabila 
dalam proses pembentukannya memperhatikan realitas sosial 
masyarakat, tidak semata-mata didominasi oleh pertimbangan yuridis 
positivistik. Jadi cukup wajar manakala Undang-Undang HKI di 
Indonesia sejauh ini belum berlaku efektif, masih terjadi pelanggaran 
dan bagi sebagian orang dianggap menghambat Indonesia untuk 
mengejar ketertinggalan penguasaan IPTEK. Konsep HKI memang 
                                                 
283. J.J. Bruggink (Alih Bahasa Sidharta), Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bhakti, 
Bandung, 1999, hlm. 150 – 153.  
284. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 
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merupakan hukum asing karena dibangun berdasarkan konsep hak 
milik masyarakat barat yang individualistik. 
Landasan sosiologis politik hukum HKI Indonesia dengan 
demikian harus benar-benar digali dari realitas sosiologis masyarakat 
Indonesia. Realitas sosiologis yang dimaksud berkaitan dengan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Tata kehidupan sosial komunalistik. 
Kehidupan sosial yang komunalistik dapat diamati dalam hukum 
adat yang berlaku di Indonesia. Masing-masing suku bangsa 
memiliki hukum adat sendiri-sendiri, tetapi memiliki kesamaan 
sifat yang komunalistik sebagai pedoman bertingkah laku dalam 
masyarakat. Menurut Djojodigoeno secara umum karakteristik 
hukum adat di Indonesia, adalah: (1) bersifat komunalistik, setiap 
manusia merupakan anggota masyarakat yang terikat dalam 
hubungan sosial yang erat, (2) bersifat religio magis, di mana 
hukum adat sangat dekat aspek magis (kegaiban) dan 
spiritualisme yang bersumber pada kepercayaan terhadap roh-roh 
nenek moyang, benda-benda ajaib dan tempat-tempat tertentu 
yang dianggap keramat dan tradisi masyarakat  dalam bentuk 
pemberian sesajen, upacara selamatan, sedekah bumi, dan 
melarung laut, (3) konkret, yaitu hubungan antar anggota 
masyarakat bersifat nyata, jelas. Misalnya jual beli dilakukan 
secara tunai dan tidak dikenal jual beli mencicil (kredit),   
(4) visual, yaitu hubungan hukum dianggap hanya terjadi apabila 
peristiwa hukumnya jelas, dapat dilihat secara nyata, misalnya 
sistem panjer, peningset, dan sebagainya.285 Karakteristik tersebut 
merupakan cerminan dari karakter masyarakat Indonesia. Sifat 
komunalistik dapat terlihat dari kebiasaan gotong-royong dan gugur-
gunung yang biasa dilakukan dalam menghadapi pekerjaan besar 
secara bersama-sama, termasuk juga kegiatan musyawarah 
mufakat dalam memutuskan sesuatu hal. Survei yang dilakukan 
Lembaga Survei Indonesia tahun 2009 membuktikan bahwa tata 
                                                 
285. Uraian lebih lengkap dapat dilihat dalam Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas 
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kehidupan sosial komunalistik pada masyarakat Indonesia masih 
bertahan dan tetap hidup. Sikap komunal yang ditandai oleh 
kuatnya komitmen terhadap institusi sosial masih dipegang teguh 
masyarakat. Faktor jenis kelamin, pendidikan, usia, dan 
pendapatan hampir tidak berpengaruh. Ketika kepentingan 
individu dibenturkan dengan kepentingan masyarakat, negara dan 
agama, responden memilih untuk menomorduakan kepentingan 
individu. Hal ini tampak jelas dalam sikap yang cenderung 
memilih tunduk pada tradisi agama, mementingkan keteraturan 
sosial, menjunjung kepentingan umum dan menghindari konflik 
dalam masyarakat. Berkaitan dengan bidang ekonomi, responden 
juga lebih setuju apabila negara tetap mempertahankan 
kepemilikannya dalam berbagai perusahaan dibanding jika harus 
dijual kepada swasta (swastanisasi, privatisasi).286 
2. Konsep hak milik berfungsi sosial. 
Konsekuensi dari masyarakat yang bersifat komunalistik, konsep 
hak milik pun bercirikan hak milik yang mengabdi pada 
kepentingan masyarakat. Konsep hak milik asli bangsa Indonesia 
dapat dilacak dari hukum adat khususnya berkenaan dengan hak 
atas tanah yang berlandaskan hak ulayat. Hak ulayat adalah 
kewenangan menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat 
hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan 
hidup masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya 
alam (termasuk tanah), untuk kelangsungan hidup dan 
kehidupan. Hak tersebut timbul secara lahiriah dan batiniah 
secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat 
hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan 
tersebut. Hubungan tersebut berisi kewenangan dan kewajiban. 
Hak ini tetap diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Ketentuan Pokok Agraria, antara lain Pasal 3, Pasal 5 dan 
Pasal 5 Ayat (93), Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
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1999 tentang Kehutanan.287 Individu sebagai anggota masyarakat 
dapat menguasai dan memiliki sebagian tertentu dari tanah ulayat 
tersebut melalui pembukaan lahan, pengurusannya dan 
memanfaatkannya. Penguasaan tanah tersebut melekat empat 
karakteristik, yaitu tidak bersifat kepemilikan mutlak, bersifat 
inklusif, larangan untuk memperjualbelikan tanah, serta lebih 
dihargainya manusia dan kerjanya dibanding tanah. Menurut 
Soerjono Soekanto, hukum adat Indonesia secara sederhana telah 
mengenal hak immaterial, misalnya hak atas gelar adat tertentu 
yang dimiliki seseorang karena kedudukannya dalam pergaulan 
masyarakat atau hak yang dimiliki oleh seseorang yang membuat 
hiasan lukisan atau ornamen pada perahunya di Pulau Key dan 
motif tertentu pada kain yang ditenunnya di Minangkabau.288 
Tidak seperti halnya konsep HKI modern, si pencipta hiasan atau 
ornamen tersebut tidak diakui sebagai hak miliknya dan tidak 
merasa dilanggar haknya ketika orang lain meniru hiasan atau 
ornamen yang dibuatnya. Justru ada kebanggaan karena 
karyanya disukai dan bermanfaat bagi orang lain. Hal ini juga 
terjadi pada penciptaan tembang-tembang atau lagu-lagu 
tradisional, pantun, dan cerita rakyat, sehingga tidak diketahui 
siapa pencipta sesungguhnya.  
Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), hak milik pribadi wajib 
dilindungi oleh negara (pemerintah) dan jaminan hak-haknya 
secara penuh. Tidak seorangpun termasuk pemerintah boleh 
mengurangi, mempersempit atau membatasinya. Pemiliknya 
berkuasa atas hak miliknya dan berhak mempergunakan atau 
memanfaatkannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara' 
(hukum Islam).  Apabila terjadi benturan antara kepentingan 
pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan 
adalah kepentingan umum dengan ketentuan: (1) ditempuh lewat 
musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa adanya 
pemaksaan, (2) harus diberi ganti rugi yang layak (tsamanul 
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mitsli), (3) penanggung jawab kepentingan umum adalah 
pemerintah, (4) penetapan kepentingan umum oleh DPR atau 
DPRD dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI, dan 
(5) kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk 
kepentingan lain terutama yang bersifat komersial.289 Alie Yafie 
dan kawan-kawan menegaskan pentingnya keseimbangan 
kepentingan dalam Islam: 
“Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak 
mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai 
batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. 
Hanya keadilanlah yang melindungi keseimbangan antara 
batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk 
kepemilikan individu dan kepentingan umum. Keadilan yang 
dituntut Islam diungkapkan dalam tugas-tugas yang jelas 
seperti dalam batas-batas penggunaan harta oleh pemiliknya 
sendiri. Dalam rangka ini, Islam mewajibkan pemilik harta 
agar menginvestasikan hartanya pada jalan yang sah, tidak 
memusuhi kepentingan masyarakat. Apabila pemilik harta 
tidak menjalankan tugasnya sebagai khalifah atas kemauan 
sendiri, maka Islam memberikan hak kepada pemerintah 
untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan yang sesuai. 
Dalam Islam berlaku asas “kebijakan kepala negara tentang 
rakyatnya hendaklah dalam batas kemaslahatan. Penyelesaian 
                                                 
289. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 Tentang 
Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum, www.mui.or.id, Diakses 
tanggal 22 Desember 2009. Hukum Islam mengakui dan melindungi hak milik 
pribadi, sepanjang memenuhi syarat menurut Hukum Islam: (1) hak milik pribadi 
tersebut dapat dibuktikan diperoleh dengan cara yang benar sesuai syariat Islam, 
(2) hak milik pribadi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Apabila 
ternyata bertentangan maka hak tersebut dapat dicabut dari pemiliknya dengan 
secara patut bukan dengan cara zhalim melalui penggantian (kompensasi) yang 
adil. Kemaslahatan bersama itu lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi. 
Contohnya pernah terjadi pada masa Umar R.A. Ketika khalifah ingin memperluas 
Masjidil Haram. Khalifah Umar berkeinginan membeli sebagian rumah yang ada 
kebunnya, tetapi pemiliknya menolak untuk menjualnya dengan harga yang patut, 
namun para pemiliknya tetap tidak mau, sehingga khalifah  Umar mengambil 
tanah tersebut secara paksa dan digunakan untuk pembangunan masjid. Uang 
ganti ruginya dititipkan di tempat penitipan Ka'bah, dan para pemilik tanah dapat 
mengambil uang tersebut di sana. Lihat Yusuf Qardhawi, Sistem Masyarakat Islam 
dalam Al Qur'an & Sunnah (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh), 
Citra Islami Press, Jakarta, 1997. 
Bab VI. Konsep Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia .... 
 
243 
problem sosial dalam Islam terarah kepada melawan 
kezaliman dan membatasi tindakan individu, demi terwujudnya 
keadilan dan keseimbangan.”290 
 
Sifat komunalistik tidak menganggap suatu karya seseorang 
merupakan hak miliknya semata (mutlak), tetapi untuk semua 
anggota masyarakat. Oleh karena itu, konsep hak milik asli 
bangsa Indonesia tidak bersifat individual tetapi komunalistik, 
untuk kemaslahatan bersama (hak milik berfungsi sosial).  
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
Menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP), 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2009 
naik menjadi 0,734 dari 0,728 pada tahun 2007. IPM tersebut 
mengacu pada data pembangunan manusia tahun 2007. 
Indonesia berada pada ranking ke 111 dari 182 negara. Peringkat 
IPM Indonesia masih berada di bawah negara-negara tetangga 
seperti Malaysia (66), Singapura (23), Filipina (105), Thailand 
(87) dan bahkan Sri Lanka (102). Pengukuran IPM mengacu pada 
tiga dimensi pembangunan manusia yakni angka harapan hidup 
(kehidupan yang panjang dan sehat), kesempatan menikmati 
pendidikan dan hidup dengan standar yang layak (antara lain 
diukur dari daya beli dan pendapatan).291 Pendapatan per kapita 
Indonesia pada 2008 mengalami peningkatan dibanding 2007 
lalu. Badan Pusat Statistik mencatat sebesar Rp. 21,7 juta atau 
setara dengan US$ 2.271,2 per orang per tahun dan berada pada 
level middle income countries. Menurut the economist, di Asia 
Indonesia berada pada peringkat ke-9 dari 13 negara.292 Laporan 
UNDP tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi 
masyarakat Indonesia masih rendah, sehingga harus ditingkatkan 
kesejahteraannya. Salah satunya dengan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam mempercepat pembangunan 
nasional di segala bidang kehidupan. Perlindungan HKI yang ketat 
                                                 
290. Alie Yafie, dkk, Fiqih Perdagangan Bebas, Teraju, Jakarta, 2003, hlm. 45.  
291. Menkokesra, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Naik Tipis, Melalui 
http://www.menkokesra.go.id/content/view/12908/391> (21/12/09)  
292. Redaksi, Pendapatan Perkapita Indonesia US $2.271,2, Melalui <http://bisnis. 
vivanews.com/news/read/30496> (22/12/09)  
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terutama dalam bidang paten dan tidak adanya politik hukum 
yang jelas dan tegas mengenai kewenangan negara me-
manfaatkan HKI untuk kepentingan nasional akan menyulitkan 
bagi Indonesia menguasai IPTEK mutakhir. 
4. Kendala penguasaan IPTEK nasional. 
Kontribusi IPTEK dalam pembangunan ekonomi setelah satu abad 
kebangkitan nasional berlalu agaknya masih jauh dari yang 
diharapkan. Keadaan ini jauh berbeda dengan beberapa negara di 
Asia, terutama negara yang kurang memiliki sumber daya alam 
besar seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. 
Negara-negara ini walaupun relatif rendah dalam pemilikan 
sumber daya alam dan penduduk, namun mampu mencapai 
pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Peran IPTEK 
tentu tidak dapat disangsikan telah menjadi salah satu faktor 
dominan yang menjadikan negara-negara ini berhasil dalam 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.293  
Kebutuhan IPTEK dalam mendukung pembangunan nasional 
dalam segala bidang merupakan keharusan. Tujuan akhirnya 
adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. 
Penguasaan IPTEK bagi Indonesia bukan persoalan mudah. 
Banyak aspek yang terkait, mulai dari ketersediaan sumber daya 
manusia IPTEK, infrastruktur pendukung, anggaran penelitian dan 
pengembangan sampai kemampuan mengimplementasikan hasil-
hasil riset dalam industrialisasi sehingga tercipta produk-produk 
bermanfaat dan berteknologi tinggi. Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia mencatat setidaknya 
ada tujuh kendala yang saat ini dihadapi Indonesia.  
Pertama, tingkat kemampuan dan kapasitas kelembagaan IPTEK 
nasional yang masih rendah. Penguasaan IPTEK di Indonesia 
menurut Laporan terakhir United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) tahun 2009 menempatkan 
Indonesia pada posisi 117 dari 170 negara di dunia dalam indeks 
                                                 
293. Zuhal dalam Kusmayanto Kadiman, Membangun Daya Saing, Kemandirian Sains, dan 
Teknologi Bangsa, Melalui <http://www.setneg.go.id/doc> (22/12/09) 
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pembangunan manusia. Ini berarti kita berada pada peringkat 
menengah dalam hal pengembangan sumber daya manusia.  
Dibidang teknologi, indeks pencapaian teknologi (Technology 
Achievement Index), Indonesia ditempatkan pada kategori 
kelompok ketiga sebagai Technology Adaptor Countries, artinya 
kelompok negara-negara yang hanya mampu sedikit mengadopsi 
teknologi dan belum mampu pada tahap implementasi. Posisi 
Indonesia berada pada urutan 60 dari 63 negara yang masuk 
kelompok ketiga. Hal ini berarti bahwa tidak tertutup kemungkinan 
Indonesia tergeser ke dalam kategori kelompok keempat, yaitu 
marginalized countries, yang diisi negara-negara terbelakang di 
benua Afrika.294 Menurut Kepala BPPT (Marzan Aziz Iskandar), 
sampai saat ini sumber teknologi Indonesia 92% adalah impor, 
yang menunjukkan bahwa kemandirian teknologi masih jauh dari 
yang diharapkan. Sumber teknologi itu berasal dari Jepang 
(37%), negara-negara Eropa (27%), Amerika Serikat (9%), 
Taiwan (9%), Cina (4%), Korea Selatan (4%), India (2%) dan 
Thailand (1%). Hal ini diakibatkan kelemahan dari pemasok 
teknologi dari lembaga riset atau industri dalam negeri, yaitu 
teknologi yang dikembangkan tidak aplikatif, ketersediaannya 
lambat, birokrasi yang rumit, teknologi dalam negeri tidak sesuai 
dengan permintaan pasar dan kurang dipercaya kualitasnya.295 
Kedua, menurut World Economic Forum (WEF) tahun 2004, 
Indeks Daya Saing Pertumbuhan (growth competitiveness index) 
Indonesia hanya menduduki peringkat ke-69 dari 104 negara. 
Salah satu penyebab rendahnya daya saing tersebut adalah 
lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi 
kebutuhan peningkatan produktivitas di samping masalah institusi 
publik dan kondisi makro ekonomi. International Institute for 
Management Development (IMD) mengeluarkan World Com-
petitiveness Yearbook edisi 2009, posisi Indonesia naik tajam, dari 
urutan ke-51 pada tahun 2008 menjadi ke-42 pada tahun 2009. 
                                                 
294. Redaksi, Membangun Daya Saing Bangsa, Melalui <http://www.ambonekspres. 
com/index.php?act=news&newsid=27245> (22/12/09)   
295. Nawa Tunggal, Teknologi Impor Mencapai 92%, Harian Umum Kompas, Tanggal 30 
Desember 2009.  
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Dalam keadaan normal, perbaikan posisi daya saing yang cukup 
mencolok seperti yang dialami Indonesia terbilang tak lazim. 
Apalagi mengingat praktis tak ada langkah-langkah terobosan 
yang dilakukan pemerintah maupun dunia usaha. Sejumlah 
kendala struktural masih belum teratasi. Infrastruktur pendukung 
masih saja morat-marit. Indonesia tidak bisa berbangga karena 
mendapatkan keuntungan oleh krisis global. Hampir semua 
negara mengalami hantaman dahsyat dan  menderita kontraksi 
ekonomi. Daya tahan Indonesia cukup tangguh. Pertumbuhan 
ekonomi pada triwulan pertama tahun 2009 masih positif sebesar 
4,4%. Negara-negara tetangga dekat yang peringkatnya selalu 
lebih baik dari Indonesia, antara lain adalah Malaysia (18) dan 
Thailand (26).296  
Ketiga, masih sedikitnya sumber daya IPTEK yang tercermin dari 
rendahnya kualitas SDM di bidang IPTEK. Rasio tenaga peneliti 
Indonesia pada tahun 2002 adalah 5,0 peneliti per 10.000 
penduduk, lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia sebesar 
8,0. Rasio anggaran penelitian dan pengembangan IPTEK 
terhadap PDB meningkat sedikit lebih besar menjadi 0.09% pada 
tahun 2007. Walaupun telah terjadi peningkatan angka rasio 
anggaran LITBANG terhadap PDB, namun dibandingkan dengan 
negara ASEAN, rasio tersebut masih jauh lebih kecil. Malaysia, 
misalnya, memiliki rasio anggaran LITBANG IPTEK terhadap PDB 
sebesar 0,5%, Singapura memiliki rasio yang jauh lebih tinggi 
sebesar 1,9%. Sementara itu rekomendasi UNESCO, rasio 
anggaran yang memadai adalah sebesar 2% dari PDB. Selain itu, 
belum terbentuk kompetensi inti yang bisa menjadi pusat 
unggulan pembangunan IPTEK jangka panjang.  
Keempat, sejauh ini kapasitas institusi-institusi IPTEK di pusat dan 
daerah masih belum kuat. Permasalahan satu sampai empat 
tersebut, antara lain, diakibatkan oleh keterbatasan anggaran 
IPTEK yang rasionya dengan PDB hanya sekitar 0,05%. Kecilnya 
anggaran tersebut berakibat pada terbatasnya fasilitas riset, 
                                                 
296. Faisal Basri, Daya Saing Bangsa Kita Terdongkrak, Melalui <http://www.umum. 
kompasiana.com/?act=r&id=15181> (22/12/09) 
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kurangnya biaya untuk operasi dan pemeliharaan, serta 
rendahnya insentif untuk peneliti. 
Kelima, masih lemahnya peran IPTEK dalam sektor produksi 
nasional yang antara lain ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi 
dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan 
teknologi dalam kegiatan ekspor. Menurut Indikator IPTEK 
Indonesia tahun 2003, ekspor produk industri manufaktur pada 
tahun 2002 didominasi oleh produk dengan kandungan teknologi 
rendah yang mencapai 60%, sedangkan produk teknologi tinggi 
hanya mencapai 21%. Sementara itu, produksi barang-barang 
elektronik yang mengalami peningkatan ekspor, pada umumnya 
hanya merupakan kegiatan perakitan yang komponen impornya 
mencapai 90%. 
Keenam, belum optimalnya mekanisme intermediasi IPTEK yang 
menjembatani interaksi antara kapasitas penghasil IPTEK dan 
kebutuhan pengguna. Hal ini dapat terlihat dari belum tertatanya 
infrastruktur IPTEK, seperti institusi yang mengolah dan 
menerjemahkan hasil pengembangan IPTEK menjadi preskripsi 
teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem 
produksi. Masalah ini juga menunjukkan belum efektifnya sistem 
komunikasi antara lembaga penelitian dan pengembangan dan 
pihak industri, terutama ketidakmampuan industri kecil dan 
menengah melengkapi alat produksinya dengan teknologi tinggi. 
Ketujuh, sinergi kebijakan IPTEK dengan kebijakan pembangunan 
lainnya juga belum berjalan dengan baik, sehingga kegiatan 
IPTEK belum dapat memberikan hasil yang signifikan. Keadaan ini 
ditunjukkan dari belum terintegrasinya kebijakan bidang 
pendidikan, industri, dan IPTEK sehingga mengakibatkan 
kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak 
berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan 
dari sisi pengguna (industri), termasuk juga kebijakan anggaran 
yang belum kondusif bagi pengembangan kemampuan IPTEK 
nasional. 297 Kekuatan daya saing Indonesia di dunia tercermin 
dari the Global Competitiveness Index Report Tahun 2009-2010 
                                                 
297. Bappenas, Peningkatan Kemampuan IPTEK, Melalui <http://www.bappenas. 
go.id,/index.php> (22/12/09)  
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dari World Economic Forum (WEF), Indonesia berada pada 
peringkat ke 54 dari 133 negara.  
 
Tabel 2 :  
The Global Competitiveness Report 2009-2010  
Sumber: World Economic Forum (WEF) Report 2010 
 




5. Potensi HKI dari Pengetahuan Tradisional,298 Sumber Daya 
Genetik (SDG),299 dan kebudayaan nasional belum terlindungi 
dengan baik. Indonesia kaya dengan pengetahuan tradisional, 
SDG dan keanekaragaman budaya. Kekayaan tersebut sayangnya 
belum terinventarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Sampai 
saat ini, Indonesia belum memiliki data base tentang 
pengetahuan tradisional, SDG dan ekspresi budaya tradisional. Di 
tahun 2008 Departemen Hukum dan HAM RI telah membentuk 
Kelompok Kerja HKI Bidang Pendayagunaan Sumber Daya 
Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional Indonesia yang akan membangun data base yang 
                                                 
298. Pengetahuan tradisional (traditional knowledge/TK) dikenal dengan beberapa istilah 
seperti pengetahuan masyarakat adat (indigenous knowledge/IK), pengetahuan 
tradisional mengenai lingkungan dan pengetahuan lokal, secara umum mengacu 
pada tradisi lama dan praktik tertentu pada suatu daerah, masyarakat adat, atau 
masyarakat lokal. Pengetahuan tradisional juga mencakup kebijaksanaan, 
pengetahuan, dan ajaran-ajaran komunitas lokal. Dalam banyak kasus, 
pengetahuan tradisional diwariskan dari generasi ke generasi dari secara lisan, 
Deepak Acharya and Shrivastava Anshu, Indigenous Herbal Medicines: Tribal 
Formulations and Traditional Herbal Practices, Aavishkar Publishers Distributor, 
Jaipur-India, 2008, hlm. 440. Menurut WIPO, pengetahuan tradisional adalah salah 
satu dari beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara luas 
mengenai subjek yang sama, termasuk penggunaan istilah dalam budaya adat dan 
kekayaan intelektual, warisan adat dan hak-hak adat. TK berbasis pada tradisi 
sastra, seni atau karya ilmiah, pertunjukan, penemuan ilmiah, desain, tanda, nama 
dan simbol, informasi rahasia, dan semua yang berbasis pada tradisi inovasi dan 
kreasi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dalam industri, ilmiah, 
kesusasteraan atau bidang artistik. Jenis-jenis TK meliputi: pengetahuan 
pertanian, ilmu pengetahuan, teknik, lingkungan, pengetahuan obat-obatan, 
terkait pengetahuan SDG, ekspresi folklore terkait musik, tari, lagu, kerajinan, 
desain, cerita dan karya seni, jenis-jenis bahasa, indikasi geografis, simbol-simbol, 
dan perpindahan kekayaan budaya, WIPO, Intellectual Property and Traditional 
Knowledge, WIPO Publication No. 920 (E), Geneva, 2001, hlm. 70. 
299. Pengertian yang lebih luas termuat dalam istilah keanekaragaman hayati (bio diversity), 
tercakup didalamnya sumber daya hayati dan sumber daya genetik. 
Keanekaragaman hayati meliputi berbagai organisme hidup yang berasal dari 
darat, laut dan ekosistem air lainnya dan lingkungan lainnya, termasuk 
keanekaragaman spesies dan ekosistem. Sumber daya hayati mencakup sumber 
daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem 
lain yang dapat digunakan bagi manusia.Sumber daya genetik sendiri berarti 
material genetik yang ada atau bernilai potensial (lihat Article 2 United Nations 
Convention On Biological Diversity yang sudah menjadi hukum nasional melalui 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994). 
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berisi SGD, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya 
tradisional Indonesia. Data base ini akan menjadi semacam klaim 
dari Indonesia terhadap apa yang menjadi milik Indonesia, terkait 
sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi 
budaya tradisional.300 Sejauh ini data base tersebut belum 
diketahui apakah sudah tersedia atau masih dalam proses 
pengerjaan, yang jelas saat ini data base itu belum dapat diakses 
oleh publik.301 Paparan dari Endarwati berikut ini setidaknya dapat 
memberikan gambaran kekayaan Indonesia tersebut: 
“Indonesia terdiri atas kurang lebih 300 suku dan mendiami 
6000 pulau antara Sabang sampai Merauke,  merupakan 
sekumpulan  masyarakat tradisional yang kaya akan tradisi 
dan budaya, sehingga Indonesia memiliki pengetahuan 
tradisional yang kaya. Dipandang dari segi biodiversitas, 
posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan. Negara ini 
terdiri dari beribu pulau, berada di antara dua benua, yaitu 
Asia dan Australia, serta terletak di khatulistiwa. Dengan 
posisi seperti ini Indonesia merupakan salah satu negara yang 
memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. 
Indonesia dengan luas wilayah 1,3% dari seluruh luas muka 
bumi memiliki 10% flora berbunga dunia, 12% mamalia 
dunia, 17% jenis burung dunia, dan 25% jenis ikan dunia. 
Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang kaya. 
Taksiran jumlah jenis kelompok utama makhluk hidup sebagai 
berikut: Hewan menyusui 300 jenis; Burung 7.500 jenis; 
Reptil 2.000 jenis; Amfibi 1.000 jenis; Ikan 8.500 jenis; keong 
20.000 jenis; serangga 250.000 jenis. Tumbuhan biji 25.000 
jenis; paku pakuan 1.250 jenis; lumut 7.500 jenis; Ganggang 
7.800 jenis; jamur 72.000 jenis; bakteri dan ganggang biru 
300 jenis. (Sastra pradja, 1989). Beberapa pulau di Indonesia 
memiliki spesies endemik, terutama di pulau Sulawesi; Irian 
                                                 
300. Depkumham, Database Kekayaan Budaya Indonesia Akan Dibangun, dalam 
http://hukumham.info/ index.php> (23/12/09) 
301. Endarwati, Keanekaragaman Hayati dan Konservasinya Di Indonesia, Melalui 
<http://endarwati.blogspot.com/2005/09/keanekaragaman-hayati-dan.html/> 
(15/11/09)  
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Jaya dan di pulau Mentawai. Indonesia memiliki 420 species 
burung endemik yang tersebar di 24 lokasi. Indonesia 
memiliki 940 jenis tanaman obat, tetapi hanya 120 jenis yang 
masuk dalam Materia medika Indonesia. Masyarakat pulau 
Lombok mengenal 19 jenis tumbuhan sebagai obat kontrasepsi. 
Jenis tersebut antara lain pule, sentul, laos, turi, temulawak, 
alang-alang, pepaya, sukun, lagundi, nanas, jahe, jarak, 
merica, kopi, pisang, lantar, cemara, bangkel, dan duwet. 
Bahan ini dapat diramu menjadi 30 macam. Masyarakat jawa 
juga mengenal paling sedikit 77 jenis tanaman obat yang dapat 
diramu untuk pengobatan segala penyakit. Masyarakat Sumbawa 
mengenal 7 jenis tanaman untuk ramuan minyak urat yaitu 
akar salban, akar sawak, akar kesumang, batang malang, 
kayu sengketan, ayu sekeal, kayu tulang. Masyarakat Rejang 
Lebong Bengkulu mengenal 71 jenis tanaman obat. Untuk 
obat penyakit malaria misalnya masyarakat daerah ini 
menggunakan 10 jenis tumbuhan. Dua di antaranya yaitu 
brucea javanica dan peronemacanescens merupakan tanaman 
langka. Cara pengambilan tumbuhan ini dengan mencabut 
seluruh bagian tumbuhan, mengancam kepunahan tanaman 
ini. Masyarakat Jawa Barat mengenal 47 jenis tanaman untuk 
menjaga kesehatan ternak terutama kambing dan domba. Di 
antara tanaman tersebut adalah bayam, jambe, temu lawak, 
dadap, kelor, lempuyang, katuk, dan lain-lain. Masyarakat 
Alor dan Pantar mempunyai 45 jenis ramuan obat untuk 
kesehatan ternak sebagai contoh kulit kayu nangka yang 
dicampur dengan air laut dapat dipakai untuk obat diare pada 
kambing. Di Jawa Timur dan Madura dikenal 57 macam jamu 
tradisional untuk ternak yang menggunakan 44 jenis 
tumbuhan. Jenis tumbuhan yang banyak digunakan adalah 
marga curcuma (temuan-temuan). Di daerah Bone Sulawesi 
Utara ada 99 jenis tumbuhan dari 41 suku yang dipergunakan 
sebagai tanaman obat. Suku Asteraceae, Verbenaceae, 
Malvaceae, Euphorbiaceae, dan Anacardiaceae merupakan 
suku yang paling banyak digunakan.”302 
                                                 
302. Ibid.  
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Langkah-langkah perlindungan masih bersifat sektoral. Misalnya 
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2002 telah 
melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional, demikian juga 
Kementerian Riset dan Teknologi sejak tahun 2004 melalui sentra 
HKI di setiap perguruan tinggi negeri melakukan inventarisasi dan 
dokumentasi pengetahuan tradisional. Telah terinventarisasi dua 
ribu lebih pengetahuan tradisional meliputi tanaman obat dan 
pengobatan, seni ukir dan pahat tradisional, seni tenunan 
tradisional, seni arsitektur tradisional, pangan dan masakan 
tradisional, kelompok pemuliaan tanaman, bahan pewarna alami, 
jenis-jenis kayu, dan pestisida nabati. Perlindungan terhadap 
kebudayaan tradisional di Indonesia memang sangat lemah, baik 
dari segi pendokumentasian maupun pengaturan di dalam undang-
undang.303 Satu-satunya undang-undang yang secara langsung 
mengatur tentang perlindungan kebudayaan adalah Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, itupun belum 
                                                 
303. Beberapa kebudayaaan Indonesia yang diduga dicuri, dipatenkan, diklaim, dan/ atau 
dieksploitasi secara komersial oleh korporasi asing, oknum warga negara  asing, 
ataupun negara lain: Batik dari Jawa oleh Adidas, Naskah Kuno dari Riau oleh 
Pemerintah Malaysia, Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia, 
Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia, Naskah Kuno dari 
Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia, Rendang dari Sumatera Barat oleh 
Oknum WN Malaysia, Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda, 
Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda, Sambal Nanas dari Riau oleh 
Oknum WN Belanda, Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing, Lagu 
Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia, Tari Reog Ponorogo 
dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Soleram dari Riau oleh 
Pemerintah Malaysia, Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia, 
Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia, Tari Kuda Lumping dari 
Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia, Tari Piring dari Sumatera Barat oleh 
Pemerintah Malaysia, Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia, Lagu 
Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia, Kursi Taman 
Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis, 
Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN 
Inggris, Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia, Desain 
Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika, Produk 
Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd, 
Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia, Kopi Gayo dari Aceh oleh 
perusahaan multinasional (MNC) Belanda, Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh 
perusahaan Jepang, Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh 
Malaysia, Kain Ulos oleh Malaysia, Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia, 
Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia, dan Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah 
Malaysia,  Melalui <http://budaya-indonesia.org/iaci/Data_Klaim_Negara_Lain_ 
Atas_Budaya_Indonesia> (5/06/2010) 
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diatur secara rinci. Jika dilihat dari isinya, Undang-Undang Hak 
Cipta sebenarnya mengadopsi secara penuh TRIPs Agreement. 
Terlihat jelas dari konsepsi karya cipta yang dilindungi yaitu hanya 
melindungi karya cipta yang sifatnya individual. Sebenarnya 
negara anggota, termasuk Indonesia bisa saja menambah 
rumusan lain terkait dengan hak cipta yang dilindungi, karena 
TRIPs menentukan norma-norma dan standar substantif minimum 
mengenai bagaimana perlindungan diberikan dan bagaimana 
perlindungan tersebut diaplikasikan. Sepanjang tidak bertentangan 
dengan TRIPs Agreement, negara anggota dapat menerapkan 
norma-norma atau standar substantif yang melebihi dari yang 
diharuskan oleh TRIPs Agreement dalam hukum nasionalnya 
(TRIPs, Part I Article 14).304  
Negara-negara maju tetap menghendaki pengetahuan tradisional, 
ekspresi budaya, dan sumber daya genetik dianggap sebagai milik 
bersama (public domain), bukan sesuatu yang harus dilindungi 
secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat (non 
binding instrument atau soft law). Negara-negara berkembang, 
justru sebaliknya, menginginkan agar instrumen hukum internasional 
dapat diwujudkan agar terikat pada ketentuan tersebut sehingga 
dapat mengakhiri tindakan-tindakan pencurian pengetahuan 
tradisional dan pemanfaatan yang tidak wajar. Forum WIPO telah 
melakukan pembahasan tentang hal ini sejak tahun 2001 dan 
sampai sekarang belum dicapai kesepakatan. Keinginan negara-
negara berkembang untuk membuat ketentuan hukum tentang 
pengetahuan tradisional, karena konsep HKI dalam TRIPs 
Agreement berbasis pada perlindungan hak individu, sedangkan 
pengetahuan tradisional, ekspresi budaya dan sumber daya 
genetik bersifat kepemilikan komunal dan selain bernilai ekonomis 
juga mengandung nilai-nilai magis, spiritual dan budaya. Rezim 
HKI tidak dapat sepenuhnya melindungi karakteristik tersebut. 
                                                 
304. Andri Tri Kuncoro, Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia 
Dalam Perdagangan Bebas Dunia, Melalui <http://www. 
haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=60> (23/12/09) 
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Secara nasional, beberapa alternatif yang bisa dilakukan Indonesia 
saat ini, adalah:  
a. Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang HKI dengan 
memasukkan pasal-pasal yang secara khusus mengatur 
pengetahuan tradisional, SDG, dan ekspresi budaya.  
b. Membuat undang-undang pengetahuan tradisional, SDG, dan 
ekspresi budaya secara tersendiri (sui generis), seperti yang 
sudah dilakukan oleh India, Thailand, Filipina dan Costa Rica. 
Pengaturan sui generis sepertinya merupakan pilihan yang 
dilakukan Indonesia. Saat ini telah digodok RUU yang diberi 
judul Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 
Mudah-mudahan di tahun 2011 disahkan dan dapat 
diberlakukan. 
c. Inventarisasi dan dokumentasi pengetahuan tradisional, SDG 
dan ekpresi budaya. Dokumentasi yang baik secara hukum 
dapat digunakan sebagai defensive protection system yang 
bermanfaat sebagai dokumen pembanding dari suatu aplikasi 
invensi atau ciptaan untuk melihat unsur kebaruan atau 
orisinalitasnya dan sekaligus digunakan sebagai data base 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah atau LSM 
untuk melakukan oposisi paten atau hak cipta dan HKI lainnya.  
d. Mekanisme acces and benefit sharing yang tepat antara 
masyarakat lokal dan pihak asing. Menurut Agus Sardjono 
mekanisme yang dapat dirujuk adalah Convention on Biological 
Diversity (CBD). CBD membentuk suatu tim kerja yang 
merumuskan draft guidelines on access and benefit sharing. 
Langkah yang perlu diambil adalah pertama dengan 
membangun kemampuan nasional (national capacity building). 
Hal ini agar Indonesia sebagai pemilik kekayaan sumber daya 
hayati dan pengetahuan tradisional siap dalam memanfaatkan  
Sumber daya tersebut untuk pihak asing.  
e. memberdayakan LSM sebagai representasi masyarakat lokal 
dengan dukungan lembaga internasional seperti WIPO.  
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f. Melalui kampanye kebudayaan, memperkenalkan kekayaan 
budaya Indonesia ke dunia internasional melalui berbagai 
macam pagelaran, pameran dan promosi.305 
Realitas sosial bangsa Indonesia tersebut melahirkan 
beberapa prinsip pengaturan HKI, yaitu prinsip komunalistik, prinsip 
HKI berfungsi sosial dan prinsip HKI untuk kemajuan bangsa. Di 
samping memperhatikan realitas sosial bangsa Indonesia, politik 
hukum juga harus mempertimbangkan realitas sosiologis masyarakat 
internasional. Misalnya kecenderungan pengaturan HKI dalam TRIPs 
Agreement dan konvensi internasional HKI yang diratifikasi oleh 
Indonesia. 
D. Konsep Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
Indonesia 
Setelah menelaah landasan filosofis, yuridis dan sosiologis 
politik hukum HKI serta membandingkannya dengan politik hukum 
HKI dengan Cina, India dan Malaysia, maka dapat dirumuskan suatu 
konsep Politik Hukum HKI Indonesia, sebagai berikut: 
a. Sistem hukum HKI yang ingin dibangun harus berdasarkan 
prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Pancasila (filosofis), 
UUD 1945 (yuridis) dan realitas sosial masyarakat Indonesia 
(sosiologis). 
b. Mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap pembentukan 
Undang-Undang HKI dengan tetap memperhatikan ketentuan 
TRIPs Agreement dan konvensi internasional HKI lainnya.  
c. Indonesia harus mampu menunjukkan ketinggian harkat dan 
martabatnya sebagai suatu negara yang berdaulat dan sejajar 
dengan negara-negara lain di dunia, memiliki hak dan kewajiban 
yang sama pada forum internasional. Indonesia wajib merespon 
perkembangan internasional menyangkut pengaturan HKI secara 
proporsional sesuai dengan kebutuhan Indonesia, tujuan Negara 
Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 
yang dianut Indonesia. Indonesia juga tidak perlu takut terhadap 
                                                 
305Ibid 
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tekanan-tekanan pihak asing (imperior) dan dengan tegas 
menolaknya apabila diyakini dapat menimbulkan kerugian bagi 
kepentingan nasional. 
d. Harmonisasi hukum ketentuan TRIPs Agreement dan konvensi 
internasional HKI lainnya ke dalam Undang-Undang HKI 
berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia yang 
secara filosofis bersumber pada Pancasila, secara yuridis 
bersumber dari UUD 1945, dan secara sosiologis bersumber dari 
realitas sosial dan kebutuhan HKI masyarakat Indonesia. 
e. Mempercepat penguasaan IPTEK untuk mengejar ketertinggalan 
IPTEK dengan negara-negara maju melalui pengaturannya secara 
tegas dan konsisten di dalam Undang-Undang HKI yang 
memudahkan terjadinya penyebaran ilmu pengetahuan (transfer 
of knowledge) dan alih teknologi dari luar negeri dan perusahaan-
perusahaan asing (PMA) kepada perusahaan lokal atau 
masyarakat lokal. 
f. Mendorong lahirnya ciptaan, invensi dan karya intelektual lainnya 
oleh bangsa Indonesia yang berguna bagi pembangunan 
nasional, memperkuat daya saing bangsa secara internasional dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan IPTEK 
yang dapat merangsang masyarakat Indonesia menghasilkan 
karya-karya intelektual (peningkatan anggaran, insentif yang baik 
dan penyediaan infrastruktur IPTEK seperti yang telah dilakukan 
oleh India dan Malaysia. 
g. Melindungi kepentingan nasional Indonesia melalui pengaturan 
secara cermat, tepat dan tegas di dalam Undang-Undang HKI di 
masa depan, meliputi pengaturan tentang kewenangan negara 
melaksanakan HKI untuk kepentingan nasional (dalam bidang 
ekonomi, pertahanan dan keamanan, IPTEK, kesehatan ma-
syarakat, sosial dan budaya serta hal-hal yang berhubungan 
dengan kesejahteraan rakyat), keseimbangan hak individu dan 




PERBANDINGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM TRIPS 




Sebelum merumuskan konsep harmonisasi hukum, terlebih 
dahulu harus dipahami prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement dan prinsip 
hukum HKI Indonesia. Prinsip-prinsip suatu hukum dapat dipahami dari 
landasan filosofis dan prinsip-prinsip dasar dari suatu ketentuan hukum 
atau sistem hukum. Landasan filosofis TRIPs Agreement bersandar pada 
individualisme, dan landasan substantifnya berpijak pada aspek 
komersialisasi HKI (perluasan pasar dan penguasaan pasar produk HKI) 
dan mempertahankan kekuatan penguasaan IPTEK oleh negara-negara 
maju. Filosofi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam pasal-pasal yang 
menjadi prinsip-prinsip dasar TRIPs Agreement. Sementara hukum HKI 
Indonesia bersumber pada filosofi Pancasila, norma-norma UUD 1945 
dan realitas sosial bangsa Indonesia yang sangat kental dengan nilai-
nilai Ketuhanan (agama dan kepercayaan kepada Sang Pencipta), 
kemanusiaan (humanisme), nasionalisme, komunalisme, dan keadilan 
sosial. 
A. Prinsip-Prinsip Hukum TRIPs Agreement  dan 
kelemahannya 
Banyak ahli telah menulis mengenai hal ini, diantaranya Eddy 
Damian, Ahmad Zen Umar Purba, Soedargo Gautama, Muhammad 
Djumhana, Agus Sardjono, Michael Blackeney dan UNCTAD-ICTSD. 
Setelah mempelajari berbagai pendapat para ahli tersebut dan me-
lakukan telaahan terhadap Konvensi Pembentukan WTO dan TRIPs 
Agreement, prinsip-prinsip dasar dari TRIPs Agreement dapat di-
kelompokkan menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement 
yang bersumber dari konvensi pembentukan WTO dan prinsip-prinsip 
hukum yang bersumber dari TRIPs Agreement. 




1. Prinsip Hukum TRIPs Agreement Bersumber dari Konvensi Pem-
bentukan WTO 
a. Prinsip ketundukan utuh (full compliance) 
TRIPs Agreement sebagai bagian dari WTO Agreement, maka 
prinsip full compliance juga berlaku, meskipun ada ketentuan 
khusus bagi negara berkembang dan negara kurang ber-
kembang yang dikenal dengan istilah Special and Differential 
Treatment (S & D). Ketentuan S & D terdapat pada Article 65, 
66 TRIPs Agreement. Ketundukan negara anggota terhadap 
ketentuan WTO Agreement bersifat full compliance atau total 
harmonization (unifikasi). Setiap anggota diharuskan memastikan 
penyesuaian hukum ini, peraturan dan prosedur administratif 
dengan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tertera 
dalam perjanjian (Article XVI.4) dan penerimaan kesepakatan-
kesepakatan dari perjanjian dilakukan tanpa reservasi. Reservasi 
terhadap Multilateral Trade Agreement (MTA) hanya diterima 
apabila memperkuat perjanjian-perjanjian tersebut. Reservasi 
terhadap kesepakatan MTA diterima sepanjang diatur dalam 
perjanjian-perjanjian (Article XVI.5). 
b. Prinsip pembalasan silang (cross retaliation). 
Pembalasan silang diatur dalam Article 22.3 Dispute Setlement 
Understanding (DSU). Ungkapan cross retaliation adalah 
istilah untuk menggambarkan situasi di mana negara yang 
merasa dirugikan melakukan pembalasan, misalnya melalui 
penundaan konsesi atau kewajiban lainnya di bawah sektor 
atau perjanjian yang telah dilanggar oleh negara lain. Negara 
yang dirugikan selama waktu mempersiapkan permohonan 
penyelesaian kepada Badan Penyelesaian Sengketa dapat 
menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya sebagai balasan 
pada sektor yang sama di mana telah terjadi pelanggaran. Jika 
itu tidak efektif, maka dapat melakukan balasan pada sektor lain 
tetapi di bawah perjanjian yang sama di mana telah terjadi 
pelanggaran.306   
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c. Prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme WTO.  
TRIPs Agreement sebagai bagian dari kesepakatan WTO 
memberlakukan ketentuan penyelesaian sengketa sesuai 
mekanisme WTO sepanjang tidak diatur secara khusus dalam 
TRIPs Agreement (Article 64). Prosedur penyelesaian sengketa 
dagang dalam WTO diatur dalam artikel XXII dan XXIII GATT 
1994 dan Understanding on Rules and Procedures Governing 
the Settlement of Disputes (DSU). (Article XXII dan XXIII GATT 
1994 dan Article 4 DCU). Tergugat dalam tempo 10 hari 
(kecuali disepakati lain) harus menyampaikan jawaban atas 
permintaan tersebut. Jika dalam 10 hari tidak ada jawaban 
atau tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari, 
pihak penggugat dapat meminta DSB  untuk dibentuk panel 
(Article 4.3 DSU). Disamping prosedur resmi, Dirjen GATT/ 
WTO berdasarkan kapasitas sebagai pejabat tinggi WTO dapat 
menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa. Panel dibentuk oleh DSB atas dasar permintaan 
salah satu pihak yang bersengketa dan biasanya oleh pihak 
penggugat. Tim panel berfungsi membantu DSB untuk 
menganalisa, menilai dan membuat penafsiran terhadap 
persetujuan GATT/WTO dan membuat rekomendasi dalam 
waktu 6 bulan dan dalam waktu 60 hari DSB akan melakukan 
pengesahan laporan tersebut. Pihak yang kalah dapat 
mengajukan banding (appeal) dan tiga orang hakim akan 
ditetapkan untuk menangani kasus tersebut. Keputusan badan 
banding ini dapat berisi penolakan atau merubah laporan panel 
dan membuat laporan tersendiri atau mengukuhkan laporan 
panel. Apabila panel dan banding menyimpulkan bahwa 
tindakan yang diambil oleh pihak tergugat bertentangan dengan 
persetujuan (GATT/WTO), maka rekomendasi panel dan banding 
akan meminta agar negara yang kalah segera menyesuaikan 
(adjusment) kebijakan perdagangannya dengan ketentuan-
ketentuan WTO. Laporan panel dan badan banding baru 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (legally binding) 
setelah disahkan dalam sidang DSB. Tujuan dari sistim 
penyelesaian sengketa WTO adalah agar semua anggota 




WTO mematuhi komitmen yang telah ditandatangani dan 
diratifikasinya. DSU-WTO mengatur bahwa apabila rekomendasi 
dan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
(legally binding) tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditetapkan maka negara tergugat (negara 
yang kalah) akan diminta untuk memberikan kompensasi 
(ganti rugi). Segera setelah DSB mensahkan laporan panel 
atau banding, negara yang kalah harus membuat laporan 
tentang pelaksanaan keputusan DSB tersebut dan bila diperlukan 
dengan bantuan juri (arbitrator) sebagai pengawas. DSU juga 
diatur mengenai cross retaliation apabila pihak yang kalah tidak 
melaksanakan keputusan DSB yang telah mensahkan keputusan 
appellate body.307 
2. Prinsip-Prinsip Hukum yang Bersumber dari TRIPs Agreement  
a. Prinsip teritorial. 
Meskipun TRIPs Agreement telah disepakati secara internasional 
melalui WTO, perlindungan HKI berlaku secara teritorial sesuai 
yurisdiksi masing-masing negara anggota. Article 1.1 TRIPs 
Agreement paragraf 2 menyatakan bahwa negara anggota 
bebas menentukan metode yang paling sesuai untuk men-
jabarkan TRIPs Agreement ke dalam sistem dan praktik hukum 
masing-masing. Sifat dasar dari hukum HKI adalah teritorial. 
Beberapa perjanjian internasional, misalnya, Konvensi Paris, 
Madrid, perjanjian Lisbon dan TRIPs Agreement, menetapkan 
kriteria internasional pengaturan HKI. Namun, HKI tetap mer-
upakan masalah nasional, misalnya pemenuhan persyaratan 
administrasi dalam pendaftaran HKI, bahkan mengharuskan 
untuk mendaftar di setiap negara walaupun sudah ada 
kerjasama internasional melalui hak prioritas. Jika terjadi 
pelanggaran atau ingin melakukan gugatan dalam rangka 
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perlindungan HKI harus dilakukan di bawah otoritas hukum 
nasional.308  
b. Prinsip standar minimum (minimum standars).  
Ketentuan TRIPs Agreement merupakan prinsip minimum yang 
wajib diterapkan oleh setiap negara anggota. Negara anggota 
dapat memberikan perlindungan HKI lebih luas dari yang telah 
disepakati dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan 
TRIPs Agreement (Article 1.1)  
c. Prinsip pemberian hak yang sama (national treatment).  
Setiap negara anggota wajib menerapkan perlakuan yang sama 
kepada warga negara anggota lainnya dalam pemberian per-
lindungan HKI seperti yang diberikan kepada warga negaranya 
sendiri (Article 3). 
d. Prinsip tanpa diskriminasi (the most favoured nation). 
Diskriminasi perlakuan terhadap warga negara tertentu untuk 
mendapatkan keuntungan, kemanfaatan, atau perlakuan istimewa 
dilarang oleh TRIPs Agreement. Setiap warga negara anggota 
wajib diperlakukan sama tanpa kecuali. Jika ada warga negara 
tertentu mendapatkan perlakuan khusus, maka hal itu juga 
secara seketika dan tanpa syarat wajib diberikan kepada 
warga negara anggota lainnya (Article 4). 
e. Prinsip pengutamaan komersialisasi HKI.  
Ditandai dengan dimasukkannya HKI ke dalam kesepakatan 
WTO. Sebelumnya HKI merupakan isu tersendiri dalam WIPO 
di bawah PBB yang tidak dikaitkan langsung dengan per-
dagangan bebas. Prinsip ini meskipun tidak dinyatakan secara 
eksplisit dari ketentuan TRIPs Agreement dalam implemen-
tasinya selalu berkaitan dengan komersialisasi HKI. Hal ini dapat 
dimaklumi karena pengusul HKI menjadi kesepakatan WTO 
berasal dari negara-negara maju pemilik HKI (konsideran TRIPs 
Agreement).  
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f. Prinsip exhaustion of Intellectual Property Rights  
Prinsip atau doktrin exhaustion of Intellectual Property Rights 
merupakan ketentuan yang membatasi pemilik HKI dalam 
melaksanakan haknya (paten, hak cipta atau merek dagang) 
untuk mengontrol produk HKI setelah produk tersebut telah 
dijual oleh atau di bawah otoritas Pemilik HKI. Setiap produk 
yang sudah terjual dan didistribusikan ke suatu negara, 
kontrol pemilik HKI atas produk tersebut sudah tidak berlaku. 
Produk yang bersangkutan dapat saja dijual kembali ke tempat 
lain atau negara lain. Prinsip ini dimaksudkan agar pelaksanaan 
HKI tidak terlalu mengganggu sistem distribusi produk. Prinsip 
ini sesuai dengan prinsip teritorial HKI, di mana setiap negara 
memiliki kedaulatan teritorial terhadap berbagai produk yang 
masuk ke negaranya.309 Prinsip ini bersumber dari Article 6 
TRIPs Agreement.  
g. Prinsip tanpa persyaratan (no reservation). 
Setiap negara anggota tidak diperkenankan melakukan reservasi 
terhadap ketentuan TRIPs Agreement tanpa persetujuan dari 
negara anggota lainnya. Prinsip ini sejalan prinsip full compliance 
(Article 72). 
h. Prinsip perlakuan khusus terbatas pada negara berkembang 
dan terbelakang.  
Negara berkembang diberikan waktu penundaan selama 
empat tahun untuk memberlakukan ketentuan TRIPs Agreement. 
Waktu tersebut digunakan untuk menyiapkan peraturan 
perundang-undangan HKI agar sesuai dengan standar TRIPs 
Agreement. Sementara itu bagi negara terbelakang (negara 
tertinggal) diberikan waktu penundaan selama sepuluh tahun, 
berkaitan dengan kondisi perekonomian, hambatan finansial, 
administrasi dan kebutuhan untuk menyiapkan landasan mapan 
bagi teknologinya. Penundaan tersebut dikecualikan dari 
ketentuan Article 3, 4 dan 5 (Article 65, 66).  
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i. Prinsip alih teknologi.  
TRIPs Agreement mengakui pentingnya alih teknologi, terdapat 
dalam  pembukaan, prinsip-prinsip, dan tujuan dari perjanjian. 
Tujuan dari TRIPs Agreement adalah memacu penemuan 
teknologi, memperlancar penyebaran dan alih teknologi dengan 
tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunanya 
dalam rangka menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi 
serta keseimbangan hak dan kewajiban (Article 7). Menurut 
Yang, Lei & Maskus, Keith E, terlalu ketatnya pengaturan HKI 
akan mengurangi kompetisi dan kesejahteraan. Kehadiran 
penanaman modal asing (direct investment) adalah salah satu 
saluran dari transfer teknologi dari negara maju ke negara 
berkembang.310 Sesuai dengan ketentuan  Article 66.2 TRIPs 
Agreement, negara maju wajib menyediakan kemudahan agar 
perusahaan besar dan lembaga di negaranya meningkatkan 
alih teknologi kepada negara-negara tertinggal.  
j. Prinsip kepentingan umum.  
Sistem HKI merupakan persoalan kompleks, sehingga meng-
undang terjadinya perdebatan yang membuat terjadinya 
polarisasi. Perdebatan umumnya terfokus pada beberapa hal, 
seperti perdebatan mengenai kepentingan perusahaan dan 
kepentingan konsumen, kepentingan negara-negara maju dan 
negara berkembang atau negara tertinggal, antara kepentingan 
individu dan kepentingan umum.311 TRIPs Agreement sudah 
mengatur tentang kepentingan umum, yang membolehkan setiap 
negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan 
dengan perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, serta demi 
kepentingan masyarakat pada sektor tertentu yang sangat 
penting untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan 
teknologi (Article 8). 
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k. Prinsip kerjasama internasional.  
Kewajiban bagi negara-negara maju memberikan kerjasama 
teknik dan finansial yang menguntungkan negara berkembang 
dan negara tertinggal (Article 67). Kerjasama internasional juga 
dilakukan dalam menghapus kegiatan perdagangan terhadap 
barang-barang hasil pelanggaran HKI (Article 69). 
l. Prinsip amandemen. 
Dewan TRIPs dapat melakukan peninjauan apabila ada per-
kembangan baru yang sifatnya mendasar sehingga memerlukan 
amandemen terhadap TRIPs Agreement (Article 71). Prinsip 
ini pertama kali dilaksanakan tahun 2005, dengan menambah 
ketentuan terkait pelaksanaan paten obat-obatan dan lisensi 
wajib terkait kepentingan kesehatan pada Article 31 bis dan 
annex sesudah Article 73 . 
 
Prinsip-prinsip tersebut mengandung kelemahan apabila dikaitkan 
dengan kepentingan negara-negara berkembang dan negara ter-
tinggal. Kelemahan tersebut antara lain: 
a. Merefleksikan kepentingan negara-negara maju pemilik HKI. 
Proses masuknya TRIPs sebagai bagian dari WTO diusulkan oleh 
negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. 
Sementara negara-negara berkembang dan negara tertinggal pada 
awalnya menolak masuknya TRIPs  ke dalam WTO yang diwakili oleh 
India dan Brasil, meskipun pada akhirnya menjadi kesepakatan WTO. 
Menurut Joseph E. Stiglitz, negara-negara maju khususnya Amerika 
Serikat dan Uni Eropa, sangat dipengaruhi oleh kepentingan 
perusahaan-perusahaan terutama industri obat-obatan, sehingga 
dalam proses perundingan di WTO juru runding kedua negara 
tersebut menempatkan diri dalam posisi sebagai pelaku industri 
obat-obatan, industri hiburan dan industri lainnya yang meng-
inginkan agar HKI diatur secara ketat dan kuat. Salah satunya 
menginginkan waktu perlindungan paten yang lebih lama untuk 
memaksimalisasi keuntungan dan memberi waktu pengembangan 
paten tanpa mempertimbangkan kerugian yang akan diderita oleh 
masyarakat di negara lain. HKI seharusnya tidak menjadi bagian 




dari WTO, karena berada dalam bidang IPTEK yang semestinya 
diatur secara tersendiri. Joseph E. Stiglitz mengatakan: 
“Intellectual property does not really belong in a trade agreement. 
Trade agreements are supposed to liberalize the movements 
of goods and services across borders. TRIPs was concerned 
with a totally different issuein some sense, it was concerned with 
restricting the movement of knowledge across borders. So to 
shoehorn it into the trade agreement, trade negotiators added 
two words, "trade related." TRIPs may stand for Trade-
Related Intellectual Property, but the name is mis-leading: 
there is essentially no aspect of intellectual property that, in 
their view, is not related to trade. In fact, there already 
existed an international organization to deal with intellectual 
property: the World Intellectual Property Organization (WIPO), 
one of the specialized agencies of the United Nations. It was 
established in its current form in 1970, although, in fact, 
international cooperation in this area dates back more than a 
hundred years, to 1893. But WIPO has a critical limitation: it has 
no enforcement mechanism. There was little the United States or 
the EU could do to a country that did not respect intellectual 
property rights. Under TRIPs, the advanced industrial countries 
could at last use trade sanctions to legally enforce intellectual 
property rights, and the drug and media industries were 
ecstatic.”312 
 
Berdasarkan pada kenyataan tersebut, Joseph E. Stiglitz me-
negaskan bahwa TRIPs memaksa dunia untuk mengakui dominasi 
sistem kekayaan intelektual Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan 
berkeyakinan bahwa hal tersebut bukan menjadi kepentingan 
negara-negara berkembang.313 
TRIPs Agreement juga mensyaratkan bahwa negara maju mem-
berikan insentif bagi perusahaan dan institusi untuk mem-
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promosikan dan mendorong terjadinya alih teknologi ke negara 
berkembang. Negara-negara maju diwajibkan memberikan dukungan 
teknis dan keuangan untuk mengembangkan negara-negara lain 
untuk membantu memberlakukan hukum HKI, dan memberikan 
dukungan membentuk atau menguatkan Kantor HKI. Namun 
dalam kenyataannya TRIPs Agreement tidak menjamin alih 
teknologi benar-benar akan terjadi. Perusahaan dan pemegang 
HKI tetap bebas menentukan dimana akan melakukan penelitian 
dan pengembangan dan di mana memproduksi. Sejauh ini, TRIPS 
Agreement terlihat lebih efektif dalam perannya sebagai suatu 
perjanjian dalam perlindungan HKI, bukan dalam perannya 
sebagai suatu perjanjian untuk memfasilitasi terjadinya alih 
teknologi.314 
b. Berpotensi dijadikan alat politik dan ekonomi untuk menekan 
negara lain. Pengalaman Afrika Selatan, Thailand, dan Indonesia 
menunjukkan bahwa TRIPs Agreement telah dijadikan alat politik 
dan ekonomi oleh negara maju. Afrika Selatan dan Thailand ditekan 
oleh Amerika Serikat agar tidak mengeluarkan kebijakan lisensi wajib 
dan paralel impor terhadap obat HIV/AIDS dengan mengancam 
akan mengenakan sanksi perdagangan. Demikian juga dengan 
Indonesia, banyaknya pelanggaran terhadap HKI yang dimiliki 
oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa membuat Indonesia diancam 
dicabut fasilitas ekspor (GSP) jika tidak bertindak melindungi HKI-
nya. Tekanan demikian membuat negara-negara berkembang dan 
negara tertinggal selalu diawasi dan tidak bebas bergerak untuk 
mengejar ketertinggalan IPTEK. Apalagi negara pengancam memiliki 
kekuasaan yang sangat kuat dalam lembaga keuangan dunia 
(IMF, World Bank), dimana negara berkembang dan negara tertinggal 
sangat tergantung terhadap pinjaman dana dari kedua lembaga 
tersebut dan dikabulkan atau tidaknya proposal pinjaman sangat 
dipengaruhi oleh negara-negara pengancam itu. 
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c. Masa transisi yang terlalu singkat 
TRIPs Agreement dalam Article 65 dan Article 66 memberikan 
masa transisi kepada negara berkembang untuk menyiapkan diri 
melaksanakan ketentuan TRIPs selama empat tahun dan bagi negara 
tertinggal selama sepuluh tahun. Waktu tersebut tidak memberikan 
waktu yang cukup bagi negara berkembang dan negara tertinggal 
untuk menyiapkan negaranya menghadapi pemberlakuan TRIPs 
Agreement secara internasional. Terbukti setelah lima belas 
tahun diberlakukannya negara berkembang dan negara tertinggal 
tidak mampu menyiapkan infrastruktur pengembangan IPTEK untuk 
sedikit mengejar ketertinggalan dari negara maju, kecuali beberapa 
negara tertentu misalnya Cina, India, dan Korea Selatan. 
B. Prinsip-Prinsip Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
Indonesia 
Keseluruhan prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia yang bersumber 
dari Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia, terdiri dari: 
1. Prinsip keseimbangan hak individu dan hak masyarakat (kepentingan 
umum) 
Hak individu tetap diakui dan dilindungi hukum, namun dalam tata 
kehidupan bermasyarakat hak individu tidak berlaku mutlak, tetapi 
dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Lahirnya HKI bersumber dari 
kreativitas intelektual individu yang menghasilkan invensi atau ciptaan 
tertentu, sehingga sangat beralasan apabila negara memberikan hak 
ekslusif kepada inventor atau penciptanya. Maka pengaturan HKI di 
Indonesia harus dapat memberikan keseimbangan antara hak 
individu dengan hak masyarakat. Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 
dengan tegas memberikan perlindungan terhadap hak individu 
dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 
Guna menciptakan keseimbangan, maka hak individu tidak boleh 
dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya, tetapi wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam rangka 
menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, 
menciptakan keadilan dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-




nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis (Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945). 
2. Prinsip keadilan 
Keadilan pada konteks pengaturan HKI lebih terarah pada kegiatan 
pemanfaatan HKI untuk mendapatkan keuntungan ekonomi 
(komersialisasi). Prinsip ini tidak menghalangi pemilik HKI memperoleh 
manfaat ekonomi, sepanjang hal tersebut dilakukan dengan tidak 
menimbulkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat luas. 
Prinsip hukum HKI Indonesia tidak mengizinkan pelaksanaan HKI 
yang eksploitatif, menindas dan penghisapan terhadap masyarakat. 
Misalnya dengan menjual produk secara tidak wajar (over price), 
membatasi produk di pasaran agar harga tetap mahal atau sengaja 
memproduksi produk HKI secara terbatas untuk tujuan mengendalikan 
harga, yang akibatnya merugikan kepentingan masyarakat. Prinsip 
keadilan juga terkait dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional, 
ekspresi budaya, dan sumber kekayaan hayati yang sering 
dijadikan sumber awal lahirnya invensi atau ciptaan yang oleh 
inventor/pencipta baik yang berasal dari dalam negeri maupun 
dari luar negeri yang bernilai ekonomis. Inventor/pencipta harus 
menyebutkan dalam aplikasi pendaftaran perlindungan HKI mengenai 
dari mana sumber awalnya dan membagi manfaat (benefit sharing) 
kepada pemilik aslinya, berupa pembagian keuntungan, pelatihan-
pelatihan tertentu untuk memberdayakan masyarakat, pelestarian 
dan alih teknologi.  
3. Prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia (humanisme) 
Setiap invensi/ciptaan yang dihasilkan harus memberi kebaikan 
dan kemanfaatan bagi manusia. Pengaturan HKI harus mem-
perhatikan kepentingan masyarakat luas, tidak terlalu berorientasi 
pada perlindungan kepentingan individu (pemilik HKI) semata. 
Tidak boleh lagi terjadi kematian di Afrika Selatan karena mahalnya 
obat HIV/AIDS sehingga tidak terbeli oleh masyarakat yang 
membutuhkan, makin banyaknya jatuh korban akibat wabah flu 
burung karena mahalnya vaksin karena dikuasai oleh negara-negara 
kaya, tidak boleh lagi negara-negara pemilik HKI mengintimidasi 
negara berkembang dan negara tertinggal hanya karena ingin 
mengeluarkan kebijakan paralel impor obat-obatan dan lisensi wajib 




demi kesejahteraan rakyatnya. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan 
undang-undang tentang kewajiban pemilik HKI menyediakan produk 
HKI secara luas, mudah diakses oleh masyarakat dan dengan harga 
yang wajar, lisensi wajib dan kewenangan pemerintah melaksanakan 
HKI yang dimiliki pemilik HKI demi alasan kemanusiaan dan 
kepentingan umum (misalnya produk obat-obatan untuk mengatasi 
wabah penyakit, produk pangan untuk mengatasi kelaparan). 
4. Prinsip kewenangan negara melaksanakan HKI demi kepentingan 
nasional 
Prinsip ini bersumber dari sila ke tiga Pancasila yang melahirkan 
prinsip nasionalisme dan tujuan Negara Republik Indonesia pada 
Alinea Ke empat Pembukaan UUD 1945. Prinsip ini lahir karena 
adanya kewajiban pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi 
agar memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk 
kemajuan peradaban dan kesejahteraan rakyat (Pasal 31 Ayat (5) 
UUD 1945). Atas nama kepentingan rakyat atau kepentingan negara, 
pemerintah Indonesia berwenang melaksanakan HKI yang dilindungi 
oleh Undang-Undang HKI, dengan tetap memperhatikan kepentingan 
pemilik HKI. Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, 
maka perlu diatur di dalam undang-undang mengenai mekanisme 
pelaksanaannya. 
5. Prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas, kesusilaan dan 
agama 
Tidak semua invensi/ciptaan dilindungi Undang-Undang HKI. Di 
samping harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan 
(misalnya orisinalitas, baru (novelty), tidak sama dengan invensi/ 
ciptaan yang telah ada sebelumnya, mengandung langkah inventif), 
suatu invensi/ciptaan juga tidak boleh bertentangan dengan moralitas, 
kesusilaan dan agama.  
6. Prinsip kebebasan berkarya 
Setiap orang bebas berkarya dan menghasilkan HKI sesuai dengan 
bidang keahliannya masing-masing. Tidak seorangpun boleh 
menghalangi seseorang untuk menghasilkan suatu karya, sepanjang 
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan 
tersebut dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945. 
7. Prinsip perlindungan hukum terhadap HKI 




Karya intelektual (kekayaan intelektual) tidak mudah untuk dihasilkan. 
Tidak semua orang memiliki kemampuan, keahlian, waktu, fasilitas 
(peralatan, laboratorium, sarana LITBANG) dan biaya yang cukup 
untuk dapat menghasilkan suatu invensi/ciptaan. Artinya banyak hal 
yang harus disiapkan sampai suatu invensi/ciptaan berhasil dibuat. 
Oleh sebab itu, maka hukum memberi perlindungan terhadap 
inventor/pencipta dan invensi/ciptaannya tersebut agar ke-
pentingannya terlindungi (hak ekonomi dan hak moral). Hukum 
memberikan hak ekslusif sebagai bentuk penghargaan kepada 
inventor/pencipta berupa hak untuk memanfaatkan HKI-nya secara 
komersial (memproduksi, mendistribusi, menjual, menyewakan, dan 
melisensikan HKI kepada pihak lain) dalam jangka waktu tertentu 
yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan jenis HKI. 
Perlindungan hukum juga bertujuan agar inventor/pencipta merasa 
dihargai jerih payahnya dan bersemangat untuk mengembangkannya 
sehingga akan lahir invensi/ciptaan yang lebih baik lagi. Selain itu, 
diharapkan dapat memberi motivasi kepada pihak-pihak lain 
untuk menghasilkan invensi/ciptaan lain.  
8. Prinsip kemanfaatan HKI 
HKI sebagai produk dari IPTEK harus dapat memberi kemanfaatan 
kepada manusia, makhluk lain dan lingkungan hidup. Artinya 
invensi/ciptaan harus memiliki sifat fungsional dalam kehidupan. 
Kemanfaatan pada konteks ini bermakna bahwa invensi/ciptaan 
dalam penerapannya membantu manusia untuk hidup lebih baik 
dan mempertinggi harkat dan martabat manusia. Invensi/ciptaan 
yang tidak fungsional, atau jika menimbulkan kerusakan, me-
rendahkan harkat dan martabat manusia tidak layak untuk 
diberikan perlindungan hukum. 
9. Prinsip hak ekonomi HKI 
HKI merupakan hak yang bersumber dari hasil kreativitas intelektual 
manusia. Hanya orang-orang kreatif, inovatif dan progresiflah yang 
mampu menghasilkan invensi/ciptaan yang bermanfaat. Maka hukum 
wajib memberi perlindungan kepada orang-orang tersebut agar 
pengorbanan yang telah dikeluarkan dapat dikembalikan dan 
memperoleh manfaat secara ekonomi. Hukum memberikan hak 
ekslusif kepada inventor/pencipta berupa hak untuk memperoleh 




manfaat komersial (memproduksi, mendistribusi, menjual, 
menyewakan, dan melisensikan HKI kepada pihak lain) dalam jangka 
waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang sesuai 
dengan jenis HKI. HKI merupakan salah satu bentuk kekayaan 
immaterial bagi pemiliknya. 
10. Prinsip perlindungan kebudayaan nasional 
Perlindungan HKI di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada 
aspek ekonomi (komersial), tetapi juga berkaitan dengan pelestarian 
budaya bangsa, baik berupa pengetahuan tradisional (obat-obatan, 
kearifan lokal) maupun ekspresi budaya bangsa lainnya (ke-
susasteraan kuno, musik, lagu, tarian, cerita/hikayat, batik, wayang, 
tenunan, dan sebagainya). Tidak semua hal tersebut dapat 
diperhitungkan secara ekonomi. Rezim HKI khususnya TRIPs 
Agreement tidak mampu melindungi aset budaya bangsa Indonesia 
tersebut, karena TRIPs bersifat individual, mengutamakan kebaruan 
(novelty), dan berdasarkan pendaftaran, sedangkan aset budaya 
tersebut bersifat komunalistik, sudah ada sejak dahulu kala dan sulit 
memenuhi persyaratan-persyaratan dari rezim HKI. Kelemahan inilah 
yang seringkali dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk 
mengklaim suatu paten yang sumber asalnya dari kekayaan budaya 
bangsa, misalnya paten beberapa produk kosmetika Jepang 
(Shieseido) berasal dari tumbuh-tumbuhan Indonesia walaupun 
kemudian dibatalkan. 
11. Prinsip hak ekslusif terbatas  
HKI sebagai hak ekslusif tidak berlaku mutlak. Pemilik HKI dibatasi 
oleh kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dan 
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin 
terciptanya keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan kepentingan negara. Hak ekslusif dapat 
saja diabaikan namun tidak dengan sewenang-wenang, apabila 
kepentingan negara menghendaki dan pemerintah berwenang 
melaksanakan HKI tersebut meskipun tidak ada izin dari pemiliknya. 
Misalnya terkait kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan 
ekonomi nasional, kepentingan pengembangan IPTEK nasional, 
kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat.  
 




12. Prinsip HKI berfungsi sosial 
Konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang bersifat komunalistik, 
konsep hak milik pun bercirikan hak milik yang mengabdi pada 
kepentingan masyarakat. Sifat komunalistik tidak menganggap 
HKI seseorang merupakan hak miliknya semata tetapi untuk 
semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, konsep hak milik asli 
bangsa Indonesia tidak bersifat individual tetapi komunalistik.  
13. Prinsip kolektivisme  
Perlindungan hukum HKI terkait dengan pembangunan ekonomi 
Indonesia, terutama menyangkut kebutuhan akan teknologi tinggi 
untuk mendukung pembangunan nasional. Maka pengaturan HKI 
perlu diletakkan dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga 
tidak bisa dilepaskan dari prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, 
keberlanjutan, berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 Ayat (4)). 
Artinya pengaturan HKI merupakan bagian dari pembangunan 
ekonomi, dan apabila memang dibutuhkan maka pemilik HKI harus 
dengan rela membiarkan pemerintah menggunakan HKI-nya untuk 
kepentingan ekonomi nasional. Disinilah kepentingan individu 
mengabdi kepada kepentingan bersama (negara). 
C. Perbedaan dan Persamaan Prinsip-Prinsip Hukum 
TRIPs Agreement dan  Prinsip Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual Indonesia 
TRIPs Agreement sebagai hukum asing tentu saja memiliki 
perbedaan prinsip hukum HKI Indonesia. Maka dari itu penting untuk 
menemukan perbedaan-perbedaan (pertentangan) tersebut dan juga 
titik-titik persamaan antara prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement 
dengan prinsip hukum HKI Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
(dasar filosofis), UUD 1945 (dasar yuridis) dan realitas sosial bangsa 
Indonesia (dasar sosiologis).  
1. Perbedaan filsofi TRIPs Agreement dengan filosofi Pancasila 
Titik perbedaannya terletak pada tiga hal, yaitu (1) filosofi hak 
milik. Jika TRIPs Agreement berpijak pada hak milik individu secara 
mutlak sehingga HKI dirumuskan sebagai hak milik dari seseorang 




atau sekelompok orang yang wajib dilindungi oleh negara dan tidak 
dapat dicabut oleh alasan apapun kecuali yang ditentukan dalam 
TRIPs Agreement (hanya alasan keamanan (Article 73)), sedangkan 
Pancasila memandang HKI tidak semata-mata hak individu yang 
berlaku mutlak tetapi hak individu terbatas yang apabila kepentingan 
umum (public interest) membutuhkannya maka HKI tersebut dapat 
digunakan untuk kemaslahatan umum. Negara dalam hal ini 
bertindak sebagai representasi dari kepentingan umum, (2) TRIPs 
Agreement menginginkan terjadinya unifikasi hukum HKI secara 
internasional, sedangkan Pancasila menganut filosofi nasionalisme 
di mana pengaturan HKI harus disesuaikan dengan kepentingan 
nasional Indonesia. Pengaturan HKI tidak harus sama di setiap 
negara karena setiap negara berbeda kepentingannya, apalagi 
negara-negara di dunia dikelompokkan menjadi tiga, kelompok 
negara maju, negara berkembang dan negara tertinggal, dan 
(3) TRIPs Agreement sangat kental dengan dimensi komersialisasi 
HKI sehingga cenderung eksploitatif (maksimalisasi keuntungan), 
sedangkan Pancasila menganut prinsip humanisme dan keadilan 
bagi umat manusia (tabel 3). 
 
Tabel 3: 
Perbedaan Filosofi TRIPs Agreement dan Pancasila 
No Filosofi TRIPs Agreement Filosofi Pancasila 
1 Individualisme Ketuhanan (agama dan 
moralitas) 
2 Efektivitas perlindungan HKI 
secara internasional (unifikasi 
hukum HKI) 
Kemanusiaan (humanisme) 
3 Komersialisasi HKI (perluasan 
pasar produk HKI dan mak-
simalisasi keuntungan) 
Nasionalisme 
4 Penguasaan IPTEK dan me-
melihara dominasi teknologi dari 
negara maju kepada negara 
berkembang atau tertinggal 
Kolektivisme, Keadilan sosial 
 
2. Perbedaan prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement  dengan 
prinsip-prinsip hukum UUD 1945 




Setelah membandingkan empat belas prinsip hukum TRIPs Agreement 
dan tiga belas prinsip hukum UUD 1945, hanya empat prinsip 
yang berbeda secara tajam dan sangat prinsipil. Prinsip full 
compliance yang sejalan dengan prinsip no reservation menghendaki 
setiap negara anggota tunduk dan patuh tanpa syarat dan mem-
berlakukan TRIPs Agreement di negaranya masing-masing. Prinsip 
ini meniadakan kewenangan negara anggota mengatur sendiri 
hukum HKI-nya sesuai dengan konstitusinya. Hal ini tentu saja 
menjadi dilema bagi Indonesia, jika mengikuti prinsip ini sedangkan 
prinsip tersebut bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945), maka itu 
artinya TRIPs Agreement diposisikan lebih tinggi dari konstitusi. 
Disinilah pentingnya strategi dalam mengharmonisasikan TRIPs 
Agreement ke dalam Undang-Undang HKI.  
Prinsip standar minimum bagi Indonesia cukup berat, sebab harus 
mengadopsi standar pengaturan HKI TRIPs Agreement sementara 
tidak semua ketentuan tersebut dibutuhkan oleh Indonesia karena 
sesungguhnya memang dirancang oleh negara-negara maju. Bahkan 
sebenarnya, Indonesia masih memerlukan pengecualian-pengecualian 
dari TRIPs Agreement karena belum mampu bersaing dalam bidang 
IPTEK dengan negara-negara maju. Misalnya mengenai paralel 
impor, penerjemahan karya-karya asing untuk peningkatan IPTEK, 
acces and benefit sharing atas sumber daya genetik yang 
digunakan negara maju dan pemanfaatan HKI demi kepentingan 
nasional. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam 
UUD 1945, karena tidak adil jika pengaturan HKI bagi negara 
maju dan negara berkembang/terbelakang disamakan dan dalam 
implementasinya jelas akan menimbulkan ketidakadilan. Prinsip 
cross retaliation semakin menegaskan ketidakadilan TRIPs Agreement. 
Negara-negara maju setiap saat dapat melakukan tindakan cross 
retaliation kepada negara lain yang dianggap merugikan kepentingan 
HKI-nya. Tidak hanya berkaitan dengan bidang HKI tetapi dapat 
pula dilakukan dalam bidang-bidang lainnya (bisa embargo 
ekonomi, pencabutan fasilitas impor, dan lain-lain). Prinsip ini 
memposisikan negara berkembang (Indonesia) selalu dalam 
pengawasan negara maju, dan dijadikan alat politik dan alat 
ekonomi mengendalikan negara lain (tabel 4). 






Perbedaan Prinsip-Prinsip Hukum TRIPs Agreement dan UUD 1945 
 
No Prinsip-Prinsip Hukum 
TRIPs Agreement 
Prinsip-Prinsip Hukum  
UUD 1945 
1 Prinsip full compliance Prinsip kewenangan negara 
melaksanakan HKI demi 
kepentingan nasional 
2 Prinsip standar minimum Prinsip keadilan 
3 Prinsip no reservation Prinsip perlindungan kebudayaan 
nasional 
4 Prinsip cross retaliation Prinsip HKI untuk kesejahteraan 
manusia 
 
3. Perbedaan realitas sosiologis TRIPs Agreement  dan realitas 
sosiologis bangsa Indonesia 
Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh realitas sosiologis negara-
negara maju sebagai negara yang mengusulkan dimasukannya HKI 
sebagai bagian dari kesepakatan WTO. Negara-negara maju dengan 
kekuatan IPTEK-nya menginginkan perlindungan yang kuat dan 
standar demi keuntungan ekonomi dan politik untuk memelihara 
dominasinya di dunia. Sedangkan negara-negara berkembang 
atau terbelakang menolak keras usulan tersebut sebagaimana 
disuarakan oleh India dan Brasil karena masih membutuhkan 
berbagai kemudahan dalam mengakses IPTEK untuk pembangunan 
nasional masing-masing negara. TRIPs Agreement dikhawatirkan 
disalahgunakan oleh negara-negara maju untuk memperoleh 
keuntungan berlebihan dan menekan negara-negara berkembang 














Perbedaan Realitas Sosiologis TRIPs Agreement dan  
Realitas Sosial Bangsa Indonesia 
No Realitas Sosiologis TRIPs 
Agreement  
Realitas Sosial  
Bangsa Indonesia 
1 Merefleksikan kepentingan negara 
maju karena menginginkan full 
compliance, standarisasi dan no 
reservation untuk melindungi 
kepentingan HKI-nya dan 
maksimalisasi keuntungan serta 
memelihara dominasi IPTEK di 
dunia. 
 
Pengaturan HKI disesuaikan dengan 
kepentingan nasional dan keadilan 
2 Masuknya HKI dalam GATT/WTO 
Tahun 1994 ditentang oleh negara 
berkembang/terbelakang 
(disuarakan oleh India, Brasil), 
dan akhirnya disepakati secara 
terpaksa karena ketidakberdayaan 
negara berkembang/terbelakang. 
 
Sangat membutuhkan penguasaan 
IPTEK dalam mendukung 
pembangunan nasional dan 
kesejahteraan rakyat (kemudahan 
alih teknologi, penerjemahan karya-
karya ilmiah asing ke dalam bahasa 
Indonesia) 
 
3 Sejauh ini sejak diberlakukan 
TRIPs Agreement hanya Cina, 
Korea Selatan dan India yang 
relative berhasil meningkatkan 
penguasaan HKI, sementara 
negara-negara lainnya masih 
sebagai konsumen HKI dari 
negara-negara maju. 
Potensi HKI Indonesia belum 
terdokumentasi dengan baik dan 
lengkap. 
Belum ada undang-undang khusus 
yang mengatur dan memberi 
perlindungan hukum terhadap 
Pengetahuan Tradisional, SDG, dan 
Ekspresi Budaya Indonesia, sehingga 
rentan terhadap tindakan pencurian 
(bio piracy) dari pihak-pihak lain. 
  
 
4. Persamaan prinsip-prinsip TRIPs Agreement dan prinsip-prinsip 
hukum HKI Indonesia 
Selain adanya pertentangan prinsip-prinsip hukum, terdapat 
beberapa titik persamaan antara prinsip hukum TRIPs Agreement dan 
prinsip hukum nasional. Titik persamaan itu merupakan prinsip-prinsip 
universal yang juga diakui oleh negara-negara lain, seperti Cina, India 
dan Malaysia (tabel 6).  





Persamaan Prinsip Hukum TRIPs Agreement  
dan Prinsip Hukum HKI Indonesia 
No Aspek-Aspek Titik Persamaan Prinsip Hukum 
1 Filosofis 1. Prinsip HKI sebagai karya intelektual yang harus 
dilindungi 
2. Prinsip HKI sebagai bagian dari HAM 
2 Yuridis 1. Prinsip perlindungan HKI 
2. Prinsip manfaat 
3. Prinsip kepentingan umum 
4. Prinsip non diskriminasi 
5. Prinsip persamaan hak 
6. Prinsip kerjasama internasional 
7. Prinsip alih teknologi 
8. Prinsip perlakuan khusus pada negara 
berkembang dan negara tertinggal 
3 Sosiologis 1. Kebutuhan setiap negara kepada IPTEK untuk 
kesejahteraan rakyat 
2. Masing-masing negara menginginkan HKI warga 
negaranya terlindungi dengan adil 
3. Keinginan setiap negara, pengaturan HKI secara 
internasional berdasarkan prinsip keadilan, 
kemanusiaan dan kemaslahatan umat manusia 
 
Persoalan utamanya terletak pada prinsip-prinsip yang ber-
tentangan karena merupakan prinsip utama TRIPs Agreement, yang sulit 
untuk diselaraskan dengan prinsip hukum nasional, sementara secara 
hukum TRIPs Agreement sudah menjadi hukum nasional melalui 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh sebab itu harus dipikirkan 
suatu strategi tepat untuk mengatasinya melalui metode harmonisasi 




KONSEP HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM 
TRIPs AGREEMENT  KE DALAM UNDANG-UNDANG 
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DAN 




A. Konstruksi Teoritis Konsep Harmonisasi Prinsip-
Prinsip Hukum TRIPs Agreement  Ke Dalam Undang-
Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia  
Berdasarkan pada hasil analisis pada sub bab kelemahan 
politik hukum HKI Indonesia dan penerapan metode total harmonization 
yang dapat merugikan kepentingan nasional, apalagi tidak tegasnya 
pengaturan di dalam undang-undang tentang kewenangan negara 
untuk dapat melaksanakan HKI terdaftar demi kepentingan nasional. 
Harmonisasi ketentuan TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang 
HKI terlihat tidak melalui proses yang cermat dan melupakan per-
lindungan terhadap kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang 
pada undang-undang sebelumnya diatur dengan cukup tegas, justru 
direvisi dengan mencabut ketentuan-ketentuan yang melindungi ke-
pentingan nasional.   
Berangkat dari kelemahan-kelemahan harmonisasi hukum 
tersebut, maka penting di masa depan proses harmonisasi hukum diubah 
baik dari aspek paradigma maupun metode harmonisasinya. Jika selama 
ini paradigma yang dianut adalah keinginan menyesuaikan Undang-
Undang HKI dengan TRIPs Agreement dan konvensi internasional 
lainnya, karena adanya tekanan dari negara lain dan sudah merasa siap 
dengan ketentuan internasional, maka saat ini harus diubah ke arah 
penyesuaian Undang-Undang HKI adalah demi kepentingan nasional. 
TRIPs Agreement dan konvensi internasional harus dipandang sebagai 
hukum asing yang apabila ingin diadopsi dan dilaksanakan di Indonesia 
harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Proses atau langkah-
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langkah harmonisasi hukum TRIPs Agreement ke dalam Undang-
Undang HKI Indonesia selanjutnya diharapkan melalui beberapa tahapan, 
antara lain: (1) melakukan kajian konstruksi teoritis konsep harmonisasi 
hukum, (2) menemukan kelemahan metode harmonisasi yang diterapkan 
saat ini, dan (3) menentukan metode harmonisasi hukum prinsip-prinsip 
TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia. 
Konstruksi teoritis untuk menyempurnakan konsep metode 
harmonisasi hukum diawali dari teori negara hukum modern (aspek 
ontologis) yang melahirkan konsep politik hukum HKI (aspek epistimologis) 
dan menjadi dasar dari penerapan teori hukum pembangunan dalam 
pembaruan Undang-Undang HKI yang diwujudkan melalui konsep 
harmonisasi hukum prinsip-prinsip TRIPs Agreement ke dalam Undang-
Undang HKI Indonesia (aspek aksiologis). Konstruksi tersebut relevan 
dengan model penalaran (teoritis) hukum yang ideal bagi Indonesia 
yang dikemukakan oleh Shidarta. Pertama, aspek ontologisnya: tetap 
mengartikan hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem per-
undang-undangan. Kedua, aspek epistimologis: memfokuskan tidak 
saja pada penerapan norma-norma positif terhadap kasus konkret, 
melainkan juga pada proses pembentukannya yang mengaktualisasikan 
cita hukum Pancasila. Disinilah terjadi proses seleksi terhadap norma-
norma yang diformulasikan menjadi norma positif dalam sistem 
perundang-undangan. Ketiga, aspek aksiologis: mengarah pada 
pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara simultan yang 
diikuti dengan kepastian hukum.315 
Penerapan konstruksi teoritis tersebut dalam harmonisasi 
prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang 
Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, adalah: 
 
Pertama, dari aspek ontologis sebagai negara hukum, Indonesia 
berdasarkan Pancasila sebagai landasan filosofis dan konstitusi (UUD 
1945) sebagai landasan konstitusional (yuridis) dalam mengatur kehidupan 
berbangsa dan bernegara serta realitas sosiologis bangsa Indonesia. 
Pancasila dan UUD 1945 kemudian menjadi sumber norma hukum 
positif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia 
                                                 
315. Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, CV  Utomo, Bandung, 
2009, hlm. 538. 
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termasuk Undang-Undang HKI. Tentu saja tidak selalu norma Pancasila 
dan UUD 1945 diterjemahkan secara tepat ke dalam peraturan perundang-
undangan. Hal ini dipengaruhi perkembangan hukum internasional (TRIPs 
Agreement), tekanan internasional dan ketidak-konsistenan pembentuk 
undang-undang kepada Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya undang-
undang yang dihasilkan justru menjadi hukum asing bagi bangsa 
Indonesia. Kelemahan demikian harus diatasi melalui proses pembentukan 
norma dan melakukan evaluasi penerapannya (epistimologis dan 
aksiologis).  
Kedua, dari aspek epistimologis proses pembentukan norma 
hukum HKI berangkat dari dimensi filosofis, yuridis dan empiris yang 
bergerak secara simultan yang mengaktualisasikan Pancasila, UUD 1945 
dan kenyataan sosiologis yang menghasilkan norma hukum positif dalam 
bentuk politik hukum HKI dan selanjutnya menjadi prinsip-prinsip hukum 
HKI Indonesia yang kemudian menjadi pasal-pasal dalam Undang-
Undang HKI. Secara normatif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
telah mewajibkan setiap pembentukan perundang-undangan ber-
dasarkan pada delapan belas asas, yaitu kejelasan tujuan,  kelembagaan 
atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi 
muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan 
rumusan, keterbukaan (Pasal 5), dan dalam perumusan materi peraturan 
perundang-undangan berasaskan: pengayoman, kemanusiaan, ke-
bangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, 
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan 
kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 
(Pasal 6). Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang HKI tidak sebatas 
melaksanakan proses formal, tetapi juga secara substansial harus 
berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik.316 Penggabungan prinsip-prinsip hukum HKI yang 
telah dikemukakan sebelumnya dan delapan belas asas-asas hukum 
tersebut jika dipatuhi dengan konsisten jelas akan menghasilkan Undang-
Undang HKI yang mengabdi kepada kepentingan nasional.  
Ketiga, aspek aksiologisnya adalah mengarahkan Undang-
Undang HKI Indonesia untuk mencapai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan 
                                                 
316. Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan 
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Rajawali Press, 2009, hlm. 12. 
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dan kepastian hukum yang bermuara pada kesejahteraan rakyat 
Indonesia. Konstruksi pemikiran tersebut dapat divisualisasikan 
melalui bagan 5.  
Bagan 5: 
Konstruksi Teoritis Pelaksanaan Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum 
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Bagan di atas memperlihatkan bahwa politik hukum HKI 
Indonesia bersumber dari Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosiologis 
bangsa Indonesia, dan lahirnya prinsip-prinsip hukum HKI berasal dari 
politik hukum HKI. Proses harmonisasi hukum dimulai ketika prinsip-
prinsip hukum TRIPs Agreement diperbandingkan, diselaraskan dengan 
prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia. Proses ini cukup krusial, karena 
adanya pertentangan antara prinsip-prinsip hukum yang sangat prinsipil 
dan sulit dicari titik temunya. Oleh karena itu dibutuhkan kecerdasan 
dan strategi yang tepat, yaitu melalui penetapan pilihan metode 
harmonisasi hukum yang hendak dilaksanakan. 
B. Perbandingan Metode Harmonisasi Hukum TRIPs 
Agreement Ke Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan 
Intelektual di Cina, India dan Malaysia 
Sebelum menentukan metode mana yang akan dipilih, akan 
dikemukakan tiga alternatif metode harmonisasi hukum berdasarkan 
pengalaman Cina, India, Malaysia, Indonesia dan teori harmonisasi Eugene 
Stuart, yaitu metode harmonisasi total (total harmonization method), 
metode harmonisasi terhadap hal-hal tertentu (partial harmonization 
method) dan metode modifikasi harmonisasi total (total harmonization 
modifications method). 
1. Metode harmonisasi total (total harmonization method). 
Metode ini sangat cocok dengan prinsip full compliance dan no 
reservation. Metode inilah yang selama ini dipraktikkan oleh 
Indonesia dalam mengharmonisasikan ketentuan TRIPs Agreement 
ke dalam Undang-Undang HKI. Pertimbangannya adalah:  
(1) Indonesia ingin dianggap sebagai negara yang konsisten dengan 
kesepakatan internasional, (2) ketidakmampuan Indonesia menolak 
tekanan negara-negara maju (pemilik HKI) dalam bidang ekonomi 
dan politik, dan (3) pencitraan Indonesia agar dianggap sejajar 
dengan negara-negara maju dan siap bersaing dalam bidang HKI 
secara internasional. Keuntungan dari metode ini, antara lain 
meningkatnya citra penegakkan hukum HKI di Indonesia, peringkat 
Indonesia dalam daftar laporan special 301 USA akan semakin turun 
sebagai negara pelanggar HKI di dunia, dan diharapkan investasi 
Bab VIII. Konsep Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum TRIPs Agreement .... 
 
283 
masuk ke Indonesia menanamkan modalnya sekaligus membawa 
teknologi mutakhir sehingga terjadi proses alih teknologi kepada 
perusahaan lokal. Kelemahannya adalah secara yuridis di dalam 
Undang-Undang HKI Indonesia justru kepentingan nasional tidak 
terlindungi, terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum 
Pancasila dan UUD 1945 dan nasionalisme bangsa Indonesia terlihat 
lemah menghadapi kekuatan asing.  
2. Metode harmonisasi terhadap hal-hal tertentu (partial harmonization 
method).  
Metode ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, 
yaitu: (1) tidak semua prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement 
sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosiologis bangsa 
Indonesia, (2) Indonesia sesungguhnya belum membutuhkan 
pengaturan HKI seketat standar TRIPs Agreement, (3) kepentingan 
nasional lebih utama ketimbang menyesuaikan Undang-Undang HKI 
dengan standar TRIPs Agreement yang dapat merugikan kepentingan 
nasional, dan (4) banyaknya ketidakpuasan terhadap TRIPs 
Agreement yang disuarakan oleh negara-negara anggota setelah 
merasakan dampak implementasinya selama ini. Hal ini terlihat 
dari hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Doha, Qatar, 
tanggal 9 - 14 November 2001 yang mempersoalkan dampak negatif 
TRIPs Agreement terhadap kesehatan masyarakat dan perpanjangan 
jangka waktu transisi bagi negara terbelakang sampai tahun 2016 
khususnya terkait paten produk farmasi dan pemasarannya. Salah 
satu dampak negatif dari TRIPs Agreement terhadap kesehatan 
masyarakat adalah semakin mahalnya obat-obatan sebagai akibat 
perlindungan paten dan komersialisasi paten secara eksploitatif. 
sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat negara-negara ber-
kembang. KTM menginginkan perlakuan yang adil agar masyarakat 
di negara berkembang dapat memperoleh obat-obatan esensial 
yang dilindungi HKI (paten) dengan harga murah, terutama obat 
penyakit menular yang membahayakan seperti malaria dan 
HIV/AIDS. 317 Pelaksanaan Deklarasi Doha khususnya Paragraf 6 
                                                 
317. Sesi Keempat Konferensi Tingkat Menteri di Doha, tanggal 9 - 14 November 2001 
menghasilkan Deklarasi Tentang TRIPs Agreement dan Kesehatan publik, yang 
berisi: (1) Para Menteri menyadari pentingnya masalah kesehatan masyarakat 
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dituangkan dalam Keputusan Dewan Umum TRIPs tahun 2003 
(General Council Decision of 30 August 2003: Implementation of 
Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and 
Public Health), antara lain berisi: (1) penghapusan ketentuan Article 
31 TRIPs Agreement (Article 31 (f) dan (h), yang memperluas ruang 
lingkup pemasaran (ekspor) produk dibawah lisensi wajib ke negara-
negara lain. (2) persyaratan bagi negara yang mengekspor dan 
negara yang mengimpor. Syarat bagi negara yang mengekspor 
adalah memastikan jumlah obat yang diproduksi sesuai permintaan 
negara pengimpor dan hanya dikhususkan pada negara pengimpor 
yang membutuhkan, mencantumkan tanda pada produk obat 
sebagai produk yang diproduksi berdasarkan ketentuan paragraph 
6, dan sebelum produk dikirim, harus menjelaskan informasi 
                                                                                                         
yang melanda banyak negara berkembang/negara terbelakang, seperti wabah 
HIV/AIDS, TBC, malaria dan lainnya. (2) Para Menteri menekankan perlunya 
WTO/TRIPs Agreement untuk menjadi bagian baik secara  nasional dan 
internasional untuk mengatasi masalah kesehatan. (3) Para Menteri menyadari 
bahwa perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk pengembangan 
obat-obatan baru, tetapi juga prihatin terhadap tingginya harga obat. (4) Para 
Menteri menyetujui bahwa TRIPs Agreement tidak boleh mencegah negara 
anggota untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi kesehatan 
masyarakat. Oleh karena itu, TRIPs Agreement, harus ditafsirkan dan dilaksanakan 
untuk mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dan, khususnya, untuk 
mempromosikan akses ke obat untuk semua, dan diberikan fleksibilitas untuk 
tujuan tersebut. (5) Fleksibilitas tersebut meliputi: (a) TRIPs Agreement 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuannya. (b) setiap negara 
anggota mempunyai hak untuk memberikan lisensi wajib dan kebebasan untuk 
menentukan alas an pemberian lisensi tersebut. (c) setiap negara anggota 
mempunyai hak untuk menentukan apa yang merupakan keadaan darurat nasional 
atau keadaan ekstrim lainnya, dalam konteks krisis kesehatan masyarakat, 
termasuk yang berkaitan dengan HIV/AIDS, TBC, malaria dan epidemi lainnya. (d) 
setiap negara anggota bebas menetapkan sendiri prinsip exhaustion of IPR dengan 
tetap tunduk pada prinsip MFN dan National Treatment (Article 3 dan 4). (6) Para 
Menteri menyadari bahwa banyak negara anggota WTO yang tidak memiliki 
kapasitas manufaktur pada sektor farmasi sehingga menghambat pelaksanaan 
lisensi, dan harus melaporkan kepada Dewan Umum sebelum akhir tahun 2002. 
(7) Para Menteri menegaskan komitmen untuk memberikan insentif kepada negara 
maju yang perusahaan dan institusinya mempromosikan dan mendorong 
terjadinya transfer teknologi ke negara berkembang (berdasarkan Article 66,2). 
Para Menteri menyepakati bahwa negara terbelakang tidak berkewajiban untuk 
melaksanakan Article 5, 7 TRIPs Agreement terkait dengan produk farmasi, sampai 
1 Januari 2016. Para Menteri  menginstruksikan Dewan TRIPs untuk mengambil 
tindakan yang diperlukan guna pelaksanaan  Article 66,1 TRIPs Agreement. Lihat 
WTO, Document WT/MIN(01)/DEC/W/2WT/MIN(01)/DEC/W/2), Melalui <http:// 
www.who.int/medicines/areas/policy/tripshealth.pdf&prev> (21/03/2010) 
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produk (jumlah, tujuan, ciri-ciri khusus melalui website). Syarat 
bagi negara yang mengimpor, adalah setiap negara terbelakang 
atau negara lain yang telah memberitahukan kepada Dewan 
TRIPs untuk menggunakan ketentuan paragraph 6, menyebutkan 
nama dan jumlah produk yang dibutuhkan, menjelaskan ketidak-
mampuan untuk memproduksi obat dan jika produk obat yang 
dibutuhkan masih dilindungi paten, harus dipastikan bahwa peng-
gunaan lisensi wajib sesuai dengan Article 31 TRIPs Agreement dan 
paragraph 6 Deklarasi Doha. Kelanjutan dari Deklarasi Doha dan 
Keputusan Dewan TRIPs, tahun 2005 terjadi amandemen TRIPs 
Agreement yang menambahkan Article 31bis pada Article 31 dan 
annex sesudah Article 73. 
Strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, adalah: (1) melakukan 
harmonisasi terhadap prinsip-prinsip umum saja, dan (2) modifikasi 
prinsip-prinsip TRIPs Agreement yang disesuaikan dengan filosofi 
Pancasila, prinsip-prinsip hukum UUD 1945 dan kebutuhan HKI 
bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional. 
3. Metode modifikasi harmonisasi total (total harmonization modifications 
method) 
Penerapan metode ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan, 
yaitu: (1) sesuai dengan prinsip full compliance dan no reservation, 
(2) kepentingan nasional tidak boleh diabaikan, dan (3) adopsi TRIPs 
Agreement sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Strategi melindungi 
kepentingan nasional, melalui: (1) penegasan pengaturan ke-
wenangan negara melaksanakan HKI demi kepentingan nasional 
dalam pasal-pasal Undang-Undang HKI, (2) memasukkan ketentuan-
ketentuan berkenaan dengan impor paralel, acces and benefit 
sharing, disclosure of origin (pengungkapan sumber HKI), prior 
informed consent (izin pemilik/masyarakat terhadap informasi 
pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik (SDG)), perincian 
kepentingan nasional secara jelas, dan perlindungan terhadap 
pengetahuan tradisional, SDG dan ekspresi budaya Indonesia baik 
dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang HKI yang 
relevan ataupun pengaturan secara sui generis. 
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Keuntungan dari penerapan metode ini, antara lain: (1) prinsip-
prinsip hukum Pancasila dan UUD 1945 tetap terjaga dan menjadi 
saringan dalam proses harmonisasi hukum dan pembentukan 
Undang-Undang HKI ditengah desakan negara-negara maju,  
(2) Indonesia dapat lebih leluasa memanfaatkan HKI untuk 
mendukung percepatan pembangunan nasional, mempercepat 
penguasaan IPTEK dan kesejahteraan masyarakat, (3) posisi tawar 
Indonesia dalam forum WTO/TRIPs menjadi kuat karena didukung 
oleh negara-negara berkembang dan negara tertinggal yang meng-
inginkan HKI bermanfaat bagi negaranya. Model harmonisasi hukum 
HKI Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain. 
Sebaliknya kelemahan dari metode ini adalah: (1) Indonesia 
dituduh tidak konsisten dengan TRIPs Agreement, (2) Indonesia 
akan semakin ditekan oleh negara-negara yang merasa dirugikan 
(negara-negara maju) melalui tekanan ekonomi maupun politik. 
Bentuk tekanan misalnya melalui gugatan ke forum WTO/TRIPs, 
cross retaliation atau pencitraan buruk dalam daftar sebagai negara 
pelanggar HKI. 
Berdasarkan hasil studi komparatif dengan Cina, India, dan 
Malaysia, metode harmonisasi hukum HKI yang diterapkan di tiga 
negara itu adalah metode modifikasi harmonisasi total (total harmonization 
modifications method). Perbedaan penerapannya dari ketiga negara itu 
terletak pada kejelasan dan ketegasan pengaturan kewenangan negara 
untuk melaksanakan HKI yang dilindungi undang-undang untuk alasan 
kepentingan nasional dan keseimbangan hak individu dengan kepentingan 
umum.  
Cina sangat tegas mengatur kewenangan negara tersebut. 
Misalnya pada Undang-Undang Paten Tahun 2000: (1) Paten dapat 
dimanfaatkan oleh negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan 
keamanan semata, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan lain seperti 
kepentingan pembangunan IPTEK, ekonomi dan sebagainya (Pasal 4). 
(2) Setiap paten yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang penting bagi kepentingan negara atau kepentingan umum dapat 
disebarkan dan diterapkan berdasarkan keputusan pemerintah (Pasal 
14), dan (3) Dalam hal keadaan genting (darurat) dan kepentingan 
umum sangat memerlukan, pemerintah dapat memberi lisensi wajib 
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untuk mengeksploitasi paten tertentu (Pasal 49). Di dalam Undang-
Undang Hak Cipta Tahun 2006, diatur ketentuan tentang:  
(1) keseimbangan hak individu dan kepentingan masyarakat umum. 
Hak Cipta bertujuan mendorong pengembangan kebudayaan nasional 
(Pasal 1). (2) Perlindungan Hak Cipta asing berdasarkan ketentuan 
apabila diterbitkan pertama kalinya di Cina atau negara asal dari pencipta 
harus memiliki perjanjian tertentu dengan Cina mengenai perlindungan 
Hak Cipta dan Hak Cipta warga negara Cina juga mendapatkan 
perlindungan serupa di negara yang bersangkutan (Pasal 4). (3) Hak 
ekonomi pencipta dibatasi dalam kondisi tertentu. Pemerintah diper-
bolehkan mereproduksi ciptaan untuk referensi internal (bersifat 
administratif), kepentingan dalam persidangan di pengadilan, kepentingan 
pendidikan dan pengajaran di sekolah (Pasal 44 – Pasal 46). Badan-
badan pendidikan resmi juga diperbolehkan mereproduksi ciptaan 
dengan kompensasi yang ditetapkan pemerintah (Pasal 47). Undang-
Undang DTLST Tahun 2001, berisi ketentuan yang menyatakan:  
(1) DTLST hanya berlaku bagi inovasi yang berasal dari warga negara 
Cina, badan hukum atau organisasi lain. DTLST orang asing diberikan 
perlindungan apabila pertama kali dieksploitasi secara komersial di 
Cina, atau jika ada perjanjian khusus dengan Cina dan negara tersebut 
sama-sama pihak dalam suatu perjanjian internasional (Pasal 3).  
(2) Dalam keadaan darurat nasional atau untuk tujuan kepentingan 
umum, atau menurut pengadilan atau departemen pengawasan 
persaingan usaha telah terjadi persaingan tidak sehat yang dilakukan 
oleh pemegang DTLST, maka pemerintah dapat memberikan lisensi 
non-sukarela untuk mengeksploitasi DTLST yang bersangkutan (Pasal 
25). Ketentuan sejenis juga terdapat pada Undang-Undang Varietas 
Tanaman Tahun 1997, bahwa apabila suatu varietas tanaman dianggap 
sangat penting bagi kepentingan umum atau kepentingan nasional, 
pemerintah melalui departemen terkait dapat menggunakannya (Pasal 4). 
Berbeda dengan Cina, India tidak terlalu tegas mengatur 
kewenangan negara melaksanakan HKI. Pasal-pasal mengenai hal ini 
terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa 
Pemerintah India dapat memanfaatkan Hak Cipta demi kepentingan 
nasional dengan membayar royalti yang wajar kepada pencipta atau 
pemegang Hak Cipta (Pasal 31A Ayat (6)), Undang-Undang Desain dan 
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Undang-Undang DTLST yang menyatakan kewenangan pemerintah 
untuk tidak mengungkap informasi apapun mengenai pendaftaran 
desain atau DTLST apabila dapat merugikan kepentingan keamanan 
India (Pasal 46 Undang-Undang Desain dan Pasal 68 Undang-Undang 
DTLST). Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak-
Hak Petani lebih tegas melindungi kepentingan nasional dan hak 
petani. Misalnya ketentuan tentang benefit sharing (Pasal 26), defosit 
varietas untuk reproduksi (Pasal 27), kepentingan pertahanan dan 
keamanan (Pasal 78), perlindungan hak-hak petani (Pasal 39 – 46). 
Selebihnya berupa ketentuan standar berkenaan dengan lisensi wajib 
yang diizinkan TRIPs Agreement.  
Malaysia lebih tegas dari India tetapi lebih lunak dari Cina 
dalam mengatur tentang kewenangan negara dan kepentingan nasional. 
Beberapa ketentuan terdapat pada: (1) Undang-Undang Paten berkaitan 
dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30A), hak 
pemerintah Malaysia untuk melaksanakan paten dalam keadaan darurat 
nasional atau di mana kepentingan umum, keamanan nasional, gizi dan 
kesehatan, atau berkaitan dengan pengembangan sektor-sektor 
penting dari perekonomian nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, 
putusan pengadilan atau otoritas berwenang  telah menetapkan bahwa 
cara eksploitasi paten berbentuk anti persaingan, Menteri dapat 
memutuskan tanpa persetujuan pemilik paten, sebuah lembaga 
pemerintah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Menteri dapat 
memanfaatkan invensi yang dipatenkan, dan penolakan pendaftaran 
paten yang dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan keamanan 
negara (Pasal 84 – Pasal 85). (2) Undang-Undang Hak Cipta tentang 
kewenangan Menteri menentukan pelaksanaan Hak Cipta untuk 
kepentingan umum (Pasal 40). (3) Undang-Undang DTLST tentang 
penggunaan DTLST untuk tujuan kepentingan umum dan pertahanan 
keamanan (Pasal 23 - Pasal 27). (4) Di dalam Undang-Undang 
Varietas Tanaman mengenai ketentuan larangan pendaftaran dan 
pemberian hak pemulia apabila dapat mempengaruhi ketertiban 
umum atau moralitas dan dapat berdampak negatif pada lingkungan 
(Pasal 15), pembatasan hak pemulia untuk melindungi hak-hak petani 
(Pasal 31). Selebihnya berupa ketentuan standar berkenaan dengan 
lisensi wajib yang diizinkan TRIPs Agreement. 
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Berbeda dengan Cina, India, dan Malaysia, Indonesia menerapkan 
metode harmonisasi total (total harmonization method). Pengaturan 
perlindungan kepentingan nasional dan kewenangan negara melaksanakan 
HKI demi kepentingan nasional mengikuti standar ketentuan TRIPs 
Agreement, berupa pengaturan lisensi wajib, pelaksanaan HKI untuk 
kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan, kepentingan 
perkara di pengadilan, dan kewenangan negara untuk kepentingan 
pertahanan dan keamanan. Ketentuan tersebut antara lain dapat dilihat 
pada: (1) Undang-Undang Rahasia Dagang melarang perjanjian lisensi 
yang merugikan kepentingan Indonesia atau menyebabkan terjadi 
persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9), pengecualian dari perlindungan 
Rahasia Dagang yang memperbolehkan pengungkapan Rahasia Dagang, 
penggunaan Rahasia Dagang oleh pemerintah karena alasan kepentingan 
pertahanan dan keamanan negara dan tindakan rekayasa ulang untuk 
kepentingan pengembangan produk lebih lanjut (Pasal 15). (2) Undang-
Undang Desain Industri antara lain mengenai pengecualian dari 
perlindungan Desain Industri jika Desain Industri tersebut bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama dan 
kesusilaan (Pasal 4), melarang perjanjian lisensi yang merugikan 
kepentingan Indonesia atau menyebabkan terjadi persaingan usaha tidak 
sehat (Pasal 36). (3) Undang-Undang DTLST Pasal 28 tentang larangan 
perjanjian lisensi yang merugikan kepentingan Indonesia atau me-
nyebabkan terjadi persaingan usaha tidak sehat. (4) Undang-Undang 
Paten, antara lain mengenai larangan perjanjian lisensi yang memuat 
ketentuan baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan 
perekonomian Indonesia, membatasi kemampuan bangsa Indonesia 
menguasai dan mengembangkan teknologi (Pasal 71), pengaturan 
lisensi wajib (Pasal 74 – 87), dan pelaksanaan paten oleh pemerintah 
berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, dan kebutuhan 
sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat (Pasal 99 – 103). 
(5) Undang-Undang Hak Cipta diatur pada Pasal 10 tentang hak 
negara atas karya cipta pra sejarah, sejarah, benda budaya lainnya, 
dan hasil kebudayaan rakyat, dan Pasal 47 tentang larangan 
perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat merugikan 
perekonomian Indonesia dan persaingan usaha tidak sehat. (6) Undang-
Undang Perlindungan Varietas Tanaman antara lain mengenai 
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kekuasaan negara terhadap varietas lokal (Pasal 7), pengecualian dari 
pelanggaran Hak Varietas Tanaman (HVT) dalam hal penggunaan 
sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi HVT tidak bertujuan 
komersial, untuk kepentingan penelitian, pemuliaan dan perakitan varietas 
baru dan penggunaan oleh pemerintah sebagai kebijakan pengadaan 
pangan dan obat-obatan (Pasal 10). 
Studi banding pada Cina, India dan Malaysia serta pengalaman 
Indonesia memunculkan suatu kesadaran bahwa tidak seluruh ketentuan 
TRIPs Agreement selaras dengan kepentingan nasional masing-masing 
negara, dan bagi Indonesia tentu saja sudah jelas adanya pertentangan 
prinsip-prinsip TRIPs Agreement  dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 
1945 dan kebutuhan bangsa Indonesia. Jadi, sangat beralasan apabila 
konsep metode harmonisasi yang telah dijalankan selama ini patut 
dikaji ulang dan disempurnakan (perbandingannya dapat diamati dari 
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C. Harmonisasi Hukum Prinsip-Prinsip TRIPs Agreement 
Ke Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual 
Indonesia Melalui Penerapan Metode Modifikasi 
Harmonisasi Total 
Peran organisasi perdagangan dunia (WTO) melalui perjanjian-
perjanjian internasional yang dihasilkannya dan ditandatangani oleh 
negara-negara anggota makin menguat dan menjelma menjadi hukum 
internasional, khususnya dalam bidang perdagangan. Aturan perdagangan 
barang dan jasa (trade in goods and services) serta aspek-aspek terkait 
dengan perdagangan (seperti tarif, subsidi, pajak, HKI) diupayakan 
terstandarisasi. Setiap negara anggota harus menyesuaikan hukum 
nasional dengan hukum internasional yang ditetapkan dalam WTO. 
Proses penyesuaian yang dilakukan oleh setiap negara anggota tersebut 
merupakan kegiatan harmonisasi hukum.  
Menurut Ivan A. Shearer, hukum internasional adalah sekumpulan 
peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-
prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara 
(subjek hukum internasional) dan hubungannya satu sama lain, yang 
meliputi aturan-aturan yang berhubungan dengan fungsi dan hubungan 
antara institusi atau organisasi-organisasi, hubungan institusi atau 
organisasi dengan negara dan individu-individu, serta aturan-aturan 
hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang 
menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara, 
sedangkan hukum nasional adalah hukum yang berlaku secara ekslusif 
dalam wilayah suatu negara berdaulat.318  
Secara teoritis, untuk memahami hubungan antara hukum 
nasional dengan hukum internasional dapat menggunakan tiga teori, 
yaitu teori monisme, dualisme dan teori koordinasi (gabungan teori 
monisme dan dualisme). Menurut teori monisme yang dipelopori oleh 
Hans Kelsen, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua 
aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya. Tidak perlu ada 
pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional, 
                                                 
318. Jawahir Thontowi dan Praoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, PT Refika 
Aditama, Bandung, 2006,  hlm. 4 – 6.  
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sebab objek dari keduanya sama, yaitu tingkah laku individu, kaidah 
hukum memuat perintah untuk ditaati, dan keduanya berada dalam 
kesatuan ilmu pengetahuan hukum. Terjadinya hubungan antar negara 
membuat hukum internasional lebih diutamakan daripada hukum 
nasional. Secara tidak langsung, status hukum internasional lebih tinggi 
dari hukum nasional. Menurut teori dualisme, hukum  nasional dan 
hukum  internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali 
berbeda secara intrinsik (Triepel dan Anzilotti). Letak  perbedaan pada 
subjek hukumnya (hukum nasional subjeknya ialah individu-individu, 
sedangkan hukum internasional subjeknya ialah negara), dari sumbernya 
(hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri, sedangkan 
hukum internasional bersumber pada kehendak bersama). Menurut 
Anzilotti, perbedaan mendasar dari hukum nasional dan hukum 
internasional adalah hukum nasional harus ditaati, sedangkan hukum 
internasional harus dijunjung tinggi, sebagai hasil kesepakatan bersama. 
Teori koordinasi menyatakan, bahwa dua sistem hukum, yaitu sistem 
hukum internasional dan sistem hukum nasional itu, tidak berada 
dalam situasi bertentangan. Dua sistem hukum itu berada dalam 
lingkungan yang berbeda. Masing-masing mempunyai daya mengikat 
di lingkungannya. Secara praktik, bisa saja terjadinya pertentangan 
dalam implementasinya (conflict of obligation) yaitu suatu negara 
tidak melaksanakan kewajiban internasional, ketika negara bersangkutan 
meratifikasi  suatu perjanjian internasional, tetapi  hal itu tidak meng-
akibatkan sah atau tidak hukum nasional. Negara bersangkutan tetap 
memiliki tanggung jawab internasional.319  
Indonesia telah melakukan harmonisasi total konvensi WTO 
sesuai dengan Pasal XVI tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1994 tanpa persyaratan (reservation). Artinya semua perjanjian 
yang dihasilkan oleh WTO termasuk lampiran-lampirannya secara otomatis 
juga diberlakukan, mengikat negara dan seluruh warga negara Indonesia. 
Konsekuensi yang harus ditanggung adalah Indonesia harus segera 
mengubah atau mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan 
berkaitan dengan perdagangan sesuai dengan ketentuan WTO.  
                                                 
319. Jawahir Thontowi dan Praoto Iskandar, Ibid, hlm. 79 – 82, T. May Rudy, Hukum 
Internasional 1, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 41 – 42,   
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Indonesia telah melakukan harmonisasi dengan meng-
amandemen dan mengubah Undang-Undang HKI mengikuti ketentuan 
TRIPs Agreement, antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta, yang sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1987 tentang Hak Cipta, (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Paten, yang sebelumnya diatur Undang-undang Nomor 13 
Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1989 tentang Paten, (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek, Indikasi geografis dan indikasi asal termasuk juga diatur dalam 
undang-undang ini, yang sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 
1992 tentang Merek, (d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman, (e) Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2000 tentang Rahasia Dagang, (f) Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri, dan (g) Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Secara teoritis dan 
normatif, harmonisasi Undang-Undang HKI telah dilakukan oleh 
Indonesia. Persoalan yang muncul kemudian adalah pertanyaan apakah 
kepentingan nasional Indonesia memang membutuhkan pengaturan HKI 
seperti yang diharuskan oleh TRIPs Agreement, dan apakah hal tersebut 
tidak bertentangan dengan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa 
Indonesia. Rangkaian penjelasan dari Bab I sampai Bab IV telah 
memberikan jawaban, bahwa Indonesia membutuhkan pengaturan 
HKI yang melindungi kepentingan nasional yang sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum nasional. 
Setelah mengetahui keuntungan dan kelemahan dari tiga metode 
harmonisasi yang dikemukakan sebelumnya, metode modifikasi 
harmonisasi total yang sudah dipraktikkan selama ini oleh Indonesia 
penting dikaji ulang karena berdasarkan analisis pada uraian sebelumnya 
lebih banyak merugikan kepentingan nasional. Maka harus digunakan 
metode lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan lebih melindungi 
kepentingan nasional. Indonesia perlu belajar pada model yang diterapkan 
oleh negara-negara lain yang melakukan perbedaan (diferensiasi) 
perlindungan di dalam negeri dan di luar negeri. Graham Dutfield dan 
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
 
296 
Uma suthersanen setelah melakukan studi terhadap Amerika Serikat, 
Jerman, Swiss dan negara Asia Timur (Jepang, India), diketahui bahwa 
pemerintah lebih lemah melindungi HKI di dalam negeri karena alasan 
melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan lokal melakukan inovasi 
dan memperkuat perlindungan HKI di luar negeri untuk mengontrol pasar 
luar negeri (mencegah pelanggaran HKI, menguasai pasar luar negeri dan 
keuntungan). Sayangnya Graham Dutfield dan Uma suthersanen tidak 
menemukan bukti historis jika kebijakan diferensiasi secara resmi dilakukan 
pemerintah, tetapi hal ini membuktikan bahwa setiap negara memiliki 
strategi tertentu dalam perlindungan HKI sesuai dengan kepentingannya 
masing-masing.320 
Menurut pendapat penulis, metode modifikasi harmonisasi total 
merupakan pilihan yang cukup rasional untuk diterapkan oleh Indonesia. 
Melalui metode ini, Indonesia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip 
TRIPs Agreement sehingga akan aman dari tuduhan bahwa Indonesia 
tidak mematuhi TRIPs Agreement. Hal yang perlu dimodifikasi oleh 
Indonesia adalah memasukkan ketentuan mengenai keseimbangan 
kepentingan individu (pemilik HKI) dan masyarakat, menegaskan 
pengaturan mengenai kepentingan nasional Indonesia dan kewenangan 
negara (pemerintah) melaksanakan HKI untuk kepentingan umum 
dengan disertai argumentasi yang faktual dan konstitusional di dalam 
Undang-Undang HKI. Prinsip teritorial (territoriality) HKI dapat 
digunakan, di mana perlindungan hukum hanya diberikan di negara di 
mana pendaftaran HKI dilakukan.321 Prinsip teritorial (patents is 
territorial),322 dan teritorialitas suatu negara membatasi pemberlakuan 
HKI,323 terdapat dalam Paris Convention Article 4bis (penerapan Paten 
pada negara-negara Union dilakukan secara mandiri atau independent) 
dan Article 1 Point 1 TRIPs Agreement (negara anggota tidak diwajibkan 
menerapkan ketentuan sistem perlindungan lebih luas daripada yang 
                                                 
320. Graham Dutfield dan Uma Suthersanen, Harmonisation or Defferentiation in Intellectual 
Property Rights? The Lesson History, Quaker United Nation Office, Melalui 
<http://www.geneva.quno.info> (20/05/2010) 
321. Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global: Sebuah Kajian 
Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.  
322. WIPO, The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book, LCT Harms, 2005, 
hlm. 167.  
323. Ray August, International Bussines Law: Text, Cases and Readings, Fourth Edition, 
Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004, hlm. 509.  
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diwajibkan ke dalam hukum nasionalnya masing-masing, dan negara 
anggota juga bebas menentukan metode yang paling sesuai dengan 
sistem hukum dan praktik hukumnya masing-masing). Terkait dengan 
prinsip teritorial ini, ada beberapa ketentuan TRIPs Agreement yang 
dapat ditafsirkan sehingga menguntungkan bagi Indonesia dan 
negara-negara lain dalam konteks menjaga dan melindungi kepentingan 
nasional, yaitu: 
a. Article 1, bahwa negara anggota bebas menentukan metode yang 
tepat melaksanakan ketentuan Perjanjian dalam sistem hukum 
nasional dan praktek hukumnya.  
b. Article 6, dibolehkannya impor paralel dimasukkan dalam hukum 
nasional. 
c. Article 7, perlindungan dan penegakan HKI seharusnya ikut 
berperan dalam promosi inovasi, transfer atau penyebaran teknologi. 
d. Article 8, langkah-langkah yang tepat (sepanjang tetap konsisten  
dengan ketentuan Perjanjian) mungkin diperlukan untuk mencegah 
HKI yang mengarah pada praktek-praktek menghambat perdagangan 
atau merugikan transfer teknologi.  
e. Article 27.2, opsi untuk mengecualikan dari paten, pencegahan 
dalam suatu negara dari eksploitasi komersial yang diperlukan untuk 
melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk untuk 
melindungi manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan.  
f. Article 27.3, negara anggota dapat mengecualikan dari perlindungan 
paten terhadap: (1) diagnostik, terapeutik atau metode bedah. 
(2) tumbuhan dan hewan selain mikroorganisme. 
g. Article 30, pengecualian terbatas terhadap hak paten sepanjang 
tidak bertentangan secara tidak wajar dengan eksploitasi normal 
dari paten yang bersangkutan dan tidak mengurangi secara tidak 
wajar kepentingan pemilik paten dengan memperhatikan kepentingan 
sah dari pihak ketiga.  
h. Article 31, penggunaan lain tanpa otorisasi dari pemegang hak.  
i. Paragraf 6 dari Deklarasi Doha: kepentingan kesehatan masyarakat 
sebagai alasan untuk lisensi wajib.324 
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Metode modifikasi harmonisasi total dimaksudkan agar Indonesia 
tidak sekedar memasukkan prinsip-prinsip TRIPs Agreement ke dalam 
Undang-Undang HKI karena tuntutan konvensi tersebut, namun 
menyadari sepenuhnya bahwa prinsip-prinsip hukum HKI nasional 
harus juga dimasukkan untuk melindungi masyarakat dan kepentingan 
nasional. Metode ini memang secara substansial tidak mengubah prinsip-
prinsip TRIPs Agreement. TRIPs Agreement tetap diharmonisasikan 
secara total, tetapi dengan memasukkan prinsip-prinsip HKI nasional, 
maka ketentuan TRIPs Agreement ditundukkan kepada kepentingan 
nasional dan kewenangan negara melaksanakan HKI apabila kepentingan 
masyarakat dan negara membutuhkannya (penerapan konsep welfare 
state). Strategi demikian cukup elegan, tanpa terlalu jauh menyimpangi 
ketentuan TRIPs Agreement  tetapi kepentingan nasional tetap terlindungi.  
Hal-hal yang sifatnya substansial yang penting ditegaskan 
dalam penerapan metode modifikasi harmonisasi total tersebut, adalah: 
keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, ketentuan-ketentuan 
berkaitan dengan kepentingan umum (paralel impor, exhaustion of IPR), 
kewenangan negara (pemerintah) melaksanakan HKI untuk kepentingan 
nasional, alih teknologi, pengaturan perlindungan potensi HKI dari 
Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Ekspresi Kebudayaan 
Indonesia.  
 
1. Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. 
Penegasan bahwa HKI merupakan hak ekslusif yang tidak berlaku 
mutlak. Pembatasan terhadap hak ekslusif berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Pembatasan tersebut harus ditentukan di dalam 
undang-undang, misalnya: pelaksanaan HKI tidak boleh merugikan 
kepentingan umum, kepatutan dan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan HKI tidak meng-
akibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan 
kepentingan nasional, HKI sebagai hak ekslusif memiliki fungsi sosial 
dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa merugikan 
kepentingan yang wajar dari pemilik HKI. Penegakan dari ketentuan 
tersebut terkait dengan ketentuan kewenangan pemerintah me-
laksanakan HKI untuk kepentingan nasional (government use).  
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2. Kewenangan pemerintah melaksanakan HKI untuk kepentingan 
nasional (government use).  
Indonesia hanya mengatur hal ini di dalam Undang-Undang Paten 
Pasal 99 – 103 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 
2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah. Ruang 
lingkup kewenangan pelaksanaan oleh pemerintah menurut PP 
tersebut, terdiri dari: (1) paten yang berkaitan kepentingan pertahanan 
dan keamanan Indonesia (senjata api, amunisi, bahan peledak militer, 
senjata kimia, senjata biologi, senjata nuklir dan perlengkapan militer), 
(2) paten terkait dengan kepentingan masyarakat dalam bidang obat-
obatan (produk farmasi) untuk penanggulangan epidemi penyakit, 
produk kimia berkaitan dengan pertanian dan obat-obatan hewan 
untuk penanggulangan hama dan epidemi penyakit hewan (Pasal 2 – 
4). Pengaturan kewenangan pemerintah tersebut sangat sumir, 
dibatasi sendiri oleh pemerintah Indonesia. Seharusnya ruang 
lingkupnya lebih luas lagi meliputi kepentingan Indonesia mem-
percepat penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi dan ke-
sejahteraan rakyat. Indonesia tidak mencoba memodifikasi ketentuan 
TRIPs Agreement, padahal nyata-nyatanya bangsa ini membutuhkan 
berbagai kemudahan untuk menguasai IPTEK agar sejajar dengan 
bangsa lain yang telah maju. Ketentuan mengenai hal ini harusnya ada 
di setiap Undang-Undang HKI (Paten, Hak Cipta, Desain Industri, 
DTLST, PVT, Rahasia Dagang, kecuali Merek) dan Undang-Undang 
Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya jika 
disahkan.  
3. Pengaturan alih teknologi.  
Meskipun salah satu tujuan TRIPs Agreement adalah memudahkan 
penyebaran teknologi dan alih teknologi di dunia, tetapi anehnya 
Undang-Undang HKI Indonesia tidak satupun menyinggung hal ini 
di dalam pasal-pasalnya. Indonesia telah memiliki PP Nomor 20 
Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta 
Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. PP ini dibuat bukan 
dalam rangka melaksanakan Undang-Undang HKI khususnya Paten, 
tetapi melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan. PP ini hanya berlaku bagi kekayaan intelektual yang 
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dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Indonesia, padahal kebutuhan Indonesia justru pada 
aturan alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh 
asing (khususnya negara-negara maju) kepada bangsa Indonesia. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal pun aturan alih teknologi tidak ada, kecuali pada Pasal 10 
Ayat (4) yang menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal 
yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan me-
nyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada 
tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 10 Ayat (4) hanya berlaku 
secara perorangan terkait ketenagakerjaan, bukan secara institusional 
mewajibkan perusahaan penanaman modal asing mengalihkan 
teknologinya kepada perusahaan lokal sebagai mitra usahanya. Maka 
dari itu, tidak salah jika perusahaan penanaman modal asing (PMA) 
tidak membuka informasi teknologinya secara tuntas dan meng-
alihkannya kepada perusahaan lokal karena memang tidak ada 
kewajiban yang diatur undang-undang. Hal ini tidak adil, jika 
dibandingkan dengan banyaknya pemberian fasilitas kepada PMA, 
seperti pengurangan pajak penghasilan neto, pembebasan atau 
keringanan bea masuk atas impor barang modal dan bahan baku, 
pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
atas barang modal, penyusutan yang dipercepat dan keringanan 
Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang 
Penanaman Modal (UUPM)). Sementara kewajiban perusahaan 
penanaman modal (PPM) adalah menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, 
menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, menghormati 
tradisi budaya masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 15 UUPM). Berbeda dengan Cina, 
yang mewajibkan PMA membuka semua teknologi yang dibawanya 
dalam penanaman modal dan mengalihkannya kepada perusahaan 
lokal. Jika beberapa pihak percaya bahwa semakin ketatnya 
perlindungan terhadap HKI yang dilakukan oleh suatu negara, 
maka akan meningkatkan penyebaran teknologi global ke dalam 
pasar dan meningkatnya investasi asing menanamkan modal di 
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suatu negara, itu ada benarnya. Penelitian dari Lee Branstetter, 
Raymond Fisman, C. Fritz Foley , Kamal Saggi Fritz Foley, dan 
Kamal Saggi berkesimpulan, bahwa perusahaan multinasional 
(berbasis di negara utara/negara-negara maju) memperluas skala 
kegiatan usahanya di negara selatan (negara berkembang) setelah 
suatu negara mereformasi hukum HKI dan terjadi peningkatan 
jumlah ekspor.325 Tetapi jika ada pendapat yang mengatakan juga 
terjadi alih teknologi dari investor asing kepada investor lokal atau 
kepada tenaga kerja lokal dari negara penerima investasi (NPI), 
pendapat itu salah tidak terbukti karena NPI hanya dijadikan pasar 
teknologi asing bukan alih teknologi dan tidak ada pengembangan 
teknologi. Contohnya Indonesia yang sangat konsisten dengan TRIPs 
Agreement sampai saat ini masih tertinggal teknologinya dan tetap 
menjadi pasar dari produk teknologi asing, dari produk teknologi 
rendah (mainan anak-anak, paper clip) sampai produk teknologi 
canggih (computer chip, Personal Computer (PC), laptop, mobil, 
peralatan pertahanan dan keamanan). Investasi asing yang 
menanamkan modalnya sejak tahun 1967 sampai sekarang hanya 
mampu membuat Indonesia menguasai paten terdaftar 7% - 8%. 
Perusahaan asing tersebut tidak melakukan alih teknologi kepada 
perusahaan lokal atau tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan hasil 
studi Edwin Mansfield terhadap 94 perusahaan di Amerika Serikat 
menyatakan bahwa perlindungan HKI penting, terutama pada industri 
kimia (obat-obatan). Perusahaan tersebut lebih memilih melakukan 
investasi melalui perusahaan yang dikendalikan sendiri, bukan joint 
venture, dimaksudkan untuk mengamankan HKI yang dimilikinya.326 
Hasil studi itu memperlihatkan bahwa memang tidak ada keinginan 
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dari perusahaan asing mengalihkan teknologinya kepada perusahaan 
lokal. Perusahaan asing hanya berkepentingan memperluas pasar 
teknologi dan menikmati keuntungan dari penjualannya kepada 
negara-negara lain. Maka dari itu bangsa Indonesia tidak boleh 
bergantung pada kemurahan hati pihak asing, tetapi harus berjuang 
sendiri untuk meningkatkan penguasaan IPTEK. Salah satunya melalui 
kebijakan pengaturan HKI yang memudahkan terjadinya transfer 
IPTEK dan peran negara memajukan IPTEK. Sudah saatnya Undang-
Undang HKI mencantumkan ketentuan alih teknologi sesuai 
dengan Article 7 TRIPs Agreement, dalam wujud keharusan bagi 
pemilik teknologi mengalihkan teknologinya secara keseluruhan 
kepada bangsa Indonesia (perusahaan lokal, tenaga kerja 
Indonesia) setelah pelaksanaan HKI dari teknologi yang bersangkutan 
telah beberapa tahun di Indonesia (misalnya antara 5 – 10 tahun).  
4. Paralel impor.  
Paralel impor juga disebut pasar abu-abu (grey market), yaitu 
produk yang diproduksi di bawah perlindungan HKI yang berada 
dalam suatu negara (pasar kesatu), dan kemudian diimpor ke negara 
lain (pasar kedua) tanpa otorisasi dari pemilik HKI. Misalnya diizinkan 
suatu perusahaan untuk membeli obat-obatan dari Spanyol untuk 
kemudian diimpor ke Swedia atau Jerman tanpa persetujuan dari 
pemilik HKI (distributor lokal memiliki hak paten). Hal ini 
dibolehkan dalam pasar internal di lingkungan Uni Eropa hampir 
untuk semua produk, sepanjang bukan merupakan produk palsu 
atau bajakan.327 Menurut WIPO, paralel impor adalah kegiatan 
pengimporan barang di luar jalur distribusi yang dikelola berdasarkan 
kontrak oleh produsen barang yang bersangkutan. Article 8 TRIPs 
Agreement memungkinkan terjadinya impor paralel apabila dilakukan 
dalam rangka perlindungan kesehatan, gizi masyarakat dan sektor-
sektor tertentu yang sangat penting bagi perkembangan sosial 
ekonomi dan teknologi. Article 6 juga membuka kemungkinan tersebut 
dengan konsep exhaustion of IPR. Konsep exhaustion of IPR berkaitan 
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dengan pemilik atau pemegang HKI yang dapat mengontrol 
pendistribusian produk yang dilindungi HKI. Apabila pemilik atau 
pemegang HKI telah menjual produknya, maka ketika itu tidak ada lagi 
hak kontrol atas produk tersebut, sehingga tidak dapat melarang pihak 
lain untuk menjual kembali produk tersebut ke wilayah yang sama atau 
wilayah berbeda. Menurut Ulas Demir, terdapat tiga tipe exhaustion, 
yaitu national exhaustion, regional exhaustion dan international ex-
haustion.328 Alasan-alasan perlunya pengaturan paralel impor, antara 
lain: (1) karena harga produk sejenis yang dilindungi oleh HKI 
yang diimpor dari negara lain relatif lebih murah dibandingkan 
dengan produk yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor 
dari negara tertentu. (2) Paralel impor akan memberi keuntungan 
kepada masyarakat di negara berkembang atau negara tertinggal 
yang tingkat pendapatannya rendah untuk memperoleh produk 
yang berguna bagi kehidupannya. (3) Dalam rangka melindungi 
HKI agar masyarakat tidak membeli produk tiruan (palsu) hasil 
pelanggaran HKI karena alasan produk asli sangat mahal, sementara 
produk palsu lebih murah.329 Di Indonesia, paralel impor dilarang oleh 
Undang-Undang Paten (Pasal 16 Ayat (1) dan (2)), tetapi pada Pasal 
135 huruf (a) Undang-Undang Paten dinyatakan bahwa dikecualikan 
dari tindak pidana kegiatan mengimpor suatu produk farmasi yang 
dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukan ke 
pasar di suatu negara oleh pemegang paten sesuai dengan syarat 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua pasal tersebut kontradiktif isinya. Terlihat pembentuk undang-
undang sesungguhnya meng-inginkan adanya ketentuan yang 
mengarah pada paralel impor khususnya pada produk farmasi karena 
alasan kepentingan kesehatan masyarakat, tetapi tidak berani secara 
tegas mengaturnya dalam pasal tertentu. Ketidaktegasan tersebut bisa 
jadi ada hubungannya dengan kasus yang terjadi pada Thailand yang 
berniat membuat undang-undang yang membolehkan paralel impor. 
Niat tersebut gagal, karena ditentang oleh Amerika Serikat melalui 
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ancaman dalam bidang ekonomi, akan membatasi impor tekstil 
dari Thailand ke Amerika Serikat (1992). Hal tersebut juga terjadi 
pada Afrika Selatan yang ingin melakukan paralel impor atas obat 
HIV/AIDS, Amerika Serikat melalui Duta Besarnya untuk Afrika 
Selatan menulis surat kepada parlemen Afrika Selatan agar 
menghapus ketentuan paralel impor. Jika Amerika Serikat konsisten 
dengan salah satu tujuan TRIPs Agreement bahwa HKI adalah untuk 
menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, penolakan tersebut 
tidak perlu dilakukan. Terlihat dengan jelas, bagi Amerika Serikat 
HKI semata-mata adalah kegiatan perdagangan (bisnis) untuk 
maksimalisasi keuntungan ekonomi. Ketentuan paralel impor memang 
dibutuhkan Indonesia baik berkaitan dengan produk farmasi maupun 
produk lain sehingga harganya terjangkau oleh daya beli masyarakat 
Indonesia yang relatif rendahnya pendapatannya. Paralel impor lebih 
jauh dapat mencegah terjadinya eksploitasi produk yang dilindungi 
HKI secara berlebihan, sehingga harga jualnya tetap dalam 
keadaan wajar. Jadi, sangat tepat dan penting bagi Indonesia 
memasukkan ketentuan paralel impor di dalam Undang-Undang HKI 
khususnya Paten, Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia 
Dagang. Maka konsep paralel impor perlu diperluas tidak semata-
mata menyangkut produk farmasi, tetapi juga berlaku terhadap 
produk HKI lainnya yang dibutuhkan bangsa Indonesia. 
5. Pengaturan Acces and Benefit Sharing (ABS) dan Disclosure of 
Origin (DO), dan Prior Informed Consent (PIC) sebagai persyaratan 
pengajuan pendaftaran HKI jika terkait dengan Pengetahuan 
Tradisional, SDG, dan Ekspresi Budaya Indonesia. 
ABS merupakan konsep mengenai kedaulatan negara terkait 
kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan SDG yang berada dalam 
wilayah yurisdiksinya. Negara memiliki otoritas untuk menentukan 
akses terhadap SDG dalam yurisdiksinya, memiliki kewajiban 
untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan tujuan penggunaan 
SDG dan berbagi manfaat atas SDG. SDG meliputi: tanaman, hewan 
atau mikro organisme yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan 
(misalnya riset dasar, komersialisasi produk), sedangkan pengguna 
SDG (user) meliputi: lembaga penelitian, universitas dan perusahaan 
swasta (usaha obat-obatan, kosmetik, pertanian, hortikultura dan 
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bioteknologi). Manfaat yang diperoleh dari SDG misalnya hasil 
penelitian dan pengembangan SDG, transfer teknologi yang me-
manfaatkan SDG tersebut, partisipasi dalam kegiatan penelitian 
bioteknologi, atau keuntungan ekonomi dari komersialisasi produk dari 
SDG (misalnya royalti paten).330 DO adalah keharusan bagi pihak-
pihak yang mengajukan aplikasi HKI diwajibkan mengungkap 
sumber awalnya terkait dengan SDG dan Pengetahuan Tradisional. 331 
Konsep PIC digunakan dalam kegiatan penelitian, di mana interaksi 
antara peneliti dengan tokoh masyarakat atau individu dalam 
suatu komunitas masyarakat tradisional sebagai informan untuk 
mendapatkan informasi atau data. Konsep ini kemudian ber-kembang 
dari sifatnya yang informal menuju formal, sebagai akibat banyaknya 
kegiatan bioprospecting dan akses terhadap SDG, serta kompensasi 
yang adil bagi masyarakat pemilik/pemelihara SDG.332   
Konsep ABS, DO dan PIC tidak berasal dari konsep HKI, bahkan 
TRIPs Agreement tidak menyinggung sedikitpun tentang hal 
tersebut. Konsep tersebut berasal dari beberapa konvensi dan 
lembaga internasional terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, 
pangan dan pertanian, dan HKI, antara lain: Convention on Biological 
Diversity (CBD) 1992, UN Convention to Combat Desertification 
(UNCCD) 1994, Primary Health Care Declaration of Alma Ata 1978 
yang diadopsi oleh WHO, WTO khususnya Deklarasi Doha 2001, 
United Nation Conferences on Development (UNCTAD) 2000 dan 
2004, International Undertaking on Plant Genetic Resources (IUPGR) 
1983, WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property 
                                                 
 
330. CBD, Bonn Guidelines (COP VI/24: Access and Benefit-sharing as Related to Genetic 
Resources), melalui <http://www.cbd.int/abs/> (22/03/2010) 
331. WIPO, WIPO Document: WIPO/GRTKF/IC/6/13, Melalui http://www.wipo.int/ 
edocs/mdocs/tk/en/ wipo_grtkf_ic_6/ wipo_grtkf_ic_6_13.pdf (22/03/2010)  
332. Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992 (CBD) mengaturnya di dalam Article 15, 
bahwa akses terhadap SDG sebelumnya harus memperoleh persetujuan dari pihak 
yang menyediakan akses kepada SDG, yang dipertegas lagi dalam COP PBB yang 
menyatakan akses terhadap pengetahuan tradisional dan praktik-praktik adat 
masyarakat lokal harus tunduk pada persetujuan pemiliknya (COP, 5/6/1997), 
Brent Berlin and Berlin Elois Ann, NGO’s and Process Prior Informed Consent in 
Bioprospecting Research: The Maya ICBG Project in Chiapas, Mexico, Paper 
Presented at the Séminaire “Les ONG dans le champ de la Biodiversité” 27-28 May 
2002, UNESCO, Miollis, Paris, Melalui <http://portal.unesco.org/science/en/files/ 
2076/10346754120BERLINand_BERLIN.doc/> (20/03/2010)  
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and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Foklore 1998 – 
2000, dan the International Union for the Protection of New Varieties 
of Plants (UPOV).333 Konsep tersebut menjadi penting ketika 
banyaknya HKI (khususnya paten) yang diajukan di negara-negara 
maju sumber awalnya berasal dari pengetahuan tradisional334 dan 
SDG yang berasal dari negara berkembang. Tindakan demikian 
dapat dikategorikan sebagai pencurian (biopiracy) dan pemanfaatan 
secara curang (misappropriation) atas pengetahuan tradisional dan 
SDG, termasuk yang berasal dari Indonesia. Misalnya empat puluh 
paten yang didaftar oleh Shiseido di Jepang menggunakan bahan 
tanaman obatan-obatan yang berasal dari Indonesia, seperti 
brotowali, daun sukun  gondopuro,  sambiloto, cabe Jawa, dan 
banyak lagi. Meskipun ada sebagian dari paten tersebut dibatalkan 
sendiri oleh pihak Shiseido, setelah ada keberatan dari Indonesia.335 
Salah satu penyebabnya adalah belum diakuinya secara internasional 
maupun nasional PT, SDG dan Ekspresi Budaya sebagai prior art 
atau state the art (sebagai literatur HKI/non literatur HKI) dalam 
sistem hukum HKI, kecuali pada Undang-Undang Hak Cipta. 
Indonesia bisa mempeloporinya dengan menyatakan di dalam 
Undang-Undang HKI bahwa PT, SDG, Ekspresi Budaya adalah 
merupakan literatur HKI/non literatur HKI untuk digunakan 
sebagai dokumen pembanding dalam pemeriksaan substantif 
sebelum diberikan HKI-nya. Tujuan dari pengaturan tersebut, adalah  
pencegahan terjadinya erosi dan hilangnya tradisi (pelestarian tradisi), 
pencegahan eksploitasi yang tidak sah, mendorong inovasi dan 
kreativitas yang berdasarkan pada pengetahuan tradisional, 
perlindungan dari penyalahgunaan, distorsi dan tindakan merugikan 
lainnya, perlindungan konservasi budaya dan keanekaragaman 
hayati, dan perlindungan terhadap martabat dan hak moral 
                                                 
333. WIPO, op., cit, hlm. 13 – 15.  
334. WIPO, Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders, 
WIPO Report on Fact Finding Missions on Intellectual Property and Traditional 
Knowledge (1988 – 1999), Geneva, 2001, hlm. 25.  
335. Tantono Subagyo, Perlindungan Hukum Terhadap Plasma Nutfah dan Pengetahuan 
Tradisional, Terutama Melalui Konversi Keanekaragaman Hayati, Bahan Penataran 
dan Lokakarya HKI, Kerjasama DIKTI  dan Lembaga Penelitian UNS, Surakarta, 
Tanggal 17-20 September 2002, hlm. 2 – 7. 
Bab VIII. Konsep Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum TRIPs Agreement .... 
 
307 
tradisional inovator dan pencipta.336 Guna mencegah tindakan 
yang merugikan itu, Indonesia memilih pengaturan secara sui 
generis terhadap perlindungan SDG, pe-ngetahuan tradisional dan 
ekspresi budaya. Saat ini Rancangan Undang-Undangnya sedang 
digodok oleh pemerintah. Meskipun pengaturan secara sui 
generis, namun di setiap Undang-Undang HKI ketentuan ABS, DO 
dan PIC tetap harus ada. Perlindungan hukum terhadap 
pemanfaatan dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya dan SDG 
Indonesia oleh yang tidak berhak dilakukan melalui ketentuan 
tersebut. Kelemahan dari Indonesia sendiri adalah belum lengkapnya 
pendataan (dokumentasi) terhadap pengetahuan tra-disional, ekspresi 
budaya dan SDG, sehingga menjadi alasan bagi negara-negara 
maju untuk belum mengakuinya secara multilateral (forum TRIPs 
atau WIPO) karena beranggapan bagaimana negara lain diminta 
untuk mengakui pengetahuan tradisional, ekspresi budaya dan 
SDG sementara negara yang memilikinya belum melindunginya 
melalui dokumentasi yang lengkap dan dapat diakses secara 
internasional. Maka, persoalan dokumentasi ini harus diatasi, 
dengan mencontoh Brasil dan India.337 Khusus mengenai SDG, studi 
yang dilakukan oleh Efridani Lubis menyimpulkan ada tiga konsep 
kepemilikan dan pengelolaan SDG dari berbagai konvensi 
internasional, yaitu: konsep common heritage of mankind (CHM), 
konsep sovereign right, dan HKI. Ketiga konsep tersebut memiliki 
kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan CHM adalah 
bebas akses ke SDG tanpa harus meminta persetujuan terlebih 
dahulu, namun sebagai balasannya hasil akses juga harus dinikmati 
oleh semua pihak, tidak terbatas hanya pada pihak yang mengakses. 
Seiring perkembangan kedaulatan  negara seperti sekarang ini, maka 
penerapan CHM dinilai tidak praktis, karena tidak memperhitungkan 
hak negara untuk mengontrol segala sumber daya yang dimiliki 
diwilayahnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika konsep 
CHM ini pada akhirnya hanya dapat diterapkan pada wilayah-
wilayah di luar juridiksi negara. Namun, untuk alasan ketahanan 
                                                 
336. WIPO, 2001, op., cit, hlm. 70. 
337. Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Laporan Sidang Reguler TRIPs Council 
Tanggal 8 – 9 Maret 2004, Jenewa, 11 Maret 2004, hlm. 4.  
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pangan dan kesehatan, konsep ini tetap dipertahankan untuk 
mempermudah pertukaran SDG yang bertujuan untuk memperoleh 
SDG yang lebih sesuai dengan kebutuhan ketahanan pangan dan 
kesehatan tanpa adanya halangan birokrasi. Kelebihan sovereign 
right yang ditetapkan dalam CBD adalah diberinya hak penuh bagi 
negara untuk mengatur akses dan persyaratan untuk akses SDG 
yang berada di wilayah juridiksinya. Namun, kelemahan konsep ini 
adalah pengakuan hanya sebatas pada SDG dalam kondisi in situ 
saja, dan negara harus memiliki kemampuan negosiasi yang 
memadai agar bisa memaksimalkan pelaksanaan konsep ini karena 
segala aturan main dan ketentuan yang berlaku untuk para pihak 
berlandaskan kekuatan kontrak semata. Sementara kelebihan HKI 
adalah mekanisme ini diyakini dapat mendorong aspek komersial 
pemanfaatan SDG yang pada akhirnya mendorong usaha 
pengembangan SDG itu sendiri oleh para pemulia. Namun, di sisi lain, 
kelemahan konsep ini adalah terlalu luasnya batasan perlindungan 
yang mencakup mikro organisme, proses non biologi dan mikro 
biologi. Padahal unsur-unsur ini mendukung keberlangsungan SDG 
secara menyeluruh, dan karenanya perlu diberi perlindungan demi 
SDG itu sendiri secara ilmiah tanpa dikaitkan dengan aspek 
komersialnya.338 Konsep yang paling sesuai dengan kondisi 
Indonesia adalah  konsep sovereign right dengan perluasan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dengan 
pengertian sebagai hak yang diberikan kepada negara untuk 
mengelola SDG di wilayah yurisdiksinya dengan memperlakukan 
SDG sebagai public property untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Indonesia saat ini tanpa mengurangi hak generasi 
masyarakat yang akan datang baik dalam kualitas maupun 
kuantitasnya.339 Walaupun konsep sovereign right digunakan dalam 
pengaturan sui generis terhadap SDG, konsep HKI tidak bisa di-
tinggalkan karena hasil rekayasa dan pemanfaatan SDG sebagai hasil 
inovasi dapat diajukan perlindungan HKI, baik dalam bentuk paten, 
rahasia dagang, hak cipta dan bentuk HKI lainnya. Oleh sebab itu di 
                                                 
338. Efridani Lubis, Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan 
Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, 
Bandung, 2009, hlm.  449. 
339. Ibid, hlm. 452 – 453.  
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dalam Undang-Undang HKI tetap perlu dilindungi melalui ketentuan 
ABS, DO, dan PIC sebagai persyaratan untuk mendapatkan HKI.   
6. Menghapus ketentuan pengecualian HKI dari Undang-Undang 
Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 
Nomor 5 Tahun 1999).  
Ada ketegangan alamiah antara pelaksanaan kepemilikan HKI dan 
hukum persaingan. Pelaksanaan HKI dapat berdampak pada perilaku 
anti persaingan, karena memiliki hak ekslusif (monopoli dalam 
jangka waktu tertentu) sehingga dapat memiliki posisi dominan 
dalam pasar yang mungkin disalahgunakan. Oleh karena itu HKI 
perlu dikaitkan dengan hukum persaingan.340 Paris Convention 
Article 10bis (2) mendefinisikan suatu persaingan tidak sehat 
adalah setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan 
praktik-praktik jujur dalam industri dan perdagangan, selanjutnya 
Article 10bis (3) mendeskripsikan beberapa tindakan yang harus 
dilarang, yaitu: semua tindakan yang dapat menimbulkan kebingungan 
menyangkut produk atau kegiatan perdagangan pesaing, tuduhan 
palsu untuk mendiskreditkan pesaing, dan indikasi ingin menyesatkan 
masyarakat mengenai sifat, proses pembuatan, karakteristik, ke-
sesuaian manfaatnya atau jumlah dari suatu produk. Uni Eropa 
mengantisipasi hal tersebut dengan mengaturnya di dalam the 
Treaty of Rome, antara lain: Pengaturan di Uni Eropa dapat 
menjadi bahan perbandingan dalam mengatur tentang persaingan 
usaha dan HKI. Ketentuan the Treaty of Rome terdapat dalam 
Article 28 (pembatasan jumlah ekspor dan tindakan sejenis), Article 
29 dan 30 (pembatasan kualitas ekspor), Article 81 (1) (perjanjian 
yang menghambat dan mendistorsi persaingan), dan Article 82 
(penyalahgunaan posisi dominan).341 Pada kenyataannya pengecualian 
pelaksanaan HKI dari hukum persaingan usaha telah menimbulkan 
dampak negatif terhadap ketersediaan produk tersebut dalam 
masyarakat, menyebabkan harga menjadi mahal dan tidak ter-
jangkau oleh masyarakat, dan penyalahgunaan posisi dominan.342 
                                                 
340. Tina Hart and Linda Fazzani, Intellectual Property Law, Third Edition, Palgrave 
Macmillan, New York, 2004, hlm. 246.  
341. Ibid, hlm. 245.  
342. Salah satu contoh kasus penyalahgunaan posisi dominan adalah kasus Microsoft Corp. 
Microsoft Corp digugat ke Pengadilan oleh  Departemen Kehakiman Amerika 
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
 
310 
HKI terkait dengan hukum persaingan usaha hanya apabila 
merugikan kepentingan ekonomi dan kepentingan lainnya, misalnya 
mengancam kepentingan publik yang lebih besar.343 Oky Deviany 
Burhamzah setelah meneliti tentang exhaustion principle terkait 
paralel impor dalam hukum paten, berkesimpulan bahwa kerangka 
dasar hak ekslusif dalam bidang paten, merek, dan pengaturan 
pemberian lisensi yang bersifat ekslusif dapat menimbulkan hambatan 
dalam persaingan ekonomi terbuka.344 Memang ada ketentuan 
lisensi wajib untuk mencegah dampak negatif dari hak ekslusif HKI 
melalui mekanisme lisensi wajib. Hal ini tidak mudah karena proses 
yang dilakukan relatif panjang, dari keharusan mendapatkan fakta 
bahwa pemilik atau pemegang HKI tidak melaksanakan HKI 
sebagaimana mestinya, fakta bahwa produk HKI tersebut tidak mudah 
diakses masyarakat, dan mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI 
untuk mendapatkan izin lisensi wajib. Guna mencegah pelaksanaan 
HKI yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan merugikan 
kepentingan masyarakat, HKI tidak seharusnya dikecualikan dari 
hukum persaingan usaha. TRIPs Agreement pada Section 8 Article 
                                                                                                         
Serikat dan 20 negara bagian Amerika Serikat. berdasarkan ketentuan Sherman 
Antitrust Act pada tanggal 18 Mei 1998. Microsoft dianggap menyalahgunakan 
posisi dominannya pada penjualan komputer pribadi berbasis Intel dengan 
Operating system (OS) dan browser web (Internet Explorer/IE). Microsoft 
membundling IE dengan OS Microsoft Windows. Hal ini yang menyebabkan 
Microsoft mengungguli persaingan dan menyebabkan terjadinya persaingan yang 
tidak adil pada pasar web browser (seperti Netscape Navigator atau Opera) yang 
harus dibeli secara terpisah dari computer pribadi. Microsoft juga mengikat 
perjanjian dengan pihak ketiga dan mengadakan perjanjian terbatas (lisensi 
terbatas) dengan original equipment manufacturer (OEM). Tuduhan tersebut 
dibantah Microsoft yang menyatakan bahwa penggabungan Microsoft Windows 
dan Internet Explorer merupakan hasil dari inovasi dan kompetisi, bahwa sekarang 
dua produk itu dan merupakan satu kesatuan dan konsumen mendapatkan semua 
manfaat dari IE secara gratis. Kasus ini diadili di District of Columbia. Hakim 
menyatakan bahwa dominasi Microsoft melalui komputer pribadi berbasis sistem 
operasi merupakan posisi dominan, dan merugikan  perusahaan lain (Apple, Java, 
Netscape, Lotus Notes, Real Networks, Linux, dan lain-lain). Tanggal 3 April 2000, 
diputuskan Microsoft telah melakukan monopoli, melanggar Bagian 1 dan 2 dari 
Sherman Act, dan Microsoft harus memecahkannya menjadi dua unit yang 
terpisah, satu untuk berupa  OS, dan satunya lagi berupa produk perangkat lunak 
lain. William H. and John E. Lopatka, The Microsoft Case: Antitrust, High 
Technology, and Consumer Welfare .University of Chicago Press. 2009.  
343. Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition, Thomson West Group, 
St. Paul, MN, hlm. 40.  
344. Oky Deviany Burhamzah, op.,cit.  
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40 hanya mengatur tentang pengendalian praktik-praktik persaingan 
curang dalam perjanjian lisensi yang menghambat persaingan 
sehingga berakibat tidak baik bagi perdagangan dan menghambat 
proses alih teknologi dan penyebaran teknologi. Ketentuan ini 
terdapat dalam Pasal 47 (Undang-Undang Hak Cipta), Pasal 71 
(Undang-Undang Paten), Pasal 47 (Undang-Undang Merek), Pasal 9 
(Undang-Undang Rahasia Dagang), Pasal 36 (Undang-Undang Desain 
Industri) dan Pasal 20 Ayat (3) (Undang-Undang Perlindungan Varietas 
Tanaman). Mengingat pelaksanaan HKI yang ada kemungkinan 
merugikan kepentingan masyarakat, maka perlu perluasan pengaturan 
ketentuan persaingan usaha tidak hanya menyangkut perjanjian 
lisensi saja tetapi meliputi kegiatan apapun dalam pelaksanaan 
HKI yang melanggar hukum persaingan usaha harus dilarang. Terkait 
dengan hal ini, maka ketentuan Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 perlu diamandemen atau dihapuskan karena 
mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan HKI (seperti lisensi, 
paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian 
elektronik terpadu, dan rahasia dagang), dan perjanjian yang 
berkaitan dengan waralaba.  
Selain hal-hal tersebut, aspek non hukum juga harus 
mengiringi dan mendukung implementasi politik hukum HKI, misalnya 
dokumentasi PT, SDG dan Ekspresi Budaya Indonesia dengan lengkap 
dan mudah diakses baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, 
melalui peningkatan anggaran IPTEK dalam APBN, pembangunan 
infrastruktur IPTEK, pemberian insentif yang layak kepada 
inventor/pencipta/pendesain, kerjasama riset dan pengembangan 
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AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF 




 Desiring to reduce distortions and impediments to international 
trade, and taking into account the need to promote effective and adequate 
protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and 
procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become 
barriers to legitimate trade; 
 Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines 
concerning: 
(a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of 
relevant international intellectual property agreements or 
conventions; 
(b) the provision of adequate standards and principles concerning 
the availability, scope and use of trade-related intellectual 
property rights; 
(c) the provision of effective and appropriate means for the 
enforcement of trade-related intellectual property rights, taking 
into account differences in national legal systems; 
(d) the provision of effective and expeditious procedures for the 
multilateral prevention and settlement of disputes between 
governments;  and 
(e) transitional arrangements aiming at the fullest participation in 
the results of the negotiations; 
 Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules 
and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods; 
 Recognizing that intellectual property rights are private rights;   
 Recognizing the underlying public policy objectives of national 
systems for the protection of intellectual property, including developmental 
and technological objectives; 
 Recognizing also the special needs of the least-developed country 
Members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of 
laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable 
technological base; 
 Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching 
strengthened commitments to resolve disputes on trade-related intellectual 
property issues through multilateral procedures; 
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 Desiring to establish a mutually supportive relationship between the 
WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this 
Agreement as "WIPO") as well as other relevant international organizations; 
 
 Hereby agree as follows: 
 
PART I 
GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES 
 
Article 1 
Nature and Scope of Obligations 
 
1. Members shall give effect to the provisions of this Agreement.  Members 
may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive 
protection than is required by this Agreement, provided that such 
protection does not contravene the provisions of this Agreement.  
Members shall be free to determine the appropriate method of 
implementing the provisions of this Agreement within their own legal 
system and practice. 
2. For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" 
refers to all categories of intellectual property that are the subject of 
Sections 1 through 7 of Part II.   
3. Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to 
the nationals of other Members.346  In respect of the relevant intellectual 
property right, the nationals of other Members shall be understood as 
those natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility 
for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne 
Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual 
Property in Respect of Integrated Circuits, were all Members of the WTO 
members of those conventions.347  Any Member availing itself of the 
                                                 
346. When "nationals" are referred to in this Agreement, they shall be deemed, in the case of 
a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or 
legal, who are domiciled or who have a real and effective industrial or commercial 
establishment in that customs territory. 
347. In this Agreement, "Paris Convention" refers to the Paris Convention for the Protection 
of Industrial Property;  "Paris Convention (1967)" refers to the Stockholm Act of 
this Convention of 14 July 1967.  "Berne Convention" refers to the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works;  "Berne Convention 
(1971)" refers to the Paris Act of this Convention of 24 July 1971.  "Rome 
Convention" refers to the International Convention for the Protection of 
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, adopted at 




possibilities provided in paragraph 3 of Article 5 or paragraph 2 of 
Article 6 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in 
those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (the "Council for TRIPS").    
 
Article 2 
Intellectual Property Conventions 
 
1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall 
comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention 
(1967). 
2. Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing 
obligations that Members may have to each other under the Paris 
Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty 





1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment 
no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to 
the protection348 of intellectual property, subject to the exceptions 
already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne 
Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual 
Property in Respect of Integrated Circuits.  In respect of performers, 
producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation 
only applies in respect of the rights provided under this Agreement.  Any 
Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the 
Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome 
Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to 
the Council for TRIPS. 
2. Members may avail themselves of the exceptions permitted under 
paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, 
including the designation of an address for service or the appointment of 
                                                                                                         
Integrated Circuits" (IPIC Treaty) refers to the Treaty on Intellectual Property in 
Respect of Integrated Circuits, adopted at Washington on 26 May 1989.  "WTO 
Agreement" refers to the Agreement Establishing the WTO. 
348. For the purposes of Articles 3 and 4, "protection" shall include matters affecting the 
availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual 
property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property 
rights specifically addressed in this Agreement. 
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an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions 
are necessary to secure compliance with laws and regulations which are 
not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such 
practices are not applied in a manner which would constitute a disguised 





With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, 
privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other 
country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of 
all other Members.  Exempted from this obligation are any advantage, favour, 
privilege or immunity accorded by a Member: 
(a) deriving from international agreements on judicial assistance or law 
enforcement of a general nature and not particularly confined to the 
protection of intellectual property; 
(b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention 
(1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded 
be a function not of national treatment but of the treatment accorded in 
another country;   
(c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and 
broadcasting organizations not provided under this Agreement; 
(d) deriving from international agreements related to the protection of 
intellectual property which entered into force prior to the entry into force 
of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to 
the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable 
discrimination against nationals of other Members. 
 
Article 5 
Multilateral Agreements on Acquisition or 
Maintenance of Protection 
 
 The obligations under Articles 3 and 4 do not apply to procedures 
provided in multilateral agreements concluded under the auspices of WIPO 












 For the purposes of dispute settlement under this Agreement, 
subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be 





 The protection and enforcement of intellectual property rights should 
contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer 
and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and 
users of technological knowledge and in a manner conducive to social and 





1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, 
adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to 
promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-
economic and technological development, provided that such measures 
are consistent with the provisions of this Agreement.   
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the 
provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of 
intellectual property rights by right holders or the resort to practices 
which unreasonably restrain trade or adversely affect the international 
















STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE 
AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
 
SECTION 1:  COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS 
 
Article 9 
Relation to the Berne Convention 
 
1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention 
(1971) and the Appendix thereto.  However, Members shall not have 
rights or obligations under this Agreement in respect of the rights 
conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived 
therefrom. 
2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, 
procedures, methods of operation or mathematical concepts as such. 
 
Article 10 
Computer Programs and Compilations of Data 
 
1. Computer programs, whether in source or object code, shall be protected 
as literary works under the Berne Convention (1971). 
2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or 
other form, which by reason of the selection or arrangement of their 
contents constitute intellectual creations shall be protected as such.  
Such protection, which shall not extend to the data or material itself, 






In respect of at least computer programs and cinematographic works, a 
Member shall provide authors and their successors in title the right to 
authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or 
copies of their copyright works.  A Member shall be excepted from this 
obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to 
widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive 
right of reproduction conferred in that Member on authors and their 




apply to rentals where the program itself is not the essential object of the 
rental. 
Article 12 
Term of Protection 
 
Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work 
or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a 
natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the 
calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication 
within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the 
calendar year of making. 
 
Article 13 
Limitations and Exceptions 
 
Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain 
special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and 




Protection of Performers, Producers of Phonograms 
(Sound Recordings) and Broadcasting Organizations 
 
1. In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers 
shall have the possibility of preventing the following acts when 
undertaken without their authorization:  the fixation of their unfixed 
performance and the reproduction of such fixation.  Performers shall also 
have the possibility of preventing the following acts when undertaken 
without their authorization:  the broadcasting by wireless means and the 
communication to the public of their live performance. 
2. Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit 
the direct or indirect reproduction of their phonograms. 
3. Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following 
acts when undertaken without their authorization:  the fixation, the 
reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of 
broadcasts, as well as the communication to the public of television 
broadcasts of the same.  Where Members do not grant such rights to 
broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the 
subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above 
acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971). 
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4. The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply 
mutatis mutandis to producers of phonograms and any other right 
holders in phonograms as determined in a Member's law.  If on 15 April 
1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right 
holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such 
system provided that the commercial rental of phonograms is not giving 
rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of 
right holders.   
5. The term of the protection available under this Agreement to performers 
and producers of phonograms shall last at least until the end of a period 
of 50 years computed from the end of the calendar year in which the 
fixation was made or the performance took place.  The term of protection 
granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the 
end of the calendar year in which the broadcast took place. 
6. Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 
2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations 
to the extent permitted by the Rome Convention.  However, the 
provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, 
mutatis mutandis, to the rights of performers and producers of 
phonograms in phonograms. 
 
SECTION 2:  TRADEMARKS 
Article 15 
Protectable Subject Matter 
 
1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the 
goods or services of one undertaking from those of other undertakings, 
shall be capable of constituting a trademark.  Such signs, in particular 
words including personal names, letters, numerals, figurative elements 
and combinations of colours as well as any combination of such signs, 
shall be eligible for registration as trademarks.  Where signs are not 
inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, 
Members may make registrability depend on distinctiveness acquired 
through use.  Members may require, as a condition of registration, that 
signs be visually perceptible. 
2. Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying 
registration of a trademark on other grounds, provided that they do not 
derogate from the provisions of the Paris Convention (1967).   
3. Members may make registrability depend on use.  However, actual use of 
a trademark shall not be a condition for filing an application for 




that intended use has not taken place before the expiry of a period of 
three years from the date of application. 
4. The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied 
shall in no case form an obstacle to registration of the trademark. 
5. Members shall publish each trademark either before it is registered or 
promptly after it is registered and shall afford a reasonable opportunity 
for petitions to cancel the registration.  In addition, Members may afford 





1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to 
prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the 
course of trade identical or similar signs for goods or services which are 
identical or similar to those in respect of which the trademark is 
registered where such use would result in a likelihood of confusion.  In 
case of the use of an identical sign for identical goods or services, a 
likelihood of confusion shall be presumed.  The rights described above 
shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the 
possibility of Members making rights available on the basis of use. 
2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, 
to services.  In determining whether a trademark is well-known, 
Members shall take account of the knowledge of the trademark in the 
relevant sector of the public, including knowledge in the Member 
concerned which has been obtained as a result of the promotion of the 
trademark. 
3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, 
to goods or services which are not similar to those in respect of which a 
trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to 
those goods or services would indicate a connection between those 
goods or services and the owner of the registered trademark and 
provided that the interests of the owner of the registered trademark are 














Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a 
trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such 
exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the 
trademark and of third parties. 
 
Article 18 
Term of Protection 
 
Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be 
for a term of no less than seven years.  The registration of a trademark shall 
be renewable indefinitely. 
 
Article 19 
Requirement of Use 
 
1. If use is required to maintain a registration, the registration may be 
cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of 
non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such 
use are shown by the trademark owner.  Circumstances arising 
independently of the will of the owner of the trademark which constitute 
an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or 
other government requirements for goods or services protected by the 
trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use. 
2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another 
person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of 





The use of a trademark in the course of trade shall not be un-justifiably 
encumbered by special requirements, such as use with another trademark, 
use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to 
distinguish the goods or services of one undertaking from those of other 
undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the 
trademark identifying the undertaking producing the goods or services along 
with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods 





Licensing and Assignment 
 
Members may determine conditions on the licensing and assignment of 
trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks 
shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall 
have the right to assign the trademark with or without the transfer of the 
business to which the trademark belongs.   
 
SECTION 3:  GEOGRAPHICAL INDICATIONS 
 
Article 22 
Protection of Geographical Indications 
 
1. Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, 
indications which identify a good as originating in the territory of a 
Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, 
reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to 
its geographical origin. 
2. In respect of geographical indications, Members shall provide the legal 
means for interested parties to prevent:   
(a) the use of any means in the designation or presentation of a good 
that indicates or suggests that the good in question originates in a 
geographical area other than the true place of origin in a manner 
which misleads the public as to the geographical origin of the good; 
(b) any use which constitutes an act of unfair competition within the 
meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967). 
3. A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of 
an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark 
which contains or consists of a geographical indication with respect to 
goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in 
the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to 
mislead the public as to the true place of origin. 
4. The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a 
geographical indication which, although literally true as to the territory, 
region or locality in which the goods originate, falsely represents to the 









Additional Protection for Geographical Indications  
for Wines and Spirits 
 
1. Each Member shall provide the legal means for interested parties to 
prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not 
originating in the place indicated by the geographical indication in 
question or identifying spirits for spirits not originating in the place 
indicated by the geographical indication in question, even where the true 
origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in 
translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", 
"imitation" or the like.349 
2. The registration of a trademark for wines which contains or consists of a 
geographical indication identifying wines or for spirits which contains or 
consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or 
invalidated, ex officio if a Member's legislation so permits or at the 
request of an interested party, with respect to such wines or spirits not 
having this origin. 
3. In the case of homonymous geographical indications for wines, 
protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions 
of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine the practical 
conditions under which the homonymous indications in question will be 
differentiated from each other, taking into account the need to ensure 
equitable treatment of the producers concerned and that consumers are 
not misled. 
4. In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, 
negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPS concerning the 
establishment of a multilateral system of notification and registration of 
geographical indications for wines eligible for protection in those 
Members participating in the system. 
 
Article 24 
International Negotiations; Exceptions 
 
1. Members agree to enter into negotiations aimed at increasing the 
protection of individual geographical indications under Article 23.  The 
provisions of paragraphs 4 through 8 below shall not be used by a 
Member to refuse to conduct negotiations or to conclude bilateral or 
                                                 
349. Notwithstanding the first sentence of Article 42, Members may, with respect to these 




multilateral agreements.  In the context of such negotiations, Members 
shall be willing to consider the continued applicability of these provisions 
to individual geographical indications whose use was the subject of such 
negotiations. 
2. The Council for TRIPS shall keep under review the application of the 
provisions of this Section; the first such review shall take place within two 
years of the entry into force of the WTO Agreement.  Any matter 
affecting the compliance with the obligations under these provisions may 
be drawn to the attention of the Council, which, at the request of a 
Member, shall consult with any Member or Members in respect of such 
matter in respect of which it has not been possible to find a satisfactory 
solution through bilateral or plurilateral consultations between the 
Members concerned.  The Council shall take such action as may be 
agreed to facilitate the operation and further the objectives of this 
Section. 
3. In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection 
of geographical indications that existed in that Member immediately prior 
to the date of entry into force of the WTO Agreement. 
4. Nothing in this Section shall require a Member to prevent continued and 
similar use of a particular geographical indication of another Member 
identifying wines or spirits in connection with goods or services by any of 
its nationals or domiciliaries who have used that geographical indication 
in a continuous manner with regard to the same or related goods or 
services in the territory of that Member either (a) for at least 10 years 
preceding 15 April 1994 or (b) in good faith preceding that date. 
5. Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or 
where rights to a trademark have been acquired through use in good 
faith either: 
(a) before the date of application of these provisions in that Member as 
defined in Part VI;  or 
(b) before the geographical indication is protected in its country of 
origin;   
measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility 
for or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a 
trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar 
to, a geographical indication. 
6. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in 
respect of a geographical indication of any other Member with respect to 
goods or services for which the relevant indication is identical with the 
term customary in common language as the common name for such 
goods or services in the territory of that Member.  Nothing in this Section 
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shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical 
indication of any other Member with respect to products of the vine for 
which the relevant indication is identical with the customary name of a 
grape variety existing in the territory of that Member as of the date of 
entry into force of the WTO Agreement. 
7. A Member may provide that any request made under this Section in 
connection with the use or registration of a trademark must be presented 
within five years after the adverse use of the protected indication has 
become generally known in that Member or after the date of registration 
of the trademark in that Member provided that the trademark has been 
published by that date, if such date is earlier than the date on which the 
adverse use became generally known in that Member, provided that the 
geographical indication is not used or registered in bad faith. 
8. The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any 
person to use, in the course of trade, that person’s name or the name of 
that person’s predecessor in business, except where such name is used 
in such a manner as to mislead the public. 
9. There shall be no obligation under this Agreement to protect 
geographical indications which are not or cease to be protected in their 
country of origin, or which have fallen into disuse in that country. 
 
SECTION 4:  INDUSTRIAL DESIGNS 
 
Article 25 
Requirements for Protection 
 
1. Members shall provide for the protection of independently created 
industrial designs that are new or original.  Members may provide that 
designs are not new or original if they do not significantly differ from 
known designs or combinations of known design features.  Members may 
provide that such protection shall not extend to designs dictated 
essentially by technical or functional considerations. 
2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for 
textile designs, in particular in regard to any cost, examination or 
publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and 
obtain such protection.  Members shall be free to meet this obligation 











1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent 
third parties not having the owner’s consent from making, selling or 
importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or 
substantially a copy, of the protected design, when such acts are 
undertaken for commercial purposes.  
2. Members may provide limited exceptions to the protection of industrial 
designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with 
the normal exploitation of protected industrial designs and do not 
unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the 
protected design, taking account of the legitimate interests of third 
parties. 
3. The duration of protection available shall amount to at least 10 years. 
 
SECTION 5:  PATENTS 
 
Article 27 
Patentable Subject Matter 
 
1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be 
available for any inventions, whether products or processes, in all fields 
of technology, provided that they are new, involve an inventive step and 
are capable of industrial application.350  Subject to paragraph 4 of 
Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, 
patents shall be available and patent rights enjoyable without 
discrimination as to the place of invention, the field of technology and 
whether products are imported or locally produced. 
2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention 
within their territory of the commercial exploitation of which is necessary 
to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or 
plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, 
provided that such exclusion is not made merely because the exploitation 
is prohibited by their law. 
 
 
                                                 
350. For the purposes of this Article, the terms "inventive step" and "capable of industrial 
application" may be deemed by a Member to be synonymous with the terms "non-
obvious" and "useful" respectively. 
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3. Members may also exclude from patentability: 
(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of 
humans or animals; 
(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially 
biological processes for the production of plants or animals other 
than non-biological and microbiological processes.  However,  
Members shall provide for the protection of plant varieties either by 
patents or by an effective sui generis system or by any combination 
thereof.  The provisions of this subparagraph shall be reviewed four 





1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: 
(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third 
parties not having the owner’s consent from the acts of:  making, 
using, offering for sale, selling, or importing351 for these purposes 
that product; 
(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third 
parties not having the owner’s consent from the act of using the 
process, and from the acts of:  using, offering for sale, selling, or 
importing for these purposes at least the product obtained directly 
by that process. 
2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by 
succession, the patent and to conclude licensing contracts. 
 
Article  29 
Conditions on Patent Applicants 
 
1. Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the 
invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to 
be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant 
to indicate the best mode for carrying out the invention known to the 
inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority 
date of the application. 
 
                                                 
351. This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, 





2. Members may require an applicant for a patent to provide information 
concerning the applicant’s corresponding foreign applications and grants. 
 
Article 30 
Exceptions to Rights Conferred 
 
Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by 
a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a 
normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate 
interests of third parties. 
 
Article 31 
Other Use Without Authorization of the Right Holder 
 
Where the law of a Member allows for other use352 of the subject matter of a 
patent without the authorization of the right holder, including use by the 
government or third parties authorized by the government, the following 
provisions shall be respected: 
(a) authorization of such use shall be considered on its individual merits; 
(b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user 
has made efforts to obtain authorization from the right holder on 
reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have 
not been successful within a reasonable period of time.  This requirement 
may be waived by a Member in the case of a national emergency or 
other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-
commercial use.  In situations of national emergency or other 
circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, 
be notified as soon as reasonably practicable.  In the case of public non-
commercial use, where the government or contractor, without making a 
patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid 
patent is or will be used by or for the government, the right holder shall 
be informed promptly; 
(c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for 
which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology 
shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice 
determined after judicial or administrative process to be anti-competitive; 
(d) such use shall be non-exclusive; 
                                                 
352. "Other use" refers to use other than that allowed under Article 30. 
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(e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise 
or goodwill which enjoys such use; 
(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the 
domestic market of the Member authorizing such use; 
(g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection 
of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated 
if and when the circumstances which led to it cease to exist and are 
unlikely to recur.  The competent authority shall have the authority to 
review, upon motivated request, the continued existence of these 
circumstances; 
(h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the 
circumstances of each case, taking into account the economic value of 
the authorization; 
(i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use 
shall be subject to judicial review or other independent review by a 
distinct higher authority in that Member; 
(j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use 
shall be subject to judicial review or other independent review by a 
distinct higher authority in that Member; 
(k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in 
subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a 
practice determined after judicial or administrative process to be anti-
competitive.  The need to correct anti-competitive practices may be 
taken into account in determining the amount of remuneration in such 
cases.  Competent authorities shall have the authority to refuse 
termination of authorization if and when the conditions which led to such 
authorization are likely to recur; 
(l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent ("the 
second patent") which cannot be exploited without infringing another 
patent ("the first patent"), the following additional conditions shall apply: 
(i) the invention claimed in the second patent shall involve an important 
technical advance of considerable economic significance in relation 
to the invention claimed in the first patent; 
(ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on 
reasonable terms to use the invention claimed in the second patent;  
and 
(iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-










An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent 
shall be available. 
Article 33 
Term of Protection 
 
The term of protection available shall not end before the expiration of a 
period of twenty years counted from the filing date.353 
 
Article 34 
Process Patents:  Burden of Proof 
 
1. For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the 
rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the 
subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the 
judicial authorities shall have the authority to order the defendant to 
prove that the process to obtain an identical product is different from the 
patented process.  Therefore, Members shall provide, in at least one of 
the following circumstances, that any identical product when produced 
without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to 
the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process: 
(a) if the product obtained by the patented process is new; 
(b) if there is a substantial likelihood that the identical product was 
made by the process and the owner of the patent has been unable 
through reasonable efforts to determine the process actually used. 
2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in 
paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred 
to in subparagraph (a) is fulfilled or only if the condition referred to in 
subparagraph (b) is fulfilled. 
3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of 
defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall 
be taken into account.   
 
 
                                                 
353. It is understood that those Members which do not have a system of original grant may 
provide that the term of protection shall be computed from the filing date in the 
system of original grant. 
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Relation to the IPIC Treaty 
 
Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of 
integrated circuits (referred to in this Agreement as "layout-designs") in 
accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), 
Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property 
in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following 
provisions. 
Article 36 
Scope of the Protection 
 
Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall consider 
unlawful the following acts if performed without the authorization of the right 
holder:354  importing, selling, or otherwise distributing for commercial 
purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected 
layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated 




Acts Not Requiring the Authorization of  
the Right Holder 
 
1. Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the 
performance of any of the acts referred to in that Article in respect of an 
integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or 
any article incorporating such an integrated circuit where the person 
performing or ordering such acts did not know and had no reasonable 
ground to know, when acquiring the integrated circuit or article 
incorporating such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully 
reproduced layout-design.  Members shall provide that, after the time 
that such person has received sufficient notice that the layout-design was 
unlawfully reproduced, that person may perform any of the acts with 
respect to the stock on hand or ordered before such time, but shall be 
                                                 
354. The term "right holder" in this Section shall be understood as having the same meaning 




liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty 
such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of 
such a layout-design. 
2. The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 
shall apply mutatis mutandis in the event of any non-voluntary licensing 
of a layout-design or of its use by or for the government without the 
authorization of the right holder. 
 
Article 38 
Term of Protection 
 
1. In Members requiring registration as a condition of protection, the term 
of protection of layout-designs shall not end before the expiration of a 
period of 10 years counted from the date of filing an application for 
registration or from the first commercial exploitation wherever in the 
world it occurs. 
2. In Members not requiring registration as a condition for protection, 
layout-designs shall be protected for a term of no less than 10 years from 
the date of the first commercial exploitation wherever in the world it 
occurs. 
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that 
protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design. 
 




1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition 
as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members 
shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and 
data submitted to governments or governmental agencies in accordance 
with paragraph 3. 
2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing 
information lawfully within their control from being disclosed to, acquired 
by, or used by others without their consent in a manner contrary to 
honest commercial practices355 so long as such information: 
                                                 
355. For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" 
shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and 
inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by 
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(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise 
configuration and assembly of its components, generally known 
among or readily accessible to persons within the circles that 
normally deal with the kind of information in question;  
(b) has commercial value because it is secret;  and  
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by 
the person lawfully in control of the information, to keep it secret. 
 
3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of 
pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new 
chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the 
origination of which involves a considerable effort, shall protect such data 
against unfair commercial use.  In addition, Members shall protect such 
data against disclosure, except where necessary to protect the public, or 
unless steps are taken to ensure that the data are protected against 
unfair commercial use. 
 
SECTION 8:  CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES  




1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to 
intellectual property rights which restrain competition may have adverse 
effects on trade and may impede the transfer and dissemination of 
technology. 
2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their 
legislation licensing practices or conditions that may in particular cases 
constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse 
effect on competition in the relevant market.  As provided above, a 
Member may adopt, consistently with the other provisions of this 
Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, 
which may include for example exclusive grantback conditions, conditions 
preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the 
light of the relevant laws and regulations of that Member. 
3. Each Member shall enter, upon request, into consultations with any other 
Member which has cause to believe that an intellectual property right 
owner that is a national or domiciliary of the Member to which the 
                                                                                                         
third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such 




request for consultations has been addressed is undertaking practices in 
violation of the requesting Member's laws and regulations on the subject 
matter of this Section, and which wishes to secure compliance with such 
legislation, without prejudice to any action under the law and to the full 
freedom of an ultimate decision of either Member.  The Member 
addressed shall accord full and sympathetic consideration to, and shall 
afford adequate opportunity for, consultations with the requesting 
Member, and shall cooperate through supply of publicly available non-
confidential information of relevance to the matter in question and of 
other information available to the Member, subject to domestic law and 
to the conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the 
safeguarding of its confidentiality by the requesting Member. 
4. A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings in 
another Member concerning alleged violation of that other Member's laws 
and regulations on the subject matter of this Section shall, upon request, 
be granted an opportunity for consultations by the other Member under 
the same conditions as those foreseen in paragraph 3.  
 
PART III 
ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
 




1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this 
Part are available under their law so as to permit effective action against 
any act of infringement of intellectual property rights covered by this 
Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and 
remedies which constitute a deterrent to further infringements.  These 
procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of 
barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their 
abuse. 
2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights 
shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated 
or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays. 
3. Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and 
reasoned.  They shall be made available at least to the parties to the 
proceeding without undue delay.  Decisions on the merits of a case shall 
be based only on evidence in respect of which parties were offered the 
opportunity to be heard. 
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4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial 
authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional 
provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at 
least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case.  
However, there shall be no obligation to provide an opportunity for 
review of acquittals in criminal cases. 
5. It is understood that this Part does not create any obligation to put in 
place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights 
distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect 
the capacity of Members to enforce their law in general.  Nothing in this 
Part creates any obligation with respect to the distribution of resources 
as between enforcement of intellectual property rights and the 
enforcement of law in general. 
 
 




Fair and Equitable Procedures 
 
Members shall make available to right holders356 civil judicial procedures 
concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this 
Agreement.  Defendants shall have the right to written notice which is timely 
and contains sufficient detail, including the basis of the claims.  Parties shall 
be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures 
shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory 
personal appearances.  All parties to such procedures shall be duly entitled to 
substantiate their claims and to present all relevant evidence.  The procedure 
shall provide a means to identify and protect confidential information, unless 








                                                 
356. For the purpose of this Part, the term "right holder" includes federations and 







1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has 
presented reasonably available evidence sufficient to support its claims 
and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which 
lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be 
produced by the opposing party, subject in appropriate cases to 
conditions which ensure the protection of confidential information.  
2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good 
reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary 
information within a reasonable period, or significantly impedes a 
procedure relating to an enforcement action, a Member may accord 
judicial authorities the authority to make preliminary and final 
determinations, affirmative or negative, on the basis of the information 
presented to them, including the complaint or the allegation presented by 
the party adversely affected by the denial of access to information, 
subject to providing the parties an opportunity to be heard on the 





1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist 
from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of 
commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the 
infringement of an intellectual property right, immediately after customs 
clearance of such goods.  Members are not obliged to accord such 
authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a 
person prior to knowing or having reasonable grounds to know that 
dealing in such subject matter would entail the infringement of an 
intellectual property right.   
2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the 
provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by 
third parties authorized by a government, without the authorization of 
the right holder are complied with, Members may limit the remedies 
available against such use to payment of remuneration in accordance 
with subparagraph (h) of Article 31.  In other cases, the remedies under 
this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a 
Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall 
be available. 






1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to 
pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the 
right holder has suffered because of an infringement of that person’s 
intellectual property right by an infringer who knowingly, or with 
reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. 
2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer 
to pay the right holder expenses, which may include appropriate 
attorney's fees.  In appropriate cases, Members may authorize the 
judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-
established damages even where the infringer did not knowingly, or with 





In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial 
authorities shall have the authority to order that goods that they have found 
to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the 
channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the 
right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional 
requirements, destroyed.  The judicial authorities shall also have the authority 
to order that materials and implements the predominant use of which has 
been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any 
sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to 
minimize the risks of further infringements.  In considering such requests, the 
need for proportionality between the seriousness of the infringement and the 
remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into 
account.  In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the 
trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional 
cases, to permit release of the goods into the channels of commerce. 
 
Article 47 
Right of Information 
 
Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, 
unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, 




involved in the production and distribution of the infringing goods or services 
and of their channels of distribution.   
 
Article 48 
Indemnification of the Defendant 
 
1. The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose 
request measures were taken and who has abused enforcement 
procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained 
adequate compensation for the injury suffered because of such abuse.  
The judicial authorities shall also have the authority to order the 
applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate 
attorney's fees. 
2. In respect of the administration of any law pertaining to the protection or 
enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt 
both public authorities and officials from liability to appropriate remedial 
measures where actions are taken or intended in good faith in the course 





To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of 
administrative procedures on the merits of a case, such procedures 
shall conform to principles equivalent in substance to those set forth 
in this Section. 
 




1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and 
effective provisional measures: 
(a) to prevent an infringement of any intellectual property right from 
occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of 
commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods 
immediately after customs clearance; 
(b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 
2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional 
measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where 
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any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where 
there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.  
3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to 
provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves 
with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder 
and that the applicant’s right is being infringed or that such infringement 
is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent 
assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse. 
4. Where provisional measures have been adopted inaudita altera parte, the 
parties affected shall be given notice, without delay after the execution of 
the measures at the latest.  A review, including a right to be heard, shall 
take place upon request of the defendant with a view to deciding, within 
a reasonable period after the notification of the measures, whether these 
measures shall be modified, revoked or confirmed. 
5. The applicant may be required to supply other information necessary for 
the identification of the goods concerned by the authority that will 
execute the provisional measures.  
6. Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the 
basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be 
revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a 
decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable 
period, to be determined by the judicial authority ordering the measures 
where a Member's law so permits or, in the absence of such a 
determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, 
whichever is the longer. 
7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to 
any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found 
that there has been no infringement or threat of infringement of an 
intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority 
to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the 
defendant appropriate compensation for any injury caused by these 
measures. 
8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of 
administrative procedures, such procedures shall conform to principles 









Suspension of Release by Customs Authorities 
 
Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt 
procedures358 to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting 
that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods359 
may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, 
administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the 
release into free circulation of such goods.  Members may enable such an 
application to be made in respect of goods which involve other infringements 
of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section 
are met.  Members may also provide for corresponding procedures concerning 
the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods 








                                                 
357. Where a Member has dismantled substantially all controls over movement of goods 
across its border with another Member with which it forms part of a customs 
union, it shall not be required to apply the provisions of this Section at that border. 
358. It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of 
goods put on the market in another country by or with the consent of the right 
holder, or to goods in transit. 
359. For the purposes of this Agreement: 
(a) "counterfeit trademark goods" shall mean any goods, including packaging, 
bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark 
validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished 
in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes 
the rights of the owner of the trademark in question under the law of the 
country of importation; 
(b) "pirated copyright goods" shall mean any goods which are copies made 
without the consent of the right holder or person duly authorized by the right 
holder in the country of production and which are made directly or indirectly 
from an article where the making of that copy would have constituted an 
infringement of a copyright or a related right under the law of the country of 
importation. 






Any right holder initiating the procedures under Article 51 shall be required to 
provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under 
the laws of the country of importation, there is  prima facie an infringement 
of the right holder’s intellectual property right and to supply a sufficiently 
detailed description of the goods to make them readily recognizable by the 
customs authorities.  The competent authorities shall inform the applicant 
within a reasonable period whether they have accepted the application and, 
where determined by the competent authorities, the period for which the 
customs authorities will take action. 
 
Article 53 
Security or Equivalent Assurance  
 
1. The competent authorities shall have the authority to require an applicant 
to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the 
defendant and the competent authorities and to prevent abuse.  Such 
security or equivalent assurance shall not unreasonably deter recourse to 
these procedures. 
2. Where pursuant to an application under this Section the release of goods 
involving industrial designs, patents, layout-designs or undisclosed 
information into free circulation has been suspended by customs 
authorities on the basis of a decision other than by a judicial or other 
independent authority, and the period provided for in Article 55 has 
expired without the granting of provisional relief by the duly empowered 
authority, and provided that all other conditions for importation have 
been complied with, the owner, importer, or consignee of such goods 
shall be entitled to their release on the posting of a security in an amount 
sufficient to protect the right holder for any infringement.  Payment of 
such security shall not prejudice any other remedy available to the right 
holder, it being understood that the security shall be released if the right 












Notice of Suspension 
 
The importer and the applicant shall be promptly notified of the suspension of 
the release of goods according to Article 51. 
 
Article 55 
Duration of Suspension 
 
If, within a period not exceeding 10 working days after the applicant has been 
served notice of the suspension, the customs authorities have not been 
informed that proceedings leading to a decision on the merits of the case 
have been initiated by a party other than the defendant, or that the duly 
empowered authority has taken provisional measures prolonging the 
suspension of the release of the goods, the goods shall be released, provided 
that all other conditions for importation or exportation have been complied 
with;  in appropriate cases, this time-limit may be extended by another 10 
working days.  If proceedings leading to a decision on the merits of the case 
have been initiated, a review, including a right to be heard, shall take place 
upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable 
period, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.  
Notwithstanding the above, where the suspension of the release of goods is 
carried out or continued in accordance with a provisional judicial measure, the 
provisions of paragraph 6 of Article 50 shall apply. 
 
Article 56 
Indemnification of the Importer  
and of the Owner of the Goods 
 
Relevant authorities shall have the authority to order the applicant to pay the 
importer, the consignee and the owner of the goods appropriate 
compensation for any injury caused to them through the wrongful detention 
of goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55. 
 
Article 57 
Right of Inspection and Information  
 
Without prejudice to the protection of confidential information, Members shall 
provide the competent authorities the authority to give the right holder 
sufficient opportunity to have any goods detained by the customs authorities 
inspected in order to substantiate the right holder’s claims.  The competent 
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authorities shall also have authority to give the importer an equivalent 
opportunity to have any such goods inspected.  Where a positive 
determination has been made on the merits of a case, Members may provide 
the competent authorities the authority to inform the right holder of the 
names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and 
of the quantity of the goods in question. 
 
Article 58 
Ex Officio Action 
 
Where Members require competent authorities to act upon their own initiative 
and to suspend the release of goods in respect of which they have acquired 
prima facie evidence that an intellectual property right is being infringed: 
(a) the competent authorities may at any time seek from the right holder any 
information that may assist them to exercise these powers; 
(b) the importer and the right holder shall be promptly notified of the 
suspension.  Where the importer has lodged an appeal against the 
suspension with the competent authorities, the suspension shall be 
subject to the conditions, mutatis mutandis, set out at Article 55; 
(c) Members shall only exempt both public authorities and officials from 
liability to appropriate remedial measures where actions are taken or 





Without prejudice to other rights of action open to the right holder and 
subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, 
competent authorities shall have the authority to order the destruction or 
disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 
46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow 
the re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject 
them to a different customs procedure, other than in exceptional 
circumstances. 
Article 60 
De Minimis Imports 
 
Members may exclude from the application of the above provisions small 
quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers' 





SECTION 5:  CRIMINAL PROCEDURES 
Article 61 
 
Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at 
least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a 
commercial scale.  Remedies available shall include imprisonment and/or 
monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of 
penalties applied for crimes of a corresponding gravity.  In appropriate cases, 
remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of 
the infringing goods and of any materials and implements the predominant 
use of which has been in the commission of the offence.  Members may 
provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of 
infringement of intellectual property rights, in particular where they are 
committed wilfully and on a commercial scale. 
 
PART IV 
ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY 




1. Members may require, as a condition of the acquisition or maintenance of 
the intellectual property rights provided for under Sections 2 through 6 of 
Part II, compliance with reasonable procedures and formalities.  Such 
procedures and formalities shall be consistent with the provisions of this 
Agreement. 
2. Where the acquisition of an intellectual property right is subject to the 
right being granted or registered, Members shall ensure that the 
procedures for grant or registration, subject to compliance with the 
substantive conditions for acquisition of the right, permit the granting or 
registration of the right within a reasonable period of time so as to avoid 
unwarranted curtailment of the period of protection. 
3. Article 4 of the Paris Convention (1967) shall apply mutatis mutandis to 
service marks.  
4. Procedures concerning the acquisition or maintenance of intellectual 
property rights and, where a Member's law provides for such procedures, 
administrative revocation and inter partes procedures such as opposition, 
revocation and cancellation, shall be governed by the general principles 
set out in paragraphs 2 and 3 of Article 41. 
5. Final administrative decisions in any of the procedures referred to under 
paragraph 4 shall be subject to review by a judicial or quasi-judicial 
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authority.  However, there shall be no obligation to provide an 
opportunity for such review of decisions in cases of unsuccessful 
opposition or administrative revocation, provided that the grounds for 
such procedures can be the subject of invalidation procedures. 
 
PART V 





1. Laws and regulations, and final judicial decisions and administrative 
rulings of general application, made effective by a Member pertaining to 
the subject matter of this Agreement (the availability, scope, acquisition, 
enforcement and prevention of the abuse of intellectual property rights) 
shall be published, or where such publication is not practicable made 
publicly available, in a national language, in such a manner as to enable 
governments and right holders to become acquainted with them.  
Agreements concerning the subject matter of this Agreement which are 
in force between the government or a governmental agency of a Member 
and the government or a governmental agency of another Member shall 
also be published. 
2. Members shall notify the laws and regulations referred to in paragraph 1 
to the Council for TRIPS in order to assist that Council in its review of the 
operation of this Agreement.  The Council shall attempt to minimize the 
burden on Members in carrying out this obligation and may decide to 
waive the obligation to notify such laws and regulations directly to the 
Council if consultations with WIPO on the establishment of a common 
register containing these laws and regulations are successful.  The 
Council shall also consider in this connection any action required 
regarding notifications pursuant to the obligations under this Agreement 
stemming from the provisions of Article 6ter of the Paris Convention 
(1967). 
3. Each Member shall be prepared to supply, in response to a written 
request from another Member, information of the sort referred to in 
paragraph 1.  A Member, having reason to believe that a specific judicial 
decision or administrative ruling or bilateral agreement in the area of 
intellectual property rights affects its rights under this Agreement, may 
also request in writing to be given access to or be informed in sufficient 





4. Nothing in paragraphs 1, 2 and 3 shall require Members to disclose 
confidential information which would impede law enforcement or 
otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the 
legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private. 
 
Article 64 
Dispute Settlement  
 
1. The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated and 
applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to 
consultations and the settlement of disputes under this Agreement 
except as otherwise specifically provided herein. 
2. Subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 shall not 
apply to the settlement of disputes under this Agreement for a period of 
five years from the date of entry into force of the WTO Agreement. 
3. During the time period referred to in paragraph 2, the Council for TRIPS 
shall examine the scope and modalities for complaints of the type 
provided for under subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of 
GATT 1994 made pursuant to this Agreement, and submit its 
recommendations to the Ministerial Conference for approval.  Any 
decision of the Ministerial Conference to approve such recommendations 
or to extend the period in paragraph 2 shall be made only by consensus, 
and approved recommendations shall be effective for all Members 








1. Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be 
obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a 
general period of one year following the date of entry into force of the 
WTO Agreement. 
2. A developing country Member is entitled to delay for a further period of 
four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the 
provisions of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5. 
3. Any other Member which is in the process of transformation from a 
centrally-planned into a market, free-enterprise economy and which is 
undertaking structural reform of its intellectual property system and 
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facing special problems in the preparation and implementation of 
intellectual property laws and regulations, may also benefit from a period 
of delay as foreseen in paragraph 2.  
4. To the extent that a developing country Member is obliged by this 
Agreement to extend product patent protection to areas of technology 
not so protectable in its territory on the general date of application of this 
Agreement for that Member, as defined in paragraph 2, it may delay the 
application of the provisions on product patents of Section 5 of Part II to 
such areas of technology for an additional period of five years. 
5. A Member availing itself of a transitional period under paragraphs 1, 2, 3 
or 4 shall ensure that any changes in its laws, regulations and practice 
made during that period do not result in a lesser degree of consistency 
with the provisions of this Agreement. 
 
Article 66 
Least-Developed Country Members 
 
1. In view of the special needs and requirements of least-developed country 
Members, their economic, financial and administrative constraints, and 
their need for flexibility to create a viable technological base, such 
Members shall not be required to apply the provisions of this Agreement, 
other than Articles 3, 4 and 5, for a period of 10 years from the date of 
application as defined under paragraph 1 of Article 65.  The Council for 
TRIPS shall, upon duly motivated request by a least-developed country 
Member, accord extensions of this period. 
2. Developed country Members shall provide incentives to enterprises and 
institutions in their territories for the purpose of promoting and 
encouraging technology transfer to least-developed country Members in 





In order to facilitate the implementation of this Agreement, developed country 
Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and 
conditions, technical and financial cooperation in favour of developing and 
least-developed country Members.  Such cooperation shall include assistance 
in the preparation of laws and regulations on the protection and enforcement 
of intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse, and 




domestic offices and agencies relevant to these matters, including the training 
of personnel.   
 
PART VII 
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS 
 
Article 68 
Council for Trade-Related Aspects of  
Intellectual Property Rights 
 
The Council for TRIPS shall monitor the operation of this Agreement and, in 
particular, Members compliance with their obligations hereunder, and shall 
afford Members the opportunity of consulting on matters relating to the 
trade-related aspects of intellectual property rights.  It shall carry out such 
other responsibilities as assigned to it by the Members, and it shall, in 
particular, provide any assistance requested by them in the context of dispute 
settlement procedures.  In carrying out its functions, the Council for TRIPS 
may consult with and seek information from any source it deems appropriate.  
In consultation with WIPO, the Council shall seek to establish, within one year 




International Cooperation  
 
Members agree to cooperate with each other with a view to eliminating 
international trade in goods infringing intellectual property rights.  For this 
purpose, they shall establish and notify contact points in their administrations 
and be ready to exchange information on trade in infringing goods.  They 
shall, in particular, promote the exchange of information and cooperation 
between customs authorities with regard to trade in counterfeit trademark 
goods and pirated copyright goods.  
 
Article 70 
Protection of Existing Subject Matter 
 
1. This Agreement does not give rise to obligations in respect of acts which 
occurred before the date of application of the Agreement for the Member 
in question.   
2. Except as otherwise provided for in this Agreement, this Agreement gives 
rise to obligations in respect of all subject matter existing at the date of 
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application of this Agreement for the Member in question, and which is 
protected in that Member on the said date, or which meets or comes 
subsequently to meet the criteria for protection under the terms of this 
Agreement.  In respect of this paragraph and paragraphs 3 and 4, 
copyright obligations with respect to existing works shall be solely 
determined under Article 18 of the Berne Convention (1971), and 
obligations with respect to the rights of producers of phonograms and 
performers in existing phonograms shall be determined solely under 
Article 18 of the Berne Convention (1971) as made applicable under 
paragraph 6 of Article 14 of this Agreement. 
3. There shall be no obligation to restore protection to subject matter which 
on the date of application of this Agreement for the Member in question 
has fallen into the public domain. 
4. In respect of any acts in respect of specific objects embodying protected 
subject matter which become infringing under the terms of legislation in 
conformity with this Agreement, and which were commenced, or in 
respect of which a significant investment was made, before the date of 
acceptance of the WTO Agreement by that Member, any Member may 
provide for a limitation of the remedies available to the right holder as to 
the continued performance of such acts after the date of application of 
this Agreement for that Member.  In such cases the Member shall, 
however, at least provide for the payment of equitable remuneration.    
5. A Member is not obliged to apply the provisions of Article 11 and of 
paragraph 4 of Article 14 with respect to originals or copies purchased 
prior to the date of application of this Agreement for that Member. 
6. Members shall not be required to apply Article 31, or the requirement in 
paragraph 1 of Article 27 that patent rights shall be enjoyable without 
discrimination as to the field of technology, to use without the 
authorization of the right holder where authorization for such use was 
granted by the government before the date this Agreement became 
known. 
1. In the case of intellectual property rights for which protection is 
conditional upon registration, applications for protection which are 
pending on the date of application of this Agreement for the Member in 
question shall be permitted to be amended to claim any enhanced 
protection provided under the provisions of this Agreement.  Such 
amendments shall not include new matter. 
2. Where a Member does not make available as of the date of entry into 
force of the WTO Agreement patent protection for phar-maceutical and 
agricultural chemical products commensurate with its obligations under 




(a) notwithstanding the provisions of Part VI, provide as from the date 
of entry into force of the WTO Agreement a means by which 
applications for patents for such inventions can be filed; 
(b) apply to these applications, as of the date of application of this 
Agreement, the criteria for patentability as laid down in this 
Agreement as if those criteria were being applied on the date of 
filing in that Member or, where priority is available and claimed, the 
priority date of the application;  and 
(c) provide patent protection in accordance with this Agreement as from 
the grant of the patent and for the remainder of the patent term, 
counted from the filing date in accordance with Article 33 of this 
Agreement, for those of these applications that meet the criteria for 
protection referred to in sub-paragraph (b). 
3. Where a product is the subject of a patent application in a Member in 
accordance with paragraph 8(a), exclusive marketing rights shall be 
granted, notwithstanding the provisions of Part VI, for a period of five 
years after obtaining marketing approval in that Member or until a 
product patent is granted or rejected in that Member, whichever period is 
shorter, provided that, subsequent to the entry into force of the WTO 
Agreement, a patent application has been filed and a patent granted for 
that product in another Member and marketing approval obtained in such 
other Member.   
 
Article 71 
Review and Amendment   
 
1. The Council for TRIPS shall review the implementation of this Agreement 
after the  expiration of the transitional period referred to in paragraph 2 
of Article 65. The Council shall, having regard to the experience gained in 
its implementation, review it two years after that date, and at identical 
intervals thereafter. The Council may also undertake reviews in the light 
of any relevant new developments which might warrant modification or 
amendment of this Agreement.   
2. Amendments merely serving the purpose of adjusting to higher levels of 
protection of intellectual property rights achieved, and in force, in other 
multilateral agreements and accepted under those agreements by all 
Members of the WTO may be referred to the Ministerial Conference for 
action in accordance with paragraph 6 of Article X of the WTO Agreement 
on the basis of a consensus proposal from the Council for TRIPS.  
3.  
 






Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this 





Nothing in this Agreement shall be construed: 
(a) to require a Member to furnish any information the disclosure of which it 
considers contrary to its essential security interests;  or 
(b) to prevent a Member from taking any action which it considers necessary 
for the protection of its essential security interests; 
(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are 
derived; 
(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war 
and to such traffic in other goods and materials as is carried on 
directly or indirectly for the purpose of supplying a military 
establishment; 
(iii) taken in time of war or other emergency in international relations;  
or 
(c) to prevent a Member from taking any action in pursuance of its 
obligations under the United Nations Charter for the maintenance of 
international peace and security. 
  
AMENDMENT OF THE TRIPs AGREEMENT 
DECISION of 6 DECEMBER 2005 
 
The General Council; 
Having regard to paragraph 1 of Article X of the Marrakesh Agreement 
Establishing the World Trade Organization (“the WTO Agreement”); 
Conducting the functions of the Ministerial Conference in the interval between 
meetings pursuant to paragraph 2 of Article IV of the WTO Agreement; 
Noting the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health 
(WT/MIN(01)/DEC/2) and, in particular, the instruction of the Ministerial 
Conference to the Council for TRIPS contained in paragraph 6 of the 
Declaration to find an expeditious solution to the problem of the difficulties 
that WTO Members with insufficient or no manufacturing capacities in the 
pharmaceutical sector could face in making effective use of compulsory 




Recognizing, where eligible importing Members seek to obtain supplies under 
the system set out in the proposed amendment of the TRIPS Agreement, the 
importance of a rapid response to those needs consistent with the provisions 
of the proposed amendment of the TRIPS Agreement; 
Recalling paragraph 11 of the General Council Decision of 30 August 2003 on 
the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health;  
Having considered the proposal to amend the TRIPS Agreement submitted by 
the Council for TRIPS (IP/C/41); 
Noting the consensus to submit this proposed amendment to the Members for 
acceptance; 
Decides as follows: 
1. The Protocol amending the TRIPS Agreement attached to this Decision is 
hereby adopted and submitted to the Members for acceptance. 
2. The Protocol shall be open for acceptance by Members until 1 December 
2007 or such later date as may be decided by the Ministerial Conference. 
3. The Protocol shall take effect in accordance with the provisions of 
paragraph 3 of Article X of the WTO Agreement. 
 
PROTOCOL AMENDING THE TRIPs AGREEMENT 
 
Members of the World Trade Organization; 
Having regard to the Decision of the General Council in document WT/L/641, 
adopted pursuant to paragraph 1 of Article X of the Marrakesh Agreement 
Establishing the World Trade Organization (“the WTO Agreement”); 
Hereby agree as follows: 
1. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(the “TRIPS Agreement”) shall, upon the entry into force of the Protocol 
pursuant to paragraph 4, be amended as set out in the Annex to this 
Protocol, by inserting Article 31bis after Article 31 and by inserting the 
Annex to the TRIPS Agreement after Article 73. 
2. Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of 
this Protocol without the consent of the other Members. 
3. This Protocol shall be open for acceptance by Members until 
1 December 2007 or such later date as may be decided by the Ministerial 
Conference. 
4. This Protocol shall enter into force in accordance with paragraph 3 of 
Article X of the WTO Agreement. 
5. This Protocol shall be deposited with the Director-General of the World 
Trade Organization who shall promptly furnish to each Member a certified 
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copy thereof and a notification of each acceptance thereof pursuant to 
paragraph 3. 
6. This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of 
Article 102 of the Charter of the United Nations. 
Done at Geneva this sixth day of December two thousand and five, in a single 
copy in the English, French and Spanish languages, each text being authentic. 
   




1. The obligations of an exporting Member under Article 31(f) shall not 
apply with respect to the grant by it of a compulsory licence to the extent 
necessary for the purposes of production of a pharmaceutical product(s) 
and its export to an eligible importing Member(s) in accordance with the 
terms set out in paragraph 2 of the Annex to this Agreement. 
2. Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under 
the system set out in this Article and the Annex to this Agreement, 
adequate remuneration pursuant to Article 31(h) shall be paid in that 
Member taking into account the economic value to the importing Member 
of the use that has been authorized in the exporting Member. Where a 
compulsory licence is granted for the same products in the eligible 
importing Member, the obligation of that Member under Article 31(h) 
shall not apply in respect of those products for which remuneration in 
accordance with the first sentence of this paragraph is paid in the 
exporting Member. 
3. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of 
enhancing purchasing power for, and facilitating the local production of, 
pharmaceutical products: where a developing or least developed country 
WTO Member is a party to a regional trade agreement within the 
meaning of Article XXIV of the GATT 1994 and the Decision of 28 
November 1979 on Differential and More Favourable Treatment 
Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (L/4903), at 
least half of the current membership of which is made up of countries 
presently on the United Nations list of least developed countries, the 
obligation of that Member under Article 31(f) shall not apply to the extent 
necessary to enable a pharmaceutical product produced or imported under a 
compulsory licence in that Member to be exported to the markets of those 
other developing or least developed country parties to the regional trade 




that this will not prejudice the territorial nature of the patent rights in 
question. 
4. Members shall not challenge any measures taken in conformity with the 
provisions of this Article and the Annex to this Agreement under 
subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994. 
5. This Article and the Annex to this Agreement are without prejudice to the 
rights, obligations and flexibilities that Members have under the 
provisions of this Agreement other than paragraphs (f) and (h) of Article 
31, including those reaffirmed by the Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2), and to their 
interpretation. They are also without prejudice to the extent to which 
pharmaceutical products produced under a compulsory licence can be 
exported under the provisions of Article 31(f). 
   
ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT   
 
1. For the purposes of Article 31bis and this Annex: 
(a) “pharmaceutical product” means any patented product, or product 
manufactured through a patented process, of the pharmaceutical 
sector needed to address the public health problems as recognized 
in paragraph 1 of the Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health (WT/MIN(01)/DEC/2). It is understood that active ingredients 
necessary for its manufacture and diagnostic kits needed for its use 
would be included 1; 
(b) “eligible importing Member” means any least-developed country 
Member, and any other Member that has made a notification2 to the 
Council for TRIPS of its intention to use the system set out in Article 
31bis and this Annex (“system”) as an importer, it being understood 
that a Member may notify at any time that it will use the system in 
whole or in a limited way, for example only in the case of a national 
emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of 
public non-commercial use. It is noted that some Members will not 
use the system as importing Members3 and that some other 
Members have stated that, if they use the system, it would be in no 
more than situations of national emergency or other circumstances 
of extreme urgency; 
(c) “exporting Member” means a Member using the system to produce 
pharmaceutical products for, and export them to, an eligible 
importing Member. 
2. The terms referred to in paragraph 1 of Article 31bis are that: 
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(a) the eligible importing Member(s)4 has made a notification2 to the 
Council for TRIPS, that: 
(i) specifies the names and expected quantities of the product(s) 
needed5; 
(ii) confirms that the eligible importing Member in question, other 
than a least developed country Member, has established that it 
has insufficient or no manufacturing capacities in the 
pharmaceutical sector for the product(s) in question in one of 
the ways set out in the Appendix to this Annex; and 
(iii) confirms that, where a pharmaceutical product is patented in its 
territory, it has granted or intends to grant a compulsory licence 
in accordance with Articles 31 and 31bis of this Agreement and 
the provisions of this Annex6; 
(b) the compulsory licence issued by the exporting Member under the 
system shall contain the following conditions:   
(i) only the amount necessary to meet the needs of the eligible 
importing Member(s) may be manufactured under the licence 
and the entirety of this production shall be exported to the 
Member(s) which has notified its needs to the Council 
for TRIPS; 
(ii) products produced under the licence shall be clearly identified 
as being produced under the system through specific labelling or 
marking. Suppliers should distinguish such products through 
special packaging and/or special colouring/shaping of the 
products themselves, provided that such distinction is feasible 
and does not have a significant impact on price; and 
(iii) before shipment begins, the licensee shall post on a website7 
the following information: 
 the quantities being supplied to each destination as referred 
to in indent (i) above; and 
 the distinguishing features of the product(s) referred to in 
indent (ii) above; 
(c) the exporting Member shall notify8 the Council for TRIPS of the grant 
of the licence, including the conditions attached to it.9 The 
information provided shall include the name and address of the 
licensee, the product(s) for which the licence has been granted, the 
quantity(ies) for which it has been granted, the country(ies) to which 
the product(s) is (are) to be supplied and the duration of the licence. 
The notification shall also indicate the address of the website 




3. In order to ensure that the products imported under the system are used 
for the public health purposes underlying their importation, eligible 
importing Members shall take reasonable measures within their means, 
proportionate to their administrative capacities and to the risk of trade 
diversion to prevent re-exportation of the products that have actually 
been imported into their territories under the system. In the event that 
an eligible importing Member that is a developing country Member or a 
least-developed country Member experiences difficulty in implementing 
this provision, developed country Members shall provide, on request and 
on mutually agreed terms and conditions, technical and financial 
cooperation in order to facilitate its implementation. 
4. Members shall ensure the availability of effective legal means to prevent 
the importation into, and sale in, their territories of products produced 
under the system and diverted to their markets inconsistently with its 
provisions, using the means already required to be available under this 
Agreement. If any Member considers that such measures are proving 
insufficient for this purpose, the matter may be reviewed in the Council 
for TRIPS at the request of that Member. 
5. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of 
enhancing purchasing power for, and facilitating the local production of, 
pharmaceutical products, it is recognized that the development of 
systems providing for the grant of regional patents to be applicable in the 
Members described in paragraph 3 of Article 31bis should be promoted. 
To this end, developed country Members undertake to provide technical 
cooperation in accordance with Article 67 of this Agreement, including in 
conjunction with other relevant intergovernmental organizations. 
6. Members recognize the desirability of promoting the transfer of 
technology and capacity building in the pharmaceutical sector in order to 
overcome the problem faced by Members with insufficient or no 
manufacturing capacities in the pharmaceutical sector. To this end, 
eligible importing Members and exporting Members are encouraged to 
use the system in a way which would promote this objective. Members 
undertake to cooperate in paying special attention to the transfer of 
technology and capacity building in the pharmaceutical sector in the work 
to be undertaken pursuant to Article 66.2 of this Agreement, paragraph 7 
of the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and any 
other relevant work of the Council for TRIPS. 
7. The Council for TRIPS shall review annually the functioning of the system 
with a view to ensuring its effective operation and shall annually report 
on its operation to the General Council. 
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APPENDIX TO THE ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT 
Assessment of Manufacturing Capacities in the Pharmaceutical 
Sector  
 
Least-developed country Members are deemed to have insufficient or no 
manufacturing capacities in the pharmaceutical sector. 
For other eligible importing Members insufficient or no manufacturing 
capacities for the product(s) in question may be established in either of the 
following ways: 
(i) the Member in question has established that it has no manufacturing 
capacity in the pharmaceutical sector;  or 
(ii) where the Member has some manufacturing capacity in this sector, it has 
examined this capacity and found that, excluding any capacity owned or 
controlled by the patent owner, it is currently insufficient for the 
purposes of meeting its needs. When it is established that such capacity 
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 SINOPSIS 
 
Indonesia merupakan salah satu negara yang 
menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan 
dunia (World Trade Organization/WTO) dan perjanjian mengenai 
aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan 
Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) sebagai salah satu lampirannya. Indonesia telah 
meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pasca 
ratifikasi WTO/TRIPs Agreement, bidang-bidang HKI yang telah diatur 
dalam undang-undang pasca TRIPs Agreement, adalah: Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,  Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek, Indikasi geografis dan indikasi asal 
termasuk juga diatur dalam undang-undang ini, Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu. Hasil dari penyesuaian dengan TRIPs Agreement 
ternyata belum sesuai dengan kebutuhan Indonesia, terdapat 
beberapa prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 
nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan belum 
mampu melindungi kepentingan nasional Indonesia. Salah satu 
penyebabnya karena Indonesia belum memiliki politik hukum HKI 
yang jelas dan metode penyesuaian (harmonisasi hukum) yang lebih 
memihak kepada kepentingan nasional. 
Prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia harus bersumber pada 
Pancasila, UUD 1945 realitas sosial bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip 
hukum HKI tersebut adalah: prinsip kebebasan berkarya, prinsip 
perlindungan hukum terhadap HKI, prinsip kemanfaatan HKI, prinsip 
hak ekonomi HKI, prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia, prinsip 
kebudayaan HKI, prinsip perlindungan kebudayaan nasional, prinsip 
kewenangan negara melaksanakan HKI demi kepentingan nasional, 
 prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas dan agama, prinsip hak 
ekslusif terbatas, prinsip keadilan, prinsip HKI berfungsi sosial dan prinsip 
kolektivisme. Sementara itu prinsip-prinsip hukum TRIPs Agreement, 
adalah: prinsip ketundukan utuh (full compliance), prinsip pembalasan 
silang (cross retaliation), prinsip standar minimum (minimum standars), 
prinsip pemberian hak yang sama (national treatment), prinsip tanpa 
diskriminasi (the most favoured nation), prinsip pengutamaan 
komersialisasi HKI, prinsip exhaustion of intellectual property rights, 
prinsip tanpa persyaratan (no reservation), prinsip perlakuan khusus 
terbatas pada negara berkembang dan terbelakang, prinsip alih 
teknologi, prinsip kepentingan umum, prinsip kerjasama internasional, 
prinsip amandemen dan prinsip penyelesaian sengketa melalui 
mekanisme WTO. Terjadi perbedaan antara prinsip-prinsip TRIPS 
Agreement dan prinsip-prinsip HKI Indonesia, antara lain pada aspek 
filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis berkenaan dengan 
individualisme versus kolektivisme (komunalisme), unifikasi hukum 
versus nasionalisme, komersialisasi HKI versus humanisme, penguasaan 
IPTEK dan dominasi teknologi versus keadilan sosial. Aspek yuridis 
berkenaan dengan prinsip full compliance versus kewenangan negara 
melaksanakan HKI untuk kepentingan nasional, standar minimum versus 
keadilan, no reservation versus perlindungan kebudayaan nasional, dan 
cross retaliation versus HKI untuk kesejahteraan manusia. Aspek 
sosiologis berkenaan dengan kepentingan negara maju mengatur HKI 
secara internasional dan terstandarisasi versus keinginan Indonesia 
mengatur HKI sesuai dengan kepentingan nasional, keterpaksaan 
negara berkembang/ terbelakang (termasuk Indonesia) menyetujui 
TRIPs Agreement versus kebutuhan penguasaan IPTEK untuk 
mendukung pem-bangunan sehingga membutuhkan kemudahan alih 
teknologi. 
Politik hukum HKI Indonesia harus berlandaskan Pancasila 
sebagai landasan filosofis, UUD 1945 sebagai landasan yuridis dan 
realitas sosial bangsa Indonesia sebagai landasan sosiologis. Setiap 
hukum asing (hukum yang berasal dari luar Indonesia) yang ingin 
diberlakukan di Indonesia harus melewati saringan (filterisasi) apakah 
hukum asing tersebut berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum 
Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Jika ada 
pertentangan atau ketidaksesuaian, maka langkah-langkah yang 
dilakukan adalah melakukan harmonisasi hukum. TRIPs Agreement 
sebagai hukum yang lahir dari kesepakatan internasional harus melewati 
proses harmonisasi hukum, sebelum menjadi hukum nasional.  
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pengadopsian 
ketentuan TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia 
selama ini tidak melalui proses harmonisasi hukum yang baik, 
sehingga kepentingan nasional belum terlindungi. Harmonisasi 
dilakukan menggunakan metode harmonisasi total, prinsip-prinsip 
hukum TRIPs Agreement diadopsi secara utuh, tetapi justru peluang-
peluang yang dimungkinkan oleh TRIPs Agreement untuk melindungi 
kepentingan nasional tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 
(misalnya Article 6, 8, 67). Hal ini mencerminkan betapa pembentuk 
Undang-Undang HKI kurang memperhatikan arti penting dari 
perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional terkait HKI atau 
adanya tekanan dari pihak asing dan ketidakberanian untuk 
menolaknya. Di masa depan, metode harmonisasi hukum selayaknya 
diubah menggunakan metode modifikasi harmonisasi total. Ketentuan 
TRIPs Agreement tetap diadopsi tetapi dengan memaksimalisasi 
peluang-peluang yang diatur dalam TRIPs Agreement untuk melindungi 
kepentingan nasional dan jika kepentingan nasional memang 
membutuhkan, maka harus dilakukan modifikasi (penyimpangan) 
dengan mengungkapkan alasan-alasannya secara faktual, 
argumentatif dan yuridis. 
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AMENDMENT OF THE TRIPs AGREEMENT 
DECISION of 6 DECEMBER 2005 
 
 
The General Council; 
Having regard to paragraph 1 of Article X of the Marrakesh Agreement 
Establishing the World Trade Organization (“the WTO Agreement”); 
Conducting the functions of the Ministerial Conference in the interval between 
meetings pursuant to paragraph 2 of Article IV of the WTO Agreement; 
Noting the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health 
(WT/MIN(01)/DEC/2) and, in particular, the instruction of the Ministerial 
Conference to the Council for TRIPS contained in paragraph 6 of the 
Declaration to find an expeditious solution to the problem of the difficulties 
that WTO Members with insufficient or no manufacturing capacities in the 
pharmaceutical sector could face in making effective use of compulsory 
licensing under the TRIPS Agreement; 
Recognizing, where eligible importing Members seek to obtain supplies under 
the system set out in the proposed amendment of the TRIPS Agreement, the 
importance of a rapid response to those needs consistent with the provisions 
of the proposed amendment of the TRIPS Agreement; 
Recalling paragraph 11 of the General Council Decision of 30 August 2003 on 
the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health;  
Having considered the proposal to amend the TRIPS Agreement submitted by 
the Council for TRIPS (IP/C/41); 
Noting the consensus to submit this proposed amendment to the Members for 
acceptance; 
Decides as follows: 
1. The Protocol amending the TRIPS Agreement attached to this Decision is 
hereby adopted and submitted to the Members for acceptance. 
2. The Protocol shall be open for acceptance by Members until 1 December 
2007 or such later date as may be decided by the Ministerial Conference. 
3. The Protocol shall take effect in accordance with the provisions of 
paragraph 3 of Article X of the WTO Agreement. 
   
PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 
Members of the World Trade Organization; 
Having regard to the Decision of the General Council in document WT/L/641, 
adopted pursuant to paragraph 1 of Article X of the Marrakesh Agreement 
Establishing the World Trade Organization (“the WTO Agreement”); 
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Hereby agree as follows: 
1. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(the “TRIPS Agreement”) shall, upon the entry into force of the Protocol 
pursuant to paragraph 4, be amended as set out in the Annex to this 
Protocol, by inserting Article 31bis after Article 31 and by inserting the 
Annex to the TRIPS Agreement after Article 73. 
2. Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of 
this Protocol without the consent of the other Members. 
3. This Protocol shall be open for acceptance by Members until 
1 December 2007 or such later date as may be decided by the Ministerial 
Conference. 
4. This Protocol shall enter into force in accordance with paragraph 3 of 
Article X of the WTO Agreement. 
5. This Protocol shall be deposited with the Director-General of the World 
Trade Organization who shall promptly furnish to each Member a certified 
copy thereof and a notification of each acceptance thereof pursuant to 
paragraph 3. 
6. This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of 
Article 102 of the Charter of the United Nations. 
Done at Geneva this sixth day of December two thousand and five, in a single 
copy in the English, French and Spanish languages, each text being authentic. 
   
ANNEX TO THE PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT 
Article 31bis 
1. The obligations of an exporting Member under Article 31(f) shall not 
apply with respect to the grant by it of a compulsory licence to the extent 
necessary for the purposes of production of a pharmaceutical product(s) 
and its export to an eligible importing Member(s) in accordance with the 
terms set out in paragraph 2 of the Annex to this Agreement. 
2. Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under 
the system set out in this Article and the Annex to this Agreement, 
adequate remuneration pursuant to Article 31(h) shall be paid in that 
Member taking into account the economic value to the importing Member 
of the use that has been authorized in the exporting Member. Where a 
compulsory licence is granted for the same products in the eligible 
importing Member, the obligation of that Member under Article 31(h) 
shall not apply in respect of those products for which remuneration in 
accordance with the first sentence of this paragraph is paid in the 
exporting Member. 
3. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of 




pharmaceutical products: where a developing or least developed country 
WTO Member is a party to a regional trade agreement within the 
meaning of Article XXIV of the GATT 1994 and the Decision of 28 
November 1979 on Differential and More Favourable Treatment 
Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (L/4903), at 
least half of the current membership of which is made up of countries 
presently on the United Nations list of least developed countries, the 
obligation of that Member under Article 31(f) shall not apply to the extent 
necessary to enable a pharmaceutical product produced or imported 
under a compulsory licence in that Member to be exported to the 
markets of those other developing or least developed country parties to 
the regional trade agreement that share the health problem in question. 
It is understood that this will not prejudice the territorial nature of the 
patent rights in question. 
4. Members shall not challenge any measures taken in conformity with the 
provisions of this Article and the Annex to this Agreement under 
subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994. 
5. This Article and the Annex to this Agreement are without prejudice to the 
rights, obligations and flexibilities that Members have under the 
provisions of this Agreement other than paragraphs (f) and (h) of Article 
31, including those reaffirmed by the Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2), and to their 
interpretation. They are also without prejudice to the extent to which 
pharmaceutical products produced under a compulsory licence can be 
exported under the provisions of Article 31(f). 
   
ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT 
1. For the purposes of Article 31bis and this Annex: 
(a) “pharmaceutical product” means any patented product, or product 
manufactured through a patented process, of the pharmaceutical 
sector needed to address the public health problems as recognized 
in paragraph 1 of the Declaration on the TRIPS Agreement and 
Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2). It is understood that active 
ingredients necessary for its manufacture and diagnostic kits needed 
for its use would be included 1; 
(b) “eligible importing Member” means any least-developed country 
Member, and any other Member that has made a notification2 to the 
Council for TRIPS of its intention to use the system set out in Article 
31bis and this Annex (“system”) as an importer, it being understood 
that a Member may notify at any time that it will use the system in 
whole or in a limited way, for example only in the case of a national 
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emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of 
public non-commercial use. It is noted that some Members will not 
use the system as importing Members3 and that some other 
Members have stated that, if they use the system, it would be in no 
more than situations of national emergency or other circumstances 
of extreme urgency; 
(c) “exporting Member” means a Member using the system to produce 
pharmaceutical products for, and export them to, an eligible 
importing Member. 
2. The terms referred to in paragraph 1 of Article 31bis are that: 
(a) the eligible importing Member(s)4 has made a notification2 to the 
Council for TRIPS, that: 
(i) specifies the names and expected quantities of the product(s) 
needed5; 
(ii) confirms that the eligible importing Member in question, other 
than a least developed country Member, has established that it 
has insufficient or no manufacturing capacities in the 
pharmaceutical sector for the product(s) in question in one of 
the ways set out in the Appendix to this Annex; and 
(iii) confirms that, where a pharmaceutical product is patented in 
its territory, it has granted or intends to grant a compulsory 
licence in accordance with Articles 31 and 31bis of this 
Agreement and the provisions of this Annex6; 
(b) the compulsory licence issued by the exporting Member under the 
system shall contain the following conditions:   
(i) only the amount necessary to meet the needs of the eligible 
importing Member(s) may be manufactured under the licence 
and the entirety of this production shall be exported to the 
Member(s) which has notified its needs to the Council 
for TRIPS; 
(ii) products produced under the licence shall be clearly identified 
as being produced under the system through specific labelling 
or marking. Suppliers should distinguish such products through 
special packaging and/or special colouring/shaping of the 
products themselves, provided that such distinction is feasible 
and does not have a significant impact on price; and 
(iii) before shipment begins, the licensee shall post on a website7 
the following information: 
 the quantities being supplied to each destination as referred 




 the distinguishing features of the product(s) referred to in 
indent (ii) above; 
(c) the exporting Member shall notify8 the Council for TRIPS of the grant 
of the licence, including the conditions attached to it.9 The 
information provided shall include the name and address of the 
licensee, the product(s) for which the licence has been granted, the 
quantity(ies) for which it has been granted, the country(ies) to which 
the product(s) is (are) to be supplied and the duration of the licence. 
The notification shall also indicate the address of the website 
referred to in subparagraph (b) (iii) above. 
3. In order to ensure that the products imported under the system are used 
for the public health purposes underlying their importation, eligible 
importing Members shall take reasonable measures within their means, 
proportionate to their administrative capacities and to the risk of trade 
diversion to prevent re-exportation of the products that have actually 
been imported into their territories under the system. In the event that 
an eligible importing Member that is a developing country Member or a 
least-developed country Member experiences difficulty in implementing 
this provision, developed country Members shall provide, on request and 
on mutually agreed terms and conditions, technical and financial 
cooperation in order to facilitate its implementation. 
4. Members shall ensure the availability of effective legal means to prevent 
the importation into, and sale in, their territories of products produced 
under the system and diverted to their markets inconsistently with its 
provisions, using the means already required to be available under this 
Agreement. If any Member considers that such measures are proving 
insufficient for this purpose, the matter may be reviewed in the Council 
for TRIPS at the request of that Member. 
5. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of 
enhancing purchasing power for, and facilitating the local production of, 
pharmaceutical products, it is recognized that the development of 
systems providing for the grant of regional patents to be applicable in the 
Members described in paragraph 3 of Article 31bis should be promoted. 
To this end, developed country Members undertake to provide technical 
cooperation in accordance with Article 67 of this Agreement, including in 
conjunction with other relevant intergovernmental organizations. 
6. Members recognize the desirability of promoting the transfer of 
technology and capacity building in the pharmaceutical sector in order to 
overcome the problem faced by Members with insufficient or no 
manufacturing capacities in the pharmaceutical sector. To this end, 
eligible importing Members and exporting Members are encouraged to 
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use the system in a way which would promote this objective. Members 
undertake to cooperate in paying special attention to the transfer of 
technology and capacity building in the pharmaceutical sector in the work 
to be undertaken pursuant to Article 66.2 of this Agreement, paragraph 7 
of the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and any 
other relevant work of the Council for TRIPS. 
7. The Council for TRIPS shall review annually the functioning of the system 
with a view to ensuring its effective operation and shall annually report 
on its operation to the General Council. 
   
APPENDIX TO THE ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT 
Assessment of Manufacturing Capacities in the Pharmaceutical Sector 
Least-developed country Members are deemed to have insufficient or no 
manufacturing capacities in the pharmaceutical sector. 
For other eligible importing Members insufficient or no manufacturing 
capacities for the product(s) in question may be established in either of the 
following ways: 
(i) the Member in question has established that it has no manufacturing 
capacity in the pharmaceutical sector;  or 
(ii) where the Member has some manufacturing capacity in this sector, it 
has examined this capacity and found that, excluding any capacity 
owned or controlled by the patent owner, it is currently insufficient for 
the purposes of meeting its needs. When it is established that such 
capacity has become sufficient to meet the Member's needs, the system 
shall no longer apply. 
 
